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Kata Pengantar 
 
 
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Bismillahirrahmanirrahim 

Syukur alhamdulillah penulis haturkan dengan menyebut dan 
mengagungkan nama Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat 
dan hidayah-Nya kepada setiap makhluk sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan buku Hukum Kewarisan Islam ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad 
S.A.W, keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang yang menumbuh 
suburkan sunahnya. 

Ilmu kewarisan merupakan salah satu cabang dari Ilmu 
Syariah. Mempelajari ilmu waris dapat dikatakan telah 
mempelajari sebagian dari ilmu pengetahuan yang ada karena ilmu 
waris mempelajari dan mengajarkan sesuatu yang berkenaan 
dengan akibat kematian, sedangkan sebagian yang lainnya 
membicarakan sebab kehidupan. Oleh karena itu, ilmu tentang 
kewarisan dalam Islam dipelajari pada setiap lembaga pendidikan 
agama, termasuk Perguruan Tinggi. 

 Buku Hukum Kewarisan Islam ini diangkat dari sebagian kecil 
hasil penelitian ketika menyusun Disertasi Doktor pada UIN Imam 
Bonjol Padang tahun 2015 yang kemudian diedit dalam bentuk 
buku dengan judul Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan 
Islam Menurut Hukum Kewarisan Islam. Buku ini disusun sesuai 
dengan standar akademik yang akan membimbing mahasiswa 
khususnya untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif 
dan komparatif tentang Hukum Kewarisan Islam. Uraian dalam 
buku ini disajikan dalam bahasa sederhana, menjelaskan tentang 
Hukum Kewarisan Islam dalam wacana dan sebagai sebuah ajaran. 
Di samping itu juga, mengemukakan kebijakan-kebijakan dalam 
penyelesaian masalah kewarisan yang pernah dilakukan oleh 
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ulama di kalangan sahabat ketika tidak menemukan ketentuan 
hukum terhadap persoalan yang muncul, dalam nash Al-
Qur’anataupun Hadis Nabi SAW. Salah satu bentuk kebijakan itu 
termasuk penyelesaian pembagian warisan yang mayoritas 
dilakukan oleh masyarakat pada zaman sekarang, dengan cara 
ishlah (perdamaian) yang juga diakomodir dalam Kompilasi 
Hukum Islam. Pembagian warisan yang didasarkan perdamaian 
atau kesepakatan di antara ahli waris yang berhak, dapat dilakukan 
selama ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing. 
Artinya, dalam pelaksanaannya hukum yang ditetapkan Allah 
secara praktis telah dilaksanakan, sekalipun nanti yang akan 
diterima ahli waris sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Penghargaan terbesar, penulis tunjukkan kepada Ayahanda 
tercinta Amri Pakiah Kayo dan Ibunda tersayang (almh) Elita 
beserta kakak dan adik-adik. Demikian juga penghargaan dan 
terima kasih untuk suami tercinta Yan Fajri, M.Ag yang selalu sabar 
dan setia menemani penulis untuk menyelesaikan disertasi ini, 
teristimewa buat permata hati “Askan Baarik Al-Abqariy” 
anugerah terindah yang dikaruniakan Allah SWT dalam perjalanan 
penyelesaian studi penulis.  

Semoga jasa-jasa dan amal shaleh mereka semua dibalasi oleh 
Allah S.W.T dengan pahala dan kebaikan yang setimpal. Penulis 
hanya bisa berdo’a jazakumullahu khairan katsira. Semoga ilmu yang 
penulis terima selama ini bermanfaat bagi agama, umat, nusa dan 
bangsa. Aamiin ya rabb al-‘alamiin. 

Tak ada gading yang tak retak. Dalam penulisan buku ini 
masih banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini. Untuk itu, 
tegur sapa dari pembaca budiman sangat penulis harapkan. 

 
Padang, Mei 2023 

Penulis 
 

Dr. Elfia, M.Ag 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

Secara normatif, ketentuan pembagian warisan telah dijelaskan 
secara kongkrit dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Ketentuan yang 
ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang 
bersifat qath’i 1  baik tsubūt (keberadaannya) maupun dalālahnya 
(penunjukan hukumnya). Kandungan ayat-ayat Al-Qur’an2 dalam 
bentuk furūdh al-muqaddarah yang membicarakan angka, yang tidak 
memerlukan interpretasi lebih lanjut, merupakan ketentuan 
hukum final yang tidak bisa diubah lagi. Ke-qath’i-an furūdh itu 
terjadi jika berdiri sendiri secara independen atau hanya bergabung 
dengan satu furūdh saja. Namun jika terdapat lebih dari dua furūdh 
maka ayat-ayat yang bersifat qath’i itu terkadang tidak memberikan 
solusi, karena memang ayat tersebut tidak berbicara tentang ahli 
waris dalam bentuk satu kelompok seperti itu.  

Pada dasarnya hukum itu ditetapkan oleh Allah SWT secara 
‘azīmah 3  dengan tidak memperhatikan keadaan yang bersifat 
juz’iyyah. Ketentuan yang bersifat ‘azīmah itu ditetapkan Allah 
untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada 
hal-hal yang bersifat khusus. Namun hukum yang ditetapkan 
secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu 

 
1 Hukum yang dikandung al-Qur’ān adakalanya bersifat qath’i dan bersifat zhanni. 

Ayat yang bersifat qath’i adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak 
bisa dipahami makna lain darinya, seperti ayat waris, hudud dan kaffarat. Lihat Abdul 
Wahab Khalaf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, (Kuwait; Dar al-Qalam, 1983), h. 37 

2 Ayat-ayat al-Qur’ān yang dimaksud surat an-Nisā’ ayat 11, 12, 176 dan al-Anfal 75. 
3 ‘‘Azīmah berarti hukum yang telah disyari’atkan Allah kepada seluruh hamba-Nya 

sejak semula. Maksudnya, hukum itu sejak semula pensyari’atnnya tidak berubah dan 
berlaku untuk seluruh umat, tempat dan masa tanpa kecuali. Al-Bannani, Hasyiyah al-
Bannani ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Matn Jam’i al-Jawāmi’, (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, 
1983), h. 124. Saifuddin Al-Amidi, al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 
1883), Juz.1, h. 122, Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, Ushul al-
Sarakhsi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, h. 117 

BAB 1 
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dan suasana tertentu, tanpa memandang kemungkinan yang akan 
timbul kemudian itu, dalam beberapa kondisi tertentu terkadang 
sulit dilakukan. Untuk menghindari kesulitan menjalankan hukum 
yang bersifat ‘azīmah inilah adanya hukum yang bersifat rukhshah 
yaitu hukum yang bersifat pengecualian dari ketentuan umum atau 
ketentuan umum yang pelaksanaannya disesuaikan dengan 
kenyataan yang bersifat khusus.4 

Hukum rukhshah itu ditetapkan berdasarkan hukum lain yang 
dapat diberlakukan dalam keadaan tertentu sehingga dapat 
menjadi sebuah hukum pengecualian. Umpamanya larangan 
memakan bangkai berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173,5 berlaku 
secara umum dan dalam keadaan apapun. Namun dalam kondisi 
darurat tidak ada makanan kecuali bangkai dan kondisi itu 
menyebabkan kematian, diberikan keringanan untuk memakan 
bangkai sebagaimana diatur dalam surat Al-Maidah ayat 3.6 Dalam 
contoh ini walaupun adanya penyimpangan dari ketentuan umum 
karena keterpaksaan, tetapi tujuan penyimpangan itu adalah untuk 
menghindarkan umat dari kesempitan. Penyimpangan yang 
dilakukan itu memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan 
petunjuk. 

Berbeda dengan contoh di atas, dalam kenyataannya ada 
beberapa keadaan yang menghendaki hukum rukhsah, namun tidak 
ditemukan dalil lain yang menjadi petunjuk bagi pengecualiannya 

 
4 Abu Ishaq Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi al-Ushul al-Syari’ah, (Kairo: t.tp, t.t), Jil.I, h. 204. 

Hukum rukhshah merupakan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya 
uzur. Rukhshah hanya berlaku apabila ada dalil yang menunjukkan dan ada uzur yng 
menyebabkannya. Dengan demikian, hukum-hukum khusus yang sama sekali tidak berbeda 
dengan dalil-dalil syarak secara umum, tidak termasuk dalam kategori rukhshah seperti 
kehalalan seluruh manfaat misalnya makan, minum, berpakaian yang tidak ada dalil yang 
melarangnya. Kehalalan memanfaatkan yang dibolehkan syarak tidaklah termasuk rukhshah 
tetapi tetap sebagai ‘‘azīmah. Al-Baidhawi, Minhaj al-Wushul ila ‘Ilm al-Ushul, (Mesir: 
Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1326 H), h. 87 

5 Terjemahnya “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 
babi, dan binatang  yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam 
keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 
maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. 
Al-Baqarah (2): 173) 

6Terjemahnya : “….maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al-Maidah (5): 3)” 
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selain kemashlahatan dan kehendak dari tuntutan keadilan. 
Umpamanya dalam sebuah contoh pembagian warisan, seseorang 
ayah memiliki dua orang ahli waris yaitu seorang anak laki-laki 
yang kaya dan seorang anak perempuan miskin yang tinggal di 
kampung. Menurut ketentuan pembagian berdasarkan farāidh, 
anak laki-laki akan menerima bagian dua pertiga dari harta 
peninggalan ayahnya, sedangkan anak perempuan menerima hak 
warisan sepertiga. Akan tetapi bisa saja terjadi, anak laki-laki yang 
memperoleh hak lebih besar itu menyerahkan haknya kepada 
adiknya kelak, karena ia lebih membutuhkan. Kerelaan 
memberikan hak kepada adik perempuannya itu menyalahi dari 
ketentuan hukum, tapi didasarkan kepada tuntutan keadilan. 

Dalam keadaan tertentu dapat juga terjadi bahwa harta 
peninggalan yang berbentuk rumah, tanah dan uang. Di antara ahli 
waris ada yang hanya membutuhkan rumah, yang lain 
membutuhkan tanah dan yang lain lagi membutuhkan uang. 
Ketika dilakukan pembagian harta warisan sebagaimana mestinya, 
mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat 
diperlukan itu. 

Beberapa contoh di atas dikemukakan bukan dalam arti ada 
pihak-pihak yang tidak puas dengan hukum Allah, tetapi dengan 
keadaan tertentu dan masa tertentu, apa yang sudah ditetapkan itu 
dianggap sesuatu yang tidak adil oleh seseorang. Tuntutan 
keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan inilah yang 
sulit dipenuhi ketika berhadapan dengan ketentuan hukum yang 
sudah ditetapkan. Oleh karena itu dalam perumusan fikih mawaris 
itu sendiri penuh dengan kebijakan-kebijakan hukum ketika 
adanya benturan hukum dengan hukum untuk mengakomodir 
rasa keadilan masyarakat. Kebijakan hukum yang dibuat oleh 
sahabat dalam masalah kewarisan, dapat dilihat dari beberapa 
bentuk penyelesaian kewarisan seperti dalam masalah ‘aul dan 
radd. 7  Penyelesaian secara ‘aul dan radd merupakan sebuah 

 
7 Aul dan radd merupakan dua masalah yang muncul dalam penyelesaian kewarisan, 

ketika harta warisan yang ada tidak mencukupi untuk dibagikan sesuai dengan furūdh 
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kebijakan hukum yang didasarkan kepada keadilan untuk semua 
ahli waris, karena jika dalam pembagian tetap mengacu kepada 
pelaksanaan hukum menurut adanya akan menemui kesulitan. 
Kesulitan tersebut dapat disebabkan karena harta warisan yang ada 
tidak mencukupi untuk memenuhi hak masing-masing ahli waris 
atau bisa juga harta warisan melebihi dari furūdh yang ada. Dalam 
keadaan seperti ini diperlukan sebuah kebijakan yang dapat 
diterima oleh semua pihak tanpa melanggar aturan hukum yang 
mesti dijalankan. 

Demikian juga halnya dalam masalah gharrawain, 8  ketika 
adanya benturan antara pelaksanaan hukum menurut adanya 
dengan rasa keadilan masyarakat yang menghendaki bentuk 
pembagian berbeda dari pembagian secara biasa. Kebijakan hukum 
yang dibuat oleh Umar bin Al-Khaththab juga menjadi sebuah 
solusi yang agaknya dapat mengatasi dua hal tersebut. Kebijakan 
hukum ini juga diterapkan dalam bentuk kasus lain seperti 
akdāriyah, al-kharqa9  karena memiliki alasan yang serupa dengan 
masalah gharrawain. 

Kebijakan hukum yang dibuat Umar bin Al-Khaththab, juga 
terlihat ketika adanya benturan antara melaksanakan suatu 
ketentuan dengan ketentuan yang berbeda dengan itu, seperti 

 
masing-masing ahli waris dan ketika harta warisan berlebih setelah ahli waris menerima hak 
sesuai dengan furūdh masing-masing. 

8 Masalah gharawain atau umariyah merupakan masalah dalam kewarisan yang pernah 
diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas sahabat yang kemudian diikuti oleh 
jumhur ulama. Masalah ini terjadi ketika penjumlahan beberapa furūdh dalam satu kasus 
kewarisan yang hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak. Hal ini terjadi ketika ahli waris 
terdiri dari ayah, ibu dan salah seorang suami isteri. Ketika diselesaikan dengan cara 
memberikan hak ahli waris sesuai dengan apa yang terdapat dalam nash, ternyata ayah 
mendapatkan bagian yang kurang dari ibu, sehingga bagian ibu yang seharusnya sepertiga 
harta ( لاملا ثلث  ) ditakwilkan menjadi sepertiga sisa ( ىقابلا ثلث ). Pengertian dan penjelasan 
tentang persoalan gharrawain dapat dilihat dalam beberapa literatur seperti Wahbah al-
Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1997), Juz.10, h. 7805. 

9 Akdāriyah dan al-Kharqa’ merupakan dua persoalan kewarisan dalam susunan ahli 
waris yang terdiri dari kakek dengan beberapa saudara (kandung atau seayah baik laki-laki 
atau perempuan) dan ahli waris lain seperti ibu dan suami. Persoalan yang muncul dalam 
kasus ini adalah mempertimbangkan hak kakek agar tidak sedikit dari ibu, dalam posisi 
kakek sebagai pengganti ayah dan juga tidak boleh kurang dari saudara, dalam hal kakek 
dipandang sama kedudukannya dengan saudara laki-laki. Uraian lebih lanjut akan 
dijelaskan pada bab selanjutnya.Ibid 
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dalam kasus kewarisan musyārakah. Dalam masalah musyārakah,10 
saudara kandung yang berposisi sebagai ashabah, yang memiliki 
hubungan kekerabatan lebih kuat dari saudara seibu tidak 
mungkin menjadi ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan. 
Ketidakmungkinan itu adalah karena saudara kandung lebih 
pantas mendapatkan bagian dari saudara seibu, melihat hubungan 
kekerabatannya yang lebih kuat dengan pewaris. Namun di sisi 
lain, keberadaan saudara seibu tidak bisa dinafikan karena telah 
ditetapkan secara khusus berhak menerima furūdh berdasarkan 
surat An-Nisa’ ayat 12. Dengan kebijakan Umar memberikan hak 
untuk saudara kandung berbagi sama banyak dengan saudara 
seibu dalam bagian sepertiga, dapat memenuhi ketentuan furūdh 
dan ketentuan ashabah bagi saudara kandung. 

Dalam penetapan hak waris ayah pun, ditetapkan melalui 
kebijakan mujtahid pada waktu ini. Ayah sebagai ahli waris yang 
berhak memiliki dua kemungkinan dalam penerimaan hak waris, 
sebagai furūdh yang mendapatkan bagian seperenam seperti yang 
ditetapkan dalam ayat 11 surat An-Nisa’ atau sebagai ashabah 
dalam keadaan hanya ayah satu-satunya ashabah dalam kelompok 
ahli waris yang ada sebagaimana yang ditetapkan oleh hadis Nabi. 
Kebijakan yang ditempuh mujtahid adalah menetapkan hak ayah 
tidak boleh kurang dari seperenam, sehingga ketika ayah sebagai 
ashabah menerima bagian kurang dari seperenam maka hak yang 
akan diberikan kepada ayah adalah sebagai furūdh menerima 
seperenam. Benturan antara ayat dan hadis tentang bagian ayah ini 
menyebabkan munculnya kebijakan yang didasari oleh rasa 
keadilan masyarakat. 

Kebijakan hukum seperti beberapa contoh di atas bukan saja 
berlaku dan pernah dilakukan oleh sahabat seperti Umar bin Al-
Khaththab dan sahabat lainnya. Namun dalam beberapa putusan 

 
10 Hal ini terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, beberapa orang saudara seibu 

dan beberapa orang saudara laki-laki kandung. Berdasarkan petunjuk al-Qur’ān suami 
menerima ½, ibu 1/6, beberapa saudara seibu 1/6 dan beberapa saudara laki-laki kandung 
sebagai ashabah. Setelah dijumlahkan furūdh yaitu 1/2+1/6+1/6=3/6+1/6+1/6=6/6, harta 
habis terbagi dan saudara laki-laki kandung sebagai ashabah tidak mendapatkan apa-apa. 
Lihat Ibn Qudamah, al-Mughniy, (Kairo: Maktabah al-Qahiriyah, 1970), Juz. VI, h. 279-280 
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yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, ternyata kebijakan 
hukum juga telah banyak menjadi solusi dalam penyelesaian kasus 
yang diajukan ke Mahkamah Agung.11  Umpamanya Mahkamah 
Agung memberikan hak kepada ahli waris yang berbeda agama. 
Menurut ketentuan hukum, beda agama menjadi penghalang 
seseorang menerima hak waris. Namun dalam keputusan 
Mahkamah Agung, ahli waris yang terhalang mendapatkan 
warisan karena berbeda agama dengan pewaris, diselesaikan 
dengan kebijakan hukum. Kebijakan itu ditempuh dengan cara 
memberikan hak dalam bentuk wasiat wajibah12. 

Dalam beberapa bentuk kebijakan hukum di atas terlihat 
bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam itu terkadang 
mengalami benturan dengan beberapa kondisi. Hakikatnya 
kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembagian yang 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang menghendaki dan 
diinginkan, sekalipun dalam beberapa keadaan kebijakan hukum 
tersebut terkesan mengesampingkan beberapa aspek normatif 
dalam hukum kewarisan Islam. 

Selain beberapa bentuk kebijakan hukum yang dilakukan 
dalam pembagian warisan, dalam mazhab Hanafiyah juga 
berkembang bentuk kebijakan hukum lain yang diistilahkan 
dengan takhāruj13 . Kebijakan secara takhāruj ini adalah sebentuk 
tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan 

 
11 Putusan-putusan MA yang diperoleh dari Yurisprudensi MA di antaranya adalah : 
- Putusan MA No.368 K/AG/1995 tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak 

perempuan sebagai ahli waris yang beda agama dengan pewaris. 
- Putusan MA No. 51K/AG/1999 Tanggal 29 Sepetember 1999 tentang pemberian 

wasiat wajibah kepada anak perempuan sebagai ahli waris yang beda agama dengan 
pewaris. 

- Putusan MA No. 16 K/AG/2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada isteri 
sebagai ahli waris yang beda agama dengan pewaris 

12 Wasiat Wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat yang tidak berhak 
mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang secara hukum, seperti status sebagai 
pembunuh pewaris atau berbeda agama dengan pewaris. Kompilasi Hukum Islam juga 
mengatur ketentuan wasiat wajibah namun diperuntukkan kepada anak angkat atau orang 
tua angkat (Lihat pasal 209 KHI). 

13 Takhāruj adalah perdamaian yang terjadi di kalangan ahli waris dengan adanya salah 
seorang atau beberapa orang ahli waris yang mengundurkan diri (melepaskan haknya) dari 
menerima harta warisan, dengan imbalan tertentu yang bisa saja di ambil dari harta warisan 
atau dari harta ahli waris sendiri. 
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tertentu bila kemashlahatan dan keadilan yang memerlukannya. 
Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan 
dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari 
ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini suatu 
kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam 
keadaan tertentu dapat diselesaikan. 

Jika dilihat konsep takhāruj yang dikemukakan oleh ulama 
mazhab Hanafi, secara zahir terlihat takhāruj merupakan tindakan 
tidak senang dengan hukum Allah SWT sehingga dilakukan upaya 
untuk mengoreksi hukum Allah SWT tersebut, sekalipun secara 
kenyataan bukan demikian adanya. Kerelaan para pihak 
diperlukan dan menentukan dalam kebijakan secara takhāruj. 
Seandainya kerelaan dari para pihak tidak ada, maka penyelesaian 
hukum akan kembali sesuai dengan ketentuan hukum Allah.  

Dilihat dari praktiknya, takhāruj pada dasarnya merupakan 
jual beli warisan yang dilakukan anatara seorang ahli waris dengan 
ahli waris lain, bisa juga jual beli yang dilakukan beberapa orang 
terhadap harta warisan, sementara pewaris yang memiliki harta 
belum meninggal. Dalam kaitannya dengan permasalahan takhāruj 
ini asas ijbari 14  mempunyai kedudukan yang sentral dalam 
timbulnya perbedaan ulama tentang kedudukan hukumnya.15 Jika 
dikaitkan dengan pembagian warisan secara takhāruj yang 
membolehkan ahli waris menerima bagian kurang atau melebihi 
dari bagian yang seharusnya ia terima, - dalam salah satu bentuk 
takhāruj – tentunya akan bertentangan dengan prinsip ijbari dan 
ayat yang mengatur pembagian waris. Di samping itu, dalam 
takhāruj sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan, ahli waris 
dapat melakukan kesepakatan dalam bentuk ishlāh, dengan adanya 

 
14 Pemahaman terhadap asas ijbari inilah yang membuat terjadinya perbedaan 

pendapat terhadap hukum takhāruj dalam pembagian harta warisan. Kalangan yang 
memahami ijbari dengan pengertian memaksa dalam hal bagian yang diterima ahli waris 
yang akan menerima dan cara pembagian harta tersebut memandang takahruj menyimpang 
dari prinsip-prinsip kewarisan Islam. Sementara yang lain memandang bahwa ijbari yang 
dimaksud bukanlah hal itu, melainkan dalam hal jumlah bagian dan kriteria ahli waris saja 
sehingga mengenai pembagiannya dapat diserahkan kepada ahli waris. 

15 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2004), 
Ed.1, Cet.ke- 1, h. 3 
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kerelaan dari ahli waris yang lain. Ishlāh yang dimaksud dengan 
memberikan imbalan sebagai ganti terhadap bagian ahli waris yang 
mengundurkan diri.  

Prinsip ishlāh yang membolehkan adanya pembagian warisan 
berdasarkan kesepakatan ahli waris ini, juga diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 183. Dalam pasal tersebut 
dinyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan 
perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-
masing menyadari bagiannya”. Pasal ini mengisyaratkan adanya 
kebijakan hukum dengan cara ishlāh dalam pembagian warisan, 
dengan ketentuan ahli waris telah mengetahui bagian masing-
masing terlebih dahulu. 

Berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam di atas, KHI 
juga menawarkan kebijakan hukum dalam bentuk ishlāh, namun 
dalam teksnya menunjukkan bahwa ishlāh itu dilakukan setelah 
pewaris meninggal. KHI memberi peluang kepada ahli waris yang 
ingin membagi harta warisan berdasarkan kesepakatan bersama, 
namun dengan syarat setelah masing-masing ahli waris 
mengetahui bagian yang akan diterima dari harta warisan tersebut. 
Kebijakan yang dibuat oleh KHI ini sebagai penyeimbang dari 
bentuk ishlāh yang ada dalam takhāruj, tetapi dalam bentuk yang 
berbeda. 

Kebijakan hukum yang ada dalam KHI bukan saja dalam 
bentuk ishlāh dalam pembagian warisan ini. Selain itu, kebijakan 
hukum lain yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 
adalah pemberian wasiat kepada anak angkat dan orang tua angkat 
yang diatur dalam pasal 209. Menurut kenyataan anak angkat 
terkadang lebih berjasa dari pada anak kandung. Masing-
masingnya itu layak mendapatkan hak itu, dan ini tidak 
terbantahkan lagi. Namun dalam ketentuan hukum kewarisan 
Islam, anak angkat bukanlah ahli waris yang memiliki sebab-sebab 
kewarisan dengan pewaris sehingga tidak berhak menerima hak 
dalam bentuk harta warisan. Atas dasar inilah, agar hukum tidak 
terlanggar dicari cara agar anak angkat yang berjasa terhadap 
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orang tua angkatnya itu tetap bisa mendapatkan hak dari harta 
orang tua angkatnya dalam bentuk wasiat yang dikenal dengan 
istilah wasiat wajibah. 

Adanya beberapa bentuk kebijakan hukum yang terdapat 
dalam KHI ini menandakan bahwa dalam berbagai persoalan fikih, 
baik yang sifatnya belum menjadi sebuah pasal dalam Undang-
undang seperti masalah-masalah kewarisan yang telah diuraikan 
dalam pembahasan awal ataupun persoalan fikih yang telah 
ditetapkan sebagai salah satu pasal dalam KHI, juga beberapa 
putusan Mahkamah Agung dalam menyikapi persoalan yang 
diajukan oleh para pihak pencari keadilan, kebijakan hukum 
menjadi sebuah solusi yang bisa diterima semua pihak. 
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BAB II 
HUKUM KEWARISAN ISLAM 
 
 
 

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 

Hukum Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari 
seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. 
Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai 
nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah 
untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti: farāidh, 
fikih mawaris dan hukum al-wārist. Perbedaan dalam penamaan 
ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik 
utama dalam pembahasan.16  

Kata yang lazim dipakai adalah farāidh, seperti yang 
digunakan oleh An-Nawawi dalam kitab Minhaj Al-Thālibin. Al-
Mahally dalam komentarnya terhadap matan Minhaj Al-
Thālibin menyebutkan alasan penggunaan kata farāidh karena 
lafaz farāidh merupakan bentuk jamak (plural) dari lafaz farīdhah 
yang mengandung arti mafrūdhah, yang sama artinya dengan 
muqaddarah, yaitu bagian yang telah ditentukan secara pasti 
untuk ahli waris, bukan dalam arti ma’khūzah (yang diambil) 
secara paksa untuk ahli waris. Dalam ayat kewarisan yang 
terdapat dalam Al-Qur’an, bagian yang telah ditentukan itu 
lebih banyak dari bagian yang tidak ditentukan.17 Penamaan 
farāidh itu adalah karena mengambil yang lebih banyak (al-
aghlab) tersebut. Artinya, dalam Al-Qur’an pembicaraan 

 
16 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 5. 
17 Jalal al-Din al-Mahally, Syarh Minhaj al-Thalibin,( Kairo: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-

Arabiy, tt), Jil.III,h. 134-135. Ibnu Abidin berpendapat bahwa istilah ilmu waris lebih populer 
dengan nama ilmu faraid sebagaimana alasan yang digunakan oleh al-Mahally di atas. Ibnu 
Abidin, Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘ala ad-Duur al-Mukhtar Lil ‘Ashkafiy, (Mesir: Mathba’ah al-
Baabiy al-Halabiy,tt), Jil. 5, h. 534 

BAB 2 
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tentang warisan lebih banyak disebutkan berkenaan dengan 
orang yang menerima warisan dan hak-hak yang akan 
diterimanya, walaupun di sisi lain ada juga pembicaraan 
tentang ahli waris yang tidak disebutkan secara jelas haknya. 
Sehingga inilah alasan penamaan farāidh itu dengan istilah 
mafrūdhah yang berarti muqaddarah (bagian yang telah 
ditentukan secara pasti). 

Istilah lain yang digunakan adalah fikih mawaris. Istilah 
fikih mawaris terdiri dari rangkaian kata “fikih” dan 
“mawaris”. Kata fikih secara etimologis berarti “paham yang 
mendalam”. Bila kata paham dapat digunakan untuk hal-hal 
yang bersifat lahiriyah maka fikih berarti paham yang 
menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu batin. Oleh karena 
itulah At-Tirmizi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, 
menyebutkan fikih tentang sesuatu berarti mengetahui 
batinnya sampai kepada kedalamannya. Ada pendapat yang 
mengatakan bahwa fiqhu atau paham tidak sama dengan ilmu 
walaupun timbangan lafaznya sama. Paham adalah pikiran 
yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut 
walaupun belum menjadi ilmu. Ilmu bukanlah dalam bentuk 
zhanni sedangkan fikih atau faham adalah ilmu tentang hukum 
yang zhanni dalam dirinya. 18  

Secara istilah fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum 
syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari 
dalil-dalil yang tafshīli. Digunakan kata ilmu dalam definisi ini 
karena fikih itu memang semacam ilmu pengetahuan, 
walaupun fikih tidak sama dengan ilmu sebagaimana 
dijelaskan di atas. Fikih bersifat zhanni sebab ia adalah apa yang 
dicapai oleh mujtahid dengan zhannya, sedangkan ilmu tidak 
bersifat zhanni. Tetapi karena zhan dalam fikih ini kuat, maka ia 
mendekat kepada ilmu sehingga dalam definisi ini ilmu 
digunakan juga untuk fikih. Dari definisi ini terdapat batasan 

 
18 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa 

Raya, 1993), cet-ke 10, h. 15 
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(fashal), di samping menjelaskan hakikat dari fikih itu sendiri 
sekaligus juga memisahkan fikih itu dari yang bukan fikih.19 

Kata-kata hukum menjelaskan bahwa hal-hal yang berada 
di luar apa-apa yang dimaksud dengan hukum Islam, seperti 
zat dan sifat tidaklah termasuk ke dalam pengertian fikih. Kata 
hukum disebutkan dalam bentuk jamak untuk menjelaskan 
bahwa fikih itu ilmu tentang seperangkat aturan-aturan yang 
disebut hukum. 

Penggunaan kata syariat dalam definisi menjelaskan 
bahwa fikih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar’i, 
sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Sekaligus kata ini 
menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat bukan syar’i seperti 
aqli atau hissi bukanlah lapangan ilmu fikih seperti ketentuan 
dua kali dua adalah empat atau api bersifat membakar. 

Kata amaliyah dalam definisi menjelaskan bahwa fikih 
hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat 
amaliyah. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan 
amaliyah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk 
lingkungan fikih dalam arti ini. Umpamanya ketetapan bahwa 
Allah Maha Esa dan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat. 

Penggunaan kata digali menunjukkan bahwa fikih itu 
adalah hasil suatu proses penggalian, penganalisan dan 
pengambilan ketetapan tentang hukum. Karenanya bila tidak 
dalam bentuk hasil suatu penggalian seperti mengetahui apa-
apa yang secara jelas dikatakan oleh Allah SWT serta Nabi 
SAW, tidak disebut fikih. Fikih itu adalah hasil penemuan 
mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash. 

Kata tafshīli dalam definisi menjelaskan tentang dalil-dalil 
yang digunakan oleh fikih atau mujtahid dalam penggaliannya. 
Karenanya tidak termasuk ke dalam pengertian fikih, ilmu yang 
diperoleh seseorang awam dari seseorang mujtahid yang 
terlepas dari dalil. 

 
19 Ibid 
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Al-Amidi memberikan definisi yang berbeda dari definisi 
yang diberikan di atas yaitu “ilmu tentang seperangkat hukum-
hukum syara’ yang bersifat furu’iyyah yang berhasil didapatkan 
melalui penalaraan dan istidlal”. Kata furu’iyyah dalam ta’rif 
yang diberikan al-Amidi ini menjelaskan bahwa ilmu tentang 
dalil dan macam-macamnya sebagai hujjah, bukanlah fikih 
menurut artian ahli ushul, sekalipun yang diketahui itu adalah 
hukum syar’i yang bersifat nazhari.20 

Penggunaan kata penalaran dan istidlal yang sama 
maksudnya dengan kata digali menurut istilah al-Amidi di atas 
memberikan penjelasan bahwa fikih itu adalah hasil penalaran 
dan istidlal. Ilmu yang diperolah tidak dengan cara seperti ini, 
umpamanya ilmu Nabi tentang apa yang diketahuinya dengan 
perantaraan wahyu tidak disebut fikih. 

Dengan menganalisa kedua definisi di atas dapat 
ditemukan hakikat dari fikih yaitu: 
1. Bahwa fikih itu adalah ilmu tentang hukum syara’ 
2. Bahwa yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat 

amaliyah furu’iyah 
3. Bahwa pengetahuan tentang hukum syara’ itu didasarkan 

kepada dalil tafshīli. 
4. Bahwa fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran 

dan istidlal mujtahid atau fakih.  
Dengan demikian secara ringkas dikatakan bahwa fikih itu 

adalah dugaan kuat yang dicapai seseorang mujtahid dalam 
usahanya menemukan hukum Tuhan. 

Adapun kata mawaris berasal dari ثاریم – ثروی – ثروا  . 
Mirāts merupakan bentuk tunggal dari mawārits, yang 
bermakna maurūts (harta yang diwariskan). Muhammad 
Musthafa Tsalaby dalam kitab Ahkām Al-Mawāris Baina Al-Fiqh 
Wa Al-Qanūn21 menggunakan istilah mirāts ketika menjabarkan 

 
20 Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), Juz.1, h.135 
21 Muhammad Mushtafa Tslabiy, Ahkam al-Mawaris Baina al-Fiqh wa al-Qanuun, (Beirut: 

Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1978), h. 21 
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persoalan kewarisan. Ia mengatakan bahwa kata mirāts dapat 
digunakan dalam dua hal. Pertama sebagai masdar dan kedua 
sebagai isim maf’ūl dengan makna harta yang diwarisi 
(maurūts). Kata mirāst dengan makna masdar memiliki dua 
makna, salah satu dari dua makna tersebut berarti perpindahan 
sesuatu dari seseorang kepada orang lain, seperti perpindahan 
harta benda dari seseorang kepada orang lain secara hakiki, 
begitu juga perpindahan harta kepada ahli waris baik secara 
hukum atau secara hakikat. Mirāts dengan makna isim maf’ūl 
muradif dengan kata al-irst secara lughah yaitu dengan arti al-
Asl dan al-Baqa’, karena harta yang ditinggalkan oleh mayat 
akan diwarisi oleh para ahli waris. Adapun mirāts secara istilah 
menurut fuqaha’ adalah istilah untuk harta yang berhak 
diterima oleh ahli waris dari harta pewaris dengan adanya 
sebab-sebab mewarisi.22 

Padanan kata yang paling tepat untuk fikih mawaris itu 
adalah Hukum Kewarisan Islam yang berarti hukum Islam 
yang mengatur tentang kewarisan. Penggunaan kata hukum di 
awal mengandung arti seperangkat peraturan tentang tindak 
tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau 
masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh 
anggotanya. Bila hukum dihubungkan dengan kata Islam di 
belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan, maka 
hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan 
wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia 
mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk 
semua yang beragama Islam.  

Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang 
dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan 
mengikat. Kata berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul 
menjelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali dari dan 

 
22 Ibid., h. 22 
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berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau yang 
popular dengan sebutan syariat. 

Kata-kata tingkah laku mukallaf, berarti bahwa hukum 
Islam mengatur tindakan lahir dari manusia yang telah dikenai 
hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan 
terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan 
sunnah Nabi terakhir, yang dimaksud dalam hal ini adalah 
umat Islam.  

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam 
adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan 
demikian hukum Islam menurut ta’rif ini mencakup hukum 
syara’ dan juga mencakup hukum fikih, karena arti syara’ dan 
fikih terkandung di dalamnya. Jika hukum merupakan 
peraturan yang mengikat, kata mengikat ini berarti adanya 
sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Oleh ahli hukum 
umum tidak dianggap hukum jika tidak mengikat. Tidak 
mengikat dalam bentuk sanksi dunia. Demikian juga 
kewarisan, merupakan ketentuan yang memiliki sanksi bagi 
siapa yang melanggar sebagaimana terdapat dalam surat An-
Nisa’ ayat 13 dan 14. Jadi tidak salah jika fikih mawaris itu 
diistilahkan dengan hukum Islam.  

Istilah kewarisan diambil dari akar kata ‘waris’ dengan 
tambahan awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’. Kata waris sendiri 
memiliki pengertian orang yang akan menerima harta warisan.  
Adapun kata kewarisan berarti proses peralihan harta dari 
orang yang meninggal yang memiliki harta kepada orang yang 
masih hidup yang berhak menerima harta tersebut.23 

Kata hukum yang merupakan bentuk peraturan yang 
mengikat yang mesti dipatuhi, adalah jenis. Dengan demikian 
segala bentuk peraturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak 

 
23 Pada terminologi fiqh, kata kewarisan itu sendiri berasal dari bahasa Arab berarti 

pindahnya harta si Fulan (mempusakai harta si Fulan). Selain itu, kata tersebut juga memiliki 
makna yang lain, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an, diantaranya yaitu: a). 
mengganti, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Naml ayat 16. b). memberi, 
sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Zumar ayat 74. c). mewarisi, sebagaimana yang 
terdapat dalam surat Maryam ayat 6. 
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mesti dipatuhi tidak dinamakan hukum. Adapun kata Islam 
merupakah fashal kedua yang menjadi kriteria atau syarat bagi 
hukum. Hukum Allah atau hukum Tuhan adalah ketentuan-
ketentuan yang dirumuskan berdasarkan Al-Qur’an dan 
Sunnah. Peraturan yang lain yang tidak merujuk kepada Al-
Qur’an dan Sunnah tidak disebut hukum Islam atau fikih dalam 
literatur Arab. Segala bentuk peraturan yang tidak merujuk 
kepada Al-Qur’an dan sunnah seperti hukum adat, hukum 
nasional, peraturan perundang-undangan tidak dinamakan 
hukum Islam. Kata kewarisan yang berarti peralihan harta 
adalah fashal ketiga, inti yang diatur dalam hukum yang 
menjelaskan siapa yang memiliki harta dan menerima harta. 
Hukum yang tidak berbicara tentang peralihan harta dari orang 
yang meninggal kepada orang yang masih hidup, dengan 
menentukan siapa yang memiliki harta dan menerima harta 
tidak dinamakan hukum kewarisan. Dari tiga fashal ini dapat 
dirumuskan ta’rif dari hukum kewarisan Islam yaitu 
seperangkat peraturan yang mengikat dan mesti dipatuhi yang 
mengatur peralihan harta dari orang yang memiliki harta 
kepada yang berhak menerimanya, berdasarkan kepada 
ketentuan Allah yang dirumuskan di dalam Al-Qur’an dan 
Sunnah. 24 

Oleh karena itu, penggunaan kata Hukum Kewarisan 
Islam itu adalah padanan kata yang paling tepat untuk 
menerjemahkan fikih mawaris dan telah menjadi standar yang 
baku di Indonesia. Jika digunakan istilah farāidh, hanya melihat 
kepada harta yang akan diterima oleh ahli waris. Apabila 

 
24 Amir Syarifuddin.op.cit., h. 6. Dalam Hasyiyah Radd al-Muhar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar, 

Ibn Abidin menegaskan bahwa ilmu faraid merupakan ilmu yang berbicara tentang dasar-
dasar ilmu fikih dan hitungan, untuk mengetahui hak setiap ahli waris dari dari harta dan 
hak-hak yang ditinggalkan. Lihat Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar 
Lil Hashkafiy, (Mesir: Mathba’ah al-Babiy al-Halabiy, tt), Jil.5, h. 534. Menurut Kompilasi 
Hukum Islam ‘Hukum Kewarisan’ adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi 
ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Lihat Tim Citra Umbara, Undang-undang 
RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 250.  
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digunakan hukum al-wāris, hanya melihat kepada ahli waris 
yang akan menerima harta. Sedangkan penggunaan kata 
kewarisan, menunjukkan hal ihwal proses peralihan harta, 
bukan hanya melihat kepada harta yang dibagi atau 
memfokuskan kepada yang menerima harta tetapi kepada 
proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara 
keseluruhan. 

B. Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan 
Masyarakat Arab Pra-Islam 

Sebelum memasuki bahasan yang lengkap tentang hukum 
kewarisan Islam, perlu dijelaskan hukum kewarisan di 
lingkungan masyarakat Arab sebelum Islam. Hal ini diperlukan 
untuk lebih mengetahui perbandingan yang jelas antara hukum 
kewarisan yang berlaku di lingkungan Arab sebelum Islam 
dengan hukum kewarisan Islam. 

Hukum itu tumbuh dan berkembang secara evolusi dari 
waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sama halnya 
dengan hukum perkawinan, hukum kewarisan juga pada 
dasarnya telah tua usianya dan telah lama dikenal di tengah-
tengah masyarakat. Hanya saja, berbeda dengan hukum 
perkawinan yang sejarahnya mudah ditelusuri, yakni sejak 
zaman Adam a.s., permulaan pemberlakuan hukum kewarisan 
relatif mengalami kesulitan untuk mengenali sejarah awal 
pertumbuhannya. Terlepas dari persoalan ini, yang pasti 
hukum Yahudi dan hukum Romawi telah mengenal 
keberadaan hukum kewarisan. Demikian pula dengan 
masyarakat Arab pra Islam yang juga telah mengenal hukum 
kewarisan adat. Meskipun sebutan Bani Israil -istilah lain untuk 
Yahudi-pada mulanya disematkan kepada Nabi Ya’qub bin 
Ishaq bin Ibrahim tapi dalam perkembangan berikutnya kata 
Yahudi lebih disimbolkan dengan personifikasi Nabi Musa 
a.s.25 

 
25 Mumammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), cet.ke-2, h. 109 
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Menurut catatan sebagian sejarawan, jangka waktu antara 
Nabi Isa dengan Nabi Musa a.s adalah 925 tahun.26 Syariat 
(hukum) Yahudi adalah hukum (syariat) yang berlaku khusus 
bagi kalangan Bani Israil, tidak berlaku bagi suku bangsa lain 
mengingat etnik Yahudi adalah etnik yang memiliki 
kekhususan karakter tersendiri, dan syariat (hukumnya) 
merupakan bagian kebudayaan yang tidak berlaku selain di 
lingkungan etnik Yahudi itu sendiri, termasuk tentang hukum 
kewarisannya. Salah satu ketentuan dalam hukum waris 
Yahudi ialah bahwa wanita tidak berhak menjadi ahli waris 
selama pewaris masih mempunyai ahli waris laki-laki yang 
sederajat dengan wanita itu.27 Apabila seorang ayah meninggal 
dunia, maka harta kekayaannya menjadi warisan kepada anak 
laki-lakinya saja, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki yang 
sulung mendapat dua kali bagian adiknya. Jika mereka sepakat 
maka harta bisa dibagi dua, namun jika mereka sepakat dibagi 
rata, hal itu diperbolehkan juga. Mengenai anak perempuan, 
hanya berhak mendapat belanja untuk kehidupannya dari harta 
peninggalan itu sampai ia kawin atau dewasa. 28 

Dalam hukum Yahudi, istri pada dasarnya tidak 
mendapatkan hak waris. Istri hanya berhak mendapat belanja 
hidup dari harta peninggalan suaminya, sampai dia kawin lagi 
dengan laki-laki lain atau meninggal.29 Ibu juga tidak menerima 
warisan dari anaknya (yang meninggal), baik laki-laki maupun 
perempuan. Kalau ibu meninggal lebih dahulu, 
peninggalannya menjadi warisan kepada anaknya yang laki-
laki. Jika tidak ada anak laki-laki, baru untuk anak perempuan. 
Apabila ia sama sekali tidak meninggalkan anak, maka harta 
warisan itu untuk ayahnya. Kalau ayah tidak ada, maka harta 

 
26 Nawawi Al-Bantani, Marah Labid Tafsir an-Nawawi, (Indunisia: Dar Ihya al-Kutub al-

‘Arabiyyah,t.t), Jil.1, h.23 
27 Ali Muhammad Ja’far, Tarikh al-Qawanin wa-Marahil al-Tasyri’ al-Islami, (Beirut: 

Libanon, al-Muassasah al-Jami’iyyah, 1989), h.30 
28 Ismuha, Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat 

dan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.26 
29 Ibid. 
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tersebut untuk ayah dari ayahnya dan seterusnya ke atas. 
Demikian juga halnya jika seorang laki-laki meninggal tanpa 
meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, harta 
peninggalannya menjadi warisan untuk ayahnya. Kalau 
ayahnya sudah tidak ada lagi, maka untuk saudara pewaris 
yang laki-laki. Apabila saudara laki-laki tidak ada, maka untuk 
saudara perempuan. Ketentuan lain ialah bahwa seorang laki-
laki selama hidupnya sangat berkuasa terhadap harta 
kekayaannya, sampai-sampai ia berhak mewasiatkan seluruh 
harta kekayaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya 
selain istri, meskipun dengan demikian ahli warisnya tidak 
mendapat apa-apa. 

Tidak jauh berbeda dengan hukum waris Yahudi, yang 
menimbulkan warisan menurut hukum Romawi hanyalah dua 
hal, yaitu hubungan darah dan hubungan bekas budak. Oleh 
karena itu, dalam hukum Romawi, istri tidak (berhak) 
mendapatkan warisan dari suaminya. Demikian pula 
sebaliknya, suami tidak mendapatkan warisan dari istrinya. 
Faktor hubungan darah mencakup keturunan lurus ke bawah, 
ke atas, dan ke samping. Yang dimaksud dengan keturunan ke 
bawah mencakup anak yang lahir dari perkawinan yang sah, 
anak yang lahir dari perzinaan, anak angkat dan keturunan 
mereka. Dari hukum Romawi inilah Napoleon sewaktu 
menjadi raja Perancis, membina hukum Perancis (1804 M) yang 
terkenal dengan sebutan code civil. Kemudian Belanda 
mentransfer ke dalam Burgerlijk Wetboeknya, dan karena 
Indonesia diperintah Belanda, maka pemerintah Hindia 
Belanda mentransfer pula Bergerlijk Wetboek (BW) Belanda itu 
ke dalam BW Hindia Belanda.30  

Dari paparan sejarah hukum kewarisan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa sepanjang sejarah hukum kewarisan, baik 
dalam hukum waris Yahudi maupun hukum waris Romawi 

 
30  Ali Muhammad Ja’far, op.cit., h. 45 
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dan hukum waris adat bangsa Arab pra-Islam bahkan hukum 
waris adat yang lain, pada dasarnya dan kenyataannya tidak 
memberikan hak kewarisan kepada kaum perempuan. Apakah 
dia sebagai ibu dan istri, maupun sebagai anak. Juga tidak 
memberikan bagian waris kepada anak yang masih kecil 
(belum dewasa), meskipun dia laki-laki. Sebab, yang dianggap 
berhak mendapatkan warisan dalam ketiga sistem hukum di 
atas (Yahudi, Romawi dan terutama adat Arab pra Islam) ialah 
orang laki-laki dewasa (yang mampu berperang). Sedangkan 
kaum perempuan dan anak-anak dianggap tidak layak 
mendapatkan warisan karena tidak memiliki kemampuan 
untuk berperang. 

Sebelum Islam datang, bagian warisan bagi kaum 
perempuan di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah tidak ada 
sama sekali. Alasan mereka karena kaum perempuan tidak 
terlibat dalam peperangan dan tidak menanggung biaya sedikit 
pun untuk kepentingan keluarga. Sebagaimana ungkapan yang 
dituturkan oleh Arab Jahiliyah :“Bagaimana mungkin kami 
akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah 
menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata dan tidak 
pernah berperang melawan musuh” Demikian alasan yang 
mereka kemukakan. Hal yang sama juga diberlakukan kepada 
anak kecil.31 

Sedikit berbeda dari hukum waris Yahudi dan hukum 
waris Romawi, hukum waris adat bangsa Arab pra-Islam 

 
31 Ibid. Sistim kewarisan Islam pada masa ini diwarnai oleh struktur masyarakat yang 

berpindah-pindah, suka berperang dan merampas harta orang lain. Jika laki-laki tidak kuat 
berperang maka ia tidak memperoleh hak mewarisi, karena warisan itu terkait dengan 
kepentingan dan pertahanan kabilah dari serbuan kabilah lain. Perempuan, jangankan bisa 
mewarisi malahan diperjualbelikan. Yaswirman, Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek 
Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau), (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2011), Cet. ke-1, h. 220. Namun menurut Yusuf Musa tidak semua kabilah 
menerapkan hal tersebut. Kabilah yang melarang perempuan menerima warisan hanya 
terdapat di Madinah (Hijaz). Adapun kabilah yang lain sudah menyamakan anak laki-laki 
dan anak perempuan dalam pembagian warisan. Yusuf Musa, at-Tirkah wa al-Mirats fi al-
Islam, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, t.t), h. 15.  
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menetapkan beberapa faktor waris-mewarisi yaitu: hubungan 
darah (nasab)32, tabanni (adopsi) dan sumpah setia (ba’iat). 

Aturan tentang harta warisan disepakati oleh semua 
syariat adalah untuk mengetahui hak kepemilikan pribadi dan 
untuk memuliakannya, karena dengan memuliakan hak milik 
ini akan membawa manusia untuk bersungguh-sungguh 
mencari harta benda. Jika seorang manusia meninggal maka 
terhentilah segala kebutuhannya terhadap harta. Ketentuan ini 
yang telah disepakati oleh seluruh syariat samawi dan wadh’i 
bahwa adanya persamaan dalam syariat-syariat yang ada 
sebelum Islam dan setelah Islam tentang keberadaan aturan 
kewarisan dengan turunnya beberapa ayat kewarisan. 
Perbedaan hanyalah dari rincian orang yang berhak menerima 
warisan dan orang yang tidak berhak menerima warisan dan 
ukuran bagian tiap-tiap ahli waris. 

Ketika Islam datang, yang didapatkan pada bangsa Arab 
adalah bahwa mereka menerapkan aturan kewarisan dengan 
aturan yang jauh dari keadilan. Jika aturan itu tidak sesuai 
dengan aturan kehidupan yang telah mereka buat dan adat 
yang mereka pakai maka mereka meninggalkan aturan yang 
mereka keragui itu. Sebagaimana yang diungkapkan di atas, 
orang Arab pada masa jahiliyah saling mewarisi karena dua hal, 
karena nasab yaitu kerabat dan karena sebab yaitu sumpah setia 
dan at-tabanni (pengangkatan anak).33 Kewarisan yang 
berdasarkan nasab itu hanya sedikit jumlahnya karena hanya 
dikhususkan untuk orang yang mampu mengendarai kuda dan 
memerangi musuh yaitu laki-laki yang kuat. Dalam bentuk 
hubungan kekerabatan berdasarkan nasab ini, mereka hanya 
mewariskan kepada anak laki-laki yang sudah dewasa. Ukuran 
dewasa ditentukan berdasarkan kesanggupan seseorang untuk 
berperang. Adapun anak laki-laki yang masih kecil (belum 

 
32 Dikhususkan kepada kerabat laki-laki yang kuat fisiknya, mampu mengendarai 

kuda, menghadapi musuh dan mengambil harta rampasan perang. 
33 Muhammad Mushthafa Tsalabiy, Ahkam al-Mawaris, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-

“Arabiyah, 1978), h. 10 
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sanggup ikut berperang) tidak berhak memperoleh kewarisan. 
Demikian pula dengan anak perempuan, meskipun sudah 
dewasa tidak berhak mendapatkan warisan karena perempuan 
memang tidak ikut berperang. Apabila pewaris tidak 
meninggalkan anak laki-laki yang sudah dewasa, maka harta 
peninggalannya akan jatuh kepada saudara laki-lakinya yang 
sanggup berperang.34 Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa tidak ada hak waris bagi anak kecil dan perempuan, 
apakah ia itu saudara perempuan, istri dan anak perempuan. 

Adapun bentuk sebab mewarisi kedua adalah 
berdasarkan sebab, salah satunya karena adanya janji setia. Janji 
setia itu berlaku atas perjanjian dua orang laki-laki untuk saling 
tolong menolong. Jika seorang laki-laki berkata kepada 
saudaranya:  

 35كب بلط أ و #3 بلطت و كثرأو -נثرت و كمده #"دهو كم د #" د

Terjemahnya: “Darahku darahmu, kehormatanku kehormatanmu, 
kamu mewarisi (harta)ku dan aku mewarisi 
(harta)mu, kamu dituntut darahmu karena aku dan 
aku dituntut darahku karena engkau”. 

 
Dengan adanya janji setia yang dibuat antara dua pihak 

kemudian diiringi dengan pihak lain pun juga mengatakan hal 
yang sama maka sempurnalah janji setia di antara mereka. Jika 
salah seorang dari mereka meninggal maka pihak yang hidup 
mewarisi hartanya sebagaimana yang disyaratkan dalam 
perjanjian atau ia menerima 1/6 hartanya jika tidak ada syarat 
di antara mereka berdua. Inilah yang dinamakan dengan 
mewarisi karena janji setia atau perjanjian. 36 

Selain janji setia, seseorang juga berhak saling mewarisi 
dengan adanya akad tabanni. Tabanni merupakan kebiasaan 

 
34 Ibid., h.26 
35 Ibid. Lihat juga Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Mesir: Mushthafa 

al-Baby al-Halabi wa Awladuh, 1969), Juz.IV, h. 193-195 
36Ibid., h. 10. Lihat juga Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir ath-Thabari, 

(Beirut: Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), Cet.ke-3, Jil. 4, h. 55 
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yang berlaku dalam adat jahiliyah bahwa jika ada seorang laki-
laki dewasa tertarik kepada seorang anak perempuan atau 
seorang pemuda maka ia dapat mengangkat anak tersebut 
menjadi anaknya dan menasabkan kepada namanya, bukan 
kepada nama bapak anak tersebut. Jika laki-laki itu meninggal 
maka anak tersebut dipanggil sebagai anaknya dan mewarisi 
hartanya dengan jalan tabanni. Dia bersyarikat dengan anak-
anak kandung dari laki-laki tersebut dalam menerima harta 
warisan itu jika di antara mereka memiliki orang yang berhak 
menerima warisan secara nasab, jika tidak ada maka ia sendiri 
yang berhak mewarisi.37 

Seperti itulah aturan kewarisan yang berlaku sampai pada 
masa awal Islam. Di samping itu, bagi orang Arab sendiri 
disyariatkan untuk mereka aturan yang bersifat sementara 
yang dibangun karena hijrah dari Mekkah ke Medinah, dan atas 
dasar persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar. Orang 
muslim yang berada di Mekkah dengan jumlah yang sedikit 
dan lemah, membutuhkan bantuan kaum mukminin untuk 
hijrah ke Medinah maka berbondong-bondonglah mereka 
dalam jumlah yang banyak hijrah ke Medinah, kemudian 
setelah mereka tiba di Madinah, orang Anshar memberikan 
perlindungan dengan rumah-rumah mereka dan menolong 
mereka dengan hartanya. Pada saat itulah Rasulullah 
mempersaudarakan orang Muhajirin dan Anshar.38 Jika orang 
Muhajirin meninggal dan tidak memiliki kerabat di Madinah 
maka saudaranya kaum Anshar yang mewarisi, dan bukan 
kaum muslim yang menjadi kerabatnya yang tidak hijrah dari 
Mekkah yang mewarisi hartanya, sebagaimana terdapat dalam 
firman Allah SWT : 

 
37 Ibid 
38 Ini merupakan pertimbangan politis Rasulullah menambahkan faktor hijrah dan 

hubungan persaudaraan seperti antara kaum Muhajirin dan Anshar sebagai salah satu sebab 
saling mewarisi. Faktor hijrah diperlukan karena sebagian penduduk Mekkah enggan 
berhijrah sehingga Rasul perlu memberikan rangsangan bagi yang berhijrah untuk bisa 
saling mewarisi. Faktor persaudaraa antara Muhajirin dan Anshar diperlukan karena dengan 
menggalang kedua kekuatan ini perjuangan Islam bisa kuat. Yaswirman, op.cit., h. 222 
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نإِ
َّ

>ا 
َّ

أبِ اودُهَاFَوَ اورُجَاهَوَ اوנُمَآ נَ<ِ=
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هللاوَ ۗ قٌاثwَمِ مْهُنwَْبَوَ
َُّ

لمَعْتَ امَبِ 
ُ

نو
َ

 ٌ��صِبَ 
Terjemahnya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya 
pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan 
tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-
orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain 
lindung-melindungi39, dan (terhadap) orang-orang 
yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak 
ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi 
mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika 
mereka meminta pertolongan kepadamu dalam 
(urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib 
memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum 
yang telah ada perjanjian antara kamu dengan 
mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan.”(Q.S. Al-Anfal (8):72) 

 
Kata “wilayah” dalam ayat di atas maksudnya adalah 

kewarisan yang disebabkan oleh kekerabatan secara hukum 
antara kaum Muhajirin dan Anshar, sebagaimana diriwayatkan 
oleh sebagian ulama salaf seperti Ibn Abbas, Hasan, Mujahid 
dan Qatadah. Hikmah dalam pensayariatan ini adalah untuk 
memberanikan orang mukmin supaya hijrah agar mereka 
memiliki satu kekuatan di depan musuh dan menambah kasih 
sayang di antara orang Muhajirin dan Anshar, juga 
memperkuat hubungan di antara mereka. Keadaan ini terus 
berlanjut sampai hilang sebab itu dan orang muslim menjadi 

 
39 Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara Muhajirin dan Anshar terjalin 

persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian 
keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka 
saling waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung. 
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banyak, kuat dan sempurna. Pada waktu penaklukan kota 
Mekkah maka dihapuslah kewajiban hijrah ke Medinah dengan 
hadis : 

fg حتفلا دعب ةرجه 

Terjemahnya: “Tidak ada kewajiban hijrah setelah penaklukan kota 
Mekkah” 

Seiring dengan itu dihapus juga adanya hak saling 
mewarisi dengan hijrah dan persaudaraan dengan firman Allah 
SWT dalam surat al-Ahzab ayat 6: 

اوَ
ُ

لو
ُ

fا او
ْ

g
َ

ا مْهُضُعْبَ مِاَ�رْ
َ

�وْ
ٰ
mكِ ْ#Oِ ضٍعْبَبِ �

ٰ
هللا بِ

�
لا نَمِ ِ

ْ
لاوَ נَْ�نِمِؤْمُ

ْ
 نَيْرِجِهٰمُ

Terjemahnya: …“dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah 
satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam 
kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan 
orang-orang Muhajirin”. (QS. Al-Ahzab: 6) 

 
Pemahaman yang dikemukakan di atas merupakan 

pendapat jumhur mufassir dan fuqahā’. Sebagian mereka 
berpendapat bahwa, tidak ada hak saling mewarisi karena 
hijrah dan persaudaraan karena makna “wilayah” dalam surat 
Al-Anfal di atas adalah pertolongan dan bantuan bukan 
persoalan kewarisan. Berdasarkan alasan ini, ayat tersebut 
bukan dinasakhkan sebagaimana pendapat kelompok 
pertama.40 

Pendapat lain mengatakan bahwa kata “wilayah” dalam 
ayat pertama bersifat umum maka termasuk di dalamnya 
persoalan kewarisan karena persoalan kewarisan itu juga 
didasarkan kepada wilayah. Berdasarkan ini maka ayat kedua 
mengkhususkan keumunan ayat pertama atau menasakh 
sebagian afrad-nya bukan menasakh secara keseluruhan. 
Kemudian bentuk sebab mewarisi seperti ini dibatalkan dengan 
akad tabanni setelah tabanni itu dibatalkan dengan ayat yang 
tidak menerima takwil: 

 
40 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, op.cit.., h. 13 
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لعَجَ امَ
َ

هللا 
ق نْمِ لFٍُرَلِ َُّ

َ
ل
ْ
لعَجَ امَوَ هِفِوْجَ #Oِ נِْ�بَ

َ
أ 
َ

كFَاوَزْ
ُ

نورُهِاظَتُ #c���ِا مُ
َ

 َّنهُنْمِ 

أ
ُ

كتِاهََّم
ُ

لعَجَ امَوَ مْ
َ

أ 
َ

كءَايَعِدْ
ُ

أ مْ
َ
كءَاנَْ�

ُ
كcِذَ مْ

ُ
ق مْ
َ

cوْ
ُ

ك
ُ

أبِ مْ
َ
ف
ْ

كهِاوَ
ُ

هللاوَ مْ
قيَ َُّ

ُ
لو
ُ

�ا 
ْ
 وَهُوَ َّقَ�

ليQَِّسلا يدِهْيَ
َ

أ وَهُ مِْ�ِ�ابf�َ مْهُوعُدْا )4( 
َ
ق
ْ

هللا دَنْعِ طُسَ
َّ
ف ِ

َ
نإِ
ْ

ل 
َ

لعْتَ مْ
َ

 مْهُءَابَآ اومُ

ف
َ
كُנاوَخْإِ

ُ
ك[Xِاوَمَوَ נِ<pِّ>ا #Oِ مْ

ُ
لوَ مْ

َ
wَْس rَ¥

َ
كْ[
ُ

أ امَيفِ حٌانَجُ مْ
َ

أطَخْ
ْ
cوَ هِبِ مْتُ

َ
 تْدََّمعَتَ امَ نْكِ

ق
ُ
ل
ُ

كبُو
ُ

כوَ مْ
َ
ن©
َ

هللا 
غ َُّ

َ
ف
ُ

 )5( امًيحِرَ ارًو
Terjemahnya:  “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang 

dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak 
menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar41 itu 
sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak 
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang 
demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu 
saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia 
menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka 
(anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi 
Allah Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 
mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu42. dan 
tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 
4-5) 

 
Selain ayat di atas, juga dijelaskan dengan firman Allah 

SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 40 : 

 
41 Zhihār ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu haram bagiku 

seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya. Ini adalah adat 
kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia berkata demikian kepada istrinya maka 
istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. Tapi setelah Islam datang, maka yang 
haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan 
membayar kaffarat (denda). 

42 Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang 
yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula 
Huzaifah. 
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כ امَ
َ
ن©
َ

 ¬
ُ
ا دٌَّمَ�

َ
ا آبَ

َ
كcِاFَرِّ نْمِّ دٍَ�

ُ
cوَ مْ

ٰ
لوْسَُّر نْكِ

َ
هللا 

�
נلا مَتَاَ®وَ ِ

َّ
כوَ נَّٖۗ�بِ

َ
ن©
َ

هللا 
כبِ ُ�

ُ
²
ّ
ِ i

َ
 ءٍْ#

rَِامًيْل 
Terjemahnya:  “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari 

seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah 
Rasulullah dan penutup Nabi-nabi. Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. Al-Ahzab : 40) 

 
Akad tabanni tidak membawa kepada hubungan nasab 

yang hakiki. Siapa yang mendakwakan seorang anak kalau itu 
adalah anaknya dan syarat-syarat yang dipandang telah 
terpenuhi maka ditetapkan nasab atasnya dan ia juga dapat 
mewarisi seperti halnya ahli waris yang lain, namun yang perlu 
diperhatikan adalah agar hal itu tidak menjadi celah atau jalan 
untuk membatalkan hak-hak ahli waris yang lain. 

Kewarisan dengan jalan sumpah setia dan perjanjian pada 
awalnya diakui oleh Islam sebagaimana ditunjukkan dalam 
firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 33 : 

כcِوَ
ُ

²
ّ
لعَجَ ٍ

ْ
لا كَرَتَ اَّممِ َ#ِ�اوَمَ انَ

ْ
fاوَ نpِِٰ>اوَ

ْ
g
َ

ق
ْ

نوْبُرَ
َ

>اوَ ۗ 
َّ

قعَ נَْ<ِ=
َ

ا تْدَ
َ
كُנامَيْ

ُ
ف مْ

َ
ا
ٰ
 مْهُوُْت

ناِ ۗ مْهُبwَْصِنَ
َّ

هللا 
כ َ�

َ
ن©
َ

 rَs
ٰ

t כ
ُ

²
ّ
ِ i

َ
  اࣖدًيْهِشَ ءٍْ#

Terjemahnya:  “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami 
jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-
orang yang kamu telah bersumpah setia dengan 
mereka, maka berilah kepada mereka bagianya. 
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala 
sesuatu”.(Q.S. An-Nisa’(4): 33) 

 
Dalam ayat ini orang yang melakukan sumpah setia dan 

perjanjian memiliki hak dalam harta warisan, sehingga pada 
masa Arab jahiliyah mereka saling mewarisi. Perjanjian dan 
sumpah setia ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar dengan 
maulanya, sehingga maula Abu Bakar tersebut mewarisi harta 
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yang ditinggalkan Abu Bakar.43 Menurut Ath-Thabari, tentang 
ayat yang menasakh ayat ini terdapat perbedaan pendapat di 
kalangan ulama, di antaranya menurut riwayat dari Al-Hasan 
Al-Bashri dan Ikrimah, ayat ini dinasakhkan oleh surat Al-Anfal 
ayat 75 yang berbicara tentang kewarisan Zawil Arham dan 
kerabat.44 Sedangkan berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas, dari 
Ali bin Abi Thalhah, dari Muawiyah dari Abdullah bin Shalih 
berpendapat bahwa ayat tersebut dinasakh oleh surat Al-Ahzab 
di atas.45 

Di samping itu menurut Ath-Thabari, ayat ini juga 
menasakh ketentuan berhak saling mewarisi karena 
persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar, 
sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Muakhkhah 
(persaudaraan) yang terjalin di antara kaum Muhajirin dan 
Anshar dengan melakukan hijrah ke Medinah dan disebabkan 
persaudaraan yang terjadi itu mereka berhak saling mewarisi, 
dihapus dengan turunnya ayat ini.46 

Namun sebagian kelompok lain berpendapat, di 
antaranya ulama Hanafiyah, bahwa ayat ini tidak dinasakh oleh 
ayat kewarisan secara keseluruhan, tetapi ada bagian yang 
tetap berlaku yaitu kewarisan dengan adanya pemerdekaan 
budak (hamba sahaya), yang pembagiannya diakhirkan dari 
kerabat dan suami istri. Jika orang yang meninggal itu memiliki 
ahli waris “orang yang memerdekakan budak” maka ia lebih 
utama untuk menerima warisan dari orang yang melakukan 
janji setia, dan dia didahulukan darinya. Namun jika ia tidak 
memiliki ahli waris dari mereka maka harta warisan diwarisi 
oleh al-hālif (orang yang melakukan sumpah setia), mereka 
menamakannya dengan kewarisan dengan muwallāh 
(disebabkan memerdekan budak).47 

 
43 Ibid., h.54 
44 Ibid 
45 Ibid. Lihat juga Muhammad Mushthafa Tsalaby, op.cit., h. 13-14 
46 Ibid 
47 Menurut al-Jashshas al-Hanafiy dalam tafsirnya: Pada awal Islam adanya hak saling 

mewarisi yang didasarkan kepada at-tabanni (pengangkatan anak), hijrah (pindah dari 
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Menurut ath-Thabari, yang dimaksud dengan kata 
“mawali” dalam ayat di atas adalah ahli waris ashabah. Di 
antaranya adalah ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki dari 
saudara laki-laki, dan ahli waris yang menjadi ashabah 
selanjutnya. Ini merupakan pendapat yang diambil dari 
riwayat al-Hasan bin Yahya dari Abdurrazzaq, dari Ma’mar 
dan dari Qatadah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 
beberapa ulama lainnya seperti Abdullah bin Shalih, 
Mu’awiyah bin Shalih, Ibn ‘Abbas, dan Mujahid. Abu Ja’far 
Ath-Thabari mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah 
“kami jadikan ashabah itu sebagai ahli waris dari harta 
peninggalan yang ditinggalkan orang tua dan karib kerabat”.48 

Adapun kewarisan berdasarkan kekerabatan nasab diakui 
oleh Islam dan berlaku umum untuk anak-anak yang telah 
dewasa, kecil, laki-laki, perempuan, yang kuat dan yang lemah. 
Mereka bersyarikat bersama kerabat-kerabat yang lain yang 
juga memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris. 
Perkawinan merupakan sebab yang lain di antara sebab-sebab 
mewarisi di antara suami dan istri dalam pengertian yang sama. 
Demikian juga dijadikan pemerdekaan budak sebagai sebab 
yang ketiga. 

Ketentuan syariat tentang kewarisan ini datang secara 
bertahap bukan dalam satu waktu. Pertama Allah menurunkan 
ayat yang membicarakan tentang harta peninggalan 
sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 
180-183. Dalam ayat ini Allah menetapkan adanya hak untuk 
orang tua dan kerabat dalam harta seseorang, tetapi ketentuan 
itu baru berlaku jika seseorang telah dekat kematiannya dengan 
adanya tanda-tanda. Dalam kewajiban wasiat untuk mereka ini 
adalah sebagai bayan karena dengan adanya hak untuk mereka 

 
Mekah ke Medinah) dan muakhkhah (persaudaraan). Kemudian tabanni dan hijrah 
dinasakhkan. Adapun al-al-half (janji setia) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 
hubungan kerabat lebih didahulukan dari yang didasarkan kepada janji setia, jika kerabat 
tidak ada, kewarisan yang didasari dengan janji setia tidak dihapuskan. 

48 Ibid 
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(orang tua dan kerabat) dalam harta orang yang telah dekat 
kematiannya itu maka ia tidak boleh memberikan harta itu 
kepada siapa yang diinginkannya dan juga diharamkan kepada 
siapa yang dikehendakinya. Ketika jiwa manusia cenderung 
mengubah dan menukar terhadap apa yang tidak sesuai 
dengan keinginannya maka Allah melarang hal tersebut dan 
memberikan hukuman bagi mereka.  

Pasa saat pada jiwa manusia itu telah kuat dan mengakui 
hal itu, mereka telah mengetahui bahwa bagi kerabat-kerabat 
mereka ada bagian yang telah ditentukan pada harta mereka, 
baru turun ayat kedua yang berbicara tentang tirkah dan 
menjelaskan bagian-bagian secara pasti untuk dibagikan 
kepada masing-masing anggota keluarga atau ahli waris, 
melarang bagi siapa yang berusaha mengubah dan mengganti 
wasiat dan melarang adanya sifat dengki di antara ahli waris 
yang berujung kepada pembagian secara tidak adil. Sehingga 
Allah turunkan dalam ayat yang menjelaskan tentang keadaan 
harta warisan bahwa bagi laki-laki itu ada bagian yang telah 
ditentukan dan bagi perempuan juga ada bagian yang telah 
ditentukan dari harta peninggalan (dalam surat An-Nisa’ ayat 
7). 

Secara global tidak terlupa juga di samping kerabat itu ada 
yang tidak termasuk ahli waris seperti anak yatim dan orang 
miskin, bahkan dianjurkan untuk memberi kepada mereka jika 
harta yang ditinggalkan banyak dan berlaku baik serta meminta 
maaf kepada mereka jika harta itu sedikit dengan adanya 
firman Allah surat An-Nisa’ ayat 8. 

Setelah banyaknya pengaduan tentang bagian anak 
perempuan dan istri seperti kasus Aus bin Tsabit dan Sa’ad bin 
Rabi’, sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya, ayat- ayat 
yang berbicara tenang bagian-bagian harta warisan turun lebih 
akhir dari ayat yang berbicara secara gobal (surat An-Nisa’ ayat 
7). Rincian ahli waris dan bagian-bagiannya merupakan tahap 
ketiga dalam penetapan hukum waris. Setelah Allah 
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menjelaskan bagian-bagian ahli waris maka ditutup dengan 
janji baik dan janji buruk. Janji baik untuk orang yang taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya dalam mematuhi ketentuan yang 
telah ditetapkan Allah, sedangkan janji buruk untuk orang 
durhaka dan melanggar ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. 

Selanjutnya akan dijelaskan hukum kewarisan Islam yang 
berlaku di lingkungan masyarakat Arab secara khusus dan di 
kalangan umat Islam pada umumnya. 
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BAB III 
SUMBER DAN PRINSIP HUKUM 
KEWARISAN ISLAM 
 
 
 

A. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam 
Dasar merupakan sumber atau dalil yang dijadikan 

pedoman oleh ulama atau mujtahid dalam menyusun secara 
rinci hukum kewarisan Islam. Dasar atau sumber utama dari 
hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau 
teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. 
Ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW yang secara 
langsung mengatur kewarisan di antaranya: 

1. Ayat Al-Qur’an 
Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang berbicara secara 

umum tentang kewarisan, di antaranya surat An-Nisa’ ayat 
7 yang menjelaskan tentang siapa yang akan menjadi ahli 
waris dan siapa yang akan memberi harta warisan.  

cِرِّلFَصِنَ لِاwٌْمم ب
لا كَرَتَ اَِّّ

ْ
fاوَ نpِِٰ>اوَ

ْ
g
َ

ق
ْ

نوْبُرَ
َ

נلcِوَۖ 
ّ
لا كَرَتَ اَّّممِ بwٌْصِنَ ءِاۤسَِ

ْ
 نpِِٰ>اوَ

fاوَ
ْ

g
َ

ق
ْ

نوْبُرَ
َ

ق اَّممِ 
َ

ل
َّ

ا هُنْمِ 
َ

ك وْ
َ
¹
ُ

فَّم ابwًْصِنَ ۗ َ�
ْ

 اضًوْرُ
Terjemahnya:   “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari 

harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian 
(pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan 
kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagia yang telah ditetapkan.” 
(Q.S. An-Nisa’ (4) :7) 

 

BAB 3 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki 
berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan ibunya. 
Begitu juga seorang perempuan berhak menerima harta 
warisan dari pihak ayah dan ibunya. Ayat ini merupakan 
dasar bagi kewarisan bilateral49 dan merupakan ketentuan 
yang menghapus model kewarisan zaman Jahiliyyah yang 
hanya dibatasi bagi orang laki-laki dewasa dengan 
menafikan anak-anak dan kaum perempuan. 

Dalam ayat ini ditekankan bahwa bagi laki-laki 
dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan 
kerabat, ada hak berupa bagian tertentu yang akan diatur 
oleh Allah setelah turunnya ketentuan umum ini dari harta 
peninggalan ibu bapak dan kerabat. Ketika kaum jahiliyah 
tidak memberikan harta peninggalan kepada wanita 
dengan alasan mereka tidak ikut berperang, secara khusus 
dan mandiri dalam ayat ini menekankan bahwa bagi wanita 
dewasa maupun anak-anak, ada hak berupa bagian 
tertentu. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber 
hak mereka itu, ditekankan bahwa hak itu sama sumbernya 
dari perolehan laki-laki yakni dari harta peninggalan ibu 
bapak dan kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak 
itu ditekankan lagi bahwa baik harta peninggalan itu sedikit 
atau banyak adalah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah 
SWT. 

 Kebiasaan yang berlaku dalam adat jahiliyah yang 
hanya memberikan hak waris kepada laki-laki dewasa saja, 
tidak termasuk anak-anak dan perempuan secara 
berangsur-angsur dirubah dengan turunnya ayat ini. Dalam 
ayat 7 ini Allah menegaskan bahwa perempuan pun 
memiliki hak waris, sama halnya dengan laki-laki dan 
membatalkan kebiasaan jahiliyah yang memandang adanya 
kekhususan tertentu untuk laki-laki sehingga 

 
49 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 20 
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menempatkannya sebagai orang yang berhak menerima 
warisan.  

Kata لاجر  yang diterjemahkan laki-laki dan  yang ءاسن
diterjemahkan perempuan, ada yang memahaminya dalam 
arti mereka yang telah dewasa dan ada pula yang 
memahaminya mencakup dewasa dan anak-anak. 
Pendapat kedua ini lebih tepat, apalagi jika dikaitkan 
dengan sabab an-nuzūl ayat ini yang menurut salah satu 
riwayat bahwa seorang wanita bernama Ummu Kuhlah 
yang dikarunia dua orang anak perempuan hasil 
pernikahannya dengan Aus Ibn Tsabit yang gugur dalam 
perang Uhud, datang kepada Rasulullah mengadukan 
paman putrinya, yang mengambil semua harta peninggalan 
Aus dan tidak menyisakan sedikit pun untuknya dan untuk 
kedua anaknya. Rasul menyuruh mereka menunggu dan 
tidak lama kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat 
tentang kewarisan.50 Kemudian Rasul memberikan bagian 
istri Aus 1/8, 2/3 untuk kedua anak perempuannya, sisa 
harta untuk paman. Namun riwayat lain mengatakan 
bahwa anak yang ditinggalkan Aus tersebut 2 orang anak 
perempuan, satu anak laki-laki yang masih kecil, dan istri. 
Lalu dua orang anak paman Aus ingin mengambil seluruh 
harta yang ditinggalkan Aus berdasarkan kebiasaan Arab 
Jahiliyah ketika itu, dengan tidak memberikan hak apapun 
untuk istri dan anak Aus. Ketika itulah istri Aus mengadu 
kepada Rasulullah sehingga dalam riwayat ini mengatakan 
Rasul membagi 1/8 untuk istri Aus, dan sisa harta dibagi di 
antara anak-anak Aus dengan pembagian laki-laki 
mendapat bagian dua kali perempuan. Sedangkan anak 
paman tidak mendapatkan apa-apa.51 Agak berbeda dengan 
dua riwayat di atas, At-Thabari juga menuturkan bahwa 
sabab an-nuzūl turun ayat ini memang berkaitan dengan istri 

 
50 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an), (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), Cet ke-2, Jil. II, h. 353 
51 Muhammad Ali As-Sayis, Tafsir Ayat Al-Ahkam, (t.tt:t.p,t.t), Jil.II, h. 36 
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Aus bin Suwaid yang bernama Ummu Kuhlah mengadu 
kepada Rsulullah tentang paman dari anak perempuannya 
yang bernama Tsa’labah yang ingin mengambil seluruh 
warisan Aus, dengan alasan bahwa dia dan anak 
perempuannya tidak berhak karena tidak bisa 
menunggangi kuda dan tidak bisa berperang. Untuk 
menjawab kasus ini maka turunlah ayat ini.52 

Demikian juga ayat 8 surat An-Nisa’ berbicara tentang 
adanya anjuran untuk memberikan infak atau sedekah 
apabila waktu pembagian harta warisan ada orang lain 
yang hadir.  

لا Wََ«حَ اذَاِوَ
ْ

ا ةَمَسْقِ
ُ

لو
ُ

لا او
ْ

ق
ُ

لاوَ �3ٰرْ
ْ
wَٰلاوَ ¾ٰ½ت

ْ
ف נُْ�كِسٰمَ

َ
قزُرْا

ُ
قوَ هُنْمِّ مْهُوْ

ُ
لوْ
ُ

ل اوْ
َ

 مْهُ

ق
َ

fوْ
ً

g فوْرُعَّْم
ً
 ا

Terjemahnya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, 
anak yatim dan orang miskin, Maka berilah 
mereka dari harta itu (sekedarnya) dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 
baik”.(QS. An-Nisa’(4): 8) 

 
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika hadir dan 

mengetahui adanya pembagian warisan itu, kerabat dan 
kaum lemah yang membutuhkan uluran tangan yang tidak 
berhak mendapat warisan baik mereka dewasa maupun 
anak-anak, atau hadir anak yatim, orang miskin baik 
mereka kerabat atau bukan, bahkan baik mereka hadir atau 
tidak, selama diketahui oleh yang menerima adanya orang-
orang yang membutuhkan, maka berilah mereka sebagian 
walaupun sekedarnya dari harta peninggalan itu dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, yang 
menghibur hati mereka karena sedikitnya yang diberikan 
kepada mereka atau karena tidak ada yang dapat diberikan 

 
52 At-Thabari Muhammad bin Jarir al-Thabari, Tafsir al-Thabari, (Beirut: Dar al-Kutub 

al- Ilmiyah, 1999), Jil. 3, Cet. 3, h. 604 
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kepada mereka. Walaupun ayat ini tidak langsung 
berkaitan dengan pembagian warisan, namun dapat 
dipahami bahwa ayat ini menampung orang yang tidak 
mendapatkan warisan, sehingga dengan dalih ini ada 
ulama yang berpendapat bahwa ayat ini tidak dinasakh 
dengan turunnya ayat kewarisan. 

Kata افورعم لاوق  yakni kalimat-kalimat yang baik sesuai 
dengan kebiasaan dalam masing-masing masyarakat, 
selama kalimat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
ilahi.  Ayat ini mengamanahkan agar pesan itu hendaknya 
disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan adat 
kebiasaan yang baik menurut ukuran setiap masyarakat.53 

Ada beberapa pendapat ahli tafsir terkait dengan 
kedudukan ayat ini apakah ayat ini muhkam atau mansūkh?. 
Ulama yang mengatakan bahwa ayat ini muhkam 
berdasarkan riwayat dari Abu Kuraib, dari Ibn Iman, dari 
Sofyan, dari Syaibani dari Ikrimah dan dari Ibn Abbas 
menatakan bahwa ayat ini muhkam, masih berlaku, masih 
diamalkan dan tidak dinasakhkan.54 Sedangkan golongan 
lain yang mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakhkan 
oleh ayat kewarisan, sebelum turun ayat yang kewarisan 
ayat ini masih berlaku, namun dengan turunnya ayat 
tentang kewarisan, ayat ini dinasakhkan. Ini adalah 
pendapat Qatadah, Sayyid bin Musayyab, Adh-Dhahhak 
dan salah satu riwayat dari Ibn Abbas. Pendapat lain 
menengahi kedua pendapat di atas menyebutkan bahwa 
ayat ini muhkam dan tidak dinasakhkan oleh ayat mawaris, 
namun dengan pemahaman bahwa yang dibicarakan dalam 
ayat ini adalah tentang pembagian sebelum dilakukan 
pembagian warisan di antara ahli waris. Ketika Allah SWT 

 
53 M.Quraish Shihab, op.cit., h. 38 
54 Riwayat ini senada dengan riwayat yang diterima oleh al-Mughirah dari Ibrahim 

dan asy-Sya’biy. Juga riwayat Ibn Abi Nujaih yang diterima dari Mujahid, Riwayat Ibn 
Basyar dari Yahya bn Abdurrahman dari Sofyan dari Hasan bin Yahya, dari Abdurrazaq dari 
as-Tsauri dari Ibn Nujaih dan Mujahid, Riwayat Muhammad bin Umar dariAbu ‘Ashim dari 
Isa dari Ibn Nujaih dari Mujahid. Lihat At-Thabari, op.cit., Jil.III, h. 606 
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menurunkan ayat mawaris maka untuk kerabat yang tidak 
mendapat warisan, ia berhak menerima wasiat atau 
pemberian dalam bentuk yang dijelaskan dalam ayat ini, 
bukan dalam bentuk warisan. Kelompok ini memandang 
bahwa pemberian yang dimaksud dalam ayat ini adalah 
pemberian dalam bentuk wasiat yang diberikan kepada 
kerabat yang tidak berhak menerima harta warisan. Ini 
adalah pendapat yang dikemukakan oleh Atha’, Ibn Zaid, 
Sa’id bin Musayyab dalam salah satu riwayatnya.55 

Dalam mengomentari perbedaan pendapat di atas, 
menurut Ath-Thabari bahwa pendapat pertama yang 
mengatakan ayat ini adalah muhkam tidak dinasakhkan, 
itulah pendapat yang benar, karena yang dimaksud dalam 
ayat ini adalah pemberian yang ditujukan kepada kerabat, 
anak yatim dan orang miskin. Hukum yang telah 
ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya atau melalui lisan 
Rasul-Nya tidak boleh dikatakan hukum itu telah menasakh 
hukum yang lain atau dinasakh oleh hukum yang lain 
selama tidak ada ketetapan yang mengatakan bahwa antara 
dua hukum itu telah terjadi nasakh mansukh. Ketika tidak 
ada dalil yang mengatakan bahwa ayat ini telah 
dinasikhkan dengan ayat mawaris maka tidak boleh 
seorang pun juga mengatakan terjadi nāsikh mansūkh 
terhadap kedua ayat tersebut.56 

Perbedaan pendapat muncul lagi dalam memahami 
apakah pemberian itu hukumnya wajib atau mandub? 
Pendapat yang mengatakan wajib berpegang kepada zahir 
perintah, dan mewajibkan kepada ahli waris yang telah 
dewasa juga kepada wali bagi ahli waris anak-anak untuk 
memberikan harta sekedarnya dari pembagian warisan itu. 
Fuqaha’ Mesir berpendapat bahwa pemberian itu hanya 
bersifat anjuran saja. Jika Allah mewajibkan tentunya Allah 

 
55 Ibid 
56 Ibid., h. 607 
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akan menjelaskan sebagaimana Dia menjelaskan hak-hak 
lain secara jelas bagi kaum fakir dan miskin.57 

Ayat Al-Qur’an yang secara langsung berbicara 
tentang kewarisan hanya terdapat dalam tiga ayat yaitu 
surat An-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176.  
a. Q.S. Al-Nisa’ ayat 11 merupakan ayat Al-Qur’an yang 

menegaskan tentang ketentuan bagian ahli waris yang 
disebut al-furūdh al-muqaddarah atau bagian yang telah 
ditentukan dan ahli waris yang tidak ditentukan 
bagiannya: 

كيصِويُ
ُ

اللهٱ مُ
َُّ Oِ�ٓ أ

َ
>وْ
َٰ

pِك
ُ

=cِÀ ۖ مْ
َّ

ك
َ

لثْمِ رِ
ُ

fٱ ظِّحَ 
ْ
Â
ُ
Ãن
َ
ف ۚ נِْ�يَ

َ
ك نإِ

ُ
ف ءًاÅَٓנِ َّن

َ
 قَوْ

ثٱ
ْ
נ
َ
ف נِْ�تَ

َ
ل
َ

ث َّنهُ
ُ
ل
ُ
כ نإِوَ ۖ كَرَتَ امَ اثَ

َ
ف ةًدَِ�وَٰ تْنَ©

َ
ل
َ

فصْنِّلٱ اهَ
ُ

fِÂوَ ۚ 
َ
כcِ هِيْوَبَ

ُ
²
ّ
 دٍِ�وَٰ ِ

כ نإِ كَرَتَ اَّممِ سُدُُّسلٱ امَهُنْمِّ
َ
ن©
َ

 <
َ
Éُوَ ۥ<

َ
pٌ ۚ ف

َ
ل نإِ

َّ
كيَ مْ

ُ
> ن
َّ
Éُوَ ۥ<

َ
pٌ َثرِوَو

َ
أ ۥٓهُ

َ
 هُاوَبَ

ف
َ

�ِÌ
ُ
لُّثلٱ هِمِّ

ُ
ث
ُ

ف ۚ 
َ
כ نإِ

َ
ن©
َ

 <
َ
Éُٓف ةٌوَخْإِ ۥ

َ
�ِÌ
ُ
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Terjemahnya:  “Allah mensyariatkan bagimu tentang 
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu. 
yaitu: bagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan; 
dan jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, maka bagi mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 
anak perempuan itu seorang saja, maka ia 
memperoleh separo harta. dan untuk dua 
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, 
jika yang meninggal itu mempunyai anak; 
jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

 
57 M.Ali As-Sayis, op.cit., h. 38 
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bapanya (saja), maka ibunya mendapat 
sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka 
ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah 
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 
tidak mengetahui siapa di antara mereka 
yang lebih dekat (banyak) manfaatnya 
bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’ (4): 
11) 

 
Ayat 11 surat An-Nisa’ mengandung empat hal: 
a. Anak-anak sebagai ahli waris; ada yang furudnya 

disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an seperti 
anak perempuan, jika sendiri furūdh-nya seperdua, dan 
jika lebih dari dua orang furūdh-nya dua pertiga. Di 
samping itu, anak-anak yang lain (laki-laki) disebutkan 
sebagai ahli waris namun tidak ditentukan hak yang 
akan diterimanya secara jelas. Meskipun demikian, Al-
Qur’an menjelaskan perbandingan yang didapat oleh 
anak-laki-laki dan perempuan ketika mewarisi secara 
bersama. 

b. Orang tua (ayah dan ibu); ayah dan ibu ditetapkan 
menerima hak yang sama yaitu furud seperenam jika 
pewaris meninggalkan anak. Hak ibu secara tersendiri 
menerima seperenam jika pewaris meninggalkan anak 
dan saudara-saudara. Jika pewaris tidak meninggalkan 
anak dan beberapa saudara maka ibu mendapatkan hak 
sepertiga. Bagian ayah dijelaskan seperenam kalau ada 
bersamanya anak-anak. Jika ayah tidak bersama anak-
anak tidak dijelaskan bagian yang akan diterimanya 
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dalam susunan sebelumnya. Hanya saja karena susunan 
ahli waris ayah dan ibu sementara ibu sendiri ditetapkan 
haknya sepertiga maka hak ayah adalah dua pertiga. 
Inilah yang disebut dengan dilālah sukūt, artinya bagian 
ayah memang tidak disebutkan tetapi karena bagian ibu 
telah ditentukan sepertiga maka dipahami bagian ayah 
itu dua pertiga. Dalam kajian ushul fikih ini dikenal 
dengan dilālah sukūt. Yang dimaksud dengan dilālah sukūt 
adalah : 

 هنع توكسم روكذم نع مزلي نأ

“kelaziman dari menyebutkan sesuatu untuk 
menetapkan hukum terhadap yang tidak disebutkan”.  

 
Bila dalam suatu lafaz disebutkan hukum secara 

tersurat, maka dibalik yang tersurat itu dapat diketahui 
pada hukum lain meskipun tidak tersurat dalam lafaz 
itu. Kelaziman itu dapat diketahui dari ungkapan lafaz 
tersebut.58 Sebagaimana dalam firman Allah pada surat 
Al-Nisa’ (4) ayat 11 di atas, bahwa untuk dua orang ibu 
bapak masing-masing mendapat seperenam bila pewaris 
meninggalkan anak. Bila ia tidak meninggalkan anak 
sedangkan yang mewarisinya adalah ibu bapaknya, 
maka untuk ibu bapaknya adalah sepertiga. 

Ibarat nash dari ayat ini ialah bila ahli waris hanya 
dua orang ibu bapak, maka ibu menerima sepertiga. 
Meskipun dalam ayat ini tidak disebutkan hak ayah, 
namun dari ungkapan ayat ini dapat dipahami bahwa 
hak ayah adalah sisa dari sepertiga yaitu dua pertiga. 
Sebenarnya pengetahuan akan hak ayah yang dua 
pertiga itu adalah karena sebelumnya sudah mengetahui 

 
58 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,2001), Jil II, Cet ke-2, h. 

142 
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bahwa kedudukan ayah bila tidak bersama anak laki-laki 
adalah berhak atas sisa harta waris. 

c. Pembagian warisan sebagaimana disebutkan dalam poin 
1 dan 2 dapat dilakukan setelah dibayarkan hutang dan 
dilaksanakan wasiat pewaris. 

Apabila diperhatikan kandungan ayat 11 surat An-
Nisa’ di atas merupakan salah satu dasar bagi kewarisan 
bilateral yang juga dapat dipahami dalam ayat-ayat 
selanjutnya. Asas bilateral itu dapat dilihat dari pembagian: 
a. Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang 

tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki 
dengan bandingan seorang anak laki-laki sebanyak 
yang didapat dua orang anak perempuan; 

b. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya baik laki-
laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli 
waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-
anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1/6 
bagian bila pewaris meninggalkan anak. 

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Thabari, dalam 
tafsirannya menuturkan bahwa dalam ayat ini Allah SWT 
menjelaskan Dia telah menjanjikan jika salah seorang 
meninggal dan meninggalkan keturunan baik laki-laki 
ataupun perempuan, maka anak laki-laki dan perempuan 
tersebut memiliki bagian dalam warisan tersebut, dan dapat 
mewarisi secara bersama dengan ketentuan anak laki-laki 
mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan, baik 
ia masih kecil atau telah dewasa.59 

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang 
sebab turunnya ayat ini. Menurut At-Thabari ayat ini 
diturunkan kepada Nabi sebagai penjelasan dari Allah 
tentang sebuah kewajiban dari ketentuan hukum warisan 
orang yang meninggal, dan meninggalkan ahli waris 
sebagaimana yang dijelaskan. Kaum Jahiliyah tidak 

 
59 At-Thabari, op.cit., h. 616 
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membagi warisan orang yang meninggal di kalangan 
mereka kepada seorang ahli warisnya pun yang tidak ikut 
berperang, anak kecil atau perempuan. Mereka 
mengkhususkan warisan hanya untuk orang yang ikut 
berperang, bukan kepada keturunan. Melalui ayat ini Allah 
memberitakan bahwa apa yang ditinggalkan oleh pewaris 
dibagi di antara orang-orang yang disebutkan dan sebuah 
kewajiban bagi mereka mendapatkan warisan tersebut. 
Anak kecil yang juga merupakan keturunan pewaris, orang 
dewasa dan kaum perempuan memiliki hak waris dari 
bapaknya. Jika tidak ada bersama mereka itu ahli waris lain 
maka bagian laki-laki mendapatkan dua kali perempuan.60 

Dalam riwayat lain Muhammad bin Al-Husein 
meriwayatkan dari Ahmad bin Al-Mufdhal dari as-Suda’ 
tentang ayat ini bahwa kaum Jahiliyah tidak mewarisikan 
hartanya kepada anak perempuan dan anak kecil, 
seseorang yang meninggal tidak mewariskan hartanya 
kepada anaknya, kecuali jika ia bisa berperang. Dalam 
sejarahnya ketika Abdurrahman saudara dari Hasan Asy-
Sya’ir meninggal, ia meninggalkan istri yang bernama 
Ummu Kujjah dan lima orang saudara perempuan. Ahli 
warisnya itu datang untuk mengambil seluruh harta 
warisan Abdurahman, lalu Ummu Kujjah mengadukan hal 
itu kepada Nabi, maka turunlah ayat ini 61: 
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Terjemahnya:  “…dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 

dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta”. 

 
 

 
60 Ibid., h. 616-617 
61 Ibid 
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Kemudian Nabi berkata kepada Umuu Kujjah menjelaskan 
surat al-Nisa’ ayat 12 :  
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Terjemahnya: “…Para istri memperoleh seperempat harta yang 

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. jika kamu mempunyai anak, maka para istri 
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan..” 

 
Dalam riwayat lain, dari Muhhammad bin Sa’ad 

berkata: ayahku telah menceritakan kepadaku tentang 
riwayat yang ia terima dari pamannya, dari bapak dan dari 
kakeknya, dari Ibnu Abbas terkait dengan surat al-Nisa’ 
ayat 11 bahwa ketika diturunkan bagian-bagian ahli waris 
yang telah ditetapkan Allah dalam ayat di atas, ketentuan 
untuk anak laki-laki dan perempuan juga orang tua, pada 
saat itu sebagian manusia membenci ketentuan itu dan 
berkata: seorang istri diberi hak 1/4 dan 1/8, seorang anak 
perempuan diberi hak 1/2 , anak kecil juga diberikan bagian 
padahal mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa 
berperang dan tidak boleh menerima ghanimah. Jangan 
amalkan hadis ini, bisa jadi Rasul itu lupa dan kita harus 
mengatakan kepada Rasul agar ia mengubahnya. Sebagian 
yang lain berkata: Ya Rasulullah, apakah kami akan 
memberikan kepada anak perempuan kami 1/2 dari 
peninggalan ayahnya, sementara ia tidak bisa menunggang 
kuda dan tidak bisa juga berperang? Apakah kami akan 
memberikan anak kecil harta warisan padahal mereka 
belum butuh kepada apapun? Inilah yang diperbuat pada 
masa Jahiliyah, tidak memberikan warisan kecuali kepada 
orang yang bisa berperang dan kepada orang yang telah 
dewasa.62 

 
62 Ibid. 
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Pendapat lain mengenai sebab turun ayat ini 
mengatakan bahwa sebelum ayat ini turun, ayat 
sebelumnya telah membicarakan bahwa warisan itu adalah 
untuk anak dan untuk orang tua yang diberikan wasiat. 
Kemudian dengan turunnya surat An-Nisa’ ayat 11 ini, 
Allah menasakhkan ketentuan itu. Muhammad bin Umar 
berkata dari Abu ‘Ashim, dari Isa dari Ibn Abi Nujaih 
Mujahid atau ‘Atha’ dari Ibn Abbas berkata mengenai ayat 
ini : “Harta warisan itu adalah untuk anak sementara wasiat 
itu adalah untuk orang tua dan kerabat. Kemudian Allah 
menasakh ketentuan itu sehingga ia menjadikan bagi anak 
laki-laki itu dua kali bagi anak perempuan dan menjadikan 
bagian orang tua itu masing-masingnya 1/6 ketika 
mewarisi bersama anak, bagian suami 1/2 dan 1/4, dan 
bagian istri 1/4 dan 1/8.  

Dalam penggalan ayat selanjutnya dijelaskan bahwa:  
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Terjemahnya: “…jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. 
dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak; jika orang yang meninggal 
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam…  

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna 
ءاسن نك ناف   . Sebagian ahli nahwu Basrah dan Kuffah 
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berpendapat bahwa yang dimaksud di dalam ayat ءاسن نك ناف  
adalah jika yang ditinggalkan itu adalah beberapa 
perempuan. 63 

Pendapat lain mengatakan bahwa makna ءاسن نك ناف  
adalah jika anak-anak itu perempuan, karena sebelumnya 
Allah telah berbicara tentang anak dalam ayat يف الله مكیصوی 

 Dengan demikian yang dimaksud dalam ayat ini . مكدلاوأ
adalah anak-anak. Menurut At-Thabari, pendapat pertama 
yang berasal dari ahli nahwu Basrah dan Kuffah lebih 
mendekati kebenaran karena jika نك  diperuntukkan untuk 
makna دلاوأ tentu akan dikatakan اوناك ناو   karena دلاوأ  itu 
kumpulan anak laki-laki dan perempuan. Jika demikian 
adanya, tentu susunan kalimatnya dengan menggunakan 

اوناك  bukan 64. نك 
Selanjutnya dijelaskan bahwa jika yang ditinggalkan 

itu satu anak perempuan maka bagiannya adalah setengah. 
Jika ada orang yang berkata ini adalah furūdh untuk satu 
orang anak perempuan lalu bagaimanakan furūdh untuk 
dua orang anak perempuan?  At-Thabari menjawab, 
furūdhnya berdasarkan sunnah yang diterima dan diyakini 
keshahihannya.  

Untuk bagian orang tua (ayah dan ibu) maka masing-
masing bagiannya 1/6 dari harta yang ditinggalkan dan 
tidak boleh lebih dari 1/6 jika pewaris memiliki anak baik 
laki-laki atau perempuan, seorang atau banyak. Bisa saja 
ayah mendapatkan lebih dari 1/6 jika ia mewarisi bersama 
seorang anak perempuan karena ayah itu mendapatkan sisa 
setelah diberikan furūdh anak perempuan 1/2 dan tidak ada 
ahli waris lain selain dari anak perempuan itu.  Apabila 
pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan dan 
ahli waris hanya ayah dan ibu saja maka ibu mendapatkan 
hak waris 1/3 dari keseluruhan harta warisan dan ayah 

 
63 Ibid 
64 Ibid 
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mendapatkan hak 2/3 sebagai penerima sisa setelah 
diberikan hak ibu. Ketentuan bagian yang berlaku untuk 
ayah dan ibu yang dijelaskan oleh At-Thabari dalam 
tafsirnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.  

b. Q.S. Al-Nisa’ ayat 12 : 
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َ
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َ
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ُ
ا آهَبِ �Ïٰوُّْي ةٍَّيصِوَ دِعْبَ نْۢمِ ثِ

َ
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�
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Terjemahnya:  “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari 

harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika 
mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu 
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 
seperempat dari harta yang ditinggalkannya 
sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri 
memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. 
jika kamu mempunyai anak, maka para istri 
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu 
saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, 
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maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga 
itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 
waris). (Allah menetapkan yang demikian itu 
sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, 
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Penyantun.” (QS. An-Nisa’(4): 12) 

 
Ayat ini menjelaskan pembagian furūdh ahli waris 

dengan rincian : 
1) Hak Duda dan Janda ; duda mendapat bagian 1/2 

apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat 
bagian 1/4 apabila pewaris meninggalkan anak. Janda 
mendapat bagian 1/4, apabila pewaris tidak 
meninggalkan anak dan mendapat bagian 1/8 apabila 
pewaris meninggalkan anak. 

2) Hak warisan saudara-saudara; jika ia sendiri menerima 
hak seperenam dan jika lebih dari seorang menerima 
sepertiga.  

3) Saudara-saudara itu menerima warisan jika pewaris 
dalam kondisi kalālah yang menurut dasar Al-Qur’an 
tidak meninggalkan anak. 

4) Pembagian warisan sebagaimana dijelaskan dalam poin 
1-3 baru bisa dilakukan setelah membayarkan hutang-
hutang dan melaksanakan wasiat pewaris. 

Ayat ini masih merupakan lanjutan dari rincian 
ketentuan tentang bagian masing-masing ahli waris. Setelah 
menyelesaikan uraian bagian anak laki-laki dan anak 
perempuan dalam ayat 7, maka menyusul pada ayat ke-11 
penyebutan bagian orang yang terdekat kepada anak, yaitu 
bagian orang tua (ayah dan ibu) jika keduanya memiliki 
anak dan jika mereka tidak memiliki anak. Setelah ayat ke-
11 selesai menjelaskan tentang bagian anak dan orang tua 
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yang hubungannya dengan pewaris karena faktor 
keturunan, maka ayat ke 12 ini menjelaskan bagian mereka 
yang berhubungan dengan pewaris dari segi pernikahan 
yaitu bagian suami dan istri. Ayat ke 12 ini ditutup dengan 
penjelasan tentang ahli waris yang menerima hak jika 
pewaris dalam kondisi kalālah, yaitu tidak meninggalkan 
anak. Demikian juga jika seseorang meninggal dan 
meninggalkan seorang saudara laki-laki atau seorang 
saudara perempuan dari ibu maka bagi masing-masing dari 
kedua jenis saudara itu 1/6 bagian dari harta warisan. 
Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka 
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, dibagi rata 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh pewaris atau 
setelah dibayarkan hutangnya. 

Penggalan ayat yang berbicara tentang kalālah 
merupakan salah satu ayat yang paling banyak 
diperselisihkan oleh para pakar tafsir. Perbedaan pendapat 
dimulai dari akar katanya, selanjutnya makna kata itu 
sendiri dan terakhir maksud penggalan ayat itu. Mayoritas 
pakar bahasa memahami kata kalālah seperti dikemukakan 
di atas, yakni pewaris yang tidak meninggalkan ayah dan 
anak. Ada juga yang memahaminya, dalam arti pewaris 
yang tidak meninggalkan ayah saja, ada lagi yang 
berpendapat tanpa meninggalkan anak saja dan masih 
banyak pendapat lain. Jika pendapat yang disebutkan di 
atas merujuk kepada yang mati dan meninggalkan warisan, 
ada lagi yang memahami kalālah menunjuk kepada ahli 
waris, selain kedua ibu bapak dan anak. Tentu saja 
perbedaan makna-makna kebahasaan di atas 
mengakibatkan perbedaan pendapat tentang maksud 
penggalan ayat tersebut. Oleh karena itu yang 
dikemukakan di atas adalah pendapat mayoritas ulama.65 

 

 
65 Ibid., h, 625-628. Lihat juga M.Ali As-Sayis,op.cit., h. 49-50. 
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c. QS. Al-Nisa’ ayat 13 dan 14 : 
×تِ
ْ

>وسُرَوَ اللهَا عِطِيُ نْمَوَ ،اللهِا دُودُُ� كَ
َ
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ْ
Â
َ
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ْ

ف
َ
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ْ

>وسُرَوَ اللهَا صِعْيَ نْمَوَ )13( مُيظِعَ
َ
Éُ َهُدَودُُ� َّدعَتَيَو 

Àِ®دْيُ
ْ
Éُ َاَ® ارًان<ِpًوَ اهَيفِ ا<

َ
Éُ rَذ

َ
 (14)נٌ�هِمُ بٌا

Terjemahnya:  (Hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan-
ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya ke dalam syurga yang 
mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang 
mereka kekal di dalamnya; dan Itulah 
kemenangan yang besar (ayat 13). Barangsiapa 
yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya 
Allah memasukkannya ke dalam api neraka 
sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa 
yang menghinakan (ayat 14). (QS. An-Nisa 
(4)’:13-14) 

Dalam tafsirnya, At-Thabari menjelaskan bahwa 
makna “  ,adalah demikianlah syarat-syarat ” ...الله دودح كلت
ketentuan, ketaatan kepada Allah, dan perintah Allah SWT. 
Ketentuan yang dimaksud adalah pembagian warisan yang 
telah dijelaskan Allah SWT dan furūdh-furūdh yang telah 
ditetapkan untuk ahli waris dalam dua ayat sebelumnya. 
Ketentuan yang telah ditetapkan Allah tersebut menjadi 
penentu yang membedakan antara orang yang taat dan 
durhaka kepada Allah SWT dalam membagi harta warisan 
orang yang meninggal di antara mereka. Orang yang taat 
akan mematuhi perintah dan tidak melakukan tindakan 
yang melampaui batas dari ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh Allah SWT dalam menyelesaikan pembagian warisan 
orang yang meninggal. Sebagai balasan bagi orang yang 
patuh kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, Allah 
menjanjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-
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sungai, mereka kekal di dalamnya dan mereka 
mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar.66 

Adapun bagi orang yang tidak melaksanakan perintah 
dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul 
SAW, terkait dengan pembagian warisan orang yang telah 
meninggal tersebut atau sengaja melakukan tindakan yang 
menyalahi dan melampai batas dari ketentuan yang telah 
digariskan maka Allah juga telah menyediakan azab yang 
pedih untuk mereka dan memandang mereka sebagai orang 
yang ingkar kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. 

Kedua ayat di atas, secara langsung memang tidak 
berbicara tentang pembagian warisan namun ayat ini 
menjadi ayat penting dalam kewarisan karena 
menunjukkan sifat ijbāri sebagai salah satu asas yang 
melandasi hukum kewarisan Islam. Dalam ayat tersebut 
tersirat bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim 
untuk menyelesaikan pembagian harta warisan 
berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT 
tersebut, tanpa dibolehkan untuk mengubahnya, karena 
ada hukuman dan ancaman yang akan diberikan oleh Allah 
SWT terhadap muslim yang tidak menjalankan hukum itu. 
Dengan adanya pujian Allah bagi yang mengikuti dan 
ancaman bagi yang tidak mengikuti menjadi sebuah 
indikasi bahwa ayat ini bersifat mengikat. Jika hukum yang 
terdapat dalam ayat ini tidak bersifat mengikat, tentunya 
Allah SWT tidak akan memberikan ancaman bagi siapa pun 
yang tidak melaksanakan hukum tersebut dan memberikan 
pujian bagi yang patuh terhadap ketentuan tersebut.  

d. Q.S. Al-Nisa’ ayat 33 : 
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66 At-Thabari, op.cit., Jil.III., h. 632 



 51 

Terjemahnya:     “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta 
yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, 
kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) 
orang-orang yang kamu telah bersumpah setia 
dengan mereka, maka berilah kepada mereka 
bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan 
segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa’ (4): 33) 

Kata “ �اوَمَِ#َ ” menjadi kata yang memunculkan 

perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Seluruh ahli 
tafsir mengartikan bahwa setiap orang itu berhak menerima 
warisan. Setiap orang berhak menjadi ahli waris baik 
berdasarkan kekerabatan atau perkawinan. Namun ada 
penafsiran yang berbeda terhadap kata “ �اوَمَِ#َ ” yang 

dikemukakan oleh Hazairin bahwa kata tersebut bukan 
ditujukan kepada setiap orang, karena jika kata tersebut 
ditujukan kepada “setiap orang”, hal itu telah dijelaskan 
sebelumnya dalam surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12. Sehingga 
Hazairin memahami bahwa maksud kata “ �اوَمَِ#َ ” itu adalah 

bagi setiap orang yang telah disebutkan sebelum ayat ini, 
dimungkinkan adanya pengganti atau diberikan 
kesempatan kepada setiap pengganti untuk menjadi ahli 
waris. Dari sinilah munculnya pembahasan ahli waris 
pengganti. 

Kalau ayat ini menunjukkan kepada setiap orang yang 
memiliki hubungan kerabat dan perkawinan, maka fungsi 
ayat ini hanya sekedar pengulangan terhadap apa yang 
telah disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12. 
Sehingga lebih tepat dipahami bahwa kata “ �اوَمَِ#َ ” ditujukan 

kepada “setiap ahli waris yang telah dijelaskan hak-haknya 
dalam ayat 11 dan 12, dimungkinkan adanya mawali 
(pengganti). Pemahaman mufassir inilah yang dipegang 
oleh Hazairin dalam ahli waris pengganti. Namun jumhur 
ulama tidak mengenal adanya ahli waris pengganti karena 
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bagi jumhur ulama kembalinya “ �اوَمَِ#َ ” itu adalah kepada 

setiap orang yang berhak menerima warisan.  
e. Q.S. al-Nisa’ ayat 176 
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Terjemahnya:  “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalālah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa 
kepadamu tentang kalālah (yaitu): jika seorang 
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak 
dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi 
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya 
yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai 
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua 
orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. 
dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 
Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka 
bagian seorang saudara laki-laki sebanyak 
bagian dua orang saudara perempuan. Allah 
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya 
kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui 
segala sesuatu.”(QS.al-Nisa’(4): 176) 

 
Ayat ini membicarakan tentang kewarisan saudara-

saudara: 
a) Saudara-saudara itu akan menerima warisan bila 

pewaris yang meninggal dalam keadaan kalālah, yaitu 
seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan 
anak. 
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b) Saudara yang meninggal dalam keadaan kalālah tersebut 
ditentukan haknya, jika seorang saja mendapat 
seperdua, kalau dua orang atau lebih menerima hak dua 
pertiga. Saudara laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris 
tetapi tidak dijelaskan bagian yang akan diterima. 

c) Kalau bersama saudara perempuan, bagian laki-laki 
disebutkan kadar penerimaannya tetapi bukan dalam 
bentuk angka-angka, dengan perbandingan 
penerimaan laki-laki dua kali bagian perempuan. 

Menurut At-Thabari, ayat ini menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan kalālah adalah pewaris yang 
tidak meninggalkan anak baik laki-laki ataupun 
perempuan namun memiliki saudara-saudara 
sekandung atau seayah, baik laki-laki atau perempuan 
dengan ketentuan pembagian sebagaimana yang 
dijelaskan sebelumnya. Dalam memahami kalālah 
tersebut muncul beberapa pendapat ulama 
sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 

Saudara yang dimaksud dalam ayat ini adalah 
saudara kandung dan saudara seayah, karena 
berdasarkan penuturan At-Thabari, Abu Bakar pernah 
berkata dalam khutbahnya: “Ketahuilah bahwa ayat 
yang diturunkan Allah SWT pada awal surat An-Nisa 
berkenaan dengan farāidh, tentang bagian anak dan 
orang tua. Ayah kedua yang diturunkan berkenaan 
dengan suami istri dan saudara seibu. Ayat terakhir dari 
surat An-Nisa’ berkenaan dengan saudara laki-laki dan 
saudara perempuan sekandung dan seayah. Adapun 
surat Al-Anfal diturunkan berkenaan dengan kewarisan 
zawil arham.67 

f. Q.S. Al-Anfal ayat 75 

 
67 Ibid., Jil.IV, h. 378-379 
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>اوَ
َّ

ا נَْ<ِ=
ٰ
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ٰ
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َّ
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כبِ َ�
ُ

²
ّ
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َ
  مٌࣖيْلrَِ ءٍْ#

Terjemahnya:  “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu 
kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, 
maka orang-orang itu termasuk golonganmu 
(juga). orang-orang yang mempunyai 
hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak 
terhadap sesamanya (daripada yang bukan 
kerabat di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 
Al-Anfal (8): 75) 

 
Ayat ini menunjukkan bahwa di antara kerabat yang 

menjadi ahli waris ada yang lebih utama dari ahli waris lain 
dari segi kedekatannya dengan pewaris. Keutamaan dapat 
disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris 
dibandingkan dengan yang lain, seperti anak lebih dekat 
dari cucu dan oleh karenanya lebih utama dari cucu. 
Keutamaan dapat pula disebabkan oleh kuatnya hubungan 
kekerabatan seperti saudara kandung lebih kuat 
hubungannya dibandingkan dengan saudara seayah atau 
seibu saja. Inilah yang menjadi dasar adanya hijab dan 
mahjub dalam hukum kewarisan Islam. 

2. Hadis Nabi 
Hadis Nabi pada dasarnya muncul untuk memberikan 

penjelasan kepada ayat-ayat Al-Qur’an yang memerlukan 
penjelasan baik penjelasan itu dalam bentuk penjelasan arti 
maupun dalam bentuk membatasi atau memperluas 
pengertian. Kewarisan atau farāidh termasuk bidang fikih 
yang paling jelas diatur dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu 
hadis Nabi yang berkenaan dengan farāidh ini tidak banyak 
jumlahnya. 
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a. Hadits Nabi SAW yang secara langsung menetapkan 
ahli waris tambahan dari apa yang disebutkan dalam 
Al-Qur’an. 
1) Hadis yang menetapkan ahli waris laki-laki 

menurut garis keturunan laki-laki berdasarkan 
hadis Nabi SAW yang berasal dari Ibnu Abbas 
menurut riwayat Al-Bukhari dalam Shahih Bukhari: 

 هيبأ نع سواط نبا اנèد� بwهو اנèد� ليعامسإ نب �éوم اנèد�

 لاق ملسو ه[¥r هللا stص -ëنلا نع امهنع هللا #êر سابع نبا نع

 هاور(ركذ لFر ��وfÂ وهف îקب امف اهلهأب ضئارفلا اوق��أ

 68)يراخXïا

Terjemahnya: ”Musa bin Ismail menceritakan kepada 
kami dari Wuhaib dari Ibn Thawus dari 
ayahnya dari Ibn Abbas r.a dari Nabi 
SAW bersabda : Berikanlah faraid 
(bagian-bagian yang ditentukan) itu 
kepada yang berhak dan selebihnya 
berikanlah untuk laki-laki dari 
keturunan laki-laki yang terdekat”. 
(HR. Bukhari) 

 
Hadits di atas tidak menjelaskan tentang zul 

furūdh tetapi menjelaskan ahli waris sisa harta 
secara mafhum. Hadis ini menjadi landasan 
kewarisan ashabah yang berlaku di kalangan ulama 
ahl al-Sunnah.69Dalam jalur lain hadis ini juga 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad 
dari Ma’mar dan Yahya bin Ayyub, dari Ibn 
Thawus diterima oleh as-Tsauri dan Ibn Uyainah 
dan Ibn Juraij dari Ibn Abbas dari ayahnya secara 

 
68 Imam al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah,1998), Juz.IV, 

h. 266 
69 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 42 
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mursal. An-Nasa’i dan At-Thahawi mengatakan 
bahwa kedudukan hadis ini juga mursal dan dari 
segi kualitasnya hadis ini tergolong hadis shahīh 
maushūl (hadis yang bersambung sanadnya sampai 
kepada Nabi SAW). Dalam jalur lain diriwayatkan 
oleh Abu Daud, An-Nisa’ dan Ibn Majah dari 
Abdullah bin Mubarak dari Ma’mar dan as-Tsauri 
sebagai hadis mursal.70 

2) Hadis yang menetapkan hak warisan yang diterima 
oleh kakek, yaitu hadis Nabi dari ‘Umran bin 
Husein menurut riwayat Ahmad: 

 #ñò نبا مامه نع نوراه نب ديزي اנèد� ,ةفرع نب نس��ا اנèد�

�إ لFر ءاF : لاق ، נ�صح نب نارمع نع نس��ا نع ةداتق نع� 

 نم #� امف تام -נبا نبا نإ : لاقف ملسو ه[¥r هللا stص هللا لوسر

 ، رخآ سدس كc : لاق هاrد ��و املف ، سدسلا كc : لاق ؟ هثا��م

 دôõأ هاور . ةمعط كcرخ�fا سدسلا نإ : لاق هاrد ��و املف

 71حيحص نسح ثيد� اذه : يذم�cöا لاقو دواد وبأو يذم�cöاو

Terjemahnya: “Dari Hasan bin ’Urwah, dari Yazid bin 
Harun dari Hammam ibn Yahya dari 
Qatadah dari hasan dari ‘Umran ibn 
Husein bahwa seseorang laki-laki 
mendatangi Nabi sambil berkata: bahwa 
anak dari anak laki-laki saya meninggal 
dunia, apa yang saya dapat dari harta 
warisannya?. Nabi berkata: “Kamu 
mendapat seperenam. Ketika ia berpaling, 
Nabi kembali menyerukan : untukmu 
seperenam yang lain, kemudian untuk 
ketiga kalinya Nabi berkata: seperenam 
 

70Ali Bin Sulthan Muhammad Al-Qaariy, Syuruh al-Hadis Mirqah al-Mafatih Syarh 
Misykah al-Mishbah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hadis ke 6351 

71 Abu Isa al-Tirmidzi, Jami’ al-Shahih, (Kairo: Musttafa al-Babiy, 1938), Jil.IV, h.415. Abu 
Daud, Sunan Adu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jil.III, h. 47 
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yang lain untukmu (untuk memberi 
makan keluargamu)”(HR. Ahmad, At-
Tirmizi, Abu Daud Menurut An-Nisa’ 
hadis ini hasan shahih.) 

 
Dalam periwayatan hadis di atas, jalur sanad 

yang digunakan oleh An-Nisa’ dan Abu Daud pada 
dasarnya sama, hanya saja dalam riwayat yang 
dikemukakan oleh Abu Daud hadis itu diterima 
oleh Hammam dari Muhammad bin Katsir 
kemudian baru diterima oleh Qatadah dari Hasan 
dari Umran bin Husain. Menurut An-Nisa’ hadis ini 
tergolong hadis hasan shahih.72 

3) Hadis Nabi yang menetapkan hak kewarisan yang 
diterima oleh nenek, yaitu hadis Nabi dari 
Qubaishah bin Zueb menurut lima perawi hadis 
selain Al-Nasa’i: 

 نب قاحسإ نب نامثع نع ، باهش نبا نع كcام نع -ëنعقلا اנèد�

 قيدصلا ركب �3أ ��إ ةد�àا تءاF ،لاق بيؤز نب ةصيQق نع، ةشرخ

øÅئÀÉ ام :ركب وبأ اهل لاقف اهثا��م cك O� هللا باتك i#ام و ء cك 

rتمل cك O� ص هللا لوسر ةنسst هللا r¥]ش ملس و هwجراف ائúî 

 stص هللا لوسر تW«ح ةرعش نب ة��غملا لاقف ساנXا لاسأ klح

 ك��Ý كعم له ركب وبأ لاقف .سدسلا اهاطعأف ملس و ه[¥r هللا

 دبعش نبإ ة��غملا لاق ام لثم لاقف ىراصنfÂا ةملسم نب دم�¬ ماقف

 باط�ýا نب رمع ��إ ىرخfÂا ةد�àا تءاF مث ركب وبأ اهل ةذفناف

øÅأ<É ام : اهل لاقف . اهثا��م cك O# هللا باتك i#ءاضقلا ن©כ امو ، ء 

 كcذ هنكcو ائwش ضئارفلا #O دئازب انأ امو ك��غل fgإ هب -þق ي=>ا

 73  .اهل وهف هب تل® امكتيأو امكنwب وهف امتعمتجا نإف ، سدسلا

 
72 Ali Bin Sulthan Muhammad Al-Qaariy, op.cit., Juz. 5, h. 445 
73 Abu Daud, op.cit., h. 47. Al-Tirmidzi, op.cit., h. 273.  
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Terjemahnya: “Dari Al-Qa’biy dari Malik dari Ibn 
Syihab, dari Usman bin Ishaq bin 
Kharsah, dari Qubaishah ibn Zueb yang 
berkata:“ Seseorang nenek mendatangi 
Abu Bakar yang meminta warisan dari 
cucunya.” Berkata kepadanya Abu 
Bakar: “Saya tidak menemukan sesuatu 
untukmu dalam Kitab Allah dan saya 
tidak mengetahui ada hakmu dalam 
Sunah Nabi. Kembalilah dahulu, nanti 
saya akn bertanya kepada orang lain 
tentang hal ini. Mughirah bin Syu’bah 
berkata: “Saya pernah menghadiri Nabi 
yang memberikan hak nenek sebanyak 
seperenam.” Berkata Abu Bakar: 
“Apakah ada orang lain selain kamu 
yang mengetahuinya. Muhammad bin 
Maslamah berdiri dan berkata seperti 
yang dikatakan oleh Mughirah. Maka 
akhirnya Abu Bakar memberikan hak 
warisan nenek itu. Kemudian datang 
lagi nenek yang lain kepada Umar bin 
Khaththab dan meminta hak warisnya. 
Umar berkata kepada nenek itu: Tidak 
ada sesuatu pun untukmu dalam Kitab 
Allah, tidak ada juga ketetapan yang 
telah ditetapkan kecuali untuk 
selainmu, saya tidak bisa menambah 
sedikit pun ketentuan furūdh itu. 
Untukmu seperenam, jika kamu berdua 
maka seperenam itu hak kamu berdua, 
jika sendiri maka seperenam itu untuk 
seorang nenek.” 
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Kewarisan nenek tidak ditetapkan oleh Al-
Qur’annamun dijelaskan oleh hadis Nabi SAW di 
atas bahwa bagian atau hak waris nenek itu adalah 
seperenam baik ia mewarisi sendiri atau secara 
bersama. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh An-
Nisa’ dengan sanad dari Ibn Abi Umar dari Sofyan 
dari Az-Zuhriy bahwa Marrah berkata tentang 
riwayat yang ia terima dari Qubaishah dengan 
matan yang semakna dengan riwayat Abu Daud di 
atas. Menurut Abu Isa hadis ini lebih baik dan lebih 
shahih dari pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 
Uyainah.74 

4) Ucapan Nabi SAW yang mengatakan bahwa saya 
adalah ahli waris bagi seseorang yang tidak 
memiliki ahli waris. Ucapan Nabi SAW yang 
mewakili umat Islam ini, memasukkan Nabi 
sebagai ahli waris dalam pengertian majazi bagi 
pewaris yang tidak memiliki ahli waris. Inilah yang 
dimaknai dengan mewarisi sesama Islam, umat 
Islam berhak mewarisi harta umat Islam yang 
meninggal. Redaksi hadis Nabi ini berbunyi : 

 كراملا نب دم�¬ اנèد� :لاق îקشمp>ا قيmع نب م��سلا دبع اנèد�

 ملسو ه[¥r هللا stص هللا لوسر تعمس : لاق هدF نع هيبأ نع : لاق

 75)دواد وبأ هاور( .É> ثراو fg نم ثراو انأ : لوقي

Terjemahnya: “Dari Abdussalam bin ’Athiq Ad-
Dimasyqiy berkata, dari Muhammad 
bin Al-Mubarak berkata, dari ayahnya 
dari kakeknya berkata, saya pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
“Saya adalah ahli waris bagi orang yang 

 
74 Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Barr, Syarh al-Hadis al-

Istinkar Li al-Jami’ Li Mazahib al-Fuqaha’ al-Amshar,(t.tp: Dar alQutaibah Dar al-Wa’iy,1993), 
hadis ke 1414. 

75 Abu Daud, op.cit., h. 49 
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tidak memiliki ahli waris”. (HR. Abu 
Daud)  

Demikian juga dengan ucapan Nabi SAW 
yang mengatakan bahwa jika ada seseorang yang 
meninggal berhutang dan tidak meninggalkan 
harta maka Nabi yang akan membayarkan 
hutangnya, sebagaimana dalam riwayat berikut : 

 -נثد� باهش نبا نع "נوي ان�!®أ هللا دبع ان�!®أ نادبع اנèد�

 ملسو ه[¥r هللا stص -ëنلا نع هنع هللا #êر ةر#ره #3أ نع ةملس وبأ

 ك�öي ملو نيد ه[¥rو تام نمف مهسفنأ نم נ�نمؤملاب ��وأ انأ لاق

 76 )يراخXïا هاور( هتثرولف fgام كرت نمو هؤاضق انwلعف ءافو
Terjemahnya:  “Dari ‘Abdan dari Abdullah dari 

Yunus dari Ibn Syihab dari Abu 
Salamah dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW berkata : Saya adalah lebih 
utama bagi seseorang muslim dari diri 
mereka sendiri. siapa-siapa yang 
meninggal dan mempunyai hutang dan 
tidak meninggalkan harta untuk 
membayarnya, maka sayalah yang akan 
melunasinya. Barang siapa yang 
meninggalkan harta, maka harta itu 
untuk ahli warisnya”. (HR. Al-
Bukhari). 

 
Hadis di atas menjelaskan bahwa secara majazi 

Nabi merupakan ahli waris yang akan melunasi 
hutang orang yang meninggal dan tidak 
meninggalkan harta untuk melunasinya. Hadis ini 
juga merupakan penetapan ahli waris tambahan di 
luar yang disebutkan dalam Al-Qur’an. 

 
76 Imam Bukhari, op.cit.,h. 265 
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Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-
Bukhari di atas, juga ditemukan dalam jalur sanad 
yang lain dari Abu Abdullah Al-Hafiz dari Abu Al-
Hasan bin Muhammad bin Al-Hasan dari 
Muhammad bin Ali bin Zaid Al-Shani’ dari Ibrahim 
bin Al-Munzir Al-Kharami dari Muhammad bin 
Falih dari Hilal bin Ali dari Abdurrahman bin Abu 
Umrah dari Abu Hurairah, dengan redaksi hadis: 

 ام " : ملسو ه[¥r هللا stص - هللا لوسر #� لاق : لاق ، ةر#ره #3أ نع

 مت%ش نإ اوءرقا ، ةرخ�fاو ا$נp>ا #O هب ساנXا ��وأ انأ fgإ نمؤم نم

 هث�öلف ، fgام كرت ئرما اميأو )مهسفنأ نم נ�نمؤملاب ��وأ -ëنلا(

 . " هfgوم انأف -נتأيلف ، اrايض وأ اנ'د كرت نإو ، اون©כ نم هتQصع

 )رذنملا نب ميهاربإ نع حيحصلا #O يراخXïا هاور(
Terjemahnya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW 

berkata : Tidak ada dari orang mukmin 
melainkan saya lebih utama bagi 
manusia di dunia dan akhirat, bacalah 
jika kamu ingin, (Nabi itu adalah 
manusia yang lebih utama bagi seseorang 
muslim dari diri mereka sendiri), siapa 
saja yang meninggalkan harta maka 
hendaklah diwarisi oleh kerabat laki-
lakinya yang ada, namun jika ia 
meninggalkan hutang atau tidak 
memiliki harta maka hendaklah ia temui 
saya maka saya akan menjadi 
maulanya”. (HR. Bukhari dalam kitab 
Shahih dari Ibrahim bin Munzir). 

 
5) Hadis yang membicarakan saudara laki-laki ibu itu 

menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki 
ahli waris yaitu hadis menurut riwayat Abu Dawud 
dan Al-Tirmizi: 



 62 

 رمع ثيد� امأ , اضيأ ةشئاr نعو , بركي ىدعم نب مادقملا نع

 نع �קرزلا ةعيبر �3أ نب شايع نب ثرا��ا نب نôõرلا دبع هيو��ف ,

 لهس نب ةمامأ �3أ نع ىراصنfÂا فيנح نب دابع نب ميك� نب ميك�

 fgإ ثراو É> سwلو , ÀÉتقف مهF�� *Åر �"ر ��Fر نأ " :فيנح نب

 رمع ه[Xإ بmكف , رمع ��إ حار�àا نب ةديQع وبأ كcذ �O بmكف , لا®

�وم fg نم ��وم É>وسرو هللا :لاق ملسو ه[¥r هللا stص ëlنلا نأ ,� <É 

 77)ىذم�cöا و دوادوبأ هاور .É> ثراو fg نم ثراو لا�ýاو ,
Terjemahnya: “Dari Miqdam bin Ma’din Yakrib, dari 

Aisyah (dalam salah satu riwayat). 
Adapun hadis yang berasal dari Umar 
diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Al-
harits bin ‘Iyasy bin Abi Rabi’ah Az-
Zarqa dari Hakim bin hakim bin ‘Ibad bin 
Hunaif Al-Anshariy dari Abi Umamah 
bin Sahal bin Hunaif : Bahwa seorang 
laki-laki melempar laki-laki lain sehingga 
ia terbunuh dan ia tidak memiliki ahli 
waris kecuali saudara laki-laki ibu. 
Kemudian Ubaidah bin Jarah menulis 
surat kepada Umar tentang kasus 
tersebut dan Umar membalasnya dengan 
mengatakan bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda : Allah dan rasul-Nya menjadi 
wali bagi orang yang tidak memiliki wali, 
saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris 
bagi orang yang tidak memiliki ahli 
waris”. (HR. Abu Daud dan at-Tirmizi) 

 
Menurut Imam An-Nisa’ kualitas hadis ini 

adalah hasan shahih. Adapun dalam hadis yang 

 
77 Al-Tirmizi, op.cit., h. 285. Abu Dawud, op.cit., h. 47 
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semakna matannya dengan hadis di atas, yang 
diriwayatkan oleh Aisyah dari ishaq bin Manshur 
dari Abu ‘Ashim dari Abi Juraih dari Umar bin 
Muslim dari Thawus, menurut An-Nisa’ merupakan 
hadis hasan. Sebagian ahli hadis memandang hadis 
ini mursal karena tidak menyebutkan dalam 
matannya berasal dari Aisyah. 78 

6) Hadis yang membicarakan tentang ahli waris ketika 
terdapat beberapa ahli waris mewarisi bersama 
dalam pembagian warisan, di antaranya hadis Nabi 
SAW dari Surahbil menurut riwayat kelompok 
perawi hadis selain Muslim dalam Shahih Bukhari: 

 ديسأ اנè ، #נاهبصfÂا دهازلا هللا دبع نب دم�¬ هللا دبع وبأ ان�!®أ

 ، ةبعش نع نايفس اנè ، مدأ نع صفح نب נ�س��ا اנè ، مصاr نب

 �éوم وبأ لئس :لاق ليQحÛW نب ليزه تعمس يدوfÂا سwق #3أ نع

 ،فصنلا تخc�Ìو ،فصنلا ةنب��c :لاقف ،تخأو نبا ةنباو ةنبا نع

 #3أ لوقب �!®أو ،دوعسم نبا لئسف ، انعباتwس دوعسم نبا تأو

اذإ تل×ض دقل :لاقف �éوم
ً

 امب اهيف -þقأ ،نيدتهملا نم انأ امو 

 نبfgا ةنبfgو ،فصنلا ةنب��c :ملسو ه[¥r هللا stص -ëنلا þlق

 79)يراخXïا هاور(.تخ�Ì×ف îקب امو ،נ�ثلثلا ÀÙمكت سدسلا
Terjemahnya: “Dari Abu Abdullah Muhammad bin 

Abdullah Az-Zahid Al-Ashbahani, dari 
Asid bin ‘Ashim dari Al-Husain bin 
Hafas dari Adam dari Sufyan dari 
Syu’bah Abi Qais Al-Audiy saya pernah 
mendengar Huzail bin Surahbil berkata: 
Abu Musa ditanya tentang kasus 
kewarisan seorang anak perempuan, anak 
perempuan dari anak laki-laki dan 

 
78 Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmizi, Mutun al-Hadist Sunan At-Tirmizi, (Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt),  
79 Imam al-Bukhari, op.cit., h. 267 
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seorang saudara perempuan. Abu Musa 
berkata: ‘Untuk anak perempuan 
setengah, untuk saudara perempuan 
setengah. Datanglah kepada Ibnu 
Mas’ud, tentu ia akan mengatakan 
seperti itu pula’. Kemudian ditanyakan 
kepada Ibnu Mas’ud dan mengabarkan 
tentang perkataan Abu Musa tersebut, 
lalu Ibn Mas’ud berkata: Sungguh aku 
telah salah ketika itu, dan aku tidak 
termasuk orang yang diberi petunjuk, 
(sekarang) saya menetapkan berdasarkan 
apa yang telah ditetapkan oleh Nabi 
SAW., yaitu untuk anak perempuan 
setengah, untuk cucu perempuan 
seperenam, sebagai pelengkap dua 
pertiga, sisanya untuk saudara 
perempuan’.”(HR. Al-Bukhari) 

 
Hadis di atas juga terdapat dalam riwayat 

Abu Daud dan An-Nisa’ namun dengan jalur sanad 
yang berbeda. Dalam riwayat Abu Daud jalur sanad 
yang digunakan berasal dari Abdullah bin ‘Amir bin 
Zurarah dari Ali bin Mushir dari Al-A’masy dari 
Qais Al-Audiy dari Huzail bin Syurahbil Al-Audiy. 
Sedangkan dalam riwayat An-Nisa’ dengan susunan 
sanad yang berasal dari Al-Hasan bin ‘Arafah dari 
Yazid bin Harun dari Sufyan as-TSauri dari Abi Qais 
Al-Audiy dari Huzail bin Syurahbil. Menurut An-
Nisa’ hadis yang ia riwayatkan itu termasuk hadis 
hasan shahih karena nama sebenarnya dari Abu Qais 
Al-Audiy adalah Abdurraahman bin Tsarwan Kufiy. 
Adapun menurut imam Al-Bukhari, hadis yang dia 
riwayatkan di atas adalah hadis shahih berdasarkan 
syarat syaikhāni (Bukhari dan Muslim). 
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Matan hadis ini menjelaskan bagian ahli 
waris, ketika terdapat beberapa ahli waris yang 
mewarisi secara bersama, seperti anak perempuan, 
cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara 
perempuan. Penetapan hak waris mereka termasuk 
ke dalam penetapan hak waris tambahan di luar 
yang disebutkan Al-Qur’an karena dalam keadaan 
mewarisi secara bersama dalam pembagian warisan. 

b. Hadis yang membicarakan syarat seseorang berhak 
menerima warisan yaitu hadis Nabi dari Jabir bin 
Abdullah menurut riwayat Ibnu Majah. Hadis ini 
menjelaskan bahwa anak yang  jelas hidupnya ditandai 
dengan teriakan, maka ia berhak mewarisi.  

 و ه[¥r هللا stص هللا لوسر لاق :لاق ةمرý¬ نب روسملا هللا دبع نب رباF نع

 وأ حيصيو tכبي نأ É>��هتساو لاق ا�راص لهتkl âÅح -ëصلا ثريfg ملس

 80 )#נاfÂXïا هححصو هجام نبا هاور( سطعي
Terjemahnya: “Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin 

Makhramah berkata keduanya berkata Rasul 
Allah SAW: “Seseorang bayi tidak berhak 
menerima warisan kecuali ia lahir dalam 
keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya 
diketahui dari tangis, teriakan dan 
bersin.”(HR. Ibn Majah dan dishahihkan oleh 
Albani)   

 
Dalam matan hadis yang diriwayatkan oleh Abu 

Daud dengan jalur sanad dari Husain bin Muaz dari 
Abdul A’la dari Muhammad yakni Ibnu Ishaq dari Yazid 
bin Abdullah bin Qusaith dari Abu Hurairah dari Nabi 
SAW bersabda:  

 
80 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Mustafa al-Babiy al-Halabiy,tt), Jil.II, h. 919 
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 نب ديزي مع قاحسا نبا lנعي دم�¬ نع fÂrstا دبع نع ذاعم نب נ�سح نع

 اذا : لاق ملسو ه[¥r هللا stص -ëنلا نع ةر#ره #3ا نع طيصق نب هللادبع

 81)دواد وبا هاور( ثرو دولوملا لهتسا
Terjemahnya: “Dari Husain bin Muaz dari Abdul A’la dari 

Muhammad yakni Ibnu Ishaq dari Yazid bin 
Abdullah bin Qusaith dari Abu Hurairah dari 
Nabi SAW bersabda : “Jika bayi itu berteriak maka 
ia berhak mewarisi”. (HR. Abu Daud) 

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa syarat 
seseorang berhak menerima warisan adalah ditandai 
dengan jelas hidupnya ketika pewaris meninggal. 
Kejelasan hidup itu salah satunya ditandai dengan 
adanya gerakan bagi bayi yang baru dilahirkan. Gerakan 
tersebut diketahui melalui tangisan, teriakan dan bersin. 

c. Hadis yang menjelaskan tentang penghalang kewarisan 
(mawani’ al-irst), di antaranya hadis Nabi dari Usamah bin 
Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 
Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah  

 نع נ�سح نب .rs نع باهش نبا نع جيرج نبا نع مصاr وبأ اנèد�

 هللا stص -ëنلا نأ امهنع هللا #êر ديز نب ةماسأ نع نامثع نب ورمع

r¥]لاق ملسو ه fg ا ملسملا ثريcو رف©כfg اcهاور( ملسملا رف©כ 

  82)يراخXïأ

Terjemahnya: “Abu ‘Ashim menceritakan kepada kami dari Ibn 
Juraij dari Ibn Syihab dari Ali bin Husein dari 
Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid 
(semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW 
berkata:” seseorang muslim tidak berhak berhak 
mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak 
mewarisi seorang muslim.”(HR. Al-Bukhari) 

 
81 Abu Daud,op.cit., h. 55 
82 Imam al-Bukhari, op.cit., h. 272 
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Hadis di atas merupakan hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam jalur 
sanad yang dikemukakan oleh At-Tirmizi, hadis ini 
berasal dari Sa’id bin Abdurrahman Al-Makhzumi 
berkata : Sufyan telah memberitakan kepada kami 
dari Zuhri dari Ali bin Hujr dari Husyaim dari Az-
Zuhri dari Ali bin Husain dari ‘Amr bin Usman dari 
Usamah bin Zaid. Menurut At-Tirmizi, hadis ini juga 
diriwayatkan dari Jabir dan Abdullah bin Umar 
dengan jalur sanad dari Ibn Abi Umar dari Sufyan 
dari Az-Zuhri. Hadis ini tergolong hadis hasan 
shahih, demikian yang diriwayatkan Ma’mar dari Az-
Zuhri. Malik juga meriwayatkan hadis ini yang dia 
terima dari Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Umar 
bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW, 
namun hadis Malik ini dikeragui dan yang 
meragukan itu sendiri adalah Malik. Menurut 
sebagian perawi, mereka menerima riwayat itu dari 
Malik dan Malik mengatakan ia terima riwayat ini 
dari Amr bin Usman, sementara mayoritas sahabat 
Malik mengatakan bahwa mereka menerima riwayat 
itu dari Malik dari ‘Amr bin Usman. Adapun ‘Amr bin 
Usman bin Affan itu telah dikenal merupakan anak 
dari Usman dan tidak mengetahui ‘Amr bin Usman.83 

Agama seseorang menjadi penentu bagi 
seseorang untuk mewarisi harta pewaris. Dalam hadis 
ini secara jelas dan tegas Nabi SAW menyampaikan 
bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta 
pewaris non muslim dan seorang non muslim juga 
tidak berhak mewarisi harta pewaris muslim. 
Perbedaan agama ini yang menjadi mani’ 
(penghalang) bagi seseorang untuk mewarisi. 

 
83 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-“Asqalani, Syarh Hadis Fath al-Bariy Syarh Shahih al-

Bukhari, (ttp: Dar al-Riyan al-Turats, 1986), hadis ke- 2101 
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Selain hadis di atas yang membicarakan tentang 
perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan, 
hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu 
Dawud dan Ibnu Majah juga menyatakan bahwa 
pembunuh menjadi penghalang untuk mewarisi. 
Redaksi hadis itu berbunyi: 

 نع يرهزلا نع هللا دبع نب قاحسا نع ثwلcا ان�!®أ ةبيmق اנèد�

ôõرلا دبع نب ديôõنلا نع ةر#ره �3أ نع نël صst هللا r¥]لاق ملس و ه: 

 84 )يذم�cöا هاور( ثريfg لتاقلا

Terjemahnya: “Dari Qutaibah dari Al-Laits dari Ishaq bin 
Abdullah dari Az-Zuhri dari Humaid bin 
Abdurrahman dari Abu Hurairah dari 
Nabi Muhammad SAW bersabda: 
Pembunuh tidak boleh mewarisi.”(HR. At-
Tirmizi)” 

 
Menurut An-Nisa’ hadis ini tidak termasuk hadis 

shahih karena tidak diketahui hadis ini kecuali hanya 
dengan satu jalur sanad ini saja yaitu sanad dari Ishaq 
bin Abdullah bin Abi Farwah. Sementara itu, menurut 
Al-Bani hadis ini termasuk hadis shahih, seperti yang 
terdapat dalam hadis Al-Tirmizi dan Ibn Majah. 
Namun menurut Al-Bani keshahihan hadis ini harus 
didukung oleh hadis lain, tidak shahih dengan 
sendirinya seperti didukung oleh hadis yang 
diriwayatakan oleh ‘Adiy dan Al-Baihaqiy dengan 
thuruq Ismail bin Iyasy dari Ibn Juraij dari Umar bin 
Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, berkata: 
Rasulullah SAW bersabda:  

 
84 At-Tirmizi, op.cit., h. 288 
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 نبا نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم ¾קهيQلاو ىدr نبا هجرخا 

 stص هللا لوسر لاق :لاق هدF نع هيبأ نع بwعش نب ورمع نع جيرج

 ء�i ثا��ملا نم لتاقلc سwل " :ملسو ه[¥r هللا

Terjemahnya: “Dari ‘Adiy dan Al-Baihaqiy dengan thuruq 
Ismail bin Iyasy dari Ibn Juraij dari Umar 
bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, 
berkata : Rasulullah SAW bersabda : 
“Pembunuh tidak berhak mewarisi harta 
warisan”.  

 
Al-Bani menyebutkan bahwa hadis ini sebagai 

pendukung dengan sanad hasan, menurut pendapat 
minoritas. Jalur sanad lain yang diriwayatkan oleh 
Al-Baihaqiy juga dari Muhammad bin Rasyid bin 
Musa dari Umar bin Syu’aib dengan lafaz:  

ه[Xا ساנXا برقأ هثري ثراو É> نكي مل نإف , ء�i لتاقلc سwل   
Terjemahnya: “Pembunuh tidak berhak mewarisi, jika ia 

tidak memiliki ahli waris maka kerabat 
terdekat yang mewarisinya “ 

 
Menurut Al-Bani, sanad hadis yang 

disandarkan kepada Umar bin Syu’aib ini, jika tidak 
hasan li zatihi tentunya tidak akan mengatakan hasan 
li ghairihi dengan adanya riwayat dari Ismail bin 
‘Iyasy. Adapun sanad yang lain adalah hasan saja 
karena berbeda dengan riwayat yang sudah 
masyhur. Sedangkan hadis itu sendiri termasuk 
hadis shahih lighairihi, jika hadis ini memiliki hadis 
pendukung yang bisa menguatkan keshahihannya. 
Menurut al-Baihaqiy, Ishaq bin Abdullah tidak 
berhujjah dengan hadis ini kecuali jika ada hadis 
pendukung. Bahkan ahli hadis seperti Ahmad bin 
Hanbal tidak mengamalkan hadis ini kecuali jika ada 
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hadis pendukung baik hadis pendukung itu marfū’ 
atau mauqūf.85 

3. Ijtihad Ulama 
Menurut bahasa ijtihad adalah upaya bersungguh-

sungguh secara maksimal untuk mencapai sesuatu. 
Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa sasaran 
ijtihad itu dapat pula dalam beberapa bidang seperti ilmu 
kalam dan lainnya, akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa 
yang dominan adalah ijtihad selama ini bertujuan untuk 
memperoleh ketetapan hukum Islam yang zhanni karena 
ijtihad itu sendiri memang baru dilakukan kalau tidak ada 
nash, baik Al-Quran maupun hadis, yang menetapkan 
hukum masalah yang menjadi sasaran ijtihad. Kedudukan 
ijtihad dalam Islam amat penting. Ijtihad berperan sebagai 
roh dari dinamika hukum Islam. Dengan kata lain ijtihad 
adalah modal penting agar hukum Islam senantiasa dapat 
menjawab tantangan perkembangan zaman. 
a. Pengertian Ijtihad Menurut Arti Kata (Etimologi) 

Ijtihad diambil dari akar kata dalam bahasa Arab 
“jahada”( دھج( . Bentuk kata masdarnya ada dua yang 
memiliki arti.86 
1) Jahdun ( دھج ) dengan arti kesungguhan atau sepenuh 

hati atau serius. Contohnya dapat ditemukan dalam 
surat Al-An’am (6):109: 

اوَ
َ
ق
ْ

اللهابِ اوْمُسَ
�
ا دَهْجَ ِ

َ
c مِْ�נِامَيْ

َ
0çْנ Fَۤ1ءَا

ْ
ا مُْ�

ٰ
ل ةٌيَ

َّ
 اۗهَبِ َّננُمِؤْيُ

Terjemahnya:  “Mereka bersumpah dengan Allah 
dengan segala kesungguhan”.(QS. Surat 
Al-An’am (6) : 109) 

 

 
85 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-“Asqalani, op.cit., hadis ke-4564. Muhammad bin Isa bin 

Surah al-Tirmizi, op.cit., h. 14 
86 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet.ke-2, Jil. II, h. 

223 
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2) Jahdun (jahada) dengan arti kesanggupan atau 
kemampuan yang di dalamnya terkandung arti 
sulit, berat dan susah. Contohnya, firman Allah 
dalam surat Al-Taubah (9): 79: 

>اوَ
َّ

f נَْ<ِ=
َ

g ñ
َ

à نوْدُِ
َ

fاِ 
َّ

g ُف مْهُدَهْج
َ
wَْخس

َ
نوْرُ

َ
هللا رَخِسَۗ مْهُنْمِ 

لوَ ۖ مْهُنْمِ ُ�
َ

 مْهُ

rَذ
َ

ا بٌا
َ
 مٌيْلِ

Terjemahnya:  “Dan orang-orang yang tidak 
memperoleh selain sekedar 
kesanggupannya, maka orang munafik 
itu menghina mereka. Allah telah 
menghinakan mereka dan bagi mereka 
azab yang pedih. (Q.S : At-taubah (9) : 
79) 

 
Perubahan kata dari ja ha da ( دھج ) atau ja hi da ( دھج ) 

menjadi ijtihada دھتجا( ) dengan cara menambahkan dua 
huruf, yaitu ”alif” di awalnya dan “ta“ antara huruf 
“jim” dan “ha” mengandung enam maksud, satu di 
antara maksudnya yang tepat adalah untuk 
“mubālaghah” yaitu dalam pengertian “sangat”.  

Dari pengertian kebahasaan terlihat ada dua unsur 
pokok dalam ijtihad: yaitu (1). daya atau kemampuan, 
(2) obyek yang sulit dan berat. Daya atau kemampuan 
di sini dapat diaplikasikan secara umum, yang meliputi 
daya fisik-material, mental-spiritual, dan intelektual. 
Ijtihad sebagai terminologi keilmuan dalam Islam juga 
tidak terlepas dari dua unsur tersebut. Akan tetapi 
karena kegiatan keilmuan lebih banyak bertumpu pada 
kegiatan intelektual, maka pengertian ijtihad lebih 
banyak mengacu kepada pengerahan kemampuan 
intelektual dalam memecahkan berbagai bentuk 
kesulitan yang dihadapi, baik yang dihadapi oleh 
individu maupun umat secara menyeluruh.  
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Bila kata ja ha da dihubungkan dengan dua bentuk 
masdarnya tersebut, pengertiannya berarti 
“kesanggupan yang sangat sanggup” atau 
“kesungguhan yang sangat sungguh”. Bila arti kata 
(etimologis) ini dihubungkan dengan arti istilah 
(definitif) tentang ijtihad akan terlihat keserasian artinya 
karena pada kata ijtihad itu memang terkandung arti 
kesanggupan atau kemampuan yang maksimal dan 
harus dilakukan dengan kesungguhan serta sepenuh 
hati. 

b. Ijtihad Menurut Istilah Teknis Hukum (Definisi) 
Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi 

“ijtihad” tetapi satu sama lainnya tidak mengandung 
perbedaan yang prinsip, bahkan kelihatan saling 
menguatkan dan menyempurnakan. Di antara definisi 
tersebut adalah: 
1) Imam Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyād al- Fuhūl 

memberikan definisi: 

  87طابنmسfgا قيرطب stمع �ÛW3 مك� لين �O عسولا لذب

“Mengerahkan kemampuan dalam  memperoleh 
hukum syar’i yang bersifat amali melalui cara 
istinbath”. 

 
Dalam definisi ini digunakan kata bazlu al-wus’i 

untuk menjelaskan bahwa ijtihad itu adalah usaha 
besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. 
Hal ini berarti bila usaha yang ditempuh dengan 
tidak sepenuh hati, dan tidak bersungguh-sungguh, 
maka tidak dinamakan ijtihad. 

Penggunaan kata syar’i mengandung arti 
bahwa yang dihasilkan dalam usaha ijtihad adalah 
hukum syar’i atau ketentuan yang menyangkut 

 
87 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min’Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, 

t.th), h. 250 
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tingkah laku manusia. Sebagai fasal (kata pemisah) 
dalam definisi itu kata syar’i ini mengeluarkan dari 
pengertian ijtihad bentuk usaha menemukan 
sesuatu yang bersifat aqli, lughawi dan hissi. 
Pengerahan kemampuan untuk menemukan yang 
demikian tidak disebut ijtihad. 

Selanjutnya dalam definisi itu juga disebutkan 
mengenai cara menemukan hukum syar’i, yaitu 
melalui istinbath yang pengertiannya memungut 
atau mengeluarkan sesuatu dalam kandungan 
lafaz. Hal ini berarti bahwa ijtihad itu adalah usaha 
memahami lafaz dan mengeluarkan hukum dari 
lafaz tersebut. Sebagai fasal (kata pemisah) dalam 
definisi, kata ini mengeluarkan dari pengertian 
ijtihad bentuk usaha mengeluarkan hukum dari 
nash yang memang secara jelas telah menunjuk 
kepada hukum tersebut. 

2)  Ibnu Subki memberikan definisi sebagai berikut: 
 ÛW3�88 مك�8 نظ ليصحX6 عسولا هيقفلا غارفتسا

“Pengerahan kemampuan seorang fakih untuk 
menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar’i”. 
 

Dibandingkan dengan definisi Al-Syaukani. 
Ibnu Subki menambahkan lafaz al-faqīh sesudah 
kata bazlu dan kata zhan sebelum kata hukum syar’i. 
Dengan penambahan kata faqīh, mengandung arti 
bahwa yang mengerahkan kemampuan dalam 
ijtihad itu bukanlah sembarang orang, tetapi orang 
yang telah mencapai derajat tertentu yang disebut 
dengan faqīh, karena orang faqīhlah yang dapat 
berbuat demikian. Usaha orang awam yang tidak 
mempunyai kemampuan tentang fikih bukan 
disebut ijtihad. 

 
88 Ibnu Subki, Jam’ al-Jawami’,(Mesir : Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1937), h. 
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Kata zhan yang ditambahkan Ibnu Subki 
mengandung arti bahwa yang dicari dan dicapai 
dengan usaha ijtihad itu hanyalah dugaan kuat 
tentang hukum Allah, bukan hukum Allah itu 
sendiri, karena hanya Allah yang Maha Mengetahui 
maksudnya secara pasti, sedangkan Allah tidak 
mengungkapkan ketentuan hukum-Nya secara 
pasti. Kalau sudah ada firman Allah yang pasti dan 
jelas tentang hukum, maka tidak perlu ada ijtihad 
lagi, sebagaimana disinggung di atas. 

3) Saifuddin Al-Amidi dalam bukunya al-Ihkam fi 
Ushul al-Ahkam, menyempurnakan dua definisi 
sebelumnya dengan adanya penambahan kata: 

 ث8�w ةيعW>لا م©כ�fÂا نم ;:9* نظلا بلط �O عسولا غارفتسا

ñ89ه[ف ديزملا نع زجعلا سفنلا نم س� 

“Pengerahan kemampuan dalam memperoleh 
dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara’ 
dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu 
berbuat lebih dari itu”. 

 
Penambahan fasal dalam definisi Al-Amidi 

tersebut mengandung arti bahwa pengerahan 
kemampuan tersebut dilakukan secara maksimal. 
Dengan demikian, pengerahan kemampuan secara 
sembrono, asal-asalan atau sekedarnya saja tidak 
dinamakan ijtihad. 

Definisi ijtihad yang dikemukakan Al-
Syaukani, Ibn Subki dan Al-Amidi di atas 
kelihatannya dekat dengan definisi-definisi yang 
dikemukakan oleh para ulama ushul fikih pada 

 
89 Saifuddin Abu al-Hasan ‘Ali ibn Abi ‘Ali Ibn Muhammad al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul 

al-Ahkam, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1717H,1996M), Juz.IV, h. 309. Definisi yang 
hampir sama dikemukakan juga oleh Ibn al-Humam, seorang ulama Hanafiyah. Lihat Ibn 
Amir al-Hajj, al-Taqrir wa al-Tahbir fi ‘Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417/1996M), Jil. III, 
h. 388 
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umumnya. Mereka pada pokoknya melihat bahwa 
ijtihad adalah upaya optimal ahli fikih dalam 
menemukan hukum syarak yang bersifat zhanni. 
Rumusan yang lebih dekat dan lebih 
menyempurnakan lagi seperti definisi yang 
dikemukakan oleh Al-Amidi ulama di kalangan 
Syafi’yah. 

Berdasarkan analisa ketiga pengertian di atas 
dan membandingkannya dapat diambil hakikat dari 
ijtihad itu sebagai berikut: 
a) Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara 

maksimal 
b) Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah 

mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan 
yang disebut faqīh. 

c) Produk atau hasil yang diperoleh dari usaha 
ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang 
hukum syara’ yang bersifat amaliah. 

d) Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara 
istinbāth. 

c. Ijtihad ulama dalam Persoalan Kewarisan  
Ijtihad yang dimaksud dalam pembahasan ini 

adalah ijtihad sahabat. Artinya, apa yang telah 
dihasilkan oleh sahabat melalui ijtihad yang dijadikan 
oleh ahli fikih dalam menghasilkan atau merumuskan 
fikih mawaris. Ijtihad juga merupakan salah satu cara 
dalam menetapkan hukum yang terdapat dalam fikih 
mawaris baik dalam mengartikan kata, memperjelas 
atau memperluas, karena masih banyak ayat Al-Qur’an 
yang memberi peluang untuk itu. 

Ijtihad merupakan kerja fikir seorang faqīh dalam 
menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah 
berdasarkan pemahamannya atas firman Allah SWT 
dalam Al-Qur’an dan atau hadis Nabi SAW. Bila hasil 
ijtihad seseorang mujtahid disetujui secara jelas oleh 
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mujtahid yang lain dan tidak mendapat penolakan dari 
mujtahid lain, maka berubah statusnya menjadi ijma’ 
ulama.90 Hasil ijtihad berkenaan dengan hukum 
kewarisan, di samping berasal langsung dari Al-Qur’an 
dan hadis Nabi tersebut di atas adalah: 
1) Ijtihad dalam bentuk penjelasan arti dan maksud 

suatu kata dalam Al-Qur’an yang masih 
memerlukan penjelasan. 

Ada beberapa pendapat ulama dalam memahami ibarat 
lafaz91 yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 11, 12 dan 
176, di antaranya: 
1. Penjelasan terhadap lafaz “fawqa” yang mengatur 

bagian dua orang anak perempuan. Dalam ayat 11 surat 
An-Nisa’ disebutkan : 

ف
َ
ناِ
ْ

ك 
ُ

ف ءًاÅَۤנِ َّن
َ

ثا قَوْ
ْ
נ
َ
ف נِْ�تَ

َ
ل
َ

ث َّنهُ
ُ
ل
ُ
 كَرَتَ امَ اثَ

Zahir ayat menunjukkan bahwa “bila anak 
perempuan itu lebih dari dua orang, maka mereka 
mendapat dua pertiga”. Dalam ayat tersebut jelas 
dikatakan “lebih dari dua”. Semua ulama sepakat 
bahwa hukum tersebut berlaku pada anak perempuan 
yang berjumlah 3 orang karena kalimat “lebih dari dua” 
mencakup pengertian tersebut. Namun bagaimana jika 
yang ada dua anak perempuan saja? 

Walaupun telah disebutkan dalam Al-Qur’an  
“ نیتنثا قوف  ” namun telah diarahkan oleh mujtahid bahwa 
‘fawqa’ itu tidak memiliki arti secara spesifik 
sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 
12: "قانعلاا قوف اوبرضاف   ”  pukullah kuduknya”. Kata fawqa 
dalam ayat ini tetap diartikan “kuduk” saja, karena 
tidak memiliki arti spesifik atau tidak mengandung 
maksud tertentu. Demikian juga dengan lafaz fawqa 

 
90 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 19 
91 Ibarat lafaz didefinisikan sebagai penunjukkan lafaz menurut apa yang tersebut 

secara jelas dalam teks hukum, atau dalam arti sederhana ‘apa yang tersurat”. Amir 
Syarifuddin, op.cit., h. 47 
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tidak mengandung maksud tertentu. Berdasarkan 
pertimbangan ini ayat 11 surat An-Nisa’ ini akan berarti 
“kalau anak perempuan itu dua orang maka akan 
mendapat 2/392. Argumen di atas merupakan pendapat 
yang dikemukakan oleh mayortas ulama sebagai dasar 
menginterpretasikan ayat di luar arti harfiahnya.  

Di samping argumen di atas, mayoritas ulama juga 
mendasari pendapatnya dengan hadis Nabi SAW yang 
merupakan penjelasan terhadap persoalan ini, yaitu 
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud: 

 ورمع نب هللا ديQع ان�!®أ يدr نب ءايركز -נثد� ديôõ نب دبع اנèد�

 ةأرما تءاF لاق هللا دبع نب رباF نع ليقع نب دم�¬ نب هللا دبع نع

 تلاقف ملسو ه[¥r هللا stص هللا لوسر ��إ دعس نم اهيتנباب عيبرلا نب دعس

 اديهش د�أ موي كعم امهوبأ لتق عيبرلا نب دعس اتנبا ناتاه هللا لوسراي

 لاق لام امهلو fgإ ناحكنت fgو fgام امهل عدي ملف امهلام ذ®أ امهمع نإو

 ه[¥r هللا stص هللا لوسر ثعبف ثا��ملا ةيآ تل<נف كcذ #O هللا -þقي

 امو نمثلا امهمأ طعأو נ�ثلثلا دعس -kنبا طعأ لاقف امهمع ��إ ملسو

 نم fgإ هفرعن fg حيحص نسح ثيد� اذه l?يع وبأ لاق كc وهف îקب

  93)هجام نبا و دواد وبأ هاور( ليقع نب دم�¬ نب هللا دبع ثيد�

Terjemahnya: “Abdun bin Humaid menceritakan kepada 
kami dari Zakaria bin ‘Adiy dari Ubaidillah 
bin ‘Amr dari Abdullah bin Muhammad bin 
Uqail dari Jabir bin Abdullah berkata : “Janda 
Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW 
bersama dua orang anak perempuannya.” 
Lalu ia berkata: “ Ya Rasul Allah, ini dua 
orang anak perempuan Sa’ad yang telah 
gugur secara syahid bersamamu di Perang 
Uhud. Paman mereka mengambil harta 

 
92 Al-Mahally, op.cit., h. 146  
93 Adu Daud., op.cit., h. 45 
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peninggalan ayah mereka dan tidak 
memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya 
tidak dapat kawin tanpa harta.” Nabi berkata: 
“ Allah akan menetapkan hukum dalam 
kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat 
tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman 
dan berkata: “Berikanlah dua pertiga untuk 
dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk 
istri Sa’ad dan selebihnya ambil 
untukmu.”(HR. Abu Daud dan Ibn Majah) 

 
Dalam hadis di atas secara jelas Rasulullah 

menyatakan bahwa bagian dua orang anak perempuan 
Sa’ad itu adalah 2/3. Menurut Abu Isa hadis ini 
merupakan hadis hasan shahih yang tidak diketahui 
riwayatnya kecuali dari Abdullah bin Muhammad bin 
Uqail. 

Sebagai argumen penguat lainnya, menurut 
mayoritas ulama dalam surat An-Nisa’ ayat 176 secara 
detail Allah menyatakan bahwa bagian dua orang 
saudara perempuan adalah 2/3. Oleh karena itu tentu 
yang dimaksud hak 2/3 untuk anak perempuan itu 
adalah jika mereka berdua sebagaimana berlaku 
terhadap saudara perempuan, karena dalam hal ini 
kedudukan mereka adalah sama. 

Dalam kasus ini Ibn Abbas berpendapat bahwa 
jika yang ada hanya dua orang anak perempuan saja 
maka mereka mendapat 1/2 dan tidak berhak atas 2/3. 
Alasannya ialah bahwa ayat ini secara jelas 
menetapkan yang mendapat 2/3 itu adalah bila anak 
perempuan itu lebih dari dua orang, bukan kalau anak 
perempuan itu hanya dua orang saja.94 

2. Penjelasan kata saudara “ikhwah” ( ةوخا(   dalam ayat 11. 

 
94 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 48 
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Kata ikhwah merupakan bentuk jama’ muzakkar atau 
kata ganda untuk jenis laki-laki. Pengertian jama’ dalam 
bahasa Arab paling kurang terdiri dari tiga, karena 
ganda untuk dua dinamakan dengan “mutsanna”. 
Dalam bentuk jama’ muzakkar kata ikhwah berarti “tiga 
orang laki-laki atau lebih”. 

Dalam menjelaskan hak ibu Allah berfirman dalam 
surat An-Nisa’ ayat 11 bahwa : “ bila baginya (pewaris) 
ada meninggalkan ikhwah (saudara-saudara) maka 
untuk ibunya seperenam”. Makna yang dapat 
dipahami dalam ayat ini adalah jika pewaris 
meninggalkan sekurang-kurangnya tiga atau lebih 
saudara laki-laki maka ibu akan menerima hak 1/6. 
Secara lughawi itulah yang dipahami dari kata “ikhwah” 
dalam ayat ini dan telah menjadi persoalan yang 
disepakati. Persoalan lain yang muncul dan 
mengakibatkan kesepakatan itu tidak berlaku ketika 
saudara yang ditinggalkan pewaris itu berjumlah tiga 
orang atau lebih dan seluruhnya perempuan atau dua 
orang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam 
persoalan inilah muncul beberapa ijtihad ulama dalam 
menetapkan hukumnya. 

Perbedaan pendapat itu menyangkut dua hal. 
Pertama, lafaz ikhwah dalam bahasa Arab adalah bentuk 
jama’, apakah bisa dipergunakan untuk menunjukkan 
dua orang. Untuk hal yang pertama ini terkait dengan 
jumlah minimal bagi bentuk jama’ dan memunculkan 
dua pendapat : 
a. Pertama; pendapat yang dipelopori oleh Umar bin 

Khattab, Zaid bin Tsabit, Malik, Daud, Qadhi Abu 
Hasan, Abu Sahal dan sejumlah ulama Syafi’iyah, 
berpendapat bahwa minimal penggunaan lafaz 
jama’ adalah untuk dua orang. Kata ikhwah dalam 
ayat tersebut dapat diartikan dua orang saudara 
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dengan dalil teks Al-Qur’an yang maksudnya 
hanya untuk dua orang tetapi menggunakan lafaz 
jama’ seperti dalam surat Al-Syura’ ayat 15 : مكعم انا 

نوعمتسم  “sesungguhnya kami orang-orang yang 
mendengar bersamamu”. Bentuk jama’ 
“mustami’un” dalam ayat ini, jika dilihat kepada 
sabab an-nuzul ayat, ditujukan kepada Musa dan 
Harun.95 Dalil akli lain yang digunakan adalah 
secara bahasa jama’ artinya berkumpul. Berkumpul 
itu artinya bergabung sesuatu dengan sesuatu yang 
lain. Hal tersebut telah terlaksana dengan 
bergabungnya satu orang dengan satu orang 
lainnya sebagaimana yang berlaku terhadap lebih 
dari dua.96 

b. Kedua; pendapat Ibn Abbas, Imam Al-Syafi’i dan 
sebagian pengikutnya, Abu Hanifah dan ulama 
Mu’tazilah berpendapat bahwa jama’ itu digunakan 
menurut hakikatnya untuk jumlah paling kurang 
tiga dan dua orang tidak termasuk jama’. Meskipun 
kata tersebut dapat digunakan untuk dua orang 
akan tetapi hal tersebut sudah keluar dari asal 
penggunaannya dan untuk hal ini diperlukan 
petunjuk. Argumen yang dikemukakan golongan 
ini adalah bahwa ahli bahasa telah memisahkan 
antara bentuk mutsanna dengan jama’. Mutsanna 
digunakan untuk jumlah dua orang seperti ( نلاجر ) 
dan jama’ digunakan untuk yang lebih dari dua ( 

 Jika bentuk jama’ dipergunakan juga untuk .(  لاجر
dua orang maka pemisahan yang telah dibuat oleh 
ahli bahasa ini menjadi tidak berarti. Begitu pun 
yang berlaku dalam dhamir tastniyah (kata ganti 

 
95 Ibid., h. 51 
96 Al-Amidi, op.cit., Jil. II, h. 204 
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untuk dua) yaitu امھ  dan dhamir jama’(kata ganti 
untuk banyak) yaitu مھ .97 

Terkait dengan hal kedua, apakah ada kemungkinan 
penggunaan lafaz untuk laki-laki (jama’ muzakkar) 
dapat digunakan untuk perempuan dalam hakikat 
penggunaan bahasa, juga menimbulkan perbedaan 
pendapat. Ulama dari kelompok Syafi’iyah dan 
sebagian ulama Hanafiyah, ulama ilmu kalam Al-
Asy’ariyah dan Mu’tazilah berpendapat bahwa 
hakikatnya jama’ muzakkar tidak dapat dipergunakan 
untuk perempuan. Meskipun terkadang dipergunakan 
untuk hal tersebut, namun penggunaan terakhir 
memerlukan petunjuk lebih lanjut. Kata muzakkar 
dalam Al-Qur’an sering digandengkan dengan kata 
muannats seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 35: 

ناِ
َّ

لا 
ْ

لاوَ נَْ�مِلِسْمُ
ْ

لاوَ تِمٰلِسْمُ
ْ

لاوَ נَْ�نِمِؤْمُ
ْ

נمِؤْمُ
ٰ

لاوَ تِ
ْ

ق
ٰ
لاوَ נَْ�تِנِ

ْ
ق
ٰ
 تِتٰנِ

قدِ�صلاوَ נَْ�قِدِ�صلاوَ
ٰ

�اوَ تِٰ�ِ!�صلاوَ نَيِْ�ِ!�صلاوَ تِ
ْ
ýِٰاوَ נَْ�عِش�

ْ
ýِٰتِعٰش 

لاوَ
ْ

لاوَ נَْ�قِدِّصَتَمُ
ْ

قدِّصَتَمُ
ٰ

�اوَ تِمçٰىAصلاوَ נَْ�مçِىاَّۤصلاوَ تِ
ْ
ف נَْ�ظِفِٰ�

ُ
 مْهُجَوْرُ

�اوَ
ْ
=>اوَ تِظٰفِٰ�

�
هللا نَيْرِكِ

ك َ�
َ

=>اَّو اً�ْ�ثِ
�

ا تِرٰكِ
َ

rَهللا َّد
ل ُ�

َ
اَّو ةًرَفِغَّْم مْهُ

َ
 ارًجْ

 امًيْظِعَ
Terjemahnya:  “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan 

yang muslim, laki-laki dan perempuan 
yang mukmin, laki-laki dan perempuan 
yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan 
perempuan yang benar, laki-laki dan 
perempuan yang sabar, laki-laki dan 
perempuan yang khusyuk, laki-laki dan 
perempuan yang bersedekah, laki-laki dan 
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan 
perempuan yang memelihara 
kehormatannya, laki-laki dan perempuan 

 
97 Amir Syarifuddin, loc.cit 
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yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah 
Telah menyediakan untuk mereka 
ampunan dan pahala yang besar. (Q.S Al-
Ahzab (33): 35) 

 
Ayat ini menunjukkan bahwa kata yang 

menunjukkan jenis kelamin digunakan secara 
spesifik. Selain itu ulama ini juga mendasari 
pendapatnya kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi: 

 نوئضوتي fgو نولصي مث جرف نوسمي נ<=cÀ ليو

Terjemahnya: “Celakalah laki-laki yang memegang zakarnya 
kemudian melakukan shalat tanpa wudhu”. 

 
Setelah Nabi menyampaikan hadis itu, Aisyah 

kemudian berkata: “Hadis Nabi itu untuk laki-laki, 
mana yang untuk perempuan? Seandainya kaum 
perempuan juga masuk dalam cakupan hadis 
tersebut, Aisyah tentu tidak akan bertanya seperti 
itu.98 

Pendapat berbeda dikemukakan oleh ulama 
Hanabilah yang berpendapat bahwa jama’ muzakkar 
itu berlaku umum dan mencakup perempuan. Mereka 
menggunakan alasan firman Allah SWT dalam surat 
Al-Baqarah ayat 38 : 

ق
ُ
ل
ْ
  ...اعًيDَõِْ اهَنْمِ اوْطُبِهْا انَ

Terjemahnya:  “Kami katakan: keluarlah kamu dari 
padanya (surga) semuanya” (Q.S.al-
Baqarah (2): 38) 

 
Ayat tersebut ditujukan kepada Adam dan Hawa. 

Meskipun yang digunakan adalah kata muzakkar 

 
98 Al-Amidi, op.cit., h. 240 
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namun perintah tersebut berlaku pula untuk Hawa. 
Alasan kedua yang digunakan ulama ini adalah bahwa 
kebanyakan perintah Allah berbentuk titah untuk laki-
laki. Para ulama telah sepakat (ijma’) sebagaimana 
berlaku atas laki-laki, hukum yang ada dalam perintah 
itu juga berlaku untuk perempuan. 99 

Perbedaan pendapat di atas menyebabkan 
perbedaan juga dalam hal apakah saudara perempuan 
dapat atau tidak menghalangi hak ibu dari 1/3 
menjadi 1/6. Sekelompok ulama yang mencoba 
mengambil jalan tengah dan mengompromikan dua 
pendapat di atas mengemukakan pendapat bahwa bila 
ahli waris hanya terdiri dari saudara perempuan saja 
maka belum dapat dimasukkan dalam pengertian 
ikhwah. Adapun jika saudara perempuan itu mewarisi 
bersama saudara laki-laki maka mereka dapat 
mengurangi hak ibu, dengan demikian penggunaan 
jama’ muzakkar telah terpenuhi. 100  

3. Penjelasan kata saudara “akhun dan ukhtun”  
Kata ‘akhun dan ukhtun” yang berarti saudara 

laki-laki dan saudara perempuan secara jelas 
disebutkan dalam ayat kewarisan sebanyak dua kali 
yaitu pada ayat 12 dan 176 surat An-Nisa’ sekaligus 
menjelaskan hak warisan masing-masing. Mereka 
menjadi ahli waris dengan syarat pewaris adalah 
seseorang yang berstatus kalālah sebagaimana yang 
telah diuraikan sebelumnya. Kedua kata ini digunakan 
dalam ayat yang terpisah dan Al-Qur’an sendiri tidak 
menjelaskan maksud dari kata saudara tersebut. 
Namun jika dipahami dari bagian warisan yang 
diterima oleh masing-masing saudara itu, makan kata 
saudara yang terdapat dalam ayat 12 jelas berbeda 

 
99 Ibid., h. 246-247 
100 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga,t.th), Jil II, 

h. 343 
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dengan saudara yang dimaksud dalam ayat 176. 
Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa saudara mendapatkan 
hak waris 1/6 jika sendirian dan 1/3 jika jumlahnya 
terdiri dari beberapa orang. Adapun dalam ayat 176 
dijelaskan bahwa seorang saudara perempuan 
mendapat hak waris 1/2 dan untuk dua orang saudara 
perempuan saja 2/3, bila bergabung dengan saudara 
laki-laki maka saudara laki-laki mendapatkan 
sebanyak dua kali perempuan.  

Sekalipun Al-Qur’an membedakan bagian 
masing-masing saudara dalam dua ayat di atas, 
namun tidak ditemukan indikator dalam ayat saudara 
manakah yang dimaksud, apakah saudara seayah dan 
seibu, saudara seayah saja atau saudara seibu saja. 
Untuk menyelesaikan persoalan inilah muncul 
penafsiran dan ijma’ ulama menyatakan bahwa 
saudara yang dimaksud dalam ayat 12 adalah saudara 
seibu saja, sedangkan dalam ayat 176 kata saudara 
dengan makna saudara seayah dan seibu atau seayah 
saja. 

Dasar ijtihad yang digunakan dalam memahami 
kata saudara itu ditujukan untuk saudara seibu dalam 
ayat 12 adalah berdasarkan: 
a) Qira’at Syāzzah (cara pembacaan Al-Qur’an yang 

ganjil) yang bersumber dari sebagian ulama salaf, 
di antaranya Sa’ad bin Abi Waqash, terdapat kata 
ملا  (seibu) sesudah ayat: 

 )مfÂ( تخأ وأ خا É>و E�<Ùכ ثروي لFر ن©כ ناو

Terjemahnya: “Bila seseorang diwarisi dalam keadaan 
kalālah, baginya ada saudara laki-laki dan 
saudara perempuan (seibu)”. 

 
Walaupun ayat menurut qira’at syāzzah itu 

mengandung hujjah (tidak dapat dipakai sebagai 
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argumen legal), namun setidaknya dapat memberi 
petunjuk. Oleh karena itu, Abu Bakar menurut 
yang diriwayatkan Qatadah menafsirkan ayat ini 
menurut apa yang terdapat dalam qira’at syāzzah. 
101 

b) Adanya kemiripan atau kesamaan furūdh saudara 
seibu dengan furūdh ibu. Hal tersebut disebabkan 
yang hanya bertalian dengan ibu adalah saudara 
seibu saja, saudara seayah sama sekali tidak 
memiliki pertalian dengan ibu, sedangkan saudara 
seayah dan seibu bukan hanya bertalian dengan 
ibu saja tetapi juga dengan ayah. Karena 
dihubungkan kepada ibu itulah mujtahid 
mengatakan bahwa maksud kata saudara dalam 
ayat 12 itu adalah saudara seibu, bukan saudara 
seayah dan seibu atau seayah saja, dengan adanya 
kemiripan hak yang diterimanya dan hak yang 
diterima oleh ibu. 

4. Penjelasan kata “kalālah” 
Kata kalālah muncul dua kali dalam Al-Qur’an, 

yaitu pada QS. Al-Nisa’(4) ayat 12 dan 176. Hanya saja 
dalam 12 itu tidak dijelaskan apa yang dimaksud 
dengan kalālah. Penjelasan arti kalālah itu baru muncul 
dalam ayat 176 dan dinyatakan dalam ayat ini dengan 
ucapan كنوتفتسی  yang artinya "mereka meminta fatwamu 
ya Muhammad” tentang kalālah sendiri yang dijelaskan 
artinya oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kata 
kalālah bukanlah kata yang dipakai secara luas dan 
karena itu timbul pembahasan di kalangan ulama 
apakah lafaz “kalālah” itu dihubungkan kepada pewaris 
atau ahli waris. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang 
dimaksud dengan “kalālah” adalah pewaris. Maka 

 
101 Ibnu Katsir, Jil.I, h. 466 
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apabila dikaitkan dengan hak saudara menjadi ahli 
waris dalam kasus ketiadaan kalālah maka ayat tersebut 
akan berarti, “Bila pewaris dalam keadaan “kalālah” 
maka saudaranya berhak menerima warisan”. Ini 
adalah arti yang mudah dipahami dari ayat tersebut. 
Sebagian ulama yang lain menganggap kalālah yang 
dimaksud dalam ayat ini adalah ahli waris sehingga 
saudara seibu disebut “kalālah” ibu dan saudara seayah 
disebut “kalālah” ayah. Meskipun terdapat perbedaan 
penisbatan kata kalālah, akan tetapi, dalam kasus ini, 
tidak terdapat perbedaan hukum. 

Pemahaman kata walad yang terdapat dalam ayat 
11 dan 12 ini berbeda dengan kata walad yang terdapat 
dalam surat An-Nisa’ ayat 176. Kata walad yang 
disebutkan dalam ayat ini berhubungan dengan 
persyaratan seseorang menjadi kalālah. Seseorang 
pewaris disebut kalālah jika tidak meninggalkan anak 
yang berarti keberadaan walad menyebabkan 
saudaranya tidak berhak menerima warisan. Jumhur 
ulama Ahlu Sunnah berpendapat bahwa kata walad di 
sini berarti anak laki-laki saja. Dengan demikian anak 
perempuan tidak menutup kemungkinan saudara baik 
laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya 
tidak mempengaruhi arti kalālah. Adapun ulama 
Zahiriyah juga sependapat dengan jumhur ulama sunni 
dalam hal anak perempuan tidak dapat menutup 
saudara laki-laki, namun mereka berbeda pendapat 
bahwa anak perempuan menutup saudara 
perempuan.102 Pendapat yang berbeda dikemukakan 
oleh ulama Syiah Imamiyah yang memahami kata 
walad dalam ayat ini dalam arti anak laki-laki dan anak 
perempuan. Menurut paham ini anak perempuan 

 
102 Ibn Hazm, al-Muhalla, (Mesir: Matba’ah al-Jumhuriyyah, al-Arabiyah,1970), h.319 
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sebagaimana anak laki-laki juga menutup hak saudara 
laki-laki dan saudara perempuan. 103 

d. Ijtihad dalam bentuk menetapkan ahli waris baru, di luar 
ahli waris yang telah disebutkan Al-Qur’an dan Hadis.  

Terdapat beberapa orang dalam garis keluarga yang 
dekat hubungannya dengan pewaris namun tidak terdapat 
furūdh-nya (ketentuan mendetail tentang bagian warisnya) 
dalam Al-Qur’an. Dalam garis ke bawah umpamanya cucu, 
garis ke atas yaitu nenek dan kakek dan garis ke samping 
seperti anak dari saudara. Di antara kerabat dekat yang 
tidak terdapat furūdh-nya dalam Al-Qur’an ini ada yang 
furūdh-nya disebutkan dalam sunnah Nabi seperti nenek 
dan kakek, namun anak dari anak atau cucu dan anak dari 
saudara tetap tidak ada penjelasan dari sunnah Nabi. Dalam 
kasus terakhir para ulama mencoba memasukkannya dalam 
jajaran ahli waris melalui perluasan penggunaan lafaz yang 
terdapat dalam Al-Qur’an. 

Ahli waris yang tidak terdapat di dalam Al-Qur’an dan 
hadis namun terdapat dalam fikih mawaris, maka 
penetapan ahli waris itu adalah berdasarkan ijtihad ulama, 
seperti ahli waris di bawah ini: 
1) Cucu 

Kata walad merupakan bentuk mufrad dari kata 
awlad yang berarti anak. Khusus untuk laki-laki 
digunakan kata ibn dan untuk anak perempuan 
digunakan kata bint. Bila kata awlad digunakan dengan 
pengertian anak maka maksudnya adalah anak laki-laki 
dan anak perempuan. Kata walad yang terdapat dalam 
ayat 11 dan 12 diartikan sebagai anak-laki-laki dan anak 
perempuan. 

Kata awlad yang terdapat dalam ayat 11 surat An-
Nisa’ dalam bentuk plural dapat berarti beberapa orang 

 
103 Muahmmad Husein bin Ali al-Thusy, al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah, (Teheren, 

Matba’ah al-Murtadawiyah,tt). Jil.IV, h. 81 
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anak dan juga dapat berarti beberapa tingkat anak. 
Berangkat dari pemikiran ini maka kata awlad 
penggunaannya diperluas kepada walad al-walad (cucu) 
dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hanya dalam 
perluasan pengertian walad itu kelihatannya ulama Ahlu 
Sunnah menerapkan pemahaman yang diskriminatif. 
Mereka dalam penetapan hak warisan hanya 
menggunakan kata cucu terhadap anak laki-laki dan 
tidak kepada anak dari anak perempuan. Pendapat 
Ahlu Sunnah dalam membedakan keturunan anak laki-
laki dari anak perempuan itu jelas menunjukkan sisa 
adat jahiliyah yang belum terkikis dari pemikiran para 
ulama Ahli Sunnah. 

Anak dari anak laki-laki menurut Ahlu Sunnah 
adalah ahli waris baik ia laki-laki atau perempuan. 
Mereka menjadi ahli waris kalau anak atau ayah mereka 
telah lebih dahulu meninggal dari pewaris, dan itu 
berarti mereka terhijab oleh ayah mereka. Namun, 
apakah mereka menempati kedudukan ayah yang 
digantikannya muncul perbedaan pendapat di kalangan 
ulama. 

Pertama: menempatkan cucu dalam kedudukan 
orang tuanya dalam arti perluasan terhadap arti kata 
“anak”. Akibat dari pemahaman ini adalah yang disebut 
sebagai cucu adalah anak dari anak laki-laki dan anak 
dari anak perempuan. Karena baik anak laki-laki atau 
perempuan, ia ahli waris yang tersurat dalam Al-Qur’an 
dan jika Allah mengakui mereka sebagai ahli waris 
maka tentu mengakui pula anak-anaknya sebagai ahli 
waris. 

Kedua: menerapkan hadis Nabi yang 
memerintahkan untuk membagi harta warisan di 
kalangan ahli waris furūdh “laki-laki yang terdekat 
dalam garis laki-laki” apabila tidak ditemukan 
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hukumnya dalam Al-Qur’an. Termasuk dalam kategori 
ini adalah penetapan hak cucu. Alur pikir ini tentunya 
memberi arti melalui anak hanya cucu laki-laki dari 
anak laki-laki saja yang dianggap sebagai cucu dengan 
demikian maka cucu perempuan tidak menjadi ahli 
waris. 

Ketiga: menerapkan hadis Nabi dari Ibnu Mas’ud 
yang memberikan hak waris kepada cucu perempuan 
pada saat bersama anak perempuan dan saudara 
perempuan. Ini berarti anak perempuan tidak menutup 
cucu perempuan dan saudara perempuan. 

2) Kakek dan Nenek 
Sesuai dengan penggunaan kata bahasa Arab, kata 

“abu” dipakai juga untuk garis keturunan ke atas yaitu 
kakek dan seterusnya. Dengan demikian para ulama 
memperluas pengertian “abu” atau ayah kepada kakek, 
sehingga kakek itu dinyatakan sebagai ahli waris bila 
ayah tidak ada dan tidak menjadi ahli waris selama ayah 
masih ada. Dalam hal ini tampak bahwa kakek 
menggantikan kedudukan ayah. 

Di samping itu, kedudukan kakek sebagai ahli 
waris dijelaskan sendiri oleh sunnah Nabi sebagaimana 
disebutkan sebelumnya dan dinyatakan furūdh-nya 
yaitu 1/6. Ada beberapa hal dalam kewarisan kakek 
yang menjadi perbincangan para ulama. Pertama, siapa 
sebenarnya yang disebut kakek itu dan kedua apakah 
kakek itu mewarisi sebagai pengganti ayah atau sebagai 
kakek yang telah mendapat pengakuan furūdh dari 
sunnah Nabi. 

Tentang yang dimaksudkan dengan kakek itu 
adalah kakek yang dipertalikan kepada pewaris melalui 
jalur laki-laki (menurut pandangan jumhur Ahlu 
Sunnah). Dengan demikian kakek itu adalah ayahnya 
ayah. Kakek dalam artian ini telah menjadi kesepakatan 
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para ulama Ahlu Sunnah, bahkan telah merupakan 
ijma’ ulama menurut riwayat Abu Bakar bin Al-Munzir. 
Kakek dalam bentuk ini dalam beberapa buku faraid 
sering disebut dengan: “kakek shahih” atau kakek yang 
sebenarnya, baik dalam panggilan maupun dalam 
kedudukan hukum. Kakek yang telah disepakati ulama 
ini hanya mungkin dihijab oleh ayah.104 

Kakek dalam arti ayah dari ibu tidak diartikan 
kakek dalam kedudukan sebagaimana disebutkan di 
atas. Bahkan ia tidak termasuk dalam kelompok ahli 
waris yang berhak mendapatkan waris. Kakek dalam 
artian ini hanya masuk dalam jajaran ahli waris dzaul 
arham yang menurut pendapat terkuat dari Syafi’iyah 
tidak akan mendapat warisan, sedangkan menurut 
ulama lainnya dalam kelompok jumhur, kakek tersebut 
dapat menerima warisan walaupun kemungkinannya 
sangat tipis. 

Kata “abu” dapat diperluas sehingga mencakup 
kakek, maka kata “umm” atau ibu dapat pula diperluas 
hingga mencakup nenek. Namun untuk kasus nenek, 
terdapat petunjuk khusus dalam bentuk sunnah Nabi 
yang menjelaskan kedudukannya sebagai zawul furūdh 
yang menerima 1/6 bagian sebagaimana yang telah 
disampaikan terdahulu. Oleh karena adanya dua 
kemungkinan masuknya nenek sebagai ahli waris maka 
terdapat perbedaan pendapat tentang menempatkan 
kedudukan nenek ini. 

Yang dimaksud nenek sebagai ahli waris itu-
berbeda dengan kakek-adalah ibunya ibu dan ibunya 
ayah. Keduanya disebut nenek yang sahih; sedangkan 
nenek yang tidak shahih itu adalah ibu dari ibu 
ayahnya. Ibnu Qudamah menukilkan adanya ijma’ ahlu 
al-ilmi (secara harfiah berarti kesepakatan para pakar) 

 
104 Ibn Qudamah, op.cit, Jil.VI, h. 306 
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yang menetapkan bahwa nenek menjadi ahli waris 
sebagai nenek dengan hak 1/6, sebagaimana yang 
ditetapkan dalam sunnah Nabi dan bukan sebagai 
pengganti ibu. Ia menerima waris jika ibu tidak ada. 
Tidak ada yang mampu mengijabnya secara hirman 
(total), selain dari ibu. Ibnu Abbas dalam suatu riwayat 
syādzzah yang mengatakan bahwa nenek menjadi ahli 
waris sebagai pengganti ibu dan menerima hak sebagai 
pengganti ibu dan menerima hak sebagaimana yang 
diperoleh oleh ibu, baik dalam furūdh 1/6 atau furūdh 
1/3.105  

3) Paman dan Bibi 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 

kewarisan kakek diperoleh di samping berdasarkan 
hadis Nabi, juga melalui perluasan pengertian ayah. 
Begitu pula kewarisan nenek di samping didasarkan 
kepada hadis Nabi, juga didapatkan melalui perluasan 
pengertian ibu. Kalau keduanya sudah tidak ada, 
dapatkah pengertian kakek dan nenek itu diperluas 
kepada anak-anaknya, dalam arti anak nenek 
menggantikan kedudukan nenek dan/atau anak kakek 
menggantikan kedudukan kakek? Kasus ini merupakan 
wacana yang menarik. Hal ini memunculkan kajian 
tentang kewarisan paman (dari pihak ayah dan ibu) 
begitu pula bibi (dari pihak ibu) atau saudara-saudara 
ayah dan/atau ibu. 

Tentang kewarisan paman dan bibi ini dapat 
dilihat dua paradigma dalam pembicaraan di kalangan 
ulama. Ulama Ahli Sunnnah menempatkan paman 
sebagai ahli waris ashabah itu hanya paman dalam arti 
saudara laki-laki dari ayah, baik kandung atau seayah. 
Hal ini mengandung arti bahwa anak kakek yang laki-
laki dan bukan perempuan. Dengan demikian, tidak 

 
105 Ibid., h. 299 
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mungkin untuk mengatakan bahwa hak mewarisi anak 
kakek merupakan pengganti dari kedudukan kakek 
karena anak kakek yang perempuan tidak dapat 
menggantikan kakek. 

Saudara yang seibu juga tidak dimasukkan dalam 
kelompok ahli waris ashabah. Hal ini mengandung arti 
bahwa anak nenek (dari pihak ayah) tidak 
menggantikan nenek. Bila diperhatikan tidak 
ditempatkannya saudara perempuan ayah sebagai ahli 
waris, maka jelas kewarisan anak kakek bukan 
berdasarkan perluasan pengertian kata kakek, akan 
tetapi berdasarkan penerapan hadis Nabi yang 
memberikan sisa harta hanya kepada laki-laki dalam 
garis laki-laki, sebagaimana yang telah disebutkan 
sebelum ini. 

e. Ijtihad dalam bentuk penambahan ahli waris yang 
berfungsi sebagai penghijab ahli waris lain. 

Dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa ibu dan ayah 
menerima 1/6 jika ada anak (walad). Pengertian walad di sini 
oleh mujtahid dikembangkan artinya kepada anak dari 
anak, yang menghalangi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6 
atau menghalangi bagian ayah dari menjadi ashabah 
menjadi 1/6, demikian juga menghalangi bagian suami 
dari1/2 menjadi 1/4 dan bagian istri dari1/4 menjadi 1/8.  

Pada dasarnya cucu laki-laki menempati kedudukan 
anak laki-laki. Ia menghijab orang-orang yang dihijab oleh 
anak laki-laki secara hijāb hirmān (menutup kedudukan 
sebagai ahli waris). Ia mendapat hak warisan sebagaimana 
yang didapat oleh anak laki-laki. Seluruh ulama sepakat 
bahwa cucu dalam kasus terhijab oleh ayahnya dan juga 
oleh anak-anak pewaris, yang berkedudukan sejajar dengan 
ayahnya itu. Dengan demikian dalam hal ini para ulama 
menempatkan anak laki-laki maupun perempuan dari anak 
laki-laki itu hanya sebagai cucu. 
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Cucu perempuan melalui anak laki-laki memang ahli 
waris namun ia bukan sebagai pengganti kedudukan 
ayahnya baik dalam hak maupun dalam kekuatan untuk 
menghijab secara hirman (total). Cucu perempuan mewarisi 
dengan hak yang sama dengan anak perempuan yaitu 1/2 
kalau ia sendirian dan 2/3 kalau cucu perempuan tersebut 
dua orang atau lebih. Jika ia bersama dengan anak 
perempuan maka ia (cucu perempuan tersebut) hanya 
berhak mewaris bila anak perempuan dari pewaris hanya 
seorang dengan bagian 1/6. Dengan demikian cucu itu 
menjadi ahli waris sebagai cucu dan bukan sebagai 
pengganti ayahnya. 

Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul dalam 
kasus keberadaan cucu laki-laki, yang sederajat atau yang 
berbeda di bawahnya, bersama dengan cucu perempuan. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa bila di samping cucu 
perempuan yang semestinya tidak dapat itu -terdapat cucu 
laki-laki yang sederajat dengannya atau yang berbeda di 
bawahnya, maka cucu perempuan itu menjadi ashabah 
dengan cucu laki-laki yang berada bersamanya. Pendapat 
ini dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit 
dari kalangan sahabat. 

f. Ijtihad dalam pengelompokan ahli waris 
Al-Qur’an ataupun hadis Nabi SAW tidak menjelaskan 

nama tertentu untuk seluruh ahli waris yang dijelaskan 
bagian warisannya ataupun yang tidak dijelaskan secara 
langsung bagiannya. Pengelompokan ahli waris yang 
disebut dengan dzaul furūdh, ‘ashabah dan dzaul arhām adalah 
didasarkan kepada ijtihad ulama. Bagi ahli waris yang 
dijelaskan furūdh-nya dalam Al-Qur’an atau hadis Nabi 
SAW dalam bentuk angka pecahan 1/2,1/3,1/4,1/6,1/8 
dan 2/3 dinamakan dzaul furūdh. Kelompok ahli waris laki-
laki yang dihubungkan melalui garis laki-laki dan berhak 
atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada 
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dzaul furūdh, dinamakan dengan ashabah. Sedangkan ahli 
waris dalam hubungan kerabat yang bukan dzaul furūdh dan 
bukan pula ashabah dikelompokkan kepada dzaul arhām. 

e). Ijtihad atas beberapa masalah dalam kewarisan 
Masalah-masalah yang timbul dalam kewarisan seperti 

‘aul dan radd, gharawain, musyarakah, akdariyah, al-kharqa’, 
kewarisan orang hamil, kewarisan orang mafqud, kewarisan 
khunsa dan beberapa orang yang meninggal secara bersama 
sarat dengan perbedaan pendapat ulama. Perbedaan 
pendapat ini didasari kepada ijtihad masing-masing ulama. 
Pembahasan lebih jauh dan mendalam tentang ijtihad 
ulama dalam beberapa masalah kewarisan akan dibahas 
pada bab selanjutnya. 

Dari beberapa hasil ijtihad ulama itu ada yang berubah 
statusnya menjadi ijma’ ketika tidak dibantah oleh sahabat 
yang lain seperti dalam persoalan memahami kata “saudara 
seibu” yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 12 dan kata 
“saudara kandung atau seayah” dalam ayat 176. Dalam 
memahami kata “saudara” pada dua ayat tersebut tidak ada 
ikhtilaf ulama. 

Namun ada pula hasil ijtihad ulama tersebut yang tidak 
mendapat dukungan dari ulama lain seperti dalam 
memahami kata “kalālah”. Dalam persoalan “kalālah” 
muncul berbagai pendapat ulama sehingga terhadap 
persoalan ini tidak menghasilkan ijma’.  

B. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam 
Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai 

corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. 
Identitas yang menjadi dasar dan keistimewaan hukum 
kewarisan Islam yang tidak mungkin ditemui secara utuh 
dalam hukum kewarisan lain dikenal dengan istilah prinsip-
prinsip atau asas -asas hukum kewarisan Islam. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam itu memiliki identitas 
tersendiri yang tercermin dalam prinsip-prinsip tersebut. 
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Prinsip-prinsip tersebut dapat digali dari ayat-ayat Al-Qur’an 
dan sunnah Nabi SAW. Berbagai prinsip hukum ini 
memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan 
Islam. Dalam pembahasan ini dikemukakan lima prinsip,106 
yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, 
cara pemilikan harta oleh orang yang menerima, kadar jumlah 
harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. 
Prinsip tersebut adalah Ijbāri, bilateral, individual, keadilan 
berimbang dan semata akibat kematian. 

1. Prinsip Ijbāri 
Secara etimologis kata “ijbāri”107 mengandung arti 

paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar 
kehendak sendiri. Asas keterpaksaan berarti dengan 
meninggalnya pewaris tidak ada keadaan untuk menolak 
dan tidak punya pilihan lain. Dijalankannya prinsip ijbāri 
dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa 
peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal 
kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut 
kehendak Allah SWT., tanpa tergantung kepada kehendak 
dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.108 Tidak 
ada pilihan bagi pewaris dalam menentukan siapa yang 
akan mewarisi hartanya, begitu pun tidak dibutuhkan 
persetujuan ahli waris untuk menerima atau menolak harta 
tersebut. Namun dengan prinsip ijbāri itu mengikuti apa 
adanya sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah 
SWT. Peralihan harta itu terjadi bukan atas permintaan ahli 
waris bukan pula kehendak dari pemilik harta.  

 
106 Prinsip atau asas kewarisan dalam Islam menurut pendapat Yaswirman mencakup 

empat hal, yaitu ijbāri, bilateral, individual dan keadilan berimbang. Menurut Yaswirman 
akibat kematian bukan termasuk prinsip atau asas, tetapi menjadi sebab pembagian harta 
warisan. Kematian adalah menjadi faktor kewarisan Islam. Kebalikan daripada kewarisan 
dalam hukum perdata yang mengakui adanya warisan sebelum orang meninggal, yang 
dijelmakan dalam bentuk wasiat seperti terdapat dalam surat wasiat atau testamen. Lihat 
Yaswirman, op.cit., h. 217-219 

107 Istliah ijbar berbeda dengan ikrah. Ikrah bermakna pemaksaan dengan menggunakan 
kekuasaan atau kekuatan. 

108 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 17-18.  
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Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum 
perdata (BW), di mana peralihan hak kewarisan tergantung 
kepada kehendak dan kerelaan ahli waris (ikhtiyāri), apakah 
ia menolak atau menerima warisan dan tidak berlaku 
dengan sendirinya. Dalam hukum perdata (BW) keluarga 
atau kerabat yang akan dijadikan ahli waris itu mesti 
diminta persetujuan terlebih dahulu, apakah ia mau 
menjadi ahli waris atau tidak. Ahli waris tersebut berhak 
menolak atau menyetujui dan persetujuan itu akan 
memiliki konsekuensi bagi ahli waris. Jika ahli waris 
menyatakan persetujuan untuk menjadi ahli waris maka ia 
pun mesti setuju juga untuk menanggung hutang-hutang 
yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena itulah diberi 
kesempatan kepada ahli waris untuk menjadi ahli waris 
atau tidak.  

Kewarisan itu adalah peralihan harta dari orang yang 
meninggal kepada orang yang hidup. Yang dapat beralih 
itu ; 1). materi atau harta dalam bentuk materi.2). harta yang 
berkenaan dengan hak tetapi berkaitan dengan materi 
seperti hak menerima imbalan dari royalti. Adapun yang 
berbentuk beban-beban atau kewajiban yang dibebankan 
terhadap harta warisan, itu tidak beralih kepada ahli waris. 
Bentuk yang akan diterima ahli waris itu adalah hal yang 
menguntungkan dan bukan dalam bentuk risiko atau 
hutang-hutang. Kewajiban ahli waris hanya membayarkan 
hutang sejauh yang mungkin terjangkau oleh harta 
peninggalan. 

Unsur ijbāri dalam sistim kewarisan Islam tidak akan 
memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena 
menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak 
menerima harta dan tidak berkewajiban memikul hutang 
yang ditinggalkan pewaris. Kewajiban ahli waris hanya 
sekedar membayarkan hutang pewaris dengan harta yang 
ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi hutang 
tersebut dengan hartanya sendiri. Sementara dalam BW 
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diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak waris 
karena akan berisiko menanggung dan melunasi hutang 
pewaris.109 

Prinsip ikhtiyāri sebagai lawan dari ijbāri yang terdapat 
dalam BW (hukum perdata) memberikan pilihan kepada 
ahli waris apakah bersedia menjadi ahli waris atau tidak, 
hanya saja dalam hukum perdata dilarang menjadikan 
harta itu sebagai wasiat secara keseluruhan, ada yang 
diistilahkan dengan legitie portie, artinya ada hak ahli waris 
secara paksa. Jadi, bentuk ijbāri ada juga tetapi tidak 
seluruhnya. Sedangkan dalam hukum Islam ijbāri itu 
terletak dalam kewarisan dan telah memisahkan antara 
wasiat dengan warisan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
kewarisan itu bersifat ijbāri, sedangkan wasiat tidak. Prinsip 
ijbāri itu hanya berlaku dalam kewarisan yang diakibatkan 
oleh kematian. 

Prinsip ini dapat dipahami dari Surat Al-Nisa’ ayat 11, 
12, dan 176, dan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: 
a. Dari segi cara peralihan harta; maksudnya adalah harta 

orang yang meninggal tersebut beralih dengan 
sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh 
Allah SWT. Oleh karena itulah digunakan kata 
“peralihan harta” bukan “pengalihan harta” karena 
pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya 
sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang. 
Prinsip ijbāri dalam segi peralihan harta ini dapat dilihat 
dari firman Allah SWT., dalam Surat Al-Nisa’ ayat 7, 
yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan 
mendapatkan bagian atas harta yang ditinggalkan oleh 
kedua orang tuanya. Dari kata nashib atau bagian itu 
dapat diketahui bahwa jumlah harta yang ditinggalkan 
oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh 
karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu 

 
109 Ibid., h. 18 
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yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia 
meninggal. Demikian juga ahli waris tidak perlu 
meminta hak atau bagiannya.110 

b. Dari segi jumlah harta yang beralih, maksudnya adalah 
bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah 
jelas ditentukan oleh Allah SWT., sehingga pewaris 
maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk 
menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan 
tersebut. Prinsip dari segi ini juga dapat dilihat dari 
firman Allah SWT., dalam surat Al-Nisa’ ayat 7, yang 
menjelaskan bahwa terdapat kata-kata “mafrūdha” yang 
berarti “menurut bagian yang telah ditetapkan”. Dalam 
terminologi fikih kata tersebut berarti sesuatu yang 
telah diwajibkan Allah SWT kepada hamba-Nya. 
Dengan menggabungkan kedua kemungkinan 
pengertian itu, maka maksudnya ialah “sudah 
ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian 
rupa secara mengikat dan memaksa”. 

c. Dari segi kepada siapa harta tersebut beralih; 
maksudnya adalah ahli waris yang berhak atas harta 
warisan tersebut telah ditentukan secara pasti, sehingga 
tidak ada yang dapat mengubahnya, baik itu dengan 
mengeluarkan ahli waris yang berhak ataupun dengan 
menambahkan ahli waris yang lain yang tidak berhak. 
Prinsip dari segi ini dapat dilihat dari kelompok ahli 
waris, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman 
Allah SWT., surat Al-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176. 

2. Prinsip Bilateral 
Kekerabatan111 itu melihat kepada aliran darah. Dalam 

menelusuri sejauh mana seseorang mempunyai hubungan 

 
110 Ibid.,h. 19. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), cet. ke-1, h.53 
111 Bentuk kekerebatan masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara hukum 

menentukan bentuk kekerabatan. Untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat 
dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang diterapkan. Hukum 
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kekerabatan, ada yang menetapkan bahwa kekerabatan itu 
hanya semata-mata melihat jalur atau garis hubungan laki-
laki yang dikenal dengan kekerabatan patrilineal. Ada juga 
yang mencari hubungan kekerabatan itu hanya melalui 
jalur atau garis perempuan yang disebut dengan 
kekerabatan matrilineal. Apabila hubungan kekerabatan itu 
melalui jalur laki-laki dan perempuan dinamakan dengan 
kekerabatan parental.  

Disebabkan kewarisan itu berkaitan dengan 
kekerabatan maka ke mana arah aliran harta warisan itu 
tergantung kepada pandangan terhadap kekerabatan 
tersebut. Jika yang dianggap kerabat itu hanya melalui tali 
darah laki-laki, tidak melalui tali darah perempuan maka 
dalam arus arah pembagian warisan itu hanya kepada satu 
arah saja yaitu arah laki-laki. Pewarisan dalam bentuk ini 
yang diistilahkan dengan unilateral patrilineal. Adapun jika 
yang menganggap kekerabatan itu hanya melalui aliran 
darah perempuan tidak melalui laki-laki maka dalam arus 
arah pembagian harta warisan itu juga kepada satu arah saja 
yaitu perempuan. Ini disebut dengan pewarisan dalam 
bentuk unilateral matrilineal. Kalau kekerabatan itu melalui 
aliran darah laki-laki dan perempuan yang disebut parental, 
kemudian pada waktu arah turunnya harta itu juga melalui 
dua arah, yaitu arah laki-laki dan perempuan inilah yang 
dinamakan dengan bilateral. Al-Qur’an dalam melihat garis 
kekerabatan, menarik garis kekerabatan itu melalui garis 
laki-laki dan garis perempuan. Oleh karena itu pada saat 
terjadinya aliran harta warisan itu juga melalui dua arah 
yaitu laki-laki dan perempuan. Inilah yang dinamakan 
kewarisan bilateral. Dalam pengertian yang sederhana 
dapat dipahami bahwa bilateral berarti setiap orang 
menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis 

 
perkawinan dan kewarisan berpangkal dari garis keturunan. Adapun bentuk keturunan 
yang kemudian membentuk garis kekerabatan itu ada tiga macam yaitu patrilineal, 
matrilineal dan parental bilateral. Lihat uraian lebih lanjut dalam Yaswirman, op.cit., h. 177  
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kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan 
pihak kerabat garis keturunan perempuan.  

Untuk membuktikan adanya kewarisan bilateral ini, 
yang paling tepat melihat aliran harta warisan itu adalah 
kepada cucu, bukan kepada anak. Dengan turunnya harta 
warisan kepada anak laki-laki dan perempuan, memang 
dapat disebut dengan pewarisan secara bilateral karena 
kebetulan Al-Qur’anitu memberikan harta warisan ke 
bawah (keturunan pewaris), yaitu anak laki-laki dan 
perempuan. Namun bilateral yang sebenarnya - seperti 
yang terdapat dalam Al-Qur’an- adalah garis keturunan 
cucu, baik cucu itu melalui anak laki-laki atau melalui anak 
perempuan, sekalipun dalam fikih berbeda dengan 
ketentuan ini. Demikian juga garis ke atas (ayah dan ibu), 
hal ini menunjukkan bahwa garis ke atas telah mengikuti 
alur bilateral dan garis ke samping (saudara laki-laki dan 
perempuan) juga telah mengikuti alur bilateral. Jadi, tidak 
salah mengatakan bahwa kekerabatan dalam Al-Qur’an itu 
adalah parental, sedangkan kewarisannya bersifat bilateral.  

Prinsip bilateral ini dapat dilihat dari firman Allah 
SWT., dalam Surat Al-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176. 
Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa 
prinsip bilateral berlaku antara anak dengan orang tuanya 
dan antara orang yang bersaudara jika pewaris tidak 
mempunyai anak atau orang tua. Dalam ayat 7 dijelaskan 
bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari 
pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula 
seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari 
pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.  

Dalam ayat 11 dijelaskan: 
a. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua 

orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-
laki dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima 
sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan. 
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b. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-
laki ataupun perempuan. Begitu juga ayah sebagai ahli 
waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-
anaknya baik laki-laki ataupun perempuan sebesar 
seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak. 
Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa: 

a. Bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak 
memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara 
laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima 
bagian dari harta tersebut. 

b. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak 
memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara 
yang laki-laki dan atau perempuannya berhak 
menerima harta warisan tersebut. 
Dalam ayat 176 dinyatakan: 

a. Seorang laki yang tidak punya keturunan (ke atas dan 
ke bawah) sedangkan ia memiliki saudara laki dan 
perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak 
menerima waris 

b. Seorang perempuan yang tidak punya keturunan (ke 
atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara 
laki-laki atau perempuan, maka saudara-saudaranya itu 
berhak mendapatkan harta warisannya. 
Dari tiga ayat yang dikemukakan di atas terlihat secara 

jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke 
atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari 
kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan 
perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga 
yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang 
dinamakan dengan kewarisan secara bilateral.112 

 
112 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 20-21 
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3. Prinsip Individual 
Sifat kepemilikan harta itu dalam Islam adalah 

kepemilikan secara perseorangan, kecuali jika ada kegiatan 
lain yang menyebabkannya dimiliki secara bersama. 
Namun pada dasarnya pemilikan harta itu adalah 
individual.113 Untuk membuktikan adanya prinsip 
individual ini dapat dilihat pada angka-angka yang 
menjelaskan tentang farāidh dalam Al-Qur’an dan hadis. 
Angka-angka itu menjelaskan bahwa bagian yang 
disebutkan itu untuk dimiliki sendiri oleh ahli waris, tidak 
dikaitkan dengan orang lain. Seandainya pun ada harta 
yang secara bersama kepemilikannya, namun hanya 
bersifat sementara sebelum dibagi. Seperti dalam ungkapan 
“ ثلاثلا يف ءاكرش مھو  " memang diartikan “mereka bersyarikat 
dalam bagian 1/3”, namun bentuk kolektif ini hanya untuk 
sementara sebelum terjadi pembagian yang bersifat 
individual di antara mereka. Uraian farāidh itu sendiri juga 
menunjukkan prinsip individual. 

Prinsip individual artinya bahwa dalam sistim hukum 
kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh 
orang yang meninggal dunia dibagi secara individual 
langsung kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki 
secara perseorangan.114 Dalam pelaksanaannya seluruh 
harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang 
kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak 
menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh 
karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang 
didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lain, yang 
berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan 
menjalankan kewajiban (ahliyat al-wujūb), maka setiap ahli 

 
113 Menghilangkan sifat individu dan mengalihkan ke sifat kolektif berarti menyalahi 

ketentuan prinsip ini, apalagi tercampur-aduk dengan harta anak yatim, yang tidak boleh 
bertindak sewenang-wenang. Yaswirman, op.cit., h. 219  

114 Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 93 
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waris juga berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta 
warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian. 

Prinsip keindividualan hukum kewarisan Islam 
diperoleh dari analisis garis hukum Al-Qur’an mengenai 
pembagian harta warisan. Sebagai contoh dapat dilihat dari 
aturan-aturan Al-Qur’an yang menyangkut pembagian 
harta warisan itu sendiri, yaitu pada Surat Al-Nisa’ ayat 7, 
11, 12, dan 176. Pada ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki 
berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya. 
Demikian juga dengan anak perempuan berhak menerima 
warisan dari orang tua dan kerabatnya. Bagian yang mesti 
mereka terima telah ditentukan masing-masingnya. Dalam 
ayat 11,12 dan 176 juga menjelaskan secara terperinci hak 
masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian 
tertentu dan pasti. Sekalipun ada di antara ahli waris yang 
tidak tertentu bagiannya seperti bagian anak laki-laki ketika 
mewarisi bersama anak perempuan sebagaimana yang 
terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 11, dan bagian saudara-
laki-laki bersama saudara perempuan dalam ayat 176, 
namun dijelaskan perimbangan pembagian mereka yaitu 
bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian 
perempuan. Dengan adanya perimbangan pembagian 
tersebut maka akan diperoleh bagian masing-masing ahli 
waris yang menjadi hak penuhnya secara individual.  

Demikian juga dalam bentuk harta yang disebutkan Al-
Qur’an bagiannya secara kelompok atau bersama, seperti 
bagian dua anak perempuan mendapat dua pertiga dalam 
ayat 11, dan dalam ayat 176 tentang dua orang saudara 
perempuan mendapat dua pertiga, juga saudara-saudara 
yang bersyarikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila 
pewaris “kalālah”. Pemilikan secara kelompok atau bersama 
ini hanya sementara waktu sebelum dilakukannya 
pembagian harta warisan secara individual di kalangan ahli 
waris. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan 
mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan 



 104 

sanksi yang sangat berat di akhirat bagi yang melanggarnya 
sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Nisa’ 
ayat 13 dan 14. 

Jika harta warisan itu telah dibagi secara perorangan 
untuk masing-masing ahli waris, maka untuk seterusnya 
ahli waris memiliki hak penuh menggunakan harta tersebut 
yang dalam kaidah ushul fikih disebut dengan ahliyah al-
ada’,115 walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta 
tersebut terdapat ketentuan lain. Ketentuan yang dimaksud 
seperti jika ahli waris tidak memenuhi ketentuan untuk 
bertindak atas hartanya (belum dewasa), maka harta 
warisan yang diperolehnya di bawah kuasa walinya dan 
dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari 
anak tersebut. Inilah yang disebut “safīh” dalam firman 
Allah surat An-Nisa’ ayat 5:  

fوَ
َ

g ُفُّسلا اوتُؤْت
َ

ا ءَاۤهَ
َ
cاوَمْ

َ
ك
ُ

لا مُ
َّ

kِ-ْ َلعَج
َ

هللا 
�ُ c

َ
ك
ُ

قزُرْاَّو امًيٰقِ مْ
ُ

كاوَ اهَيْفِ مْهُوْ
ْ

 مْهُوْسُ

قوَ
ُ

لوْ
ُ

ل اوْ
َ

ق مْهُ
َ

fوْ
ً

g فوْرُعَّْم
ً
 ا

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-
orang yang belum sempurna akalnya, harta 
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah 
mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) 
dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 
baik. (Q.S. An-Nisa’ (4) : 5) 

 
Sekalipun harta ahli waris yang belum dewasa di 

bawah penguasaan walinya, namun sifat individualnya 
harus tetap diperhatikan terhadap bagian masing-masing 
ahli waris dengan memelihara harta orang yang belum 
pantas mengelola hartanya kemudian mengembalikan harta 
itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. 
Sehingga dengan cara tersebut tidak ada pihak yang 

 
115 Mumammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, op.cit., h. 319 
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dirugikan dan tidak menyalahi prinsip individual dengan 
cara mencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan 
atau menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif. 

4. Prinsip Keadilan Berimbang 
Dalam hukum kewarisan Islam, secara sadar dapat 

dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama 
berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta 
peninggalan, walaupun jika ditinjau dari segi jumlah bagian 
yang diperoleh saat menerima hak terdapat ketidaksamaan. 
Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena 
keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur 
dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, 
tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.116 

Prinsip keadilan berimbang dalam hukum kewarisan 
Islam merupakan bentuk keseimbangan antara hak yang 
diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam 
melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut 
dalam Al-Qur’an yang kedudukannya sangat penting 
dalam sistim hukum Islam, termasuk dalam hukum 
kewarisan. Prinsip keadilan berimbang antara hak dan 
kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan 
kewajiban yang harus ditunaikannya serta kedudukannya 
dalam keluarga dan masyarakat. Yang menjadi dasar 
keadilan itu adalah tanggung jawab di tengah-tengah 
masyarakat. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan 
mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang 
dipikul masing-masing dalam kehidupan keluarga dan 
masyarakat. Dalam sistim kewarisan Islam, harta 
peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris 
pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab 
pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian 
yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang 

 
116 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 25 
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dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap 
keluarganya. 117 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki 
membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan 
perempuan. Hal tersebut disebabkan karena laki-laki dalam 
Islam memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya 
sendiri dan untuk keluarganya, termasuk untuk 
perempuan.118 Jika dihubungkan jumlah yang diterima 
dengan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka apa 
yang didapatkan oleh laki-laki sama dengan apa yang 
didapatkan oleh perempuan. 

Persoalan pembagian harta kenapa laki-laki 
mendapatkan warisan lebih banyak dari perempuan 
merupakan salah satu bagian dari sistim (sub sistim). 
Namun sistim itu tunduk kepada sistim yang lebih luas 
yaitu kehidupan sosial. Kedudukan laki-laki itu lebih tinggi 
dari perempuan dinyatakan oleh Al-Qur’an baik oleh ayat 
yang berbicara secara umum ataupun yang khusus. Seperti 
dalam surat An-Nisa’ ayat 34: 

ا
َ
لاFَرِّل

ُ
ق 
َ

نوْمُاَّو
َ

 rَs
َ

t נلا
ّ
ف امَبِ ءِاۤسَِ

َ
لَّض
َ

هللا 
rَs مْهُضَعْبَ ُ�

ٰ
t َا آمَبَِّو ضٍعْب

َ
فنْ
َ

ق
ُ

 نْمِ اوْ

ا
َ
 مْهِلِاوَمْ

Terjemahnya:  “Laki-laki itu adalah pembimbing bagi perempuan 
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka 
(laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan 
nafkah dengan harta mereka... (QS. An-Nisa’ (4): 
34) 

 

 
117 Keadilan dalam hukum kewarisan Islam adalah keseimbangan antara hak yang 

diperoleh dengan kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilakukan. 
118 Kendati laki-laki itu belum berkeluarga atau masih kanak-kanak, namun ia tetap 

mendapatkan lebih banyak dari perempuan, sebab kewajiban itu bukan dihitung saat 
pembagian warisan, tetapi terkait dengan status laki-laki sebagai pemberi nafkah dan kepala 
dalam rumah tangga. Yaswirman, loc.cit 
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Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Allah SWT telah 
memberi kelebihan bagi laki-laki dari pada perempuan 
seperti dari segi fisik jelas laki-laki itu lebih kuat dari 
perempuan, yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-
laki sedangkan perempuan adalah yang berhak menerima 
pemberian dalam bentuk nafkah tersebut. Senang atau tidak 
senang dengan ketentuan tersebut namun itulah yang 
berlaku dalam Islam. Pernyataan “ ضعب ىلع مھضعب الله لضف امب ” 
dinyatakan oleh Allah SWT sendiri dan secara praktis pun 
ditemukan dalam kenyataan seperti dalam pertandingan 
tinju tidak ada dihadapkan laki-laki dengan perempuan 
secara langsung, yang ada hanyalah pertandingan antara 
laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan 
perempuan. Disebabkan kedudukan laki-laki yang lebih 
tinggi itulah sehingga ia diberi tugas menjadi “ ماوق ” yang 
memiliki tugas lebih besar dan banyak dibandingkan 
dengan perempuan. Untuk tugas yang besar dan banyak itu 
juga makanya ia diberi dan membutuhkan materi yang 
lebih banyak dari materi yang dibutuhkan perempuan. 

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan 
perempuan dalam Al-Qur’an terdapat dua bentuk: 

Pertama; Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak 
dengan perempuan seperti ibu dan ayah sama-sama 
mendapat seperenam, dalam keadaan pewaris 
meninggalkan anak, sebagaimana dalam ayat 11 surat An-
Nisa’. Begitu pula saudara laki-laki seibu dan saudara 
perempuan seibu sama-sama mendapat seperenam dalam 
kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli 
waris langsung sebagaimana dalam ayat 12 surat An-Nisa’. 

Kedua; Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau 
dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam 
kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak 
perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara 
perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah 
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duda mendapatkan dua kali bagian yang diperolah oleh 
janda bila pewaris tidak ada meninggalkan anak dan 
seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada 
meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 
surat An-Nisa’.119 

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat 
menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan 
tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil karena keadilan 
dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah 
yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan 
kepada kegunaan dan kebutuhan di samping juga 
berdasarkan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dan 
tanggung jawabnya di tengah-tengah masyarakat.  

Secara umum dapat dikatakan pria membutuhkan 
lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut 
dikarenakan pria memikul kewajiban ganda yaitu untuk 
dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk wanita. 
Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban 
dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan 
terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria 
sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. 
Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari 
perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan 
diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai 
pembimbing yang bertanggungjawab. Inilah keadilan 
dalam konsep Islam. 

5. Prinsip Kewarisan Semata Akibat Kematian 
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah 
kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta 
meninggal dunia. Prinsip ini berarti bahwa harta seseorang 
tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris 

 
119 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 25 
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selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti 
bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih 
hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia 
meninggal tidak termasuk dalam istilah kewarisan dalam 
hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam 
hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan 
akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata 
atau BW disebut dengan kewaris ab intestato dan tidak 
mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada 
waktu masih hidup yang disebut kewarisn bij testament.120 

Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga 
tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam 
berbagai kitab fikih, wasiat dibahas tersendiri dan termasuk 
dalam lingkup fikih muamalah. Adapun dalam Kompilasi 
Hukum Islam wasiat dimasukkan ke dalam salah satu 
pembahasan kewarisan. Sedangkan dalam BW wasiat 
termasuk salah satu cara dalam pewarisan. 121 

Prinsip kewarisan akibat kematian ini mempunyai 
kaitan erat dengan asas ijbāri yang disebutkan sebelumnya. 
Pada hakikatnya seseorang yang telah memenuhi syarat 
sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara 
penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 
sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia ia 
tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, 
maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah 
kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari 
hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut 
dengan istilah kewarisan. 

Prinsip ini dapat digali dari penggunaan kata-kata 
“waratsa” yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Kata-kata 
waratsa ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-
ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu 

 
120 Ibid., h. 28. 
121 Ibid 
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terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang 
mempunyai harta itu meninggal dunia. Makna terakhir ini 
akan lebih jelas bila semua kata-kata waratsa yang terdapat 
dalam ayat-ayat kewarisan dianalisa dan dihubungkan 
dengan kata waratsa yang terdapat di luar ayat-ayat 
kewarisan karena kata ini cukup banyak dipergunakan 
dalam Al-Qur’an baik dalam pengertian yang sebenarnya 
atau tidak.122 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut 
di atas dapat dikerucutkan bahwa peralihan hak milik 
bukan oleh sebab kematian atau yang mempunyai hak 
masih hidup tidak dapat disebut pewarisan walaupun 
untuk maksud itu dipakai juga kata-kata waratsa. Dalam hal 
ini kata waratsa tidak dapat diartikan waris dalam arti yang 
sebenarnya. 

Dari dasar-dasar dan prinsip yang telah dijelaskan di 
atas, telah tergambar bentuk sederhana dari hukum 
kewarisan Islam, yang kemudian oleh para ulama fikih 
dikembangkan menjadi fikih mawaris. Uraian dan rincian 
fikih mawaris tersebut akan dijelaskan pada pembahasan 
selanjutnya. 

 
 
 
 
 

 
122 Ibid., h. 29 
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BAB IV 
SEBAB, SYARAT DAN PENGHALANG 
KEWARISAN DALAM ISLAM 

 
 
 

A. Sebab-Sebab, Syarat dan Penghalang Kewarisan 
Pengertian sah secara hukum dalam Islam adalah 

jika telah memenuhi sebab, syarat-syarat yang 
ditentukan dan tidak terdapat halangan kewarisan. 
Secara umum mayorias ulama membagi hukum syarak 
itu kepada dua bentuk: 
1. Hukum Taklīfi, yaitu tuntutan Allah yang berbentuk 

tuntutan untuk berbuat atau perintah untuk 
meninggalkan suatu perbuatan. Penamaan hukum 
ini dengan taklīfi karena titah di sini langsung 
mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf.  

2. Hukum Wadh’iy, yaitu titah Allah yang berbentuk 
ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung 
mengatur perbuatan mukallaf tetapi berkaitan 
dengan perbuatan mukallaf itu, yang mengandung 
arti secara tuntutan (hukum perintah dan larangan) 
itu sudah berlaku sah dan dilaksanakan.123 

 
123 Saifuddin Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 

1883), Juz.1, h. 91. Al-Amidi mengemukakan pembagian lain dari hukum, menurutnya 
hukum itu terdiri dari a). al-hukm al-iqtidha’i, yaitu sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan 
atau dituntut untuk ditinggalkan, yang terdiri atas al-ijab dan al-hurmah.b). al-hukm al-takhyiri, 
ialah perbuatan yang boleh dipilih oleh mukallaf untuk melakukan atau tidak 
melakukannya, yaitu al-ibahah. C). al-hukm al-wadh’I, ialah tuntutan yang ditetapkan al-
Syari’ sebagai penyebab, penghalang, syarat, sah, fasid/batil, rukhsah atau ‘azimah. Dengan 
pembagian ini, al-Amidi tidak memasukkan hukum al-ibahah dalam al-hukm al-taklifi karena 
taklifi menurutnya menuntut adanya suatu pembebanan (kulfah) dan kesulitan (masyaqqah) 
dari mukallaf. 

BAB 4 
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Hukum taklīfi itu baru dinamakan sah secara syar’i 
bila telah terpenuhi sebab-sebab, syarat-syarat dan 
terhindar dari mawāni’ (penghalang). Demikian juga 
halnya dalam kewarisan, tergantung kepada tiga hal 
tersebut. 

1. Sebab-Sebab Kewarisan (Asbab al-Irst) 
Hukum itu akan ada atau akan pasti jika telah 

ada sebab dan hukum itu tidak akan ada jika tidak 
adanya sebab. Dalam hukum kewarisan Islam, yang 
dimaksud dengan sebab kewarisan adalah adanya 
hubungan antara orang yang meninggal dengan 
orang yang akan menerima harta. Harta orang yang 
telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada 
orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang 
yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur 
hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat 
hubungan yang menyebabkan seseorang menerima 
harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu: 
hubungan kerabat, hubungan perkawinan, 
hubungan walā’, dan hubungan sesama Islam.124  

Saat ini hubungan walā’, hanya terdapat dalam 
tataran wacana saja. Sedangkan hubungan Islam 
sangat jarang terjadi, meskipun hubungan tersebut 
ada dalam teori. Hubungan walā’ terjadi disebabkan 
oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan 
sukarela memerdekakan budaknya. Sebagai imbalan 
dan sebagai perangsang agar orang (pada waktu itu) 
memerdekakan budak. Rasulullah memberikan hak 
walā’ kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan 
hadis Nabi yang bunyinya; “Hak walā’ adalah untuk 
orang yang memerdekakan”. Di antara hak walā’ itu 
adalah hak mewarisi harta orang yang telah 

 
124 Al-Mahally, op.cit., Jil III, h. 136 
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dimerdekakannya itu jika orang tersebut tidak lagi 
mempunyai kerabat. 

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi 
bila seseorang yang meninggal tidak mempunyai 
ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan ke 
perbendaharaan umum yang disebut baitul māl yang 
akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian 
harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris 
itu diwarisi oleh umat Islam. Hal ini di atur dalam 
Kompilasi Hukum Islam. 
a. Hubungan Kekerabatan 

Dalam ketentuan hukum Arab jahiliyyah, 
hubungan kekerabatan yang menjadi sabab 
mewarisi hanya terbatas pada laki-laki yang 
telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak 
tidak mendapat bagian. Muhammad ‘Ali al-
Shabuni dalam bukunya Al-Mawārist Fi Al-
Syarī’ah Al-Islāmiyah Fi Dhau’ Al-Kitāb Wa Al-
Sunnah mengatakan: “Sungguh keberadaan 
kaum perempuan sebelum datang Islam, tidak 
diberi bagian warisan sama sekali dengan alasan 
mereka tidak bisa dan tidak mampu berperang. 
Orang-orang Arab mengatakan: bagaimana kami 
memberi bagian kepada orang yang tidak bisa 
mengendarai kuda, tidak bisa membawa pedang 
dan tidak bisa memerangi musuh. Maka mereka 
menolak memberi mereka bagian warisan seperti 
halnya menolak memberikan bagian kepada 
anak-anak kecil”. 125 

Islam datang untuk memperbaharui dan 
merevisinya. Kedudukan laki-laki dan perempuan, 
termasuk di dalamnya anak-anak bahkan bayi yang 

 
125 Muhammad Ali al-Shabuni, al-Mawarist fi al-Syari’ah al-Islamiyah fi Dhau’ al-Kitab wa 

al-Sunnah, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1899 H/1985 M), h. 19 
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masih berada di dalam kandungan pun adalah sama. 
Mereka sama-sama diberikan hak untuk mewarisi 
sepanjang hubungan kekerabatannya jelas dan 
membolehkan. Dasar hukum kekerabatan sebagai 
ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama 
mempunyai hak waris adalah surat Al-Nisa’ ayat 7:  

cِرِّلFَصِنَ لِاwٌْمم ب
لا كَرَتَ اَِّّ

ْ
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ُ
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ْ

 اضًوْرُ
Terjemahnya:  “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari 

harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, 
dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) 
dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan.(Q.S. 
An-Nisa’ (4): 7) 

 
Kekerabatan merupakan terjemahan dari al-qarābah 

atau dzawil qurba (keluarga atau karib kerabat). Kata 
lain dengan makna yang sama adalah al-mushāharah 
(hubungan perkawinan) sebagai faktor saling mewarisi 
bagi suami istri. Cuma al-qarābah lebih luas dari al-
mushāharah. Kalau kata yang pertama berarti semua 
kerabat secara vertikal (mulai dari kakek, nenek, ayah, 
anak, cucu seterusnya) dan secara horizontal (semua 
saudara kandung, se-ayah atau se-ibu, saudara ibu atau 
saudara ayah), maka kata yang kedua hanya 
menyatakan hubungan perkawinan saja, kendati 
nantinya dari hubungan ini akan lahir sekian banyak 
keluarga atau keturunan.126 

 
126 Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. an-Nisa’ (4):7 tentang bagian warisan yang 

diperoleh para kerabat dengan menggunakan kata al-qarabah (kerabat). Lihat juga 
pemakaiannya untuk keharusan memberi nafkah (hak) kepada kerabat yang miskin dan 
ibnu sabil (QS. al-Isra’ (17); 38. Yaswirman, op.cit., h. 178 
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Di antara sebab beralihnya harta seseorang 
yang telah meninggal kepada yang masih hidup 
adalah adanya hubungan kekerabatan antara 
keduanya. Hubungan kekerabatan itu ditentukan 
oleh adanya hubungan rahim atau pertalian 
darah melalui ayah dan pertalian darah melalui 
ibu. Hubungan pertalian darah melalui ibu 
ditentukan oleh kelahiran. Siapa saja yang 
dilahirkan oleh ibu itu merupakan anak dari ibu 
tersebut dan memiliki hubungan kekerabatan 
dengan ibu. Sifat hubungan itu bersifat alamiyah 
dan telah berlaku semenjak adanya kelahiran di 
atas dunia ini. Dengan berlakunya hubungan 
anak dengan ibu yang melahirkannya dengan 
sendirinya berlaku pula hubungan kekerabatan 
antara anak yang dilahirkan ibu tersebut dengan 
orang lain yang juga dilahirkan oleh ibu, baik 
secara langsung yaitu anaknya sendiri atau yang 
dilahirkan oleh anak yang dilahirkannya itu. 
Dengan demikian terbentuklah hubungan keke-
rabatan menurut garis ibu atau matrilineal.127 

Adapun hubungan kekerabatan yang 
berlaku antara seorang anak dengan seorang 
laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir 
dari hasil atau akibat pernikahan yang terjadi 
antara laki-laki tersebut dengan ibu yang 
melahirkannya. Bila dapat dipastikan secara 
hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu 
yang menyebabkan ibunya hamil dan mela-
hirkan, maka hubungan kerabat berlaku dengan 
laki-laki itu. Jadi, siapa saja yang dihasilkan dari 
pernikahan itu adalah anak laki-laki tersebut 
secara hukum. Jika ada anak yang dihasilkan 

 
127 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 175 
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tanpa melalui pernikahan yang sah maka anak 
itu hanyalah anak secara biologis. Bila hubungan 
keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan 
keayahan berlaku secara hukum.  

Selanjutnya, seseorang laki-laki baru dapat 
dikatakan penyebab kehamilan dan melahir-
kannya seseorang ibu bila sperma si laki-laki 
bertemu dengan ovum si ibu atau yang dalam 
fikih disebut ‘uluq. Hasil pertemuan dua bibit itu 
menyebabkan pembuahan dan menghasilkan 
janin dalam rahim si ibu. Inilah penyebab hakiki 
hubungan kekerabatan antara seseorang anak 
dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin 
diketahui oleh siapa pun kecuali Allah SWT. 
Karena hukum harus didasarkan kepada sesuatu 
yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan 
dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa 
sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat 
padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan 
pengganti sebab hakiki yang tidak nyata itu, di 
kalangan ulama ushul fikih disebut 
“mazhinnah”.128 

Dalam hubungan kekerabatan di atas yang 
dapat dijadikan mazhinnah-nya adalah akad 
nikah yang sah, yang telah berlaku antara 
seseorang laki-laki dan ibu yang melahirkan 
anak tersebut. Namun akad nikah yang sah 
menurut jumhur ulama belum menjamin 
hubungan kekerabatan yang sah. Untuk sahnya 
hubungan kekerabatan itu di samping akad 
nikah yang sah disyaratkan pula bahwa di antara 
suami istri diduga kuat telah berlangsung 
hubungan kelamin secara memungkinkan, 

 
128 Abdul Wahab Khalaf, Ushul al-Fiqh, (Jakarta: DDII,tt), h. 64 
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seperti telah tidur sekamar. Inilah menurut 
jumhur sebab hakiki dan adanya kepastian 
secara zahir telah terjadinya ‘uluq. Di lain pihak 
ulama Hanafiyah mempunyai pendapat yang 
berbeda. Menurut mereka semata adanya akad 
nikah yang sah sudah cukup untuk menetapkan 
hubungan kekerabatan antara anak dengan 
ayah.129 Hal tersebut juga berlaku dalam 
penelusuran siapa yang menjadi kerabat anak 
tersebut selanjutnya, dengan dapat dibuktikan 
siapa ayahnya maka untuk mengetahui dan 
menelusuri siapa kakek dan saudara-saudaranya 
juga dengan mengetahui apakah laki-laki itu 
pernah menikah dengan ibunya. 

Semua ulama sepakat bahwa anak yang 
dilahirkan adalah anak yang sah bagi seseorang 
suami bila anak tersebut lahir tidak kurang dari 
waktu minimal yang ditentukan dan tidak 
melebihi waktu maksimal yang ditetapkan. Bila 
anak lahir sewaktu ikatan perkawinan masih 
berlangsung, yang diukur adalah waktu 
minimal, yaitu jarak waktu minimal antara 
pernikahan dengan kelahiran. Bila anak lahir 
setelah hubungan pernikahan putus yang diukur 
adalah waktu maksimal, yaitu jarak waktu antara 
putus pernikahan dengan kelahiran. Para ulama 
mujtahid terdahulu sepakat bahwa minimal 
waktu hamil adalah enam bulan.130 Hal ini sesuai 
dengan kenyataan yang berlaku sampai 
sekarang. Batas minimal waktu hamil itu selaras 
dengan petunjuk Al-Qur’an bila dihubungkan 
dua ayat yang menyatakan masa menyusui 

 
129 Yusuf Musa, al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam, (t.tp: Dar al-Ma’rifah, 1960), h.7 
130 Ibid., h. 13 
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sebagaimana tersebut dalam surah Luqman ayat 
14, yaitu 24 bulan dengan surah Al-Ahqaf ayat 15 
yang menyatakan masa hamil dan menyusui 
yaitu 30 bulan. Dengan menghubungkan kedua 
ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa masa 
hamil tidak mungkin kurang dari 6 bulan. 

Sehubungan dengan batas maksimal 
kehamilan, ulama Hanafi menetapkan bahwa 
maksimal masa hamil adalah dua tahun.131 
Pendapat ini mereka dasarkan pada atsar’ Aisyah 
yang menyatakan bahwa janin tidak mungkin 
tinggal dalam perut ibunya lebih dari dua tahun. 
Atas dasar pendapat ini bila si ibu yang sudah 
bercerai melahirkan anak dalam masa dua tahun 
dari waktu perceraiannya, maka anak tersebut 
adalah anak suami yang menceraikannya. 

Berdasarkan penelitiannya, Imam al-Syafi’i 
menetapkan maksimal masa hamil adalah empat 
tahun.132 Pendapat yang kuat di kalangan ulama 
Malikiyah juga empat tahun, demikian pula 
dalam kalangan ulama Hanabilah, walaupun ada 
yang menukilkan pendapat dari Imam Ahmad 
yang mengatakan dua tahun.133 Timbulnya 
perbedaan pendapat ulama mengenai maksimal 
kehamilan disebabkan oleh karena tidak adanya 
dalil yang kuat yang dapat dijadikan pegangan. 
Di samping itu, pada waktu itu belum ada cara 
untuk menentukan apakah seseorang perempuan 
yang bercerai sudah hamil atau belum saat 
bercerai. Dengan demikian bila ada cara yang 
dapat dipakai untuk maksud tersebut 

 
131 Ibnu al-Humam, Syarh Fath al-Qadir, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), h. 

262 
132 Al-Mahally, op.cit., Jil.IV, h. 44 
133 Ibnu Qudamah, op.cit., Jil VII, h. 121 
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umpamanya melalui pemeriksaan laboratorium, 
maka cara itu tidak boleh ditolak begitu saja. 

Bila seseorang anak lahir dalam batas waktu 
tidak kurang enam bulan dari waktu akad nikah 
dan tidak lebih dari batas maksimal dari waktu 
perceraian, maka anak tersebut mempunyai 
hubungan kerabat dengan suami dari ibu yang 
melahirkannya itu. 

Cara menetapkan hubungan darah atau 
kekerabatan seperti tersebut di atas berlaku pula 
untuk menetapkan hubungan kekerabatan garis 
ke atas (kakek dan nenek seterusnya ke atas), ke 
bawah (cucu dan cicit) dan ke samping (anak 
dari ayah, anak dari ibu dan anak dari kakek). 
Dengan demikian dapat disusun tangga 
kekerabatan yang saling bertaut. 

b. Hubungan Perkawinan (Mushāharah) 
Di samping hak kewarisan berlaku atas 

dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan 
juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan; 
dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya 
yang meninggal dan istri ahli waris bagi 
suaminya yang meninggal. Bagian pertama dari 
ayat 12 surah Al-Nisa’ menyatakan hak 
kewarisan suami-istri. Dalam ayat ini digunakan 
kata azwāj. Penggunaan kata azwāj yang secara 
leksikal berarti pasangan (suami-istri), menun-
jukkan dengan gamblang hubungan kewarisan 
antara suami dan istri.  

Perkawinan yang sah134 menyebabkan 
adanya hubungan hukum saling mewarisi antara 

 
134 Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama masing-masing dan tidak 

dilakukan terhadap orang-orang yang terlarang kawin dengannya. Jika dilakukan juga maka 
akan berakibat batal atau dilakukan pencegahan perkawinan. Lihat UU No.1 Tahun 1974 
Pasal 2 ayat (1) tentang Dasar Perkawinan, Pasal 8-12 tentang Larangan Perkawinan, Pasal 



 120 

suami dan istri. Perkawinan yang sah dimaksud 
adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan 
syarat yang telah ditetapkan. Berlakunya 
hubungan kewarisan antara suami dengan istri 
didasarkan pada dua ketentuan:135 

Pertama; antara keduanya telah berlangsung 
akad nikah yang sah.  

Tentang akad nikah yang sah ditetapkan 
dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan Pasal 2 ayat 1: Perkawinan sah bila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. 
Ketentuan di atas berarti bahwa perkawinan 
orang-orang yang beragama Islam adalah sah 
bila menurut hukum Islam perkawinan tersebut 
adalah sah. Pengertian sah menurut istilah 
Hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan 
sesuai dengan rukun dan syaratnya dan telah 
terhindar dari segala penghalangnya. Dengan 
demikian nikah yang sah, adalah nikah yang 
telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan 
dan telah terlepas dari segala halangan 
pernikahan itu.  

Kedua; berkenaan dengan hubungan kewa-
risan disebabkan oleh hubungan perkawinan 
ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam 
tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. 

Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila 
salah satu pihak meninggal dunia sedangkan 

 
13-21 tentang Pencegahan Perkawinan, Pasal 22-28 tentang Pembatalan Perkawinan. 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 tentang Dasar Perkawinan, Pasal 39-44 tentang Larangan 
Perkawinan, Pasal 60-69 tentang Pencegahan Perkawinan, Pasal 70-76 tentang Pembatalan 
Perkawinan.Yaswirman, op.cit., h. 226-227. Menurut Abu Zahrah bahwa akad perkawinan 
yang tidak sah dari segala sisinya berakibat tidak ada hubungan hukum antara kedua belah 
pihak, termasuk hubungan kewarisan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, (Mesir: Dar al-Fikr, 1957), h. 176 

135 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 188 
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ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk 
talak raj’i dan perempuan masih berada dalam 
masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang 
menjalani iddah talak raj’i berstatus sebagai istri 
dengan segala akibat hukumnya, kecuali 
hubungan kelamin (menurut ulama Hanafiyah) 
karena halalnya hubungan kelamin telah 
berakhir dengan adanya perceraian. 136 

2. Syarat-syarat Kewarisan 
Adanya beberapa sebab hubungan kewarisan 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak 
secara langsung dapat menjadikan seseorang berhak 
menerima harta warisan karena di samping adanya 
sebab itu masih ada syarat-syarat yang mesti 
terpenuhi. Syarat tersebut ada yang bergantung 
kepada pewaris, ahli waris dan harta warisan. Jika 
syarat ini tidak ada maka hukum juga tidak ada dan 
jika telah terpenuhi syarat maka lazim dengan 
keberadaannya, adanya hukum. Sebelum diuraikan 
syarat-syarat tersebut, akan dijelaskan pengertian 
pewaris, ahli waris dan harta warisan yang 
merupakan rukun atau unsur-unsur yang ada dalam 
hukum kewarisan Islam.  

Pewaris atau muwarrits adalah seseorang yang 
telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu 
yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih 
hidup. Pemahaman bahwa pewaris diartikan sebagai 
orang yang telah meninggal disasarkan kepada 
prinsip ijbari bahwa peralihan harta itu terjadi 
dengan adanya kematian. Sehingga sebelum 
kematiannya, pewaris tidak memiliki kewenangan 
untuk menentukan siapa yang mewarisi harta yang 

 
136 Ibnu Humam, op.cit., h. 175 
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ditinggalkannya. Kewenangan pewaris dapat 
bertindak terhadap harta yang ditinggalkan, 
menjelang kematiannya hanya sebatas sepertiga 
harta dalam bentuk wasiat 

Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan 
pewaris adalah “telah jelas matinya”. Hal ini 
memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang 
berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli 
waris setelah kematiannya. Bila seseorang belum 
jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang 
hidup matinya, maka hartanya tetap menjadi 
miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan 
yang jelas hidupnya. 

Sedangkan harta warisan merupakan harta yang 
dimiliki oleh seseorang yang meninggal dan secara 
hukum dapat beralih kepada keluarga yang masih 
hidup. Adapun syarat yang berkenaan dengan harta 
warisan di antaranya “harta tersebut merupakan hak 
milik pewaris secara penuh, baik kepemilikan secara 
kebendaan atau manfaat”. Dengan kepemilikan 
secara sempurna itulah dapat berlangsungnya 
peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. 
Jika seseorang hanya memiliki manfaat dari harta 
yang ada di tangannya dan tidak memiliki secara 
kebendaan seperti harta yang dipinjam, disewa atau 
barang titipan maka harta dalam bentuk ini tidak 
dapat dijadikan harta warisan. Demikian juga halnya 
jika seseorang hanya memiliki harta itu secara zat 
atau kebendaan saja, tidak memiliki manfaat dari 
harta tersebut seperti harta yang masih dalam 
kontrak sewa atau menjadi jaminan suatu hutang 
maka harta ini baru dapat menjadi hak miliknya 
secara utuh untuk dapat diwariskan jika telah habis 
masa kontrak atas manfaat harta tersebut. Di 
samping itu, syarat lain yang mesti terpenuhi 
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berkenaan dengan harta warisan adalah “harta itu 
telah murni dari hak orang lain di dalamnya”. Di 
antara usaha memurnikan dari hak orang lain ialah 
dengan mengeluarkan wasiat dan membayarkan 
hutang pemilik harta. Termasuk juga memurnikan 
harta dalam bentuk serikat dan harta bersama dalam 
perkawinan. Selama harta itu masih bercampur 
dengan hak orang lain maka belum dapat dijadikan 
sebagai harta warisan. 

Ahli waris merupakan orang yang berhak atas 
harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang 
meninggal. Syarat- syarat yang berkenaan dengan 
ahli waris, di samping adanya hubungan 
kekerabatan dan perkawinan sebagaimana yang 
diuraikan di atas, ahli waris baru berhak menerima 
warisan secara hukum jika telah memenuhi beberapa 
syarat berikut ini: 
a. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu 

meninggalnya pewaris. 
b. Tidak ada hal yang menghalanginya secara 

hukum untuk menerima warisan 
c. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh 

ahli waris yang lebih dekat. 
Bentuk penghalang pada poin b dan c akan 

diuraikan pada pembahasan selanjutnya. 

3. Penghalang Kewarisan (Mawani’ Al-Irst) 
Adanya hubungan kewarisan itu belum 

menjamin secara pasti hak kewarisan. Meskipun 
telah terdapat sebab137, serta terpenuhinya syarat dan 

 
137 Sebab merupakan sesuatu yang jelas, dapat diukur, yang dijadikan pembuat hukum 

sebagai tanda adanya hukum, lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak 
adanya, tidak ada hukum. Sa’duddin Mas’ud ibn Umar al-Taftazani, Syarh al-Talwih ‘ala al-
Tawdhih, (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Baz, tt), Jil II, h. 102 
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rukun138, belum dapat dipastikan berlangsungnya 
hukum, karena keberadaan hukum tersebut masih 
tergantung kepada hal lain yang menyebabkan sebab 
menjadi tidak berarti atau hukumnya dianggap tidak 
terlaksana. Umpamanya hubungan kerabat dengan 
seseorang yang telah mati menyebabkan berlakunya 
suatu hukum yaitu hak kewarisan. Tetapi bila 
kematian orang yang mati itu disebabkan oleh 
perbuatan kerabatnya yang hidup maka hubungan 
kewarisan tidak berlaku. Perbuatan ini dinamakan 
mani’139 atau penghalang terhadap kelangsungan 
hukum. Jika istilah ini dihubungkan dengan 
kewarisan maka yang dimaksud dengan penghalang 
kewarisan adalah hal-hal yang menyebabkan 
gugurnya hak waris untuk menerima warisan dari 
harta peninggalan al-muwarris (mawāni’ al-irst). 

Melihat hubungannya dengan sebab, seharusnya 
dengan telah adanya sebab, hukum pun ada. Tetapi 
dengan adanya penghalang, maka hukum tidak 
terjadi atau dengan arti hukum tidak ada. Timbul 
pembahasan, kalau hukum tidak terwujud dengan 
adanya penghalang itu, apakah karena dengan 
adanya penghalang itu sebab menjadi tidak ada, 
sehingga oleh karenanya tidak ada hukum. Atau 
sebab tidak terhapus dengan adanya penghalang, 
tetapi tidak adanya hukum disebabkan oleh adanya 

 
138 Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, lazim dengan 

tidak adanya, tidak ada hukum, tetapi tidaklah lazim dengan adanya, ada hukum. 
Sedangkan rukun merupakan memiliki persamaan dengan syarat hanya saja rukun 
merupakan unsur yang ada di dalam suatu hukum, yang tanpannya tidak terwujud hukum 
tersebut seperti sujud bila dihubungkan dengan shalat. Sedangkan syarat adalah sesuatu 
yang berada di luar hakikat perbuatan seperti wudhu’ bila dihubungkan kepada shalat itu. 
Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 
7 

139 Mani’ yaitu sesuatu yang dari segi hukum, keberadaannya meniadakan tujuan 
dimaksud dari sebab atau hukum.Ibid 
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faktor lain yaitu penghalang itu sendiri. Berkenaan 
dengan hal ini, terdapat dua pendapat. 

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa 
penghalang itu meniadakan sebab sehingga 
mengakibatkan tidak adanya hukum. Kedua, 
pendapat yang mengatakan bahwa penghalang tidak 
meniadakan sebab hukum. Dengan demikian 
semestinya hukum ada. Tidak berlakunya hukum itu 
(menurut pendapat yang kedua) disebabkan oleh 
karena adanya penghalang itu sendiri, dengan arti 
hukum yang menetapkan demikian. 140 

Di antara penghalang seseorang mewarisi harta 
pewaris yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli 
waris terhadap pewaris dan perbedaan agama antara 
pewaris dengan ahli waris. Terhalangnya seseorang 
menerima hak kewarisan ini disebut “terhalangnya 
secara hukum” (māni’ al-hukmi). 
a. Pembunuhan 

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris 
terhadap pewaris, menyebabkan ahli waris 
tersebut terhalang secara hukum untuk mewarisi 
harta peninggalan orang yang diwarisinya.141 Hal 
ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW : 

 ديôõ نع يرهزلا نع هللا دبع نب قاحسا نع ثwلcا ان�!®أ ةبيmق اנèد�

 لتاقلا :لاق ملس و ه[¥r هللا stص ëlنلا نع ةر#ره �3أ نع نôõرلا دبع نب

fgا هاور( ثريcö142 )يذم� 

Terjemahnya:“Dari Qutaibah dari Al-Laits dari Ishaq bin 
Abdullah dari Az-Zuhri dari Humaid bin 

 
140  Ibnu Subki, Jam’u al-Jawami’, (Kairo, Mustafa al-babiy,tt), h. 299 
141 Membunuh ahli waris lainpun menurut Yaswirman juga seharusnya terhalang 

menerima harta warisan dari pewaris, seperti si A dengan si B sama-sama ahli waris dari si 
C, lalu si A membunuh si B dengan tujuan agar semua harta warisan si C ia peroleh 
semuanya. Lihat Yaswirman, op.cit., h. 229 

142 At-Tirmizi,op.cit.,h. 288 
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Abdurrahman dari Abu Hurairah dari 
Nabi Muhammad SAW bersabda: 
“Pembunuh tidak boleh mewarisi”. (HR. 
At-Tirmizi) 

 
Pada dasarnya pembunuhan itu adalah 

suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama, 
oleh karena itu pembunuhan mencabut hak 
seseorang atas warisan Namun, dalam beberapa 
keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu 
kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. 
Dalam hal ini dikelompokkan kepada dua 
macam: 
1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan 

hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya 
tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. 
Termasuk dalam kategori pembunuhan 
seperti ini adalah: 
a) Pembunuhan terhadap musuh dalam 

medan perang; 
b) Pembunuhan dalam pelaksanaan 

hukuman mati; 
c) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta 

dan kehormatan. 
2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan 

hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang 
oleh agama dan terhadap pelakunya 
dikenakan sanksi dunia dan/atau akhirat. 
Pembunuhan seperti inilah yang disebut 
suatu kejahatan. Pembunuhan secara tidak 
hak dibagi kepada beberapa tingkat:143 
a) Pembunuhan sengaja dan terencana; yaitu 

suatu cara pembunuhan yang dalam 

 
143 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 193-194 
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pelaksanaannya terdapat unsur 
kesengajaan. Unsur kesengajaan ini eksis 
dengan terdapatnya tiga hal, yaitu 
(pertama) sengaja dalam berbuat, (kedua) 
sengaja arah atau sasaran dan (ketiga) 
sengaja alat yang digunakan yaitu sesuatu 
yang menurut lazimnya mematikan.144 
Pembunuhan sengaja yang telah 
memenuhi syarat dan tidak ada yang 
menghalangi dikenai hukuman mati 
dalam bentuk qishāsh, diikuti sanksi 
akhirat yaitu neraka. Kedua sanksi 
dinyatakan dalam Al-Qur’an. Kewajiban 
qishāsh dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah 
(2): 178145 dan balasan neraka jahannam 
ditetapkan dalam QS. al-Nisa’(4): 92.146 

b) Pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan 
yang di dalamnya tidak terdapat unsur 
kesengajaan, baik arah atau perbuatan; 
seperti melempar burung tetapi mengenai 
orang dan mati. Kekeliruan ini terletak 
pada tindakannya yaitu tidak mengenai 
sasaran yang dimaksud dan justru 
mengenai sasaran yang lain. Pembunuhan 
tersalah karena tidak terdapat di 
dalamnya unsur kesengajaan, si pelaku 
bebas dari sanksi akhirat. Akan tetapi 
karena perbuatan tersebut menghilangkan 
jiwa seseorang, maka pelakunya tetap 

 
144 Al-Mahally, op.cit., h. 96 
 145    ...  “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash dalam pembunuhan…”. 

(QS.Al-Baqarah (2): 178). 
146“Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka 

jahannam, mereka kekal di dalamnya dan Allah murka kepada mereka dan mengutuknya serta 
menyediakan azab yang besar baginya”.Q.S.An-Nisa’ (4):93) 
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dikenai sanksi dunia dalam bentuk diyat 
(denda) ringan yang harus diserahkan ke 
pihak keluarga korban. 

c) Pembunuhan seperti sengaja, yaitu 
pembunuhan yang terdapat padanya dua 
unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah 
tetapi alat yang digunakan bukanlah alat 
yang lazim mematikan. Umpamanya 
sengaja memukul seseorang dengan 
tongkat yang membawa kepada kematian. 
Pembunuhan seperti sengaja ini dikenai 
sanksi dunia dalam bentuk diyat berat. 
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Al-
Syaibani,147 pembunuhan seperti sengaja 
dikategorikan sengaja dengan 
menitikberatkan pada kematian korban 
bukan teknis dan cara memukul atau 
menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini 
membawa implikasi terhadap jenis 
hukumannya karena tidak lagi berupa 
kafarat tetapi sudah berubah menjadi 
qishash. 

d) Pembunuhan yang diperlakukan seperti 
tersalah; yaitu pembunuhan yang tidak 
memiliki unsur kesengajaan berbuat tetapi 
membawa kematian seseorang. Seperti 
terjatuh dari tempat ketinggian dan 
menimpa seseorang sampai mati. Sanksi 
terhadap pembunuhan seperti ini sama 
dengan sanksi terhadap pembunuhan 
tersalah. 

Tentang bentuk pembunuhan yang mana yang 
dapat menjadi penghalang hak kewarisan, terdapat 

 
147 Abu Yusuf, loc.cit 
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perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. 
Pendapat yang berkembang sebagai berikut: 
1) Pendapat yang kuat di kalangan ulama 

Syafi’iyah menetapkan bahwa pembunuhan 
dalam bentuk apapun menghalang hak 
kewarisan.148 Ulama ini tidak membedakan 
jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan 
secara langsung maupun tidak langsung, 
beralasan atau tidak beralasan. Jadi, seorang 
algojo yang melakukan tembakan terhadap 
terhukum yang masih memiliki hubungan 
keluarga dengannya, menyebabkan ia tidak 
berhak mewarisi harta peninggalan si 
terpidana, sekalipun tidak ada ahli waris 
lainnya. Dasar hukum yang digunakan adalah 
keumunan hadis Nabi SAW yang menjelaskan 
terhalangnya secara hukum bagi pembunuh 
untuk mewarisi harta pewaris yang 
dibunuhnya. Selain itu diperkuat lagi bahwa 
tindakan pembunuhan dengan segala tipenya 
itu memutus tali kekerabatan yang merupakan 
menjadi dasar untuk saling mewarisi.  

2) Menurut Imam Malik149 dan pengikutnya, 
pembunuhan yang menghalang hak-hak 
kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja; 
sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja 
tidak menghalang hak kewarisan.  

3) Menurut ulama Hanbali150 pembunuhan yang 
menghalang hak kewarisan adalah 
pembunuhan yang tidak dengan hak dalam 
segala bentuknya; sedangkan pembunuhan 
secara hak tidak menghalangi hak kewarisan, 

 
148 Syarbaini Khatib, Mughni al-Muhtaj, (Mekah: Dar al-Kutub al-‘Arabiy,tt), h.24 
149 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga,tt), h.334 
150 Ibn Qudamah,op.cit.,Jil.IV,h.365 
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karena pelakunya telah diampuni dari sanksi 
akhirat. Ulama Hambali mengemukakan 
pendapat yang lebih realistis bahwa 
pembunuhan yang diancam dengan hukuman 
qishash, kafarat dan diyat-lah yang dapat menjadi 
penghalang kewarisan. 

4)  Ulama Hanafiyah151 berpendapat bahwa 
pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan 
ialah pembunuhan disengaja yang dikenai 
sanksi qishash. Pembunuhan yang tidak 
berlaku padanya qishāsh meskipun disengaja 
tidak menghalang hak kewarisan, seperti 
pembunuhan yang dilakukan anak yang belum 
dewasa. Lebih lanjut ulama Hanafiyah 
berpendapat bahwa pembunuhan karena hak 
seperti algojo yang diserahi tugas untuk 
membunuh si terhukum, pembunuhan karena 
uzur seperti pembelaan diri tidak menghalangi 
hak seseorang untuk mewarisi. 

5) Ulama mazhab Syi’ah152 berpendapat bahwa 
pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan 
hanyalah pembunuhan yang sengaja, 
sedangkan pembunuhan yang hak tidak 
menghalang hak kewarisan.  
Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama 

mazhab dalam menetapkan pembunuhan mana yang 
menjadi penghalang kewarisan, walaupun sama-sama 
mengakibatkan kematian, disebabkan oleh lafaz al-qātil 
yang terdapat dalam hadis Nabi SAW di atas merupakan 
lafaz khāfiy. Lafaz khāfiy merupakan lafaz yang tidak jelas 
artinya yang harus dijelaskan. Kesamaran lafaz bukan 
timbul dari asal lafaz itu sendiri tetapi dari segi 

 
151 Ibn Abidin,op.cit.,Jil.VI, h.797 
152 Amir Syarifuddin,op.cit.,h. 195 
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penerapannya terhadap kejadian-kejadian praktis. 
Karena ada kesamaran seperti itulah maka ulama dapat 
berbeda dalam memahaminya. Cara untuk menjelaskan 
lafaz khāfiy ini adalah melalui ijtihad, karena lafaz ini 
dijelaskan melalui ijtihad sehingga muncul beberapa 
pendapat ulama. 

Lafaz al-qātil (pembunuh) dalam hadis Nabi di atas 
cukup jelas artinya dan tidak diragukan untuk 
menerapkan hukum terhalang dari hak warisan orang 
membunuh secara sengaja dan terencana. Tetapi apakah 
lafaz pembunuh dan hukum halangan kewarisan ini 
dapat diberlakukan pula terhadap pembunuhan tersalah, 
pembunuhan bersebab, pembunuhan bersama 
(dilakukan secara bersama lebih dari dua orang). Hal ini 
menjadi objek ijtihad para ulama mujtahid. 

Imam Al-Syafi’i memberlakukan lafaz pembunuh 
kepada setiap satuan artinya sehingga menetapkan 
hukum halangan kewarisan terhadap semua bentuk 
pembunuhan karena lafaz pembunuhan menurut 
umumnya mencakup kepada keseluruhannya. 
Kelihatannya Imam Al-Syafi’i melihat kepada zahir lafaz 
dan menerapkan lafaz secara harfiyah. Sedangkan ulama 
Maliki yang mewakili pendapat jumhur ulama dan telah 
menjadi pendapat yang disepakati, mengatakan bahwa 
yang menjadi penghalang kewarisan itu adalah 
pembunuhan yang disengaja baik dikenai hukuman 
qishāsh atau tidak. Asalkan perbuatan itu sengaja 
dilakukan maka berlaku halangan kewarisan. Dasar yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
1) Untuk meniadakan hak waris seseorang dalam 

kewarisan. Untuk mencegah seseorang yang 
sudah ditentukan akan menerima warisan 
untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. 
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Untuk maksud pencegahan itu ulama 
menetapkan suatu kaidah fikih: 

ا لبق ء#rst i لجعت نم
ْ

هن ام ر8à بقوع هنا و  

2) “Siapa-siapa yang mempercepat sesuatu 
sebelum waktunya diganjar dengan tidak 
mendapatkan apa-apa”.  

3) Hal ini hanya berlaku dalam pembunuhan yang 
dilakukan dengan sengaja. Dalam pembunuhan 
tidak sengaja dan tersalah tidak ada niat untuk 
mempercepat proses kematian seperti halnya 
dalam pembunuhan sengaja. 

4) Pembunuhan itu memutus hubungan 
silaturahmi yang merupakan salah satu 
penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan 
terputusnya sebab, karena adanya māni’ 
(penghalang) maka terputus pula musabbab atau 
hukum yang menetapkan hak kewarisan. 

5) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau 
maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah 
suatu nikmat. Maksiat tidak boleh 
dipergunakan untuk mendapatkan nikmat. 
Kompilasi Hukum Islam mengemukakan 

rumu-san yang agak berbeda dengan fikih tentang 
halangan kewarisan ini, sebagaimana yang 
terdapat dalam pasal 173: 
1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba 

membunuh atau menganiaya berat pada 
pewaris. 

2) Dipersalahkan secara memfitnah telah menga-
jukan pengaduan bahwa pewaris telah melaku-
kan suatu kejahatan yang diancam dengan 
hukuman lima tahun penjara atau hukuman 
yang lebih berat. 153 

 
153 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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Dalam ketentuan yang dikemukakan Kompilasi 
Hukum Islam di atas, pembunuh juga dinyatakan sebagai 
penghalang kewarisan dan ketentuan ini sejalan dengan 
fikih. Namun dalam hal percobaan pembunuhan154, 
penganiayaan berat dan memfitnah sebagai penghalang 
kewarisan tidak sejalan dengan fikih mazhab mana pun. 
Dalam fikih hanya pembunuhan yang menyebabkan 
kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itu pun 
hanya berlaku untuk pembunuhan yang disengaja, 
sedangkan yang tidak disengaja masih menjadi 
perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di 
kalangan ulama mazhab.  

Dasar yang digunakan oleh fikih untuk mencabut 
hak waris seseorang yang telah ditetapkan Al-Qur’an 
adalah dalil yang kuat dari hadis Nabi SAW. 
Pembunuhan yang nyata mengakibatkan kematian 
seorang pewaris, menjadikan hak seorang ahli waris yang 
telah dinyatakan secara pasti dan jelas dalam Al-Qur’an 
menjadi hilang. Sedangkan dalam percobaan 
pembunuhan atau penganiayaan berat, belum dapat 
dipastikan kejahatan itu membawa kematian kepada 
orang yang dibunuh atau dianiaya. Ada kemungkinan 
percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat tersebut 
tidak mengakibatkan kematian, sehingga haknya tidak 
dapat dihilangkan begitu saja apalagi jika kejahatan itu 
dimaafkan oleh pewaris sebelum meninggal.  

Percobaan pembunuhan yang dimasukkan ke dalam 
pasal penghalang kewarisan dalam KHI itu tidak tepat, 

 
154 Menurut Makhrus Munajat, percobaan adalah melaksanakan suatu perbuatan 

dengan maksud melakukan jinayah atau janhah, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau 
berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Hal ini 
senada dengan yang disebutkan dalam pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukun Pidana 
Mesir. 

Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan 
jinayah atau jarimah tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab 
yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. 
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karena tindakan tersebut bisa menimbulkan kondisi si 
pewaris tidak meninggal, dengan arti tidak terbunuh saat 
dilakukan percobaan pembunuhan kepadanya. 
Andaikata si pewaris memang masih hidup dan ia mau 
memaafkan kesalahan ahli waris yang ingin 
membunuhnya itu, tentu si ahli waris tidak terhalang 
mendapat kewarisan. 

Percobaan pembunuhan itu tidak dijelaskan dalam 
kitab fikih mana pun dan alasannya pun sulit untuk 
diterima sebagaimana yang disebutkan di atas. Untuk 
memperkuat teori di atas, dapat dikemukakan sebuah 
contoh seperti sebuah keluarga yang hanya memiliki satu 
orang anak. Si anak melakukan percobaan pembunuhan 
kepada salah seorang orang tuanya, setelah itu orang 
tuanya masih hidup dan si anak memohon ampun atas 
perbuatannya itu kepada orang tuanya. Kalau dinilai 
berdasarkan naluri orang tua, tentu ia akan bersedia 
memaafkan anaknya itu dan tentu tidak terhalang lagi si 
anak itu untuk mendapat warisan karena sudah 
menerima maaf orang tuanya. 

Demikian juga halnya dengan “memfitnah” pewaris 
sebagai penghalang kewarisan. Kata “memfitnah” dalam 
masalah ini dibatasi pengertiannya untuk “memfitnah 
yang menyebabkan kematian pewaris. Perbuatan itu 
sama artinya dengan pembunuhan yang disengaja atau 
direncanakan dan akan sejalan dengan ketentuan 
pembunuhan sengaja sebagai penghalang kewarisan. 
Dari ketentuan penghalang kewarisan yang 
dikemukakan oleh KHI ini agaknya kejahatan seperti 
percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat, sulit 
untuk dimasukkan sebagai penghalang kewarisan karena 
ada kemungkinan tidak menyebabkan kematian pewaris 
dan pewaris sempat memaafkan ahli waris dari 
kesalahannya.  

b. Berbeda Agama 
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Perbedaan agama menyebabkan seseorang tidak 
dapat memperoleh hak saling mewarisi. Perbedaan 
agama yang dimaksud di sini ialah antara seseorang 
muslim tidak mewarisi harta pewaris yang non muslim, 
begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris 
yang muslim. Dasar dari halangan ini adalah hadis Nabi 
s.a.w dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah yaitu:  

 ورمع نع נ�سح نب .rs نع باهش نبا نع جيرج نبا نع مصاr وبأ اנèد�

 ملسو ه[¥r هللا stص -ëنلا نأ امهنع هللا #êر ديز نب ةماسأ نع نامثع نب

 155 )يراخXïا هاور( ملسملا رف©כcا fgو رف©כcا ملسملا ثري fg لاق

Terjemahnya:  “Abu ‘Ashim menceritakan kepada kami dari 
Ibn Juraij dari Ibn Syihab dari Ali bin Husein 
dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid 
(semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW 
berkata:” seseorang muslim tidak berhak 
mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak 
mewarisi seorang muslim.”(HR. Al-Bukhari) 

Jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan 
kekerabatan atau hubungan perkawinan sehingga 
mencabut hak kewarisan, maka perbedaan agama juga 
mencabut sebab wilayah, yang dengan sendirinya 
mencabut sebab kewarisan. Tidak adanya wilayah non-
muslim terhadap seseorang muslim dapat dipahami dari 
firman Allah dalam surah Al-Nisa’ ayat 141 yaitu: 

لوَ
َ

ñ نْ
َ

à لعَْ
َ

×cِ هللا 
ْ

כ
َ
rَs نَيْرِفِ ©

َ
t ا
ْ
�يQِْسَ נَْ�نِمِؤمُل

َ
 … )141 : ءاسנلا( �

Terjemahnya: “Allah tidak akan menjadikan jalan 
(wilayah) bagi orang kafir terhadap orang 
Islam”.(Q.S : An-Nisa’ (4): 141) 

 

 
155 Imam al-Bukhari, op.cit., h. 272 
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Petunjuk yang pasti dalam Al-Qur’an tentang hak 
kewarisan antara orang yang berbeda agama memang 
tidak ada tetapi hubungan perkawinan antara laki-laki 
muslim dengan perempuan non-muslim ahli kitab ada 
dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu pada surat al-Maidah 
ayat 5 yaitu: 

لاوَ
ْ

נصَحْمُ
ٰ

>ا نَمِ تُ
َّ

ا נَْ<ِ=
ُ

cا اوتُوْ
ْ

mكِ
ٰ

ق نْمِ بَ
َ

كِ×بْ
ُ

ا آذَاِ مْ
ٰ
ا َّنهُوْمُتwُْتَ

ُ
 َّنهُرَوْجُ

¬
ُ
 נَْ�نِصِْ�

Terjemahnya: ”….dan Dihalalkan mangawini wanita yang 
menjaga kehormatan diantara wanita-wanita 
yang beriman dan wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan di antara orang-orang 
yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu 
telah membayar mas kawin mereka….” 
(Q.S.Al-Maidah (5): 5) 

Hak kewarisan dengan hak perkawinan erat 
hubungannya, maka dalam menghadapi hadis Nabi 
yang melarang hak kewarisan muslim dari non-muslim 
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama 
mujtahid. Semua mujtahid sama pendapatnya bahwa 
non-muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim. 
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi tersebut di atas. Dalam 
hal muslim mewarisi dari non-muslim tidak terdapat 
kesamaan pendapat. Jumhur Ulama Ahl as-Sunnah 
berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi non-
muslim. Pendapat seperti ini lebih dahulu dikemukakan 
oleh sahabat Nabi di antaranya Abu Bakar, Umar bin 
Khatab (dalam satu riwayat), Usman, Ali, Usamah bin 
Zaid, Jabir, dan Urwah. Di kalangan imam mujtahid 
yang berpendapat seperti ini ialah Abu Hanifah, Malik, 
Syafi’i dan Ahmad. Demikian pula yang berlaku di 
kalangan ulama Zhahiri.156 Alasan dari kelompok ini 

 
156 Ibn Rusyd, op.cit., h. 377 dan Ibn Qudamah, op.cit., h. 397 
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ialah petunjuk yang jelas dari hadis Nabi yang 
menyangkal saling mewarisnya muslim dengan non 
muslim, sebagaimana dikutip di atas. 

Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa 
seseorang muslim boleh mewarisi dari non muslim dan 
tidak berlaku sebaliknya. Diriwayatkan bahwa pendapat 
ini dianut oleh Umar, Mu’az dan Mu’awiyah157 dan juga 
diikuti oleh ulama Syi’ah. Alasan dari kelompok ini ialah 
analog atau qiyas kepada diperbolehkannya muslim 
mengawini perempuan kitabiyah dan tidak berlaku 
sebaliknya sebagaimana terdapat dalam surat Al-
Maidah, ayat 5. Kelompok Jumhur kelihatannya tidak 
mau mempergunakan qiyas (analogi) karena adanya dalil 
sunnah dengan tingkat validitas dan keautentikan yang 
kuat, yang bertentangan dengan qiyas tersebut. Dalam 
hal ini yang dijadikan pegangan adalah hadis Nabi 
tersebut.  

Menurut Al-Mahally, pengertian berbeda agama di 
atas termasuk juga orang murtad, orang murtad tidak 
berhak mewarisi harta orang muslim dan berlaku pula 
sebaliknya. Harta orang murtad yang tidak diwarisi itu 
menjadi fa’i. Al-Mahally menambahkan bahwa sesama 
orang kafir pun tidak berhak mewarisi. Yang dimaksud 
adalah orang Yahudi tidak berhak mewarisi Nashrani, 
Nashrani tidak berhak mewarisi Majusi, Majusi tidak 
berhak mewarisi Wastsaniy dan sebaliknya. Namun 
pendapat ini tidak masyhur di kalangan ulama. 
Pendapat yang termasyhur adalah kafir harbi tidak tidak 
saling mewarisi dengan kafir dzimmi karena telah 
terputus wilayah di antara keduanya. Namun sesama 
kafir harbi dapat mewarisi dan sesama kafir dzimmi juga 
dapat mewarisi. 158 

 
157 Ibn Qudamah, loc.cit 
158 Al-Mahally, op.cit., h. 148. Harta yang ditinggalkan orang murtad menjadi fa’i 

(diambil untuk kepentingan agama Islam) atau ghanimah (harta rampasan perang). 
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Terkait dengan persoalan kafir dzimmi ini, pendapat 
yang berbeda muncul dari ulama Hanafiyah. Menurut 
ulama Hanafiyah orang Islam dapat mewarisi harta dari 
kafir dzimmi dan pernyataan ini ditemui dalam kitab al-
Mabsūth dan kitab Radd al-Mukhtār ‘Ala ad-Dūr al-Muhtār 
dengan redaksi sebagai berikut: 

 هثري م��سfgا راد �É O> ثراو fg ى=>ا �"=>ا ناف رف©כcا ملسملا ثري 

  159نوملسملا
“Orang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, 

maka kafir dzimmi yang tidak mempunyai ahli waris di 
daerah orang Islam, boleh bagi orang muslim mewarisi 
hartanya”.  

 
Alasan yang digunakan ulama ini adalah riwayat 

yang berasal dari Muadz dan Muawiyah yang 
mengatakan bahwa Rasul SAW pernah bersabda “ Islam 
itu terus bertambah dan tidak berkurang”, sebagaimana 
hadis Nabi SAW berikut : 

 ورمع نع ةبعش اנèد� رفعج نب دم�¬ اנèد� #3أ -נثد� هللادبع اנèد�

�ؤp>ا دوسfgا #3أ نع رمع نب #ñò نع ديزي نب هللادبع نع ميك� #3أ نب# 

 لاقف املسم ها®أ كرتو تام ىدوهي #O ه[Xا اوعفتراف نميلاب ذاعم ن©כ : لاق

 fgو ديزي م��سfgا : لوقي ملسو ه[¥r هللا stص هللا لوسر تعمس #נا : ذاعم

  160 )مكا��ا و دواد وبأ و دôõا هاور( صوقني
Terjemahnya:  “Abdullah meriwayatkan dari bapakku, dari 

Muhammad bin Ja’far, dari Syu’bah bin Umar 
bin Abi Hakim dari Abdullah bin Yazid dari 

 
Pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas’ud. Ini 
pendapat yang sama dikemukakan oleh Ali as-Shabuni. Muhammad Ali Ash-Shabuni, al-
Mawaris, (Beirut: ‘Aalamul Kutub, t.t), h. 41 

159 As-Sarakhsi, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), Juz. 29, h.30. Lihat juga Ibnu 
Abidin, Radd al-Mukhtar ‘Ala ad-Duur al-Muhtar Syarh Tanwir al-Abshar, (Beirut: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiah, 1994), h. 506 

160 Ahmad bin Hanbal, al-Musnad Ahmad bin Hanbal, (Kairo: Darul Hadis, 1995), Juz.16, 
h.199 
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Yahya bin Umar dari Abu Aswad d-Dua-li 
berkata: ketika Muaz berada di Yaman 
diajukan sebuah perkara kepadanya tentang 
seorang Yahudi yang meninggal dan 
meninggalkan saudara muslim, maka Mu’az 
berkata: Sesungguhnya aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW berkata: Islam itu 
terus bertambah dan tidak berkurang. (HR. 
Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim)”. 

 
Salah satu pemahaman yang dikemukakan oleh 

ulama Hanafiyah tentang perkataan Nabi SAW dia atas 
adalah bahwa hak orang Islam itu bertambah dengan 
berhaknya ia mewarisi dari kafir dzimmi namun hak 
orang Islam tidak dapat berkurang dengan berhaknya 
orang kafir dzimmi mewarisi harta orang Islam. Ulama 
Hanafiyah menambahkan bahwa dalam persoalan 
warisan, ada suatu bentuk wilayah atau kewenangan 
bagi ahli waris terhadap pewaris yang berlaku bagi yang 
seagama. Sehingga karena tingginya Islam itu, tidak 
menetapkan adanya wilayah atau kewenangan bagi 
orang kafir terhadap orang muslim dan menetapkan 
adanya kewenangan orang muslim terhadap orang kafir. 
Orang muslim dapat mewarisi harta kafir (dzimmi) 
namun tidak berlaku sebaliknya. Argumen ini dilandasi 
oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan: 

 ه[¥r هللا stص -ëنلا لاق: لاق ةداتق نع ميهربا نع حيÛW نع نس��ا اנèد�

 l( 161נطقلا راد و îקهبلا هاور( ه[¥st rعي fgو واعي م��سfgا : ملس و

Terjemahnya:  “Diriwayatkan oleh Al-Hasan dari Syuraih 
dari Ibrahim dari Qatadah berkata: Nabi SAW 
bersabda: Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih 

 
161 Imam al-Bukhari, op.cit., h.118 
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tinggi dari Islam. (HR. Al-Baihaqy dan Dar al-
Quthni) 

 
Selain kedua alasan di atas, ulama Hanafiyah juga 

menambahkan bahwa kebolehan muslim mewarisi dari 
kafir dzimmi berlandaskan kepada pengqiyasan 
kebolehan muslim (laki-laki) menikahi perempuan (kafir 
dzimmi). Sedangkan laki-laki (dzimmi) tidak dibolehkan 
menikahi perempuan muslimah. 

Pendapat yang berbeda dan tidak popular di 
kalangan ulama mazhab seperti yang dikemukakan oleh 
ulama Hanafiyah ini dsebabkan sebagian ulama 
Hanafiyah memiliki pemahaman tersendiri dalam 
memahami hadis Nabi SAW. Bukan berarti ulama 
Hanafiyah tidak mengakui dan menerima hadis Nabi 
dari Usamah bin Zaid yang dijadikan dalil bagi jumhur 
ulama tentang perbedaan agama menjadi halangan 
kewarisan, namun kedudukan orang Islam yang 
dipandang lebih tinggi, seperti yang terdapat dalam dua 
hadis Nabi SAW di atas, dipahami oleh ulama Hanafiyah 
salah satunya adalah dalam hal berhaknya orang Islam 
mewarisi harta kafir (dzimmi), sekalipun hadis tersebut 
bersifat umum dan tidak mengkhususkan dalam 
masalah warisan.  

Ikhtilāf ad-dār yang dimaksud dalam istilah beberapa 
kitab fikih adalah perbedaan kampung orang Islam 
dengan kampung orang non muslim. Jadi sebetulnya 
yang dimaksud ikhtilāf ad-dār tersebut juga mengarah 
kepada perbedaan agama, antara muslim dan non 
muslim, bukan perbedaan negara. 

Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan 
perbedaan agama sebagai halangan menerima harta 
warisan. Tetapi apabila dilihat Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
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menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara orang-orang yang beragama Islam bidang 
perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf 
dan sedekah, maka secara eksplisit asas keislaman 
menjadi ketentuan pokok bagi Pengadilan Agama. Jadi, 
bagi yang tidak beragama Islam tidak dapat 
menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan 
Agama. Hal ini menjadi bukti bahwa berbeda agama 
pada hakikatnya tidak boleh saling mewarisi. 162 

Uraian tentang pembunuhan dan perbedaan agama 
sebagai halangan kewarisan sebagaimana yang 
dijelaskan sebelumnya adalah bentuk penghalang 
kewarisan secara hukum (māni’ al-hukm). Artinya, 
pembunuh dan orang yang berbeda agama dengan 
pewaris tidak lagi dikategorikan sebagai ahli waris 
karena secara hukum mereka telah dikeluarkan dari 
kelompok ahli waris dan keberadaan mereka tidak lagi 
mempengaruhi ahli waris yang ada. Status pembunuh 
dan beda agama tidak berhak menerima harta warisan 
karena ada hukum yang menetapkannya. 

Bentuk lain seseorang dapat juga terhalang untuk 
menerima harta pewaris adalah dalam bentuk māni’ al-
syakhshiy. Artinya, seseorang terhalang menerima 
warisan karena kedudukan pribadinya dalam kelompok 
ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk: 
a. Dalam susunan kerabat yang berhak menerima 

warisan, ia terhalang oleh ahli waris yang lebih 
dekat hubungannya kepada pewaris seperti seorang 
cucu terhalang karena adanya anak dari pewaris. 
Seorang kakek terhalang mewarisi ketika pewaris 
masih memiliki ayah dan demikian juga seorang 
nenek terhalang untuk mendapatkan warisan jika 

 
162 Yaswirman, op.cit., h. 230 
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ada ibu. Bentuk halangan seperti ini disebut dengan 
hijāb (tertutup atau terdinding oleh ahli waris lain).163 
Sebagai contoh praktis, dalam susunan ahli waris 
yang ada ; anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan 
ibu. Dari susunan ahli waris ini yang berhak 
menerima harta warisan hanyalah ayah, menerima 
furūdh 1/6, ibu menerima furūdh 1/6 dan anak laki-
laki sebagai ashabah menerima furūdh 4/6. 
Sedangkan cucu laki-laki terhalang karena adanya 
anak lak-laki yang memiliki hubungan lebih dekat 
kepada pewaris. 

b.  Dalam susunan kerabat yang berhak menerima 
harta warisan, ia termasuk ahli waris yang berhak 
menerima warisan dan tidak terhijab oleh siapapun. 
Namun ia menduduki kedudukan tertentu dalam 
susunan ahli waris sebagai ahli waris yang berhak 
menerima sisa harta setelah diberikan terlebih 
dahulu hak ahli waris ashabul furūdh. Setelah harta 
warisan dibagikan kepada ahli waris ashabul furūdh 
yang berhak ternyata sisa harta (ashabah) tersebut 
tidak ada. Sebagai contoh ; ahli waris yang ada 
adalah dua anak perempuan, ibu, suami dan 
saudara laki-laki. Jika dilakukan pembagian 
menurut hak masing-masing, dua anak perempuan 
mendapatkan furūdh 2/3 = 8/12, ibu mendapatkan 
furūdh 1/6 = 2/12 dan suami mendapatkan hak 
1/4=3/12. Setelah pembagian ini dijumlahkan 
ternyata terjadi ‘aul (adanya kekurangan harta dari 
hak yang mesti diterima oleh ahli waris). Sedangkan 
saudara laki-laki yang berkedudukan sebagai 

 
163 Hijab secara pengertian syara’ artinya terhalang untuk menerima harta warisan baik 

secara keseluruhannya atau sebahagian disebabkan adanya ahli waris lain yang lebih dekat 
hubungan kekerabatannya kepada pewaris. Lihat Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz. 10, h. 7811, 
Syarbaini al-Khathib, Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minjah, (Mesir: Mathba’ah al-Baby al-Halabi, 
t.t), Juz. 3, h. 11-13 
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ashabah tidak mendapatkan apa-apa karena harta 
telah habis. 

B. Cara dan Waktu Peralihan Harta dalam Hukum 
Kewarisan Islam 

Sebab terjadinya kewarisan itu adalah kematian dari 
seseorang yang mempunyai harta; sedangkan dimilikinya harta 
warisan itu dalam arti sebenarnya adalah setelah terjadi 
pembagian harta warisan itu. Antara kedua peristiwa itu jelas 
tidak sama waktunya. Mungkin jarak waktu antara keduanya 
panjang, karena ada beberapa kewajiban agama yang harus 
dilaksanakan setelah terjadinya kematian dan sebelum 
pembagian harta warisan itu, sebagaimana dikatakan Al-
Qur’an adalah pelunasan hutang dan penyerahan wasiat. 
Karena adanya dua peristiwa penting dalam hubungan 
kewarisan itu ulama berbeda pendapat tentang kapan 
terjadinya perpindahan hak dari pewaris kepada ahli waris 
secara syara’. Beda pendapat dalam hal ini menimbulkan 
pengaruh praktis terhadap hukum seandainya dalam jarak dua 
waktu itu terjadi sesuatu terhadap harta seperti terjadi 
pertumbuhan atau penyusutan. Begitu pula pada ahli waris 
sendiri seperti terjadi perpindahan agama dan perubahan 
status.  

Kelihatannya pembicaraan dan beda pendapat di kalangan 
ulama tidak bermula dari prinsip kapan hak kewarisan itu 
secara syara’ beralih, tetapi membicarakan apa yang terjadi 
pada ahli waris dalam tenggang waktu tersebut yaitu: 
“Bagaimana kalau seseorang masuk Islam setelah kematian 
pewarisnya yang muslim sebelum pembagian harta warisan 
dan begitu pula kasus bagaimana kalau ia merdeka sebelum 
terjadinya pembagian warisan?”. 

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menguraikan beda 
pendapat ulama tentang masuk Islamnya seseorang sebelum 
pembagian harta warisan yang berarti pada waktu kematian 
pewaris ia bukan muslim. Al-Asram Muhammmad dan 
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Muhammad Ibn Al-Hakam menukilkan pendapat segolongan 
ulama yang mengatakan bahwa orang yang masuk Islam 
sebelum pembagian warisan itu berhak menerima waris. Hal ini 
diriwayatkan dari Umar, Usman, hasan ibn Ali dan Ibn Mas’ud; 
pendapat ini diikuti pula oleh Jabir ibn Zaid, Al-Hasan, Makhul, 
Qatadah, Ishak dan lainnya.164 

Ada pula penukilan dari Abu Thalib tentang kasus di atas 
pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang baru 
masuk Islam itu tetap tidak berhak menerima warisan. Ini 
adalah pendapat yang masyhur dari Ali, Said Ibn Musayyab 
dan beberapa sahabat lainnya dan diikuti oleh fuqahak seperti 
Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi’i dan jama’ah fuqahak lainnya. 
Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi yang disebutkan 
sebelumnya. Mereka berpegang pada prinsip bahwa hak 
kewarisan itu beralih kepada ahli waris semenjak berlakunya 
kematian pewaris. Halangan kewarisan telah terjadi pada 
waktu berlangsungnya kematian pewaris.165 

Di samping berpegang pada keumuman hadis di atas 
pengamalan prinsip peralihan hak itu, golongan ini juga 
menguatkan pendapatnya dengan isyarat sepotong hadis Nabi: 

 ضرأ وأ راد اميأ و ةيلها�àا مسق H¾ rstف ةيلها�àا #O تمسق ضرأ وأ راد اميأ

 م��سfgا مسق H¾ rstف م��سfgا اهكردا

Terjemahnya:  “Setiap rumah atau tanah yang dibagi pada masa 
jahiliyah maka ia adalah menurut pembagian masa 
jahiliyah setiap rumah atau tanah yang mengalami 
Islam dan belum dibagi maka ia adalah menurut 
pembagian Islam”. 

 
Fuqaha’ yang berpegang pada pendapat pertama adalah 

Ahmad Ibn Hanbal dan para pengikutnya. Golongan ini 
bersikukuh dengan pendapatnya karena adanya hadis Nabi 

 
164 Ibn Qudamah, op.cit., h. 370 
165 Ibid. 
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yang diriwayatkan dari jalur ‘Urwar dan Ibn Abu Mulaikah 
yang berbunyi; 

 É> وهف ء�rst i ملسا نم

Terjemahnya:  “Siapa yang Islam atas sesuatu maka sesuatu itu 
untuknya”. 

 
Selanjutnya golongan ini berpedoman kepada suatu kisah 

yang diriwayatkan dari Zaid ibn Qatadah yang berbunyi: 
“Suatu ketika seseorang dari keluarga saya yang belum Islam 
meninggal dunia. Yang mewarisinya adalah saudara 
perempuan saya yang belum Islam dan saya tidak ikut 
menerima warisan. Kemudian terjadi kematian kakek saya 
yang sudah Islam dan meninggalkan harta. Setelah itu saudara 
perempuan saya itu masuk Islam dan menuntut hak 
warisannya di depan Usman. Abdullah ibn Arqam 
menyampaikan kepada Usman bahwa Umar menetapkan 
bahwa siapa yang masuk Islam sebelum pembagian warisan 
maka ia akan mendapatkan haknya, makanya Usman 
menetapkan memberikan hak warisan tersebut”. 

Dari hadis di atas dan kisah yang menunjukkan Usman 
berbuat seperti itu diambil ketetapan oleh golongan pertama 
bahwa masuk Islam sebelum pembagian warisan dapat 
menimbulkan hak warisan; atau dengan arti dapat mencabut 
halangan kewarisan. Dalam hal ini kelihatannya golongan ini 
menganut pendapat bahwa kewarisan beralih semenjak 
pembagian dan bukan pada waktu terjadinya kematian 
pewaris. 

Namun dalam kasus merdeka setelah terjadinya kematian 
tampaknya golongan ini berubah prinsipnya tentang peralihan 
hak tersebut. Bagi golongan Ahmad dan pengikutnya ini bila 
seseorang berstatus hamba sahaya waktu terjadi kematian dan 
ia dimerdekakan sebelum pembagian harta warisan maka ia 
tetap tidak berhak menerima hak warisan sebagaimana tidak 
berhaknya hamba sahaya menerima warisan. Ibn Mas’ud 
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dalam satu riwayat mengatakan bahwa orang yang menjadi 
merdeka sebelum pembagian warisan itu mendapat hak 
warisan. Kelihatannya pendapat ini konsisten dengan 
pendapatnya bahwa peralihan status dapat mengubah hak dan 
hak warisan itu berlaku pada saat pembagian warisan.166 

Dari dua pendapat yang tidak berawal dari prinsip ini, 
meskipun masing-masing mencari landasan hadis Nabi, 
ternyata bahwa pendapat jumhur yang mengatakan bahwa 
masuk Islamnya seseorang tidak mengubah kedudukan 
haknya dalam kewarisan yaitu tetap tidak berhak, kiranya 
dapat dipertimbangkan, karena kalau dinyatakan ia akan 
berhak menerima warisan, masuknya ia dalam Islam 
diperkirakan mempunyai motivasi yang tidak ikhlas. Namun 
kalau alasannya itu didasarkan pada pertimbangan yang 
rasional dan dalam rangka menarik orang masuk Islam, 
kiranya pendapat Ahmad dapat dipertimbangkan pula. 

Terlepas dari pendapat pro dan kontra atas masuk 
Islamnya seseorang ahli waris sebelum pembagian harta 
warisan ini perlu ditetapkan prinsip yang harus diakui 
bersama apakah peralihan harta kepada ahli waris itu berlaku 
pada saat terjadinya kematian atau pada waktu melakukan 
pembagian warisan. Meskipun tidak ada petunjuk yang jelas 
dari Al-Qur’an, dan hadis Nabi tentang hal ini namun dengan 
melihat isyarat-isyarat yang ada dalam ayat kewarisan dan 
petunjuk dari hadis Nabi dapat disimpulkan bahwa kewarisan 
dalam Islam disebabkan oleh kematian. Tidak dinamakan 
kewarisan bila dilakukan peralihan hak itu sebelum kematian 
atau sesudah kematian dengan didahului keinginan dari yang 
memiliki harta. Kalau yang menjadi sebab adanya kewarisan 
itu adalah adanya kematian, maka tidak dapat dibantah bahwa 
peralihan hak secara syara’ berlaku saat setelah 

 
166 Amir Syarifuddin, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid, (Padang: Suryani Indah, 

1999), h. 52-55 
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berlangsungnya kematian, meskipun peralihan hak secara 
praktis baru dilakukan setelah pembagian warisan. 

Penetapan akan berlakunya hak itu diperlukan 
seandainya di antara ahli waris yang belum menerima bagian 
hak warisannya itu mati pula sebelum pembagian warisan. 
Dalam hal ini seandainya ia mati dan harta warisan belum 
dimilikinya, tidak ada persoalan yang timbul, karena haknya 
pada waktu terjadi pembagian harta warisan akan diterima 
oleh ahli warisnya. Inilah yang menimbulkan kewarisan secara 
munasakhat dalam fikih. Terdapatnya masalah munāsakhat 
dalam fikih mawaris menurut jumhur ahl al-sunnah merupakan 
suatu pengakuan bahwa peralihan hak kewarisan secara syara’ 
berlaku saat terjadinya kematian, meskipun peralihan praktis 
terjadi pada waktu pembagian. Dengan adanya kepastian 
seperti ini maka hal-hal yang timbul terhadap harta warisan, 
baik dalam bentuk pertambahan atau penyusutan dalam 
tenggang waktu antara kematian dan pembagian harta 
warisan dapat dirujukkan kepada kepastian tersebut. 
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BAB V 
AHLI WARIS DAN BAGIAN-BAGIAN 
AHLI WARIS 
 
 
 

Orang-orang yang telah memiliki hubungan kewarisan 
dengan pewaris dan telah memenuhi syarat menjadi ahli waris 
serta terlepas dari halangan kewarisan sebagaimana yang telah 
diuraikan sebelumnya, secara praktis dan disepakati menjadi ahli 
waris yang berhak berjumlah 25 orang atau posisi, yaitu 15 dari 
jenis laki-laki, 10 dari jenis perempuan. Di antara ahli waris laki-
laki yaitu anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, 
saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak saudara laki-
laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung 
(saudara dari ayah), paman seayah dari ayah, anak paman 
kandung, anak paman seayah dari ayah, suami atau duda dan yang 
memerdekakan budak. Adapun ahli waris perempuan di antaranya 
anak, cucu (anak perempuan dari anak laki-laki), ibu, ibu dari ayah, 
ibu dari ibu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, istri 
atau janda, dan perempuan yang memerdekakan budak. Ahli waris 
tersebut dibagi kepada beberapa kelompok ahli waris, di 
antaranya: 

A. Ahli Waris Ashabul Furudh 

Orang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dan 
langsung ditetapkan pula haknya secara jelas baik dalam Al-
Qur’an atau hadis Nabi SAW. Ahli waris ini disebut dengan 
ashabul furūdh. Ahli waris yang termasuk ke dalam kelompok 
ashabul furud ini di antaranya: 
1. Anak perempuan; ada dua kemungkinan bagian anak 

perempuan, mendapatkan bagian 1/2 kalau ia sendiri (dan 
tidak bersama anak laki-laki), 2/3 jika anak perempuan 

BAB 5 
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tersebut ada dua atau lebih dan tidak bersama anak laki-
laki. Dasar bagian anak perempuan ini adalah surat An-
Nisa’ ayat 11. 

2. Cucu perempuan; ada beberapa kemungkinan bagian 
untuk cucu perempuan, mendapatkan 1/2 kalau ia sendiri 
saja, 2/3 kalau ia ada dua orang atau lebih dan tidak 
bersama cucu laki-laki, kemudian di antara mereka berbagi 
sama banyak, 1/6 kalau bersamanya ada anak perempuan 
seorang saja. Dasar hak kewarisan cucu mendapatkan 
furūdh 1/2 dan 2/3 di atas adalah analog atau qiyas kepada 
anak perempuan. Adapun dasar bagian cucu 1/6 adalah 
hadis Nabi SAW. 

3. Ibu; bagian ibu ada tiga kemungkinan, di antaranya 1/6 bila 
ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau 
bersama dua orang saudara atau lebih, 1/3 jika ia tidak 
bersama anak atau cucu pewaris atau beberapa saudara 
tetapi bersama ayah saja, 1/3 dari sisa harta jika ibu 
mewarisi bersama ayah dan salah seorang suami istri. Dasar 
hak kewarisan ibu mendapatkan hak 1/6 dan 1/3 adalah 
surat An-Nisa’ ayat 11, sedangkan dasar hak kewarisan ibu 
mendapatkan 1/3 sisa harta adalah ijtihad ulama sahabat. 

4.  Ayah; sebagai ahli waris dzaul furūdh ayah memiliki dua 
kemungkinan, mendapatkan bagian 1/6 kalau ia bersama 
dengan anak atau cucu laki-laki, 1/6 dan kemudian 
mengambil sisa harta bila ia bersama dengan anak 
perempuan atau cucu perempuan. Dasar hak kewarisan 
ayah ini adalah QS. An-Nisa’ ayat 11 dan hadis Nabi yang 
diriwayatkan oleh Ibn Abbas di atas. 

5. Kakek, memiliki kemungkinan bagian yang sama dengan 
ayah karena ia pengganti ayah ketika ayah tidak ada. Kakek 
mendapatkan hak 1/6 jika bersamanya ada anak laki-laki 
atau cucu laki-laki dan mendapat hak 1/6 bagian, kemudian 
mengambil sisa harta jika ia bersama anak perempuan atau 
cucu perempuan. Dasar hak kewarisan kakek ini adalah 
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hadis Nabi SAW yang berbicara tentang hak kewarisan 
kakek. 

6. Nenek (ibu dari ibu dan ibu dari ayah). Nenek mendapat 
hak 1/6 baik ia sendirian atau lebih. Kalau nenek lebih dari 
seorang maka di antara mereka berbagi sama banyak. 
Kewarisan nenek ini adalah sebagai nenek bukan sebagai 
pengganti ibu yang bagiannya mengikuti apa yang berlaku 
pada ibu. Bagian nenek dalam keadaan apapun adalah 1/6. 
Ini merupakan pendapat jumhur ulama yang didasarkan 
kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Qubaishah 
bin Zueb yang membicarakan hak nenek.167  

7. Saudara perempuan kandung, memiliki dua kemungkinan 
bagian yaitu 1/2 jika ia hanya seorang saja dan tidak ada 
bersamanya saudara laki-laki; 2/3 jika ia ada dua orang atau 
lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki, 
kemudian di antara mereka berbagi sama banyak. Dasar 
hak kewarisan saudara perempuan kandung tersebut 
adalah surat An-Nisa’ ayat 176. 

8. Saudara perempuan seayah, memiliki beberapa 
kemungkinan bagian ½ jika ia seorang saja dan tidak ada 
bersamanya saudara laki-laki seayah, 2/3 jika ia ada dua 
orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki 
seayah, 1/6 jika ia bersama satu orang saudara perempuan 
kandung. Dasar hak kewarisan saudara perempuan seayah 
mendapat hak 1/2 dan 2/3 adalah QS. An-Nisa’ ayat 176 
dan mendapatkan hak 1/6 adalah hasil ijtihad ulama. 

9. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, memiliki 
dua kemungkinan bagian 1/6 jika ia hanya seorang dan 
mendapatkan hak 1/3 jika ia lebih dari seorang dan di 
antaranya berbagi sama banyak. Dasar hak kewarisan 
saudara seibu ini adalah surat An-Nisa’ ayat 12. 

10. Suami, memiliki dua kemungkinan bagian 1/2 jika tidak 
ada anak atau cucu ; 1/4 jika ada bersamanya anak atau 

 
167 Ibn Qudamah, op.cit., h. 299 
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cucu. Dasar hak kewarisan suami tersebut adalah surat An-
Nisa’ ayat 12. 

11. Istri, juga memiliki dua kemungkinan bagian 1/4 jika tidak 
ada anak atau cucu ; 1/8 jika ada bersamanya anak atau 
cucu. Dasar hak kewarisan istri juga terdapat dalam surat 
An-Nisa’ ayat 12. 

B. Ahli Waris Ashabah 

Orang-orang yang ditetapkan sebagai ahli waris tetapi 
haknya tidak dijelaskan secara pasti dalam Al-Qur’an atau 
hadis Nabi. Ahli waris inilah yang disebut dengan ahli waris 
ashabah. Ashabah merupakan ahli waris yang berhak 
mendapatkan sisa harta warisan setelah semua ahli waris 
ashabul furūdh mendapatkan bagian, dan dapat juga 
menghabisi seluruh harta warisan ketika tidak ada ahli waris 
ashabul furūdh, di samping tidak tertutup kemungkinan ahli 
waris ashabah menjadi ahli waris yang tidak memperolah harta 
warisan ketika harta telah habis oleh ahli waris ashabul furūdh. 
Oleh karena itulah, bagian atau hak kelompok ahli waris ini 
tidak dijelaskan secara pasti karena hak atau bagian mereka 
tergantung kepada posisinya dalam susunan ahli waris yang 
ada. Ulama di kalangan ahlus sunnah membagi ashabah ke 
dalam tiga bentuk yaitu ashabah bi nafsihi, ashabah bi ghairihi dan 
ashabah ma’a ghairihi. 168 

Ashabah bi nafsihi adalah ahli waris yang berhak 
mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, 
tanpa dukungan ahli waris yang lain. Ashabah bi nafsihi itu 
seluruhnya adalah laki-laki yang dihubungkan kepada pewaris 
melalui garis laki-laki juga, yang secara berurutan di antaranya 
adalah anak, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, saudara 
seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman 
kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak 
paman seayah. 

 
168 Al-Mahally, op.cit., h. 145 
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Sedangkan ashabah bi ghairihi (ashabah yang disebabkan 
oleh orang lain), maksudnya adalah seseorang yang sebenarnya 
bukan ashabah karena ia adalah perempuan. Namun karena 
ada bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi ashabah. 
Mereka sebagai ashabah berhak atas semua harta bila hanya 
mereka yang menjadi ahli waris, atau berhak atas sisa harta 
setelah dibagikan kepada ahli waris furūdh yang berhak. 
Kemudian di antara mereka berbagi dengan bandingan laki-
laki mendapat sebanyak dua bagian perempuan. Ahli waris 
yang termasuk ashabah bi ghairihi ini adalah; 
a. Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau 

anak laki-laki dari anak laki-laki 
b. Cucu perempuan bila bersama cucu laki-laki atau anak laki-

laki dari cucu laki-laki 
c. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki 

kandung 
d. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki 

seayah. 
Bentuk ketiga adalah ashabah ma’a ghairihi yang berarti 

ashabah karena bersama dengan orang lain. Orang yang 
menjadi ashabah ma’a ghairihi itu sebenarnya bukan ashabah, 
tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris yang juga 
bukan ashabah, ia dinyatakan sebagai ashabah sedangkan 
orang yang menyebabkannya menjadi ashabah itu tetap bukan 
ashabah. Ashabah ma’a ghairihi ini khusus berlaku untuk saudara 
perempuan kandung atau seayah pada saat bersamanya ada 
anak perempuan. Anak perempuan tersebut menjadi ahli waris 
furūdh sedangkan saudara perempuan menjadi ashabah. 

C. Ahli Waris Zawil Arham 

Kerabat yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris dalam 
Al-Qur’an atau hadis Nabi SAW dan tidak pula ditetapkan 
haknya. Mereka terkelompok ke dalam ahli waris zawil arhām. 
Zawil arhām berhak menerima warisan ketika dua kelompok 
sebelumnya tidak ada lagi. Tentang siapa-siapa ahli waris zawil 
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arhām itu, Al-Mahally di kalangan ulama Syafi’iyah 
mengelompokkannya menjadi 10 macam, yaitu: 
1. Ayah dari ibu, setiap kakek dan nenek yang bukan dzaul 

furūdh, termasuk ayah dari ayahnya ibu, ibu dari ayahnya 
ibu. 

2. Anak-anak dari anak perempuan, langsung atau melalui 
perantara baik laki-laki atau perempuan. 

3. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, baik 
kandung, seayah atau seibu. 

4. Anak-anak dari saudara perempuan kandung atau seayah 
atau seibu, baik laki-laki atau perempuan. 

5. Anak-anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu 
baik laki-laki atau perempuan. 

6. Paman seibu atau laki-laki yang seibu dengan ayah. 
7. Anak-anak perempuan dari paman, baik kandung atau 

seayah atau seibu. 
8. Saudara-saudara perempuan dari ayah, baik kandung, 

seayah atau seibu. 
9. Saudara-saudara laki-laki dari ibu, baik kandung, seayah 

atau seibu. 
10. Saudara-saudara perempuan dari ibu, baik kandung, 

seayah atau seibu.169 
Adanya celah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an 

dan Hadis Nabi yang memungkinkan adanya penjelasan 
tambahan berkenaan dengan kewarisan dan terbuka peluang 
bagi akal untuk mendalaminya menjadikan hukum kewarisan 
itu banyak dibicarakan oleh ulama. Perbedaan pendapat di 
kalangan ulama mujtahid dalam menginterpretasikan ayat-
ayat farāidh bukan hanya disebabkan tidak adanya petunjuk 
penyelesaian dalam Al-Qur’an, tetapi juga dikarenakan adanya 
lafaz dalam ayat farāidh yang mungkin menimbulkan keraguan 
dalam mengartikannya. Usaha memecahkan keraguan itu pada 
akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para 

 
169 Ibid 



 154 

mujtahid. Rumusan yang dapat dihasilkan oleh mujtahid 
dalam penyelesaiannya pun akan berlainan atau bahkan 
menyimpang dari dasar dan petunjuk yang telah ada. Hal inilah 
yang menimbulkan munculnya beberapa masalah dalam 
penyelesaian kewarisan, yang membutuhkan sebuah kebijakan 
hukum. Dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan 
beberapa bentuk kebijakan hukum dalam menyelesaikan 
pembagian harta warisan dalam Islam. 
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BAB VI 
KEBIJAKAN HUKUM DALAM 
PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM 

 
 
 

A. Pengertian Kebijakan Hukum 
Istilah kebijakan hukum merupakan rangkaian kata yang 

terdiri dari kata kebijakan dan hukum. Dalam istilah hukum, 
kebijakan (policy) adalah istilah yang tampaknya telah 
disepakati bersama. Kata kebijakan berasal dari kata bijak yang 
arti dasarnya adalah selalu menggunakan akal budi, pandai 
dan mahir. Adapun ketika kata bijak diberi awalan ke dan 
akhiran an menjadi kebijakan secara etimologi berarti 
kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Dalam pengertian 
yang lebih sempurna lagi kebijakan berarti rangkaian konsep 
dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara 
bertindak, yang dapat diterapkan pada pemerintahan, 
organisasi, kelompok sektor swasta atau individu. Juga dapat 
berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud 
sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha 
mencapai sasaran atau garis haluan.170 Dalam pengertian ini 
kebijakan berarti hanya suatu pedoman yang didasari oleh 
kepandaian atau kemahiran dalam melakukan tindakan yang 
paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan, bukan 
dalam artian aturan yang sifatnya memaksa atau melarang 
suatu perilaku. Inilah yang membedakan kebijakan dengan 
peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau 
melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang 

 
170 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet. ke-4,h. 57-58. Lihat juga 

Depeartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1990), cet. Ke-3, h. 115 
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mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan 
hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin 
memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan dapat berbentuk 
keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh 
pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan 
berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan 
aturan-aturan keputusan. Kebijakan dapat pula merujuk pada 
proses pembuatan keputusan-keputusan organisasi, termasuk 
identifikasi berbagai alternatif pemilihannya berdasarkan 
dampaknya untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.171 

Pengertian lain tentang arti kebijakan dikemukakan oleh 
beberapa ahli di antaranya Wayne Persons yang mengatakan 
bahwa makna modern dari sebuah kebijakan dalam Bahasa 
Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang 
mengandung tujuan politik, yang berbeda dengan 
administrasi. 172 Kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu 
yang tidak disengaja, tetapi ia tetap dilaksanakan dalam 
implementasi atau praktik administrasi. Kebijakan dalam 
pandangan Wayne Persons merupakan sebuah rationale, 
sebuah manifestasi dari penilaian yang penuh dengan 
pertimbangan. Sebuah kebijakan adalah usaha untuk 
mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. 

Dari beberapa definisi “kebijakan” yang dikemukakan 
oleh para ahli di atas dapat dirumuskan bahwa “kebijakan” 
adalah serangkaian konsep, dan asas yang menjadi pedoman 
untuk melakukan tindakan guna memecahkan atau 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yang mesti 
diikuti dan dilakukan oleh pembuat kebijakan sehubungan 

 
171 Sering diperdebatkan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ini 

terjadi, karena dua kata ini, sama-sama belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam 
pengertian, kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya. Namun, kebijakan 
adalah formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan 
digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan).  

172 Wayne Persons, Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, (Jakarta: 
Kencana, 1014) Cet.ke-5,h.14 
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dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, dengan mencari 
peluang dan kesempatan berupa pertimbangan yang 
didasarkan kepada suatu nilai atau beberapa penilaian 
terhadap faktor-faktor situasional untuk mencapai tujuan 
tertentu dan sasaran yang diinginkan. Secara praktis kebijakan 
merupakan sesuatu yang tidak disengaja tetapi tetap 
dilaksanakan dalam implementasi dan praktik administrasi 
yang muncul dari sebuah kewenangan. Artinya, kebijakan 
hanya dapat dilakukan oleh karena adanya kewenangan yang 
melekat pada seseorang. 

Adapun makna “hukum” secara etimologi adalah 
peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat 
yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). 
Di samping itu hukum juga berarti undang-undang, peraturan 
yang mengatur pergaulan hidup masyarakat.173 

Sampai saat ini, belum ada pemahaman yang sama di 
kalangan intelektual hukum tentang pengertian hukum, 
namun secara umum telah disepakati bahwa ada karakteristik 
yang menjadi syarat mutlak dari ketentuan yang kemudian 
bisa dikatagorikan sebagai sebuah produk hukum. Maksudnya 
adanya unsur perintah dan atau larangan adanya unsur 
memaksa (pemberian sanksi bagi pelanggarnya) adanya unsur 
untuk ketertiban, dan adanya kewenangan dari pembuat 
aturan. 

Apabila terdapat suatu ketentuan yang tidak mengandung 
unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka patut 
diragukan apabila produk tersebut dapat disebut sebagai 
hukum. Contoh hukum adalah, “barang siapa yang telah 
mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka terhadap 
kerugian tersebut bagi pembuatnya diwajibkan memberikan 
ganti kerugian”. Terdapat unsur (larangan) membuat 
kerugian, bagi pembuat diharuskan (unsur memaksa) 

 
173 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet.ke-3, h.41 
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memberikan ganti kerugian, maksud larangan dan pemberian 
ganti kerugian untuk adanya ketertiban. 

Menurut Immanuel Kant 174 dalam tulisannya lebih dari 
175 tahun yang lalu, mengatakan bahwa hampir semua ahli 
hukum yang memberikan definisi berbeda tentang hukum. Ini 
setidak-tidaknya untuk sebagian disebabkan hukum dilihat 
dari berbagai segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum 
dapat dilihat dari berbagai segi dan cakupannya juga luas 
sehingga tidak mungkin orang menjatuhkannya dalam satu 
rumusan secara memuaskan. 

Dari beberapa pengertian hukum di atas dapat 
dirumuskan bahwa hukum adalah seperangkat aturan atau 
ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam 
masyarakat yang mesti ditaati oleh masyarakat tersebut juga 
menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan 
tugasnya. Yang dimaksud dengan hukum yang telah 
ditetapkan itu adalah hukum yang berlaku, yakni berlaku di 
suatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula. 175 

Dengan rumusan arti kebijakan dan hukum sebagaimana 
yang diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa kebijakan 
hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi 
pedoman untuk melakukan tindakan guna memecahkan atau 

 
174 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta; Sinar Grfika, 2011), Cet.ke-2, h. 9 
175 Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana diartikan peraturan-peraturan atau 

seperangkat norma yang mengatur tingkah laku mansuia dalam suatu masyarakat, baik 
peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan 
oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, 
mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum 
Barat. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh 
manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam 
konsepsi hukum perundang-unangan Barat, yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan 
manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. 

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain di antaranya adalah konsepsi hukum Islam. 
Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan 
manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat tetapi juga mengatur hubungan 
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia 
dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam 
sekitarnya. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 
di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-11, h.43-44 
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menyelesaikan permasalahan yang tidak mungkin 
diselesaikan dengan hanya berpegang kepada hukum karena 
adanya hambatan-hambatan tertentu. Sebelum ia masuk ke 
dalam fasal hukum maka disebut dengan kebijakan hukum, 
akan tetapi jika ia telah menjadi sebuah fasal hukum maka 
tidak lagi dinamakan kebijakan hukum. Adanya kebijakan 
hukum ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan 
sasaran yang diinginkan. 

Kepastian apakah suatu ketentuan merupakan suatu 
ketentuan hukum yang berlaku atau bukan, menentukan 
apakah seseorang penguasa atau aparat hukum yang 
menghadapi perubahan kehidupan dalam masyarakat perlu 
melakukan kebijakan hukum atau tidak. Hal ini disebabkan 
karena dalam kehidupan masyarakat berlaku berbagai 
ketentuan misalnya ketentuan sopan santun, ketentuan moral, 
ketentuan agama dan ketentuan hukum. Seorang petugas 
hukum hanya akan melakukan kebijakan hukum bila ia 
menghadapi suatu kesukaran yang timbul karena adanya 
ketidaksesuaian antara ketentuan hukum, yang telah 
ditetapkan atau yang harus dilakukan, dengan kenyataan 
kehidupan masyarakat yang dihadapinya. 

Kebijakan176 dan politik (setidaknya di Inggris) menjadi 
istilah yang sama sekali berbeda. Bahasa dan retorika kebijakan 
menjadi instrumen utama rasionalitas politik. Sebagaimana 
yang diungkapkan Lasswell, dalam kutipan Wayne Persons : 

Kata kebijakan umumnya dipakai untuk menunjukkan 
pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan 
organisasi atau privat. Kebijakan bebas dari konotasi yang 
dicakup dalam kata politik (political) yang seringkali 
diyakini mengandung makna keberpihakan.177 

 
176 Makna kebijakan juga harus dipahami dalam konteks historis. Pasalnya, sebagai 

makna konsep publik makna kebijakan senantiasa berubah, ini juga menunjukkan 
perubahan-perubahan dalam praktek kebijakan. Kekuasaan tak dapat dipertahankan hanya 
dengan kekuatan paksa (force), kekuasaan memerlukan kebijakan (policy) dan policy 
menunggangi kesadaran. 

177 Ibid., h. 17 



 160 

Sekalipun ada beberapa ahli yang membedakan antara 
kebijakan dengan politik namun ada juga ahli hukum yang 
mendekatkan kedua kata tersebut. Hal ini terlihat dari 
beberapa literatur yang banyak membahas persoalan kebijakan 
sebagai bagian dari politik hukum. Politik hukum, menyelidiki 
perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada 
hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-
syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Dapat dikatakan 
bahwa kebijakan hukum merupakan bagian dari politik 
hukum. 

Kata kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi 
yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan 
dan menetapkan hukum yang telah ada dan akan dilakukan, 
tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu 
masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum itu merupakan 
pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu 
saat berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit 
banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi 
kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara 
efektif dalam mengatur kehidupan mereka. 

A. Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Kebijakan Hukum 
Berdasarkan rumusan kebijakan hukum sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan juga beberapa 
prinsip dan atau karakteristik dari sebuah kebijakan hukum, di 
antaranya: 
1. Kebijakan hukum yang diambil itu berada dalam masalah 

ijtihadiyah. Dalam masalah yang bukan merupakan 
lapangan ijtihad maka tidak berlaku adanya kebijakan 
hukum. 

2. Kebijakan hukum itu tidak bertentangan dengan prinsip 
hukum atau dengan hukum yang kedudukan hukumnya 
lebih tinggi. 

3. Kebijakan hukum bersifat mengompromikan antara 
kepentingan dan keinginan yang berbeda. 



 161 

4. Setelah kebijakan hukum diterima oleh pembuat hukum 
maka kebijakan hukum itu tidak diperlukan lagi. Jadi, 
kebijakan hukum itu menunggu kesedian hukum untuk 
menerima menjadi hukum (sifatnya sementara). 

5. Mempunyai kebijakan berarti memiliki alasan atau 
argumen yang mengandung klaim bahwa pemilik 
kebijakan memahami persoalan berserta solusinya. 
Kebijakan mengemukakan apa yang sedang terjadi dan apa 
yang seharusnya dilakukan. Sebuah kebijakan memberikan 
semacam teori yang mendasari klaim legitimasi. 

6. Dalam masyarakat yang tidak terlalu terikat oleh nilai-nilai 
agama, politisi sebagai pembuat kebijakan membuat sebuah 
kebijakan berdasarkan pertimbangan rasional atas fakta-
fakta . 

7. Kebijakan bukan sekedar menghasilkan efek perubahan 
dalam kondisi masyarakat, kebijakan juga menyatukan 
orang lain dan mempertahankan ketertiban negara. 
Misalnya, sebuah kebijakan pemerintah untuk memerangi 
kemiskinan mungkin tidak akan berdampak signifikan bagi 
si miskin tetapi ini membuat orang bermoral. Orang kaya 
dan orang miskin berpandangan bahwa pemerintah 
memperhatikan orang miskin.178 

8. Kebijakan terkait erat dengan penggunaan beragam teknik 
untuk meningkatkan atau merasionalkan proses 
pembuatan kebijakan. Tujuan utama kebijakan adalah 
membantu pembuat keputusan untuk membuat pilihan 
yang lebih baik ketimbang yang dibuat pihak lain. Hal ini 
dilakukan dengan tiga tahap: 
a. pertama; penemuan, yakni usaha untuk menemukan 

alternatif yang memuaskan dan terbaik di antara 
alternatif-alternatif yang tersedia.  

 
178 Wayne Persons, op.cit., h.614 
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b. kedua; penerima, yakni membuat temuan itu agar bisa 
diterima dan dimasukkan ke dalam kebijakan atau 
keputusan 

c. ketiga; implementasi; yakni menerapkan keputusan 
kebijakan tanpa ada perubahan terlalu banyak yang bisa 
membuat alternatif itu menjadi tidak memuaskan.179 

B. Sebab dan Alasan Adanya Kebijakan Hukum 
Adanya sebuah kebijakan hukum memiliki sebab dan 

alasan tertentu yang menimbulkan perubahan dalam dalam 
ketentuan yang telah ada. Sebab dan alasan tersebut di 
antaranya:  
1. Membuat kebijakan hukum untuk melakukan perubahan 

hukum yang berlaku (ius constitutum) menjadi hukum yang 
seharusnya (ius constituendum) dalam rangka memenuhi 
perubahan kehidupan dalam masyarakat. Hukum yang 
telah berlaku dianggap tidak dapat memenuhi perubahan 
yang terjadi dalam masyarakat. Secara jelasnya dapat 
dikatakan bahwa kebijakan itu dilakukan ketika 
berbenturan dengan yang umum atau yang lazim. 

2. Kebijakan dibuat karena adanya kesukaran yang timbul 
dalam melaksanakan hukum yang ada. Kesukaran itu 
terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara ketentuan 
hukum yang telah ditetapkan atau yang harus dilakukan 
dengan kenyataan kehidupan masyarakat yang dihadapi. 

3. Adanya perbenturan antara menetapkan hukum 
berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan rasa keadilan 
masyarakat yang sudah berlaku. Hukum pada saat itu 
berdasarkan tuntutan. Rasa keadilan masyarakat juga harus 
begitu. Tetapi berdasarkan itu tidak mungkin karena 
berbenturan dengan kedudukan hukum yang lebih tinggi. 
Untuk mempertemukan dua hal itulah alasan adanya 
kebijakan hukum.  

 
179 Ibid., h. 57 
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C. Beberapa Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian 
Kewarisan Islam 

Rasa keadilan masyarakat menghendaki sesuatu hukum, 
tetapi pembuat hukum tidak siap menerima rasa keadilan 
masyarakat itu. Mana yang baik dianggap oleh masyarakat itu 
belum bisa diterima pembuat kebijakan hukum karena 
berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pada 
saat itulah muncul kebijakan hukum sebagai solusi untuk 
menjembatani kehendak masyarakat atau umat berdasarkan 
keadilan menurut pembuat hukum. Contoh praktis yang 
berlaku di negara Islam dan negara lain berkenaan kebijakan 
hukum itu adalah pembuat hukum menetapkan pemilihan 
kepala daerah itu adalah oleh perwakilan di DPRD. Namun 
dalam kenyataannya kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh 
persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon 
terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh 
suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara 
sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar 
dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak ada 
yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara 
sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 
pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara 
terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan 
calon terpilih. 

Ketetapan yang dibuat itu sebenarnya telah menyimpang 
karena dilakukan melalui pemilihan langsung, namun 
kesalahan itu telah dirasakan lama oleh masyarakat sehingga 
dianggap itulah yang adil oleh masyarakat. Rasa keadilan 
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masyarakat itu telah berubah karena telah dijalankan dalam 
masa yang begitu panjang. Hal ini mengakibatkan adanya 
tuntutan-tuntutan untuk mencabut undang-undang, mesti 
dilakukan agar pemilihan kepala daerah dapat dilakukan 
secara langsung. Akan tetapi menurut pembuat hukum tidak 
demikian adanya. Inilah yang menyebabkan dibuatnya 
Peraturan Pemerintah tentang PILKADA yang dibuat oleh 
lembaga legislatif sebagai sebuah bentuk kebijakan hukum. 
Kebijakan hukum pengganti undang-undang sebagai solusi 
bagi DPR dengan rasa keadilan yang dikemukakan oleh 
masyarakat. Kebijakan hukum itu sewaktu-waktu dapat 
menjadi undang-undang, jika Peraturan Pemerintah pengganti 
undang-undang disetujui oleh MPR maka kebijakan hukum 
tersebut akan menjadi undang-undang namun selama belum 
disetujui oleh MPR akan tetap menjadi kebijakan hukum. 

Contoh lain yang terjadi di dunia Islam adalah keputusan 
Mahkamah Agung tentang ahli waris yang berbeda agama. 
Hukum mengatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama 
tidak menerima warisan karena ahli waris berbeda agama itu 
menurut hukum yang digunakan menyalahi syarat yang 
ditetapkan oleh hadis Nabi SAW. Namun untuk mengubah hal 
itu dengan cepat tidak mungkin, karena akan terjadi penolakan 
oleh umat Islam jika orang yang berbeda agama itu dinyatakan 
akan menerima warisan sebagaimana ahli waris yang lain. Di 
samping itu rasa keadilan masyarakat juga menuntut ahli waris 
yang berbeda agama itu mendapat bagian dalam harta warisan 
dan menunut ketentuan hukum itu dijadikan undang-undang. 
Akan tetapi jika itu dijadikan hukum akan berbenturan dengan 
hukum yang lebih tinggi yaitu hukum Islam. Sebagai solusi 
untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat tanpa menyalahi 
undang-undang (hukum yang lebih tinggi) dan tanpa 
berlawanan dengan prinsip yang tidak mungkin diubah maka 
Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan bahwa mereka 
diberi hak dari harta peninggalan tetapi tidak dalam bentuk 
warisan. Dengan solusi seperti ini semua pihak merasa menang. 
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Yang menuntut persamaan hak merasa menang dan yang tetap 
mengatakan terhalang juga merasa menang karena tidak ada 
yang terlanggar. Bentuk kebijakan hukum seperti ini 
merupakan putusan yang bisa diterima semua pihak, dan 
semua pihak merasa menang. 

Contoh yang terjadi di dunia Islam juga adalah dalam 
masalah pencatatan perkawinan dan batas usia dalam 
pernikahan. Dalam ketentuan hukum Islam tidak ada 
pencatatan perkawinan dan tidak ada batas umur perkawinan. 
Dua ketentuan ini tidak diatur di dalam fikih. Namun rasa 
keadilan masyarakat (kemashlahatan) menuntut perkawinan 
itu harus dicatat dan yang akan kawin itu harus memenuhi 
batas usia yaitu telah dewasa. Jika dibuat undang-undang 
tentang diprasyaratkan adanya pencatatan perkawinan dan 
diprasyaratkan adanya batas usia perkawinan berarti akan 
menimbulkan keberatan-keberatan di kalangan ulama fikih. 
Cara mengatasi hal tersebut, bukan dengan cara membuat 
undang-undang secara langsung tetapi dibuat Peraturan 
Pemerintah:  
1. Sengketa perkawinan tidak boleh diselesaikan di wilayah 

Pengadilan Agama kecuali perkawinannya itu tercatat oleh 
instansi resmi. 

2. Pencatat perkawinan (KUA) tidak boleh mengeluarkan 
surat terjadinya perkawinan itu bila pengantin tidak 
memenuhi ketentuan batas umur perkawinan.180 
Dengan dua ketentuan yang didasarkan kepada Peraturan 

Pemerintah tersebut itulah yang dinamakan dengan kebijakan 
hukum sebagai solusi menjawab dua permasalahan di atas. 
Kebijakan tersebut tidak mengubah undang-undang namun 
secara praktis telah terlaksana. 

Contoh lain, seperti yang diterapkan di Mesir, berkenaan 
dengan warisan adalah cucu yang ayahnya meninggal lebih 

 
180 Noel J.Coulson, A History of Islamic Law, (Edinburg: Edinburg University Press, 

1978), h. 40 
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dahulu dalam ketentuan fikih ia tidak dapat menerima warisan. 
Alasannya karena ia terhijab oleh anak atau saudara dari ayah 
pewaris. Namun rasa keadilan menuntut bahwa ia sangat 
pantas menerima hak dari harta warisan sebagai pengganti 
ayahnya. Maka diupayakan sebuah cara atau solusi dengan 
tidak mengubah ketentuan undang-undang namun rasa 
keadilan masyarakat dapat tertampung di dalamnya. Salah satu 
bentuk yang dilakukan mujtahid adalah dengan memberikan 
wasiat wajibah untuk cucu tersebut. Inilah yang dinamakan 
dengan sebuah kebijakan, karena mujhatid belum berani 
menempatkan cucu di sini sebagai ahli waris yang berhak 
disebabkan ia termasuk ahli waris yang mahjub.181 

 Contoh lain dalam masalah wasiat wajibah. Orang tua dan 
anak angkat menurut ketentuan hukum Islam tidak berhak 
menerima warisan, karena tidak memenuhi sebab-sebab 
hubungan kewarisan. Tetapi dalam kasus tertentu siapa pun 
akan mengatakan bahwa anak angkat atau orang tua angkat itu 
mesti menerima pembagian dari harta yang ditinggalkan 
pewaris. Kalau yang diberikan adalah harta warisan dalam arti 
mereka dinyatakan ahli waris yang sah maka hal itu melanggar 
hukum. Oleh karena itu digunakanlah kebijakan hukum 
dengan memberikan harta kepada mereka dalam bentuk wasiat 
bukan dengan nama warisan. Pemberian dengan nama wasiat 
tersebut karena sifatnya ikhtiyāri bukan ijbāri (disebabkan ada 
yang sempat melakukan wasiat dan ada juga yang tidak). Oleh 
karena itu untuk mengungkapkan hal itulah adanya wasiat 
wajibah. Walaupun sifatnya adalah kebijakan hukum tetapi 
formatnya sudah dalam bentuk Undang-undang. Penggunaan 
Undang-undang itu sendiri adalah kebijakan hukum. 

 
181 Dalam kewarisan di Indonesia, cucu dalam persoalan ini adalah sebagai pengganti 

ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu (sebagaimana diatur dalam pasal 185 KHI). 
Cucu hanya terhijab oleh orang yang menghubungkannya kepada pewaris dan tidak terhijab 
oleh saudara ayahnya yang lain. Sehingga dalam ketentuan ini, cucu berhak mendapatkan 
warisan sebagai ahli waris pengganti, baik ayahnya yang telah meninggal itu muslim atau 
non muslim, karena yang dilihat dalam hubungan sebab mewarisi di sini adalah hubungan 
cucu dengan pewaris. 
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Uraian di atas merupakan gambaran dari beberapa bentuk 
kebijakan hukum yang pernah dibuat oleh pembuat hukum 
atau mujtahid sebagai sebuah solusi untuk menjawab 
permasalahan yang timbul disebabkan adanya perbenturan 
antara ketentuan hukum dengan keadaan yang ada dalam 
kenyataan. Artinya, baik di dunia Islam atau di luar Islam 
kebijakan hukum telah digunakan juga oleh para pembuat 
hukum atau para mujtahid sebelumnya. Demikian juga halnya 
dalam penyelesaian beberapa persoalan kewarisan yang 
termasuk masalah ijtihādiyah, yang lebih bersifat tathbiqy 
(penerapan hukum) dan dalam penerapannya perlu 
memperhatikan dan mempertimbangkan niai-nilai keadilan 
yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat di mana 
hukum tersebut dilaksanakan, juga memerlukan kebijakan 
hukum. Di antara masalah penyelesaian warisan yang bersifat 
ijtihadiyah, yaitu masalah yang diselesaikan menyimpang dari 
ketentuan yang berlaku secara umum, dengan mengambil 
kebijakan tertentu yang disebabkan alasan tertentu pula yaitu: 
1. Kebijakan hukum ketika terjadi perbenturan antara 

tuntutan suatu ketentuan dengan kenyataan yang berlaku 
(dengan keadaan yang berlaku menurut kenyataan).  

Dalam menyelesaikan pembagian harta warisan ada 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Apabila 
dalam suatu kasus pembagian warisan ahli waris hanya 
terdiri dari dzaul furūdh saja, ada tiga kemungkinan yang 
terjadi, di antaranya: 
a. Bagian yang diterima ahli waris tepat persis dengan 

harta warisan yang dibagi. Jika terjadi pembagian 
warisan seperti ini, tidak menimbulkan permasalahan 
karena jumlah furūdh tersebut sama banyak dengan 
jumlah harta warisan, sehingga setelah diadakan 
pembagian warisan, setiap ahli waris yang berhak atas 
furūdh-nya telah mendapatkan haknya sesuai dengan 
furūdh itu dan harta warisan pun terbagi habis. Dalam 
sebuah contoh kasus kewarisan, ahli waris yang ada 
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suami (duda) dengan furūdh 1/2, ibu dengan furūdh 1/3 
dan seorang saudara seibu dengan furūdh 1/6. Jumlah 
keseluruhan furūdh adalah 6/6, sedangkan harta 
warisan juga berjumlah 6/6. 

b. Terjadi kekurangan harta ketika bagian dzaul furūdh 
muqaddarah dilaksanakan apa adanya. Hal ini terjadi 
ketika furūdh itu lebih besar dari keadaan harta warisan 
sehingga setelah diadakan pembagian, harta warisan 
sudah habis, sedangkan ahli waris masih ada yang 
belum mendapatkan haknya sesuai dengan furūdh yang 
mesti ia terima. Permasalahan seperti ini dikenal dengan 
‘aul. 

c. Terjadi kelebihan harta karena ahli waris dzaul furūdh 
hanya sedikit sedangkan bagian penerimaannya juga 
sedikit. Ketika dijumlahkan furūdh lebih sedikit dari 
persediaan harta warisan, sehingga setelah masing-
masing mengambil hak sesuai dengan furūdh-nya, harta 
masih bersisa. Persoalan ini dinamakan dengan radd.  
Dalam contoh yang dikemukakan di atas, tidak ada 

permasalahan yang timbul dalam bentuk pertama karena 
jumlah harta dan pembagian seimbang. Namun dalam 
bentuk kedua dan ketiga, para ulama menghadapi masalah 
bagaimana mencukupkan harta pada bentuk kedua dan 
akan dikemanakan kelebihan harta dalam bentuk ketiga. 
Dua permasalahan terakhir akan diuraikan dalam 
pembahasan khusus tentang kekurangan dan kelebihan 
harta warisan. 
a. Masalah ‘Aul 

‘Aul secara lughah berarti meninggi, meningkat dan 
melampaui batas. Secara istilah ‘aul berarti adanya 
tambahan dalam kumpulan saham dari asal masalah 
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atau adanya kekurangan yang terjadi dalam bagian ahli 
waris.182 

Masalah ‘aul terjadi karena jumlah furūdh dari 
beberapa orang ahli waris yang terkelompok pada satu 
kasus ternyata melebihi harta yang ada dengan arti 
harta tidak mencukupi untuk memenuhi furūdh-furūdh 
tersebut. Dalam contoh kasus ahli waris adalah saudara 
perempuan dengan furūdh ½ suami dengan furūdh 1/2 
dan ibu dengan furūdh 1/3. Furūdh-furūdh tersebut 
adalah pasti karena begitu yang disebutkan dalam Al-
Qur’an. Namun dalam susunan seperti ini jumlah 
furūdh akan menjadi 1/2+1/2+1/3=3/6+2/6= 8/6. 
Dalam kasus tersebut ada kekurangan harta sebanyak 
2/6. Kalau dibagikan secara langsung berurutan dari 
saudara perempuan dan suami, harta telah habis 
sedangkan ibu yang berhak mendapat 1/3 tidak 
mendapatkan apa-apa. Hal tersebut menyalahi 
ketentuan faraid. Kalau kekurangan itu dibebankan 
secara merata kepada semua ahli waris, pasti jumlah 
furūdh yang akan diterimanya, tidak sesuai dengan 
furūdh yang ditentukan. Hal ini menyalahi ketentuan 
furūdh pula.  

Bentuk perbenturan yang ada dalam masalah ‘aul 
adalah bahwa menurut ketentuan hukum ahli waris itu 
diberi hak sesuai dengan hak yang telah ditetapkan. 
Jika dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, 
terdapat beberapa ahli waris dzul furūdh, maka seluruh 
furūdh-furūdh itu harus dijumlahkan. Ternyata dalam 
penjumlahan itu, dalam keadaan yang tidak bisa 
ditentukan, jumlah furūdh melebihi dari jumlah harta 
yang ditentukan, dalam arti harta itu tidak terbagi habis 
dan beberapa ahli waris belum atau tidak menerimanya 

 
182 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), 

Juz.10,h. 7819 
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sesuai dengan yang ditentukan. Inilah yang terjadi 
dalam kenyataan, karena pemberian hak waris kepada 
ahli waris itu secara perorangan. Pada saat inilah 
ditemukan persoalan adanya kekurangan harta dalam 
penyelesaian pembagian warisan dan dari mana akan 
diambil kekurangan tersebut. Kalau seandainya 
diambilkan dari ahli waris yang ada, dengan 
mengurangi hak mereka yang ada maka mereka akan 
menerima hak waris tidak sesuai dengan apa yang telah 
ditetapkan Al-Qur’an dan hadis. Dalam Al-Qur’an hak 
waris yang ada itu adalah 1/6, tidak ada yang 
menerima 1/7, 1/9, 1/13 dan lainnya. Namun jika tidak 
dilakukan ‘aul juga tidak bisa diselesaikan pembagian 
warisan itu. Dalam kondisi yang serba salah inilah yang 
menyebabkan adanya perbenturan antara menjalankan 
ketentuan yang telah ada dengan keadaan yang berlaku 
dalam kenyataan. Tidak ada jalan lain yang ditempuh 
oleh ulama selain mengambil kebijakan. Akan tetapi 
karena kebijakan itu didasarkan kepada ijtihad dan 
ijtihad ulama itu juga berbeda-beda maka kebijakan 
yang dihasilkan juga berbeda-beda. 

Dalam menghadapi masalah ini Umar ibn Al-
Khaththab sebagai seorang sahabat yang pertama 
menggunakan teori ini, menetapkan kebijakan hukum 
bahwa kekurangan kadar harta itu dibebankan kepada 
masing-masing yang berhak berdasarkan kadar 
perbandingan furūdh mereka sehingga hak mereka 
menjadi berkurang secara adil. Kekurangan bagian 
masing-masing terjadi karena asal masalah atau 
penyebut pecahannya menjadi meningkat. 
Meningkatkan asal masalah itu disebut dengan istilah 
‘aul.183 Kebijakan hukum yang diambil oleh Umar ibn 

 
183 Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Durr al-Muhtar, (Mesir: Mustafa al-

Babiy al-Halabiy,1966), Jil.VI, h.786 
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Al-Khaththab ini diikuti oleh mayoritas ahli fikih yang 
disebut jumhur ulama.  

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ‘aul itu 
merupakan kebijakan yang berasal dari Zaid Ibn Tsabit 
yang kemudian diikuti oleh Umar. Ada pula yang 
mengatakan berasal dari Ali. Namun yang jelas, 
penyelesaian secara ‘aul itu itu dijalankan oleh jumhur 
ulama termasuk imam mujtahid yang berempat bahkan 
ada yang menukilkan yang demikian telah menjadi 
ijma’ ulama.184 

Adapun Ibn Abbas mengemukakan kebijakan 
hukum yang berbeda dengan Umar ibn Al-Khaththab. 
Menurut Ibn Abbas, Umar mengambil kebijakan seperti 
itu karena Umar tidak tahu bagaimana cara mengatasi 
kekurangan saham. Kalau dibagikan secara berurutan 
yang belakangan tidak akan mendapat. Seandainya 
Umar mengetahui siapa di antara ahli waris itu yang 
harus didahulukan dan siapa yang dikemudiankan 
tentu tidak akan ada masalah.185  

Kebijakan hukum yang dikemukakan oleh Ibn 
Abbas dalam menyelesaikan masalah di atas, agar tidak 
terjadi ‘aul, adalah dengan menjelaskan bahwa di 
antara ahli waris itu ada yang harus didahulukan dan 
dikemudiankan. Prioritas ini ditentukan oleh keadaan 
ahli waris itu sendiri. Orang-orang yang harus 
didahulukan adalah ahli waris yang hanya 
mendapatkan furūdh tertentu dan tidak ada 
kemungkinan berubah menjadi asabah. Sedangkan 
yang harus dikemudiankan adalah ahli waris furūdh 
yang dapat menjadi ashabah waktu mewarisi bersama 
saudara laki-lakinya. Dalam kasus contoh tersebut di 
atas, yang didahulukan adalah suami yang mendapat 

 
184 Amir Syarifuddin, Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid, (Padang:IAIN IB Press, 

1999), Cet.ke-1, h. 62 
185 Ibid. 
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1/2 dan Ibu yang mendapat 1/3. Kemudian baru 
diberikan kepada saudara yang akan mendapat 
seberapa yang tinggal karena seandainya ia didampingi 
oleh saudaranya yang laki-laki ia tidak akan dapat lebih 
dari itu.186 

Di kalangan ulama mujtahid yang mengikuti 
kebijakan Ibnu Abbas adalah Daud Az-Zahiri karena 
pendapat inilah yang dapat melakukan pemahaman 
menurut lahir lafaz. Ini adalah satu di antara beberapa 
kebijakan Ibn Abbas yang berbeda dari Jumhur Ulama 
yang diikuti oleh ulama Zahiri. Memang sulit 
menyelesaikan permasalahan ini secara adil tanpa 
melalui ‘aul.187 Ulama Zahiri ini (yang juga berpendapat 
tidak berkurangnya furūdh ibu menjadi 1/6 oleh dua 
orang saudara) pernah dijebak dengan masalah ahli 
waris yang terdiri dari suami, Ibu, dan dua orang 
saudara seibu. Di antara ahli waris yang ada ini tidak 
ada yang dapat diakhirkan pembagiannya. Persolaan 
ini memang menempatkan golongan ini pada posisi 
yang serba salah. Jika diselesaikan menurut ketentuan 
umum tentang furūdh penyelesaiannya adalah sebagai 
berikut: 
• Suami mendapat 1/2 karena tidak ada anak 
• Ibu mendapat 1/3 karena tidak ada anak dan 

beberapa saudara 
• Dua orang saudara seibu mendapatkan 1/3 

Dari jumlah furūdh-furūdh ini terdapat kekurangan 
sebanyak 1/6. Kalau seandainya kekurangan 1/6 itu 
dibebankan kepada ibu sehingga bagian ibu menjadi 
1/6 berarti mengakui dua hak saudara dapat 
mengurangi hak ibu, Seandainya yang 1/6 itu diambil 

 
186 Ibn Hazm, al-Muhalla, (Mesir: Mathba’ah al-Jumhuriyah,al-‘Arabiyah,1970), Jil X, h. 

332-334 
187 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 63 
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dari hak dua orang saudara seibu, berarti 
mengakhirkan pembagiannya, padahal ia tidak 
termasuk kepada orang yang dapat diakhirkan 
menurut kebijakan Ibn Abbas itu. 188 

Kelihatannya golongan Zahiri ini dapat mencari 
jalan keluar dengan menempatkan dua saudara seibu 
sebagai yang harus menerima bagian terakhir dengan 
alasan saudara-saudara seibu itu adalah ahli waris yang 
kadang-kadang berhak dan kadang-kadang tidak 
berhak karena begitu banyak yang menghalanginya, 
tidak sebagaimana yang berlaku pada saudara 
kandung atau seayah saja.189 

Memperhatikan perbedaan kebijakan yang diambil 
ini dengan cermat terlihat bahwa sumber permasalahan 
ini adalah perbenturan dua prinsip yaitu tuntutan 
suatu ketentuan dengan keadaan yang berlaku 
menurut kenyataan. Kebijakan hukum yang diambil 
Jumhur berpegang kepada prinsip keadilan menurut 
keadaan yang berlaku dalam kenyataan meskipun apa 
yang diterima ahli waris sesudah pelaksanaan ‘aul itu 
tidak sebagaimana furūdh yang seharusnya, yang 
berarti menyalahi ketentuan hukum namun 
kekurangan telah ditanggung bersama secara adil. 
Sedangkan kebijakan hukum yang diambil Ibn Abbas 
yang kemudian diikuti oleh golongan Zahiri 
mengambil prinsip menjalankan tuntutan ketentuan 
hukum yaitu masing-masing menerima bagian sesuai 
dengan furūdh, meskipun tidak adil karena ada ahli 
waris tertentu yang tidak menerima menurut 
semestinya.190  

 
188 Ibn Qudamah, al-Mughni, (Kairo: Musthafa al-Babiy,1970), Jil VI, h. 283 
189 Ibn Hazm, op.cit., h. 327-328 
190 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, Prenada Media,2004), 

Ed.I, Cet.I, h.100 
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Penyelesaian secara ‘aul ini dapat disebut sebagai 
masalah dalam arti yang sebenarnya karena apapun 
cara yang akan ditempuh tetap berbenturan atau 
berlainan dari petunjuk yang ada. Kalau digunakan 
secara teori ‘aul maka ahli waris akan menerima hak 
tidak menurut furūdh-nya semula. Kalau diikuti 
kebijakan Ibn Abbas memang beberapa orang yang 
mendapatkan giliran pembagian dahulu dapat 
menerima furūdh-nya yang ditentukan, namun yang 
dapat giliran kemudian tidak mendapatkan bagian 
menurut semestinya. Artinya, keadilan dalam teori ini 
tidak berlaku bagi ahli waris yang diakhirkan 
penerimaan furūdh-nya. 

Keputusan atau ijtihad Umar bin Khaththab 
terhadap masalah ‘aul ini adalah sebuah kebijakan 
hukum yang ia ambil dalam kedudukannya sebagai 
khalifah. Pada dasarnya ijtihad itu adalah kebijakan, di 
samping kesimpulan suatu hukum. Dasar kebijakan 
yang diambil Umar dalam masalah ‘aul di atas adalah 
mempertimbangkan di antara dua hal, mana yang 
paling menguntungkan dan paling tinggi 
kemaslahatannya. Tidak salah digunakan kebijakan 
atau ijtihad Umar itu, sekalipun menyalahi dari aturan 
yang lazim, namun menurutnya itu yang terbaik.  

b. Masalah Radd 
Demikian juga dalam masalah radd, terjadi 

perbenturan antara melaksanakan ketentuan yang 
berlaku dengan keadaan yang berlaku dalam 
kenyataan sementara itu tidak ada petunjuk yang jelas 
dari pembuat hukum. Persoalan ‘aul dan radd tidak ada 
aturan yang mengaturnya sehingga diserahkan kepada 
masing-masing pembuat kebijakan hukum atau 
mujtahid untuk menyelesaikannya.  
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Masalah radd timbul karena adanya sisa harta 
sesudah dibagikan kepada dzul furūdh, sedangkan ahli 
waris yang berhak tentang sisa harta tidak ada. Semua 
sisa harta yang ada dikembalikan kepada ahli waris 
dzul furūdh yang ada berdasarkan kadar furūdh masing-
masing. Kalau furūdh-nya adalah 1/3 dari harta maka 
radd yang diterimanya adalah sisa harta dari 1/3 itu dan 
begitu seterusnya. Adapun tentang ketentuan dan cara 
pengambilan harta kepada furūdh yang ada itu terdapat 
beberapa kebijakan hukum di kalangan ulama. 

 Kebijakan hukum yang diambil jumhur ulama 
adalah bahwa sisa harta yang ada diserahkan kepada 
ahli waris dzul furūdh yang ada disebabkan oleh 
hubungan rahim. Dengan demikian ahli waris furūdh 
yang melalui sebab perkawinan tidak berhak menerima 
pengembalian. Alasan pembatasan ini adalah karena 
yang menjadi alasan adanya radd tersebut adalah 
hubungan rahim sedangkan suami atau istri 
kewarisannya adalah tersebab hukum dan bukan 
karena hubungan rahim.191  

Adapun Usman bin Affan mengemukakan 
kebijakan hukum yang berbeda dengan jumhur ulama, 
bahwa pengembalian yang bernama radd itu berlaku 
juga untuk hubungan perkawinan sehingga semua ahli 
waris furūdh mendapat hak atas radd. Menurut mereka 
alasan pembatasan yang dikemukakan jumhur ulama 
itu tidak kuat. Mereka menerima hak yang sama dalam 
pengurangan waktu terjadi ‘aul, tentu tidak ada alasan 
untuk membedakannya pada waktu menerima 
kelebihan hak. Alasan jumhur ulama tidak memberikan 
hak dalam bentuk radd kepada ahli waris yang 
disebabkan hubungan perkawinan, dianggap argumen 
yang lemah, yaitu bahwa apa yang diterima suami itu 

 
191 Ibn Qudamah, op.cit.,Jil.VI,h296 
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bukan dari kelebihan harta warisan tetapi dari baitul māl 
atau sebagai ‘ashabah karena ada tambahan hubungan 
kekerabatan lain.  

Dalam kebijakan hukum yang diambil Ibn Mas’ud 
memberikan batasan adanya ahli waris yang tidak 
berhak atas pengembalian radd itu yaitu anak 
perempuan dari anak laki-laki waktu bersama anak 
perempuan, saudara perempuan seayah bila bersama 
saudara perempuan kandung; dan nenek pada saat 
bersama dengan orang yang punya bagian. 
Diriwayatkan dari Ibn Mansur dari Ahmad bahwa 
saudara seibu tidak menerima radd kalau bersama ibu 
begitu pula kakek bila bersama yang punya bagian.192  

Bila diperhatikan perbedaan kebijakan hukum 
yang dikemukakan oleh sahabat sehubungan dengan 
persoalan radd ini jelas bahwa pertimbangan dalam 
kebijakan hukum yang dikemukakan Usman cukup 
jelas yaitu tidak membedakan ahli waris dalam 
penerimaan tambahan sebagaimana tidak dibedakan 
kewajiban menanggung kekurangan harta dalam ‘aul. 
Pembatasan-pembatasan yang dikemukakan Ibn 
Mas’ud dan Ibn Mansur tidak ditemukan alasan 
rasional atas pendapat ini, sehingga dengan demikian 
tidak dapat dijadikan argumen.193 

Permasalahan yang terjadi dalam radd, sama 
dengan halnya dengan masalah yang terjadi dalam ‘aul. 
Adanya ahli waris yang menerima haknya tidak sesuai 
dengan furūdh yang semestikan, Jika dalam ‘aul ahli 
waris mendapatkan furūdh kurang dari yang 
seharusnya mereka terima, sementara dalam radd ahli 
waris mendapatkan furūdh melebihi dari hak yang 
semestinya diterima. Dalam persoalan ‘aul, kebijakan 

 
192 Ibid.  
193 Amir Syarifuddin, Permasalahan…, op.cit., h. 71 
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hukum yang diambil Umar ketika terjadinya 
perbenturan antara prinsip “melaksanakan tuntutan 
hukum” dengan prinsip “keadilan menurut keadaan 
yang berlaku dalam kenyataan” dianggap sebagai 
sebuah kebijakan hukum untuk mendapatkan 
kemashlahatan yang paling tinggi. Sedangkan dalam 
masalah radd, pengembalian harta kepada ahli waris 
juga merupakan sebuah kebijakan hukum yang diambil 
ketika terjadinya kelebihan harta dalam pembagian 
warisan. Hanya saja, antara jumhur ulama dan Usman 
bin Affan berbeda dalam hal kepada siapa disalurkan 
kelebihan harta tersebut. Perbedaan ini disebabkan 
karena berbedanya dalam menetapkan pembatasan 
ahli waris yang berhak menerima radd.  

2. Kebijakan hukum karena adanya benturan antara 
melaksanakan suatu ketentuan dengan ketentuan lain yang 
berbeda dengan itu.  

Adanya perbenturan antara melaksanakan suatu 
ketentuan dengan ketentuan yang lain yang berbeda juga 
dapat menimbulkan sebuah kebijakan hukum yang dapat 
menjadi solusi dan jembatan untuk menyelesaikan 
perbenturan tersebut. Di antara persoalan kewarisan yang 
dapat dijadikan contoh kasus dalam hal ini adalah kebijakan 
hukum dalam penyelesaian persoalan di bawah ini: 
a. Masalah Musyārakah 

Ada juga yang menyebut masalah ini dengan 
masalah musyarrikah dan musytarakah. Musyārakah secara 
bahasa berarti berserikat, maksudnya adalah serikat 
antara dua orang atau lebih dalam suatu hal atau urusan. 
Dalam konteks ini yang dimaksud musyārakah adalah 
apabila di dalam pembagian warisan terdapat dalam 
suatu kasus bahwa saudara laki-laki sekandung (tunggal 
atau jamak) sebagai ahli waris ashabah tidak 
mendapatkan bagian harta sedikitpun, kerena telah 
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dihabiskan ahli waris dzul furūdh, yang di antaranya 
adalah saudara-saudara seibu. 

Dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam surat 
An-Nisa’ ayat 12, saudara seibu memiliki hak waris 1/6 
atau 1/3. Namun dalam kasus musyārakah ini di samping 
saudara seibu itu kebetulan dalam susunan ahli waris itu 
ada saudara kandung laki-laki yang berdasarkan 
ketentuan dalam hadis Nabi SAW saudara kandung laki-
laki berkedudukan sebagai ashabah. Dengan mengikuti 
ketentuan saudara kandung sebagai ashabah maka 
saudara kandung dalam susunan ahli waris seperti ini 
tidak mendapatkan hak apa-apa karena sisa harta tidak 
ada. Adapun saudara seibu mendapatkan hak karena 
furūdh-nya jelas berdasarkan ketentuan furūdhnya. Inilah 
yang dinamakan dengan benturan antara memenuhi 
ketentuan ashabah dengan memenuhi ketentuan furūdh. 
Dalam bentuk ini, ketentuan furūdh dengan ketentuan 
ashabah berbenturan. 

Lebih kongkrit lagi akan diuraikan secara jelas 
bentuk dari persoalan musyārakah ini. Masalah 
musyārakah timbul karena adanya benturan antar prinsip 
memenuhi ketentuan furūdh dengan prinsip memenuhi 
ketentuan ashabah, sekalipun secara pembagian harta 
warisan, telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk 
nash. Hal ini terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, 
beberapa orang saudara seibu dan beberapa orang 
saudara laki-laki kandung. Berdasarkan petunjuk Al-
Qur’an suami menerima 1/2, ibu 1/6, beberapa saudara 
seibu 1/3 dan beberapa saudara laki-laki kandung 
sebagai ashabah. Setelah dijumlahkan furūdh yaitu 
1/2+1/6 +1/3=3/6+1/6+2/6 = 6/6, harta habis terbagi 
dan saudara laki-laki kandung sebagai ashabah tidak 
mendapatkan apa-apa. Masalah yang timbul di sini, 
kenapa saudara laki-laki kandung yang dianggap lebih 
utama dan kuat hubungan kekerabatannya dengan 
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pewaris tidak mendapatkan apa sementara saudara 
seibu yang selama ini di anggap rendah mendapatkan 
bagian? Akar permasalahan yang terdapat dalam 
persoalan ini adalah benturan prinsip menjalankan 
farāidh sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan prinsip 
saudara kandung harus lebih utama dari saudara seibu 
dalam kewarisan maupun dalam pembagian hak. Hal ini 
tampaknya masih dipengaruhi oleh adat jahiliyah yang 
tidak menganggap saudara seibu yang pertalian 
kekerabatannya hanya dari seorang perempuan itu 
sebagai saudara yang berhak. 

Kasus seperti ini dua kali dihadapkan kepada Umar 
bin Al-Khaththab. Pada mulanya Umar bin Al-
Khaththab menyelesaikan masalah tersebut menurut 
ketentuan Al-Quran seperti contoh di atas. Kebijakan 
Umar itu diterima pihak yang bersangkutan meskipun 
mungkin ada rasa tidak puas. Pada waktu lain, masalah 
yang sama kembali muncul dan dihadapkan kembali 
kepada Umar ternyata di antara saudara kandung ada 
yang protes dan tidak terima tidak mendapatkan 
warisan apapun. Mereka mengatakan: 

 ؟ ةد�او مأ نم انسلأ اراôõ ن©כ انابأ نا به נ�نمؤملا ��مأ اي

“Wahai Amir Al-Mukminin, andaikata ayah kami 
adalah himar bukankah kami ini berasal dari ibu yang 
satu.?” 
 
Dalam redaksi lain dikatakan: 

 ؟ةد�او مأ نم انسلأ ميلا �O ¾קلم ارجح ن©כ انابأ نا به נ�نمؤملا ��مأ اي

“Wahai Amir Al-Mukminin andaikata ayah kami 
adalah batu yang dilemparkan ke dalam lautan 
bukankah kami ini berasal dari ibu yang satu” 194 

 
194 Muhammad Syarbainy Khathib, Mughni al-Muhtaj, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-

Halabiy, 1958), Juz.3, h.18 
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Pada kasus pertama Umar bin Al-Khaththab 
keberatan mengabulkan tuntutan saudara sekandung 
dan mereka kembali dengan tangan kosong. Namun 
dalam kasus kedua mereka tidak puas dengan alasan 
yang sama, apabila ayah mereka himar atau dianggap 
bapaknya batu mereka juga mempunyai hubungan 
kekerabatan yang sama dengan saudara seibu. Logika 
dan argumentasi ini kemudian diterima oleh Umar dan 
diizinkan untuk berbagi sama banyak dengan saudara-
saudara seibu. Inilah yang menjadi penyebab masalah 
ini dinamakan dengan musyarrikah karena saudara 
kandung digabung dengan saudara seibu. Juga disebut 
dengan himariyah dan hajariyah karena dalam argumen 
itu ayah disamakan dengan himar dan batu. 

Kebijakan hukum yang diambil Umar, kemudian 
diikuti oleh Usman dan Zaid bin Tsabit memberikan 
bagian dengan cara berbagi sama banyak antara 
saudara sekandung dan saudara-saudara seibu ini 
kemudian juga diikuti oleh Imam Malik, Al-Syafi’i dan 
Ishak bin Rawaih. Mereka mengemukakan alasan 
bagian saudara-saudara sekandung itu identik dengan 
bagian saudara-saudara seibu disebabkan adanya 
persamaan hubungan kekerabatan dari satu sisi. 
Saudara-saudara kandung itu bersama-sama dengan 
saudara seibu dalam kekerabatan hubungan seibu dan 
oleh karena itu mereka juga bersama-sama dalam 
kewarisan. Adanya kelebihan kekerabatan pada 
saudara kandung yaitu hubungan seayah 
dibandingkan dengan saudara seibu, tidak pantas 
menggugurkan hak warisan itu.195 

Namun ada segolongan sahabat yang tidak 
sependapat dengan pendapat Umar tersebut. Di 
antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Ibn Abbas 

 
195 Ibn Qudamah, op.cit., h. 279-280 
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dan Ubay bin Ka’ab yang berpendapat bahwa saudara-
saudara kandung itu tidak dapat berbagi sama banyak 
dengan saudara-saudara seibu dalam menerima bagian 
sepertiga. Saudara laki-laki gugur dari hak kewarisan 
sebagai ashabah karena harta sudah terbagi di kalangan 
dzul furūdh dan tidak digabung bersama saudara seibu. 
Alasan mereka adalah menurut kesepakatan ulama 
bagian saudara seibu telah ditentukan bagiannya 
dalam Al-Quran Surat Al-Nisa’ ayat 12. Dalam hal ini 
ditetapkan furūdh saudara seibu yaitu 1/6 kalau 
sendirian dan 1/3 untuk bersama-sama kalau terdiri 
dari dua orang atau lebih. Kalau saudara kandung 
digabungkan dengan mereka maka saudara seibu tidak 
akan menerima furūdh sesuai dengan yang ditetapkan 
dalam ayat itu. Di lain pihak saudara kandung diatur 
dengan ayat 176 surat Al-Nisa’. Seandainya ia laki-laki 
maka ia akan menjadi ahli waris sebagai ashabah. Kalau 
digabungkan dengan saudara seibu untuk 
mendapatkan yang 1/3 itu akan berubah 
kedudukannya menjadi dzul furūdh. Dengan alasan ini 
tidak ada alasan bagi saudara sekandung bergabung 
dengan saudara seibu. Mengubah bagian saudara seibu 
berarti mengubah ketentuan Allah. Ulama tersebut 
sangat literalis dan sangat tekstual dalam memahami 
ketentuan ayat. Di kalangan Imam mazhab yang 
mendukung pendapat Ali ini adalah Imam Hanafi, 
Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Al-Sya’bi, Al-Munzir 
dan Ibnu Qudamah. Ulama yang terakhir ini 
mengatakan bahwa cara penyelesaian yang ditempuh 
Ali secara lahiriah sesuai dengan nash.196 

Jika diperhatikan lagi dengan cermat akan tampak 
akar permasalahan ini yaitu benturan antara prinsip 
menjalankan farāidh sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an 

 
196 Ibnu Qudamah, op.cit, juz. 6, h. 181-182 
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dan prinsip ketentuan saudara kandung sebagai 
ashabah harus lebih utama dari saudara seibu dalam 
kewarisan maupun dalam pembagian hak, jangan 
sampai terjadi kebalikannya. 

Kebijakan yang dilakukan Umar bin Khaththab 
dalam masalah musyārakah ini adalah kebijakan yang 
didasarkan kepada keadilan. Dengan alasan yang logis 
dan rasional yang dikemukakan oleh saudara kandung, 
Umar mengupayakan agar adanya keadilan di antara 
ahli waris yang mendapat warisan. Jika dinafikan hak 
saudara seibu dengan melihat hubungan kekerabatan 
saudara kandung lebih kuat dan lebih berhak, akan 
sulit juga memahami lafaz saudara dalam surat Al-
Nisa’ ayat 12. Di lain pihak, jika harta tidak diberikan 
kepada saudara kandung yang berhak menerima sisa 
sebagai ashabah karena harta telah habis untuk dzul 
furūdh, artinya Umar bin al-Khaththab tidak 
memberikan keadilan kepada saudara kandung yang 
memiliki hubungan kekerabatan lebih kuat dari 
saudara seibu. Adanya benturan melaksanakan nash 
dengan prinsip keadilan inilah yang menyebabkan 
munculkan keputusan dari Umar berupa kebijakan 
hukum yang dapat memuaskan semua pihak. 

b. Masalah Hak Waris Ayah 
Berdasarkan ketentuan hadis, ayah itu termasuk 

ahli waris ashabah yang berhak menerima sisa harta 
setelah diberikan kepada dzul furūdh. Sebagai ashabah, 
ayah dapat saja menerima harta yang banyak, bahkan 
seluruh harta, jika tidak ada ahli waris dzul furūdh atau 
bisa juga mendapatkan sedikit jika sisa harta setelah 
diberikan kepada dzul furūdh sedikit. Sedangkan 
berdasarkan ketentuan furūdh, hak ayah itu telah pasti, 
tidak dapat bertambah dan berkurang dari 1/6. Dari 
dua ketentuan ini mana yang akan diikuti, apakah 
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mendudukkan ayah sebagai furūdh atau sebagai 
ashabah. 

Ketentuan bagian ayah sebagai ahli waris ada dua 
bentuk. Pertama, sebagai furūdh yang menerima bagian 
1/6, ketika mewarisi bersama anak atau cucu pewaris. 
Kedua, ayah menempati kedudukan sebagai ashabah 
ketika tidak ada anak atau cucu pewaris dan hanya 
ayah satu-satunya ahli waris dari kelompok laki-laki 
dari garis laki-laki yang ada (ashabah).  

Ketika ayah sebagai ahli waris yang berposisi 
sebagai ashabah menerima kurang dari 1/6 maka dalam 
ketentuan kewarisan, hak yang akan diberikan kepada 
ayah adalah hak ayah sebagai furūdh yang menerima 
bagian 1/6. Hal ini disebabkan karena ayah tidak boleh 
menerima hak waris kurang dari 1/6. Sepertinya 
ketentuan hak ayah minimal 1/6, melihat kepada hak 
ibu yang juga memiliki hak minimal 1/6. Ini 
merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh ulama 
fikih agar hak ayah sebagai ahli waris tidak boleh 
kurang dari hak ibu. Pertimbangan perasaan laki-laki 
mesti lebih atau minimal sama dengan perempuan 
menjadi alasan adanya kebijakan hukum seperti ini. 

3. Kebijakan hukum ketika terjadinya benturan melaksanakan 
ketentuan hukum dengan rasa keadilan masyarakat. 

Di antara dasar adanya kebijakan hukum adalah karena 
pertimbangan antara melaksanakan ketentuan hukum 
dengan rasa keadilan masyarakat. Ketika rasa keadilan 
masyarakat menghendaki seperti ini sementara ketentuan 
hukum tidak berbicara seperti itu maka pada saat itulah 
timbulnya benturan yang mengharuskan adanya sebuah 
solusi hukum. Rasa keadilan masyarakat itu didasari oleh 
adat istiadat yang berlaku. Dalam penyelesaian kewarisan 
Islam dapat dicontohkan seperti penyelesaian masalah 
gharrawain, al-kharqā’ dan akdāriyah.  
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a. Masalah Gharrawain 
Secara bahasa gharrawain berasal dari kata gharra 

artinya menipu. Ulama lain mengartikan gharrawain 
adalah bentuk ganda (tatsniyyah) dari kata gharr yang 
artinya cemerlang, seperti bintang. Disebut demikian 
karena masalah ini cemerlang bagaikan bintang. Ada 
istilah lain yang digunakan oleh ulama dalam 
penamaan masalah ini, yaitu umariyatāni dan al-
gharibaini.197 Dinamakan dengan istilah umariyatāni 
karena merupakan dua kasus yang diambil dari 
kebijakan Umar bin Al-Khaththab, diterima oleh 
mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama. 
Istilah al-gharibaini, artinya dua kasus yang asing cara 
penyelesaiannya karena kasus ini diselesaikan berbeda 
dari penyelesaian menurut ketentuan umum. 

Masalah gharrawain ini terjadi ketika penjumlahan 
beberapa furūdh dalam satu kasus kewarisan yang 
hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak. Hal ini 
terjadi ketika ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan salah 
seorang suami/ istri. Ketika diselesaikan dengan cara 
memberikan hak ahli waris sesuai dengan apa yang 
terdapat dalam nash, ternyata ayah mendapatkan 
bagian yang kurang dari ibu, sehingga bagian ibu yang 
seharusnya sepertiga harta )لاملا ثلث( ditakwilkan 
menjadi sepertiga sisa ( ىقابلا ثلث ). Penakwilan bagian ibu 
menjadi seperti sisa itu disebabkan karena 
mengharuskan bagian laki-laki itu dua kali dari bagian 
perempuan dan rasa keadilan masyarakat ketika itu 
yang menempatkan ayah dalam posisi yang tidak boleh 
kurang bagiannya dari ibu. Sementara dalam Al-Qur’an 
hanya menjelaskan bagian ibu itu sepertiga atau 
seperenam dari harta. Bentuk penyelesaian masalah ini 
dapat dilihat dalam contoh kasus berikut ini. 

 
197 Ibid., h. 74 
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Dalam contoh kasus pertama (Umariyah I), 
susunan ahli waris : suami, ibu dan ayah. Dalam 
susunan ahli waris seperti ini, menurut petunjuk Al-
Qur’an suami menerima 1/2, ibu menerima 1/3 dan 
ayah sebagai ashabah. Ketika dijumlahkan furūdh suami 
dan ibu, keduanya menerima 1/2+1/3=3/6+2/6=5/6, 
sehingga sisa harta menjadi 1/6. Sebagai ashabah maka 
1/6 itu menjadi hak ayah. Cara seperti ini adalah 
menurut petunjuk Al-Qur’an dan sunnah dan tidak ada 
masalah dalam penyelesaiannya. Namun ketika 
membandingkan bagian ayah dengan ibu ternyata 
bagian ibu lebih besar dari ayah, sehingga dirasa ada 
kejanggalan jika ibu menerima dua kali ayah karena 
menurut biasanya bagian laki-laki itu dua kali 
perempuan. Dalam mengatasi masalah ini Umar bin Al-
Khaththab memahami bagian ibu 1/3 itu bukan dari 
harta tapi dari sisa setelah dikeluarkan hak suami. 
Sehingga dalam pembagiannya suami 1/2 atau 3/6, ibu 
1/3x1/2=1/6 dan ayah sebagai ashabah mendapatkan 
bagian 2/6. Hasil akhir ini tampaknya sesuai dengan 
kaidah yang selama ini berlaku bahwa laki-laki 
menerima dua kali perempuan. Selanjutnya kebijakan 
hukum ini digunakan Umar dalam memutus kasus ini 
yang kemudian diikuti oleh para sahabat seperti Zaid, 
Usman, Ibn Mas’ud dan juga diriwayatkan dari Ali. 
Begitupun jumhur ulama mujtahid.  

Alasan yang dikemukakan untuk memahami 1/3 
hak ibu menjadi 1/3 sisa adalah untuk menghindari 
lebih besarnya hak ibu ketimbang hak ayah. Bahkan Ibn 
Qudamah dalam bukunya menyatakan bahwa tidak 
diperbolehkan hak ibu lebih besar dibanding hak ayah. 
198 Di samping itu mereka memperkuat alasan ini 
dengan pernyataan Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh 

 
198 Ibn Qudamah, op.cit., h. 279 
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Sofyan Al-Tsauri: “Allah tidak memperlihatkan kepada 
saya kelebihan ibu dari pada ayah”.199  

Ibn Abbas merupakan salah seorang sahabat yang 
tidak menyetujui kebijakan yang diambil Umar 
tersebut. Menurutnya, ibu dalam kasus ini tetap 
menerima 1/3 dari keseluruhan harta sesuai dengan 
zahir ayat Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11: 

ف
َ
ناِ
ْ

ل 
َّ

كيَ مْ
ُ

> نْ
َّ
Éٗ َو<

َ
pٌ ثرِوََّو

َ
ا هٓٗ
َ
ف هُوٰبَ

َ
�ِ�
ُ
لُّثلا هِمِّ

ُ
ث
ُ

 
Terjemahnya:  “Jika ia tidak meninggalkan anak dan ia 

diwarisi oleh orang tuanya maka untuk ibu 
sepertiga…”(QS. An-Nisa’ (4): 11) 

 
Sedangkan hak ayah sesuai dengan hadis Nabi 

SAW yang berbunyi: 

 نع هيبأ نع سواط نبا اנèد� بwهو اנèد� ليعامسإ نب �éوم اנèد�

 اوق��أ لاق ملسو ه[¥r هللا stص -ëنلا نع امهنع هللا #êر سابع نبا

 200)يراخXïا هاور(ركذ لFر ��وfÂ وهف îקب امف اهلهأب ضئارفلا

Terjemahnya: “Musa bin Ismail menceritakan kepada 
kami dari Wuhaib dari Ibn Thawus dari 
ayahnya dari Ibn Abbas r.a dari Nabi SAW 
bersabda: Berikanlah farāidh (bagian-
bagian yang telah ditentukan) itu kepada 
yang berhak dan selebihnya berikanlah 
untuk laki-laki dari keturunan laki-laki 
yang terdekat. (HR. Bukhari) 

 
Dalam persoalan ini ayah merupakan satu-satu ahli 

waris laki-laki terdekat melalui garis laki-laki, maka 
ayah menempati posisi sebagai ashabah dan menerima 
sisa harta 1/6. Menurut Ibn Abbas, tindakan yang 

 
199 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 72 
200 Imam al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 

Juz.IV, h. 266 
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dilakukan di luar ketentuan tersebut menyalahi 
petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW. Imam 
mujhatid yang mengikuti kebijakan hukum yang 
dikemukakan oleh Ibn Abbas ini adalah Daud Zahiri. 
Ibn Hazm yang mengikuti aliran Zahiriyah, membela 
Ibn Abbas dan menangkis kebijakan yang 
dikemukakan oleh jumhur ulama.201 Keberatan jumhur 
menerima hak ibu lebih besar dari ayah ini disanggah 
oleh golongan Zahiri dengan mengemukakan hadis 
Nabi yang mengatakan bahwa yang paling berhak 
menerima pengkhidmatan itu adalah ibu (sebanyak 
tiga kali). Hadis ini menolak apa yang diriwayatkan Ibn 
Mas’ud sebelumnya. 

Dalam contoh kasus kedua (Umariyah II); Masalah 
ini sebenarnya sama dengan masalah umariyah I yang 
dijelaskan sebelumnya, hanya berbeda dalam susunan 
ahli waris. Kalau pada masalah Umariyah I ahli waris 
terdiri dari ayah dan ibu didamping oleh suami, di sini 
ayah dan ibu didampingi oleh istri. Kebijakan hukum 
yang diambil oleh Ibn Abbas tetap tidak sama dengan 
kebijakan hukum yang dikemukakan oleh Umar dan 
sahabat yang lain. 

Dalam kasus ini berdasarkan petunjuk Al-Qur’an, 
istri menerima furūdh sebanyak 1/4 karena pewaris 
tidak meninggalkan anak, ibu menerima furūdh 1/3 
karena pewaris tidak meninggalkan anak dan beberapa 
saudara. Setelah dijumlahkan furūdh mereka, 1/4+1/3= 
3/12+4/12=7/12. Ayah sebagai ashabah akan 
mendapatkan sisa 5/12. Jumhur ulama tetap 
mengambil sebuah kebijakan hukum dengan 
memahami furūdh ibu 1/3 yang disebutkan Al-Qur’an 
itu sebagai 1/3 sisa harta sebagaimana bila ayah dan 
ibu itu didampingi oleh suami.  

 
201 Ibn Hazm, op.cit., Jil.10, h. 326-330 
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Berdasarkan kebijakan hukum jumhur ini ibu 
mendapat 1/3 dari 3/14 (sisa setelah diambil hak istri) 
menjadi 1/4. Bila istri mendapat 1/4 dan ibu juga 
mendapat 1/4 maka ayah sebagai ahli waris ashabah 
mendapat 1/2. Dengan cara begini hak ayah menjadi 
dua kali bagian ibu. 

Sedangkan Ibnu Abbas tetap dengan pendirian 
awal bahwa ibu menerima 1/3 dari seluruh harta dan 
bukan dari sisa harta sesuai dengan petunjuk yang jelas 
dari nash Al-Qur’an, sehingga berdasarkan 
pendiriannya itu Ibn Abbas mengemukakan kebijakan 
hukum dalam masalah ini dengan memberikan hak 
ayah sebagai ashabah yang berhak menerima sisa harta 
setelah diberikan hak untuk furūdh yang ada sebesar 
5/12. Kebijakan hukum ini diambil oleh Ibn Abbas 
dengan berpegang kepada ketentuan nash yang ada 
tanpa terpengaruh oleh keharusan bagian ayah mesti 
melebihi atau dua kali bagian ibu.  

Berbeda dengan dua kebijakan hukum di atas, Ibnu 
Sirin sebagai ulama yang mencoba mengambil jalan 
tengah dari dua bentuk kebijakan hukum tersebut, 
mengikuti kebijakan hukum yang dikemukakan oleh 
jumhur ulama untuk menjadikan hak ibu dari 1/3 
menjadi 1/3 sisa dalam kasus ahli waris adalah ayah 
dan ibu bersama suami dan mengikuti kebijakan 
hukum yang diambil oleh Ibnu Abbas dengan 
memahami hak ibu yang 1/3 itu dalam arti 1/3 
keseluruhan harta dalam kasus ahli waris adalah ayah 
dan ibu bersama istri. Hal seperti ini diamalkan oleh 
Abu Tsaur. 202 

Perbedaan pendapat yang berimplikasi kepada 
berbeda juga kebijakan hukum yang dikemukakan 

 
202 Ibn Hazm, op.cit, h. 279 
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dalam penyelesaian kasus gharrawain di atas dapat 
dianalisa bahwa:203 

Pertama, kebijakan hukum yang dikemukakan 
oleh Jumhur ulama yang mengatakan bahwa lafaz 1/3 
dalam ayat 11 surat al-Nisa’ sehubungan dengan hak 
ibu harus ditakwilkan menjadi 1/3 sisa harta bila ahli 
waris terdiri dari ayah-ibu dan suami atau ayah-ibu dan 
istri dengan alasan bahwa jika tidak dilakukan seperti 
itu maka ibu akan menerima bagian lebih besar dari 
bagian ayah. Dengan cara takwil ini ayah menerima hak 
dua kali bagian ibu. Tampaknya, dalam kasus ini 
jumhur ulama merasa tidak keberatan menakwilkan 
Al-Qur’an karena menurut zahir Al-Qur’an ibu 
menerima sepertiga itu bila pewaris tidak memiliki 
anak dan ahli warisnya terdiri dari ibu dan ayah saja. 
Penakwilan ini dilakukan karena susunan ahli waris 
tidak sebagaimana yang disebutkan dalam zahir nash 
Al-Qur’an. 

Dalam penyelesaian bentuk ini, adanya 
keterpaksaan melakukan penyimpangan dari nash 
karena berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat 
yang ada. Perbenturan tuntutan menjalankan Al-
Qur’an menurut zahir lafaznya dengan prinsip yang 
diwarnai adat jahiliyah dalam menempatkan hak 
perempuan. 

Kedua, kebijakan hukum yang dikemukakan oleh 
Ibn Abbas yang kemudian diikuti oleh ulama Zhahiri 
yang mengatakan bahwa ibu tetap menerima 1/3 dari 
keseluruhan harta baik ahli waris terdiri dari ayah-ibu 
dan suami atau ayah-ibu dan istri dengan alasan 
pengalaman zahir ayat Al-Quran.  

Ketiga, adapun kebijakan hukum yang diambil 
oleh Ibn Siirin dan menurut satu nukilan juga dari Abu 

 
203 Amir Syarifuddin, Hukum, op.cit, h . 111-112 
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Tsaur yang berpendapat bahwa lafaz “ ibu mendapat 
1/3” harus dipahami “ibu mendapat 1/3 sisa harta” 
bila ahli waris terdiri dari ayah -ibu dan suami. 
Alasannya kalau tidak dipahami seperti itu ibu akan 
mendapat lebih banyak dari apa yang didapat oleh 
ayah. Namun bagian ibu yang 1/3 itu tetap dipahami 
sepertiga harta dan bukan 1/3 sisa harta bila ahli waris 
terdiri dari ayah-ibu dan istri, karena dalam kasus ini 
ayah menerima telah lebih banyak dari apa yang 
diperoleh ibu; dan dengan demikian tidak perlu 
menakwilkan firman Allah. Dalam pendapat Ibn Sirin 
tidak ada keharusan bagian ayah itu dua kali dari 
bagian ibu, hanya saja bagian ayah mesti melebihi dari 
bagian ibu atau minimal sama dengan bagian ibu. 

Dalam penyelesaian masalah di atas terlihat bahwa 
kebijakan hukum yang dikemukakan oleh jumhur 
ulama tampaknya menginginkan hak ayah itu lebih 
besar dari ibu, bahkan mesti dua kali bagian ibu 
sebagaimana yang berlaku bagi anak laki-laki ketika 
mewarisi bersama anak perempuan dan saudara laki-
laki kandung atau seayah ketika mewarisi bersama 
saudara perempuannya. Sedangkan Ibn Siirin tidak 
mengharuskan bandingan bagian ayah itu dua kali 
bagian ibu, tetapi mesti melebihi bagian ibu. Sehingga 
dalam kasus kedua tidak perlu menakwilkan ayat Al-
Qur’an. Berbeda halnya dengan Ibn Abbas yang tetap 
bersikukuh untuk memahami ayat Al-Qur’an menurut 
zahirnya. 

Apabila dianalisa persoalan di atas, agaknya 
kebijakan hukum yang diambil Umar bin AL-
Khaththab yang diikuti oleh jumhur ulama terjadi 
ketika adanya perbenturan antara tuntutan menjalani 
Al-Qur’an menurut zahirnya dengan rasa keadilan 
masyarakat Arab ketika itu yang mengharuskan laki-
laki melebihi dari perempuan dalam penerimaan hak 
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waris. Bahkan dengan berpedoman kepada bandingan 
laki-laki mendapatkan hak dua kali perempuan dalam 
surat Al-Nisa’ ayat 11, nampaknya pemahaman laki-
laki dalam ayat tersebut bukan saja berlaku bagi anak 
dan saudara. Ayah pun termasuk salah satu dalam kata 
laki-laki yang disebutkan dalam ayat. Hal ini dapat 
dipahami dari kebijakan Umar yang diikuti oleh 
jumhur ulama, yang mengharuskan bagian ayah itu 
dua kali bagian ibu ketika mewarisi bersama suami 
atau istri. 

b. Masalah Kewarisan Kakek Bersama Saudara. 
Kakek menjadi ahli waris bila ayah tidak ada. 

Kewarisannya ditetapkan sendiri dalam Sunnah Nabi 
sebagai furūdh dan juga tercakup dalam Sunnah Nabi 
yang membicarakan ahli waris sisa harta. Di samping 
itu kakek tertampung pula dalam perluasan kata abb 
(ayah) yang terdapat dalam Al-Qur’an. Kedudukannya 
sebagai pengganti ayah dalam hal memperoleh hak 
baik sebagai furūdh atau ashabah telah disepakati oleh 
ulama. Dalam hal kedudukannya sebagai penghijab 
saudara seibu juga tidak ada perbedaan pendapat 
ulama.204 

Pembicaraan tentang hadirnya kakek bersama 
saudara dalam satu kelompok ahli waris menimbulkan 
masalah. Masalah ini timbul karena melihat kedudukan 
masing-masing dalam kewarisan. Di satu sisi terlihat 
kedudukan saudara lebih tinggi dari kakek dengan 
melihat sumber hukum yang menetapkannya. Saudara 
ditetapkan berdasarkan dalil yang qath’i dari Al-
Qur’an, sedangkan kakek ditetapkan berdasarkan 
hadis Nabi yang belum pasti kebenarannya. 
Diterimanya hadis ini oleh ulama adalah karena sejalan 
dengan pengembangan kata “ayah” kepada “kakek” 

 
204 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 78-79 
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secara penggunaan bahasa. Para ulama menempatkan 
kakek itu sebagai pengganti ayah kalau sudah tidak ada 
ayah. Sedangkan ayah sendiri menurut kesepakatan 
hampir semua ulama menghijab saudara yang atas 
dasar pemikiran ini tentunya kakek menghijab saudara. 

Segolongan ulama yang dipelopori oleh Abu Bakar 
dan juga diikuti oleh Ibn Abas, Abdulah bin Zubeir, 
Usman, Aisyah, Ubay bin Ka’ab, Mu’az bin Jabal, Abu 
Musa dan lainnya dari kalangan sahabat yang 
kemudian diikuti oleh Abu Hanifah, al-Muzanni, Daud 
dan Ibn Munzir mengambil sebuah kebijakan hukum 
bahwa kakek menutup hak saudara baik laki-laki 
maupun perempuan dalam ketiga hubungannya 
(saudara seayah, seibu, dan kandung). Golongan ini 
mengemukakan argumennya sebagai berikut: 
1) Sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas menurut riwayat 

al-Bukhari yang berbunyi: 

 هيبأ نع سواط نبا اנèد� بwهو اנèد� ليعامسإ نب �éوم اנèد�

 لاق ملسو ه[¥r هللا stص -ëنلا نع امهنع هللا #êر سابع نبا نع

 هاور(ركذ لFر ��وfÂ وهف îקب امف اهلهأب ضئارفلا اوق��أ

 205)يراخXïا

Terjemahnya: “Musa bin Ismail menceritakan kepada 
kami dari Wuhaib dari Ibn Thawus dari 
ayahnya dari Ibn Abbas r.a dari Nabi 
SAW bersabda : Berikanlah farāidh 
(bagian-bagian yang telah ditentukan) 
itu kepada yang berhak dan selebihnya 
berikanlah untuk laki-laki dari 
keturunan laki-laki yang terdekat”. 
(HR. Bukhari) 

 
205 Imam al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah,1998), 

Juz.IV, h. 266 
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Kakek termasuk kelompok laki-laki yang 
dihubungkan melalui garis keturunan laki-laki 
sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. 
Dalam urutan kekerabatan, kakek menempati 
urutan yang berada di atas saudara oleh karenanya 
ia menutup saudara.206 

2) Bahwa dalam pengertian Al-Qur’an kakek 
termasuk dalam kata ayah. Dengan demikian maka 
ia mewarisi dengan menggantikan kedudukan 
ayah dalam kondisi tidak adanya ayah. Ia menutup 
anak dari ayah (saudara) sebagaimana yang 
berlaku untuk ayah.207 
Golongan kedua dipelopori oleh Ali, Zaid bin 

Tsabit, Ibn Mas’ud yang kemudian diamalkan oleh 
Malik, Al-Syafi’i, Ahmad, Abu Yusuf dan 
Muhammmad Al-Syaibani dari kalangan Hanafiyah, 
Al-Auza’i, mengemukakan kebijakan hukum yang 
berbeda dari kelompok di atas, bahwa saudara dapat 
mewarisi bersama dengan kakek tanpa kakek dapat 
menghijabnya. Ahli waris yang dapat menghijab 
saudara selain dari anak laki-laki atau cucu laki-laki 
hanya ayah. Alasan dari kebijakan hukum yang 
dikemukakan oleh kelompok ini adalah: 
1) Bahwa hak kewarisan saudara-saudara itu 

ditetapkan berdasarkan nash yang sharīh (jelas dan 
pasti), dan tidak mungkin ia dihijab kecuali bila 
dinyatakan oleh nash atau ijmak. Tidak 
dikemukakan keterangan dari keduanya yang 
menyatakan terhijabnya saudara oleh kakek. 

2) Bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama 
dalam faktor yang menyebabkan mereka 
mendapatkan hak waris. Oleh karena itu, ia juga 

 
206 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 79 
207 Ibnu Qudamah, op.cit., h. 307-308 
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berhak mendapatkannya. Saudara dihubungkan 
kepada pewaris melalui ayah sebagaimana kakek 
juga dihubungkan kepada pewaris melalui ayah. 
Saudara hanya akan terhijab oleh ayah yang 
menghubungkannya kepada pewaris dan tidak 
terhijab oleh kakek.208 
Dua kebijakan hukum terkait dengan kedudukan 

kakek dan saudara sebagaimana yang dikemukakan 
oleh ulama di atas didasarkan kepada hasil ijtihad 
masing-masing yang tentunya juga memiliki argumen 
tertentu sebagai dasar dari kebijakan hukum yang 
dihasilkan. Kebijakan hukum yang dibuat akan 
mempengaruhi cara penyelesaian pembagian warisan 
ketika dalam susunan ahli waris tersebut terdapat 
kakek dan saudara. Ulama yang membuat kebijakan 
hukum bahwa saudara kandung dan seayah dapat 
mewarisi bersama dengan kakek, mengemukakan 
beberapa bentuk kebijakan hukum tentang cara 
pewarisannya: 
1) Kebijakan hukum yang dikemukakan oleh Ali bin 

Abi Thalib, bila ahli waris hanya terdiri dari saudara 
perempuan dan kakek, maka saudara mendapatkan 
hak warisan berdasarkan furūdhnya dan sisanya 
untuk kakek. Kecuali bila dalam keadaan ashabah 
kakek menerima kurang dari 1/6. Dalam keadaan 
ini kakek akan menerima berdasarkan furūdh-nya 
yang 1/6 itu. Bila bersamanya ada saudara laki-laki 
dan saudara perempuan maka ditentukan furūdh 
saudara perempuan dan sisanya dibagi rata antara 
kakek dan saudara laki-laki, kecuali bila dalam 
pembagian tersebut kakek menerima kurang dari 
1/6. Dalam keadaan ini kakek menerima sebagai 
furūdh. 

 
208 Ibid. 
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Dalam persoalan ini, kebijakan hukum yang 
diambil oleh Ali bin Abi Thalib dalam memberikan 
hak kakek (sebagai pengganti ayah) tidak boleh 
kurang dari 1/6, jika kakek menempati kedudukan 
sebagai ashabah. Ketika kakek menerima bagian 
kurang dari 1/6 maka kakek tidak ditempatkan 
sebagai ashabah, melainkan sebagai furūdh. Keadaan 
ini sama halnya dengan apa yang berlaku bagi ayah. 

2) Kebijakan hukum berbeda dikemukakan oleh 
golongan kedua yang dipelopori oleh Zaid bin 
Tsabit yang kemudian diikuti oleh Ahmad, ahli 
Medinah, ahli Syam, Al-Syafi’i, Malik, Al-Awza’i, 
Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani. Bentuk 
kebijakan hukum yang diambil kelompok ini 
adalah hak yang diberikan kepada kakek, hak yang 
paling menguntungkan dalam segala 
kemungkinan. Bila ahli waris hanya terdiri dari 
kakek dan saudara laki-laki dan perempuan, maka 
kakek menerima yang paling menguntungkan 

antara 1/3 dan berbagi antara kakek dengan 
saudara dengan menempatkan kakek sebagai 
seorang saudara laki-laki yang diistilahkan dengan 
muqasamah. 

Dalam contoh susunan ahli waris adalah 
saudara perempuan dan kakek. Jika berbagi 
dengan saudara perempuan, kakek mendapat 
bagian 2/3. Hal ini lebih banyak dan 
menguntungkan dari hanya mendapat 1/3. Inilah 
hak kakek yang paling menguntungkan di antara 
dua kemungkinan tersebut. Berbeda halnya dalam 
contoh, jika ahli waris adalah 2 orang saudara laki-
laki, 1 saudara perempuan dan kakek. Bagian 
kakek dalam keadaan berbagi dan berkedudukan 
sebagai saudara laki-laki adalah 2/7. Dengan 
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demikian bagian 1/3 lebih menguntungkan untuk 
kakek.  

Kalau ada bersama mereka ahli waris furūdh 
lain maka kakek akan menerima hak yang paling 
menguntungkan antara 1/6 atau 1/3 sisa sesudah 
diberikan kepada furūdh yang lain atau berbagi 
bersama saudara dalam kedudukan kakek sebagai 
saudara laki-laki. Dalam contoh kasus, susunan 
ahli waris terdiri dari istri, kakek, seorang saudara 
perempuan dan seorang saudara laki-laki. Istri 
mendapatkan hak 1/4 sedangkan untuk kakek, 
saudara perempuan dan saudara laki-laki dalam 
keadaan berbagi secara muqasamah maka kakek 
mendapatkan hak sebesar 2/5x3/4=6/20, saudara 
perempuan memperoleh hak sebesar 
1/5x3/4=3/20 dan saudara laki-laki mendapatkan 
hak sebanyak 2/5x3/4=6/20.  

Adapun jika dilihat kemungkinan kedua 
kakek mendapatkan hak 1/3 sisa setelah diberikan 
kepada istri maka hak kakek menjadi 
1/3x3/4=3/12. Dari tiga kemungkinan hak kakek 
tersebut (1/6, 6/20 dan 3/12) maka hak yang 
paling menguntungkan untuk kakek adalah 
menerima 1/3 sisa setelah diberikan kepada istri 
(furūdh lain selain kakek dan saudara) dengan hak 
sebesar 3/12 (1/4). 

3) Adapun kebijakan hukum yang diambil Ibnu 
Mas’ud memilih jalan tengah antara kebijakan 
hukum yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib 
dan kebijakan hukum yang diajukan oleh Zaid bin 
Tsabit. Bila ahli waris hanya kakek bersama 
dengan saudara Ibnu Mas’ud melakukan 
pembagian terhadap kakek sebagaimana yang 
dilakukan Ali dan bila di samping kakek dan 
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saudara ada ahli waris furūdh lainnya maka hak 
kakek adalah sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Zaid bin Tsabit.209 

Meski pada mulanya hak kakek begitu 
sederhana terutama menurut pandangan 
Hanafiyah, namun karena banyaknya 
pertimbangan maka masalahnya menjadi begitu 
rumit. Pertimbangan pertama ialah bahwa ia dapat 
mewarisi bersama yang lain dalam kedudukan 
sebagai seorang saudara laki-laki. Kalau jumlah 
ahli waris sedikit yang akan diperoleh kakek 
mungkin lebih dari 1/6. Tetapi dalam berbagi 
bersama itu mungkin dalam kasus tertentu kakek 
akan mendapat kurang dari 1/6. Bila terjadi 
kenyataan ini maka timbul pemikiran lain bahwa 
sebagai dzul furūdh kakek haknya sudah pasti yaitu 
1/6, karena itu setidaknya ia harus menerima 
sebanyak furūdh tersebut. Adanya dua 
kemungkinan kedudukan kakek, yaitu sebagai 
furūdh dan ashabah menjadikan masalah ini rumit. 

Adanya perbedaan kebijakan hukum dalam 
menyelesaikan masalah kakek bersama saudara ini 
karena adanya beberapa pertimbangan bagi ulama. 
Pertimbangan terhadap bagian kakek yang mesti 
dalam keadaan yang menguntungkan. Padahal 
dengan melakukan pembagian menurut ketentuan 
yang berlaku, baik dalam kedudukan kakek 
sebagai furūdh atau ashabah, kakek sudah 
mendapatkan haknya sesuai dengan yang 
ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadis. Namun 
bagian kakek ternyata tidak sesuai dengan apa 
yang diinginkan, maka dilakukanlah 

 
209 Ibid. 
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pertimbangan-pertimbangan seperti yang 
diuraikan di atas. 

Kebijakan Zaid bin Tsabit yang memosisikan 
kakek seperti halnya ayah yang tidak boleh 
menerima bagian kurang dari 1/6, ketika kakek 
berkedudukan sebagai ashabah merupakan 
kebijakan yang mengutamakan rasa keadilan 
untuk kakek, dan tidak untuk ahli waris lainnya. 
Kebijakan ini boleh saja dilakukan, namun dalam 
kondisi tertentu dapat merugikan orang lain. 
Begitupun ketika kakek mewarisi bersama 
saudara, maka kakek berkedudukan sebagai 
seorang saudara laki-laki. Hal ini menunjukkan, 
ulama ini tidak menerima jika bagian kakek lebih 
kecil dari saudara perempuan.  

c. Masalah Al-Kharqa’ 
Masalah kewarisan kakek bersama saudara ini 

semakin rumit penyelesaiannya dan semakin meluas 
ketika di samping kakek-saudara itu terdapat ahli waris 
furūdh lainnya yaitu ibu. Terlalu banyak pertimbangan 
dalam masalah ini sehingga persoalannya menjadi 
meluas. Di antara pertimbangan itu adalah:  

Pertama, kakek itu menempati kedudukan ayah, 
oleh karenanya kakek tidak mungkin menerima lebih 
sedikit dari ibu. 

Kedua, dalam berbagi rata dengan saudara, kakek 
berkedudukan sebagai saudara laki-laki, oleh karena 
itu bagiannya tidak boleh kurang dari saudara 
perempuan.  

Ketiga, saudara dan ibu sudah jelas furūdh-nya dan 
tidak mungkin menerima kurang dari furūdh yang telah 
ditentukan. 210 

 
210 Amir Syarifuddin.,Hukum…op.cit., h.119-120 
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Ketiga pertimbangan ini saling berbenturan dan 
menyebabkan banyaknya muncul kebijakan hukum 
dari para ulama sahabat dalam menyikapi hal ini 
sehingga masalah ini dinamakan masalah al-kharqa’ 
(persoalan yang rumit). 

Salah satu kebijakan hukum yang muncul 
dikemukakan oleh Abu Bakar as-Shiddiq, dalam 
susunan ahli waris kakek-saudara perempuan dan ibu, 
tidak menimbulkan persoalan dalam penyelesaiannya 
karena penyelesaiannya begitu ringkas. Ibu menerima 
hak 1/3 (karena tidak ada anak/cucu dan beberapa 
saudara), saudara perempuan terhijab oleh kakek dan 
kakek berkedudukan sebagai ashabah menerima sisa 
harta 2/3. Pembagian seperti ini dikarenanya menurut 
Abu Bakar, saudara itu terhijab oleh kakek. 

Kebijakan hukum kedua dikemukakan oleh Zaid 
bin Tsabit, dalam masalah ini Zaid bin Tsabit 
memberikan furūdh kepada ibu 1/3, sisa harta adalah 
untuk kakek dan saudara perempuan dengan 
pembagian secara muqasamah. Jadi, kakek menerima 
2/3 dari 2/3 = 4/9 dan saudara perempuan 
mendapatkan hak 1/3 dari 2/3 = 2/9. Melihat kepada 
bagian kakek dalam kasus di atas, kakek telah 
mendapatkan yang terbanyak di antara 1/6 atau 1/3 
sisa dan berbagi. Kakek juga sudah menerima lebih dari 
ibu dan saudara perempuan, sehingga dapat dikatakan 
tidak ada lagi persoalan dalam penyelesaiannya. 

Kebijakan hukum lain muncul dari Ali bin Abi 
Thalib yang mengemukakan penyelesaian yang 
berbeda dengan ulama sebelumnya. Menurut Ali ibu 
tetap mendapatkan furūdh sesuai dengan ketentuan 
furūdh-nya yaitu 1/3; saudara perempuan juga 
menerima furūdh seperti yang ditentukan yaitu 1/2; 
sedangkan kakek menerima hak waris sebagai ashabah 
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yaitu 1/6. Pertimbangan Ali bahwa bagian kakek 
dalam kedudukannya sebagai ashabah tidak boleh 
kurang dari 1/6 telah terpenuhi sehingga bisa 
dikatakan tidak ada persoalan lagi. Ali tidak 
mengharuskan bagian kakek lebih besar dari ibu dan 
saudara. Tampaknya Ali lebih mementingkan prinsip 
kesesuaian hukum dari pada rasa keadilaan untuk 
kakek. 

Umar bin Al-Khaththab juga mengemukakan 
kebijakan hukum yang berbeda dalam penyelesaian 
masalah ini. Untuk saudara perempuan diberikan hak 
1/2 sebagai furūdh-nya, Ibu menerima hak 1/3 sisa 
setelah diberikan hak saudara (1/3 dari 1/2 = 1/6) dan 
kakek sebagai ashabah mendapatkan sisanya yaitu 1/2. 
Tampaknya dalam persoalan ini, kebijakan Umar 
memberikan hak ibu 1/3 sisa, karena dipengaruhi oleh 
masalah Umariyah, untuk menghindarkan bagian 
kakek lebih kecil dari pada ibu, sebagaimana yang telah 
diuraikan. Dari satu sisi memang ada kesamaan 
persoalan ini dengan masalah Umariyah, selain kakek 
dan ibu ada ahli waris lain yang menerima1/2. Kalau 
dalam masalah Umariyah yang menerima 1/2 adalah 
suami, dalam kasus ini adalah saudara perempuan. 
Tapi bagian penerimaan kakek lebih kecil dari saudara 
perempuan, tidak menjadi persoalan bagi Umar. 

Sementara itu, Ibn Mas’ud memiliki dua kebijakan 
hukum dalam menyelesaikan masalah ini. Pertama, Ibn 
Mas’ud menyetujui kebijakan yang diambil oleh 
dengan Abu Bakar sekalipun pada prinsipnya Ibn 
Mas’ud memberikan kemungkinan kepada saudara 
untuk mewarisi bersama kakek. Kedua, Ibn Mas’ud 
memberikan hak saudara sesuai dengan furūdh-nya 
yaitu 1/2 dan sisa harta berbagi sama rata antara kakek 
dan ibu. Memberikan hak saudara 1/2 itu sudah 
memenuhi kehendak nash bahwa furūdh saudara dalam 
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susunan ahli waris seperti ini 1/2. Namun kebijakan 
hukum menetapkan kakek berbagai sama banyak 
dengan ibu dari sisa harta setelah diberikan kepada 
saudara, tidak ada dasar yang kuat untuk dijadikan 
pendukungnya. 

Kebijakan hukum terakhir dikemukakan oleh 
Usman yang menetapkan pembagian terhadap 
persoalan ini dengan membagi rata harta warisan di 
antara saudara, ibu dan kakek. Masing-masing 
mendapatkan hak sama banyak yaitu 1/3. Jika dilihat 
kebijakan hukum yang ditempuh oleh Usman ini, ibu 
mendapat 1/3 ada dasarnya yaitu furūdh yang harus 
diterimanya. Saudara perempuan dan kakek masing-
masing menerima 1/3 sebagai ashabah bi ghairihi, tidak 
mungkin karena semestinya perbandingan keduanya 
adalah dua banding satu. Mengikuti kebijakan hukum 
menurut jumhurpun, jika kakek dan saudara 
didamping oleh ahli waris lain, juga tidak. Agaknya 
dalam menyelesaikan persoalan ini, kebijakan hukum 
yang diambil oleh Usman hanya ingin menempuh cara 
yang palng mudah dan sederhana, sekalipun kebijakan 
itu tanpa alasan yang logis. 

Beberapa kebijakan hukum yang dibuat oleh ulama 
sahabat dalam menyelesaikan satu persoalan 
kewarisan, memiliki pertimbangan hukum yang 
beragam. Ada yang tetap bersikukuh menjalankan 
prinsip melaksanakan tuntutan hukum seperti apa 
yang terdapat dalam nash tanpa terpengaruh oleh rasa 
keadilan menurut masyarakat tertentu. Ada juga yang 
mencoba mengubah ketentuan yang telah ditetapkan 
dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat 
terhadap ahli waris tertentu sehingga menawarkan cara 
penyelesaian yang berbeda menurut lazimnya. 
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d. Masalah Akdāriyah 
Masalah akdāriyah merupakan kelanjutan dari 

masalah bertemunya kakek dan saudara dalam 
kelompok ahli waris. Bila dalam masalah al-kharqa’ 
persoalannya sudah menjadi rumit dengan adanya ibu, 
dalam masalah akdāriyah ini semakin rumit lagi dengan 
ditambahnya suami dalam susunan ahli waris tersebut. 
Dengan adanya suami maka bagian ibu, saudara 
perempuan dan kakek menjadi kecil. Dalam hal ini yang 
menjadi pertimbangan juga adalah hak yang akan 
diterima kakek untuk tidak mendapatkan sedikit. 
Mempertimbangkan bagian kakek dan mengusahakan 
bagian yang paling menguntungkan untuk kakek ini 
sebenarnya dibolehkan, namun dalam keadaan tertentu 
tindakan yang menguntungkan bagi kakek justru 
merugikan bagi pihak lain, karena pihak yang dirugikan 
justru kebanyakan adalah pihak perempuan.211 

Persoalan akdāriyah ini secara jelas dapat dilihat 
dalam contoh kasus susunan ahli waris yang terdiri dari 
suami, ibu, saudara perempuan dan kakek. Suami 
memperoleh hak sebesar 1/2 karena pewaris tidak 
meninggalkan anak atau cucu, ibu mendapatkan hak 
1/3 karena pewaris tidak meninggalkan anak dan 
demikian juga saudara perempuan memperoleh hak 
1/2 karena pewaris kalalah. Jika seluruh furūdh 
dijumlahkan akan menjadi 1/2 + 1/3 + 1/2 = 3/6 + 2/6 
+ 3/6 = 8/6. Jika kakek ditempatkan sebagai ashabah 
maka kakek tidak akan mendapatkan apa-apa karena 
harta telah habis terbagi untuk ahli waris dzul furūdh. 
Adapun jika kakek diberi hak sebagai furūdh 1/6 maka 
akan berbenturan dengan prinsip kakek sebagai 
pengganti ayah, yang mesti menerima lebih banyak dari 
pada ibu. Sedangkan dalam kedudukan sebagai saudara 

 
211 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 124 
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laki-laki tentu kakek tidak mungkin menerima lebih 
kecil dari saudara perempuan. Dalam kondisi seperti 
ini, posisi kakek menjadi serba sulit dan serba tidak 
enak. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka 
ulama sahabat mengemukakan beberapa kebijakan 
hukum, di antaranya: 
1) Kebijakan hukum yang diajukan Abu Bakar as-

Shiddiq, menempatkan saudara perempuan sebagai 
ahli waris yang terhalang oleh kakek sehingga 
dalam susunan ahli waris yang mendapatkan hak 
waris hanya suami, ibu dan kakek. Suami 
mendapatkan hak sebesar 1/2 sebagai furūdh, ibu 
menerima 1/3 juga sebagai furūdh dan kakek 
menerima sisanya yaitu 1/6 sebagai ashabah. Dalam 
kebijakan hukum yang dikemukakan oleh Abu 
Bakar ini, kakek dianggap telah menerima 
kemungkinan terbaik maka tidak ada persoalan 
dalam penyelesaiannya. 

2) Umar bin Al-Khaththab dan Ibn Mas’ud juga 
mengajukan solusi dalam bentuk kebijakan hukum 
dengan memberikan hak kepada suami 1/2, saudara 
perempuan 1/2, untuk kakek 1/6 sebagai furūdh dan 
untuk ibu diberikan hak 1/6 juga sebagai furūdh. Jika 
seluruh furūdh tersebut dijumlahkan maka akan 
mendapatkan hasil 1/2 +1/2 +1/6 +1/6 =3/6 +3/6 
+ 1/6 +1/6 = 8/6. Pembagiannya diselesaikan secara 
‘aul dengan suami mendapatkan hak 3/8, saudara 
memperoleh 3/8, kakek mendapatkan hak sebesar 
1/8 dan ibu juga mendapatkan hak 1/8. Kebijakan 
hukum yang diambil oleh Umar dan Ibn Mas’ud di 
atas sepertinya memang tidak ada persoalan, namun 
ketika dilihat furūdh yang diberikan kepada ibu 1/6 
tampaknya perubahan bagian ibu yang seharusnya 
menerima bagian 1/3 ini disebabkan alasan agar 
bagian ibu tidak melebihi hak kakek. Kalau dilihat 
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ketentuan yang ditetapkan Al-Qur’an, dalam 
susunan ahli waris seperti ini hak ibu semestinya 
1/3. Agaknya kebijakan hukum yang diambil oleh 
Umar dan Ibn Mas’ud ini karena 
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat 
ketika itu dibandingkan melaksanakan tuntutan 
hukum. 

3) Kebijakan hukum lain dikemukakan oleh Zaid bin 
Tsabit yang mencoba menyelesaikan benturan-
benturan antara bagian kakek dengan saudara dan 
ibu. Zaid bin Tsabit memberikan porsi bagian yang 
lebih menguntungkan untuk kakek sekalipun dalam 
kebijakan hukum yang diambil Zaid bin Tsabit tetap 
saja membentur prinsip lain. Penyelesaian yang 
diajukan Zaid bin Tsabit adalah : 
• Suami mendapatkan hak 1/2 = 3/6 
• Ibu mendapatkan hak 1/3 = 2/6 
• Saudara perempuan 1/2 = 3/6 
• Kakek menerima hak 1/6= 1/6    
• Jumlah seluruh furūdh= 9/6    
• Setelah di‘aulkan maka hak masing-masing 

adalah : 
• Suami menjadi = 3/9 
• Ibu menjadi = 2/9 
• Saudara perempuan menjadi = 3/9 
• Kakek menjadi = 1/9 

Setelah dilakukan ‘aul, kemudian bagian ibu 
dan suami sebagai orang luar yang mendampingi 
kakek dan saudara diberikan haknya, sementara 
bagian kakek dan saudara perempuan digabung 
dan dijumlahkan 3/9+1/9=4/9. Jumlah tersebut 
dibagikan kepada kakek dan saudara perempuan 
dengan perbandingan dua berbanding satu, 
sehingga hasilnya menjadi : 
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• Kakek mendapatkan hak: 2/3x4/9 = 8/27 
• Saudara perempuan memperoleh: 1/3x4/9 = 

4/27 
Dari kebijakan hukum yang diambil oleh Zaid 

bin Tsabit, bagian kakek telah mendapatkan yang 
paling menguntungkan karena jika dibandingkan 
hak kakek yang memperoleh bagian 8/27, telah 
lebih besar dari hak ibu yang mendapatkan hak 
sebesar 6/27 juga telah melebihi dari hak saudara 
perempuan yang menerima 4/27. Namun di sisi 
lain, hak saudara perempuan yang seharusnya 
menerima 1/2 atau setelah di’aulkan menjadi 3/9 
(9/27) namun pada akhirnya saudara perempuan 
hanya mendapatkan hak sebesar 4/27. Hal ini 
berarti saudara perempuan menjadi korban dari 
kebijakan yang diambil oleh Zaid bin Tsabit.212 

4. Kebijakan hukum sebagai sebuah solusi hukum dalam 
menyelesaikan beberapa masalah dalam kewarisan, seperti 
kewarisan janin dalam kandungan dan kewarisan orang 
mafqūd. 

Para sahabat juga mengemukakan kebijakan hukum 
sebagai solusi dalam menyelesaikan beberapa persoalan 
dalam kewarisan. Kebijakan ini ada disebabkan karena 
ketidakjelasan. Solusi itu tidak dalam bentuk hukum tetapi 
hanya dalam bentuk kebijakan. Di antaranya dalam 
masalah: 
a. Kewarisan Janin dalam Kandungan 

Persoalan kewarisan janin yang masih dalam 
kandungan menjadi perbincangan yang menimbulkan 
perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan 
terkait dengan syarat menjadi ahli waris. Dalam syarat 
yang ditetapkan seseorang dapat menjadi ahli waris, 
salah satunya adalah ia hidup atau telah ada pada saat 

 
212 Ibn Qudamah, op.cit., Jil. VI, h. 313 
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kematian pewaris. Kata “hidup” atau “telah ada” pada 
saat kematian pewaris menjadikan kedudukan janin 
yang masih berada di dalam kandungan membutuhkan 
kejelasan apakah dengan keberadaannya telah dapat 
dikatakan ia memenuhi syarat sebagai ahli waris. 
Katidakjelasan dan ketidakpastian yang terdapat pada 
janin dalam kandungan terletak pada apakah janin 
tersebut lahir dalam keadaan hidup atau tidak. Jika lahir 
dalam keadaan hidup apakah ia berhak mewarisi atau 
tidak. Selanjutnya apakah yang lahir hidup itu laki-laki 
atau perempuan. 

Dalam menjawab dan menetapkan kejelasan 
tentang kewarisan janin dalam kandungan ini, para 
ulama mengemukakan beberapa kebijakan hukum yang 
didasari kepada alasan hukum dan indikasi hukum, di 
antaranya: 
1) Janin dalam kandungan termasuk subjek hukum 

yang telah pantas menerima hukum (ahliyah al-
wujūb) namun belum pantas menjalankan hukum 
(ahliyah al-adā’). Akan tetapi sebagai subjek hukum 
atau mahkūm alaihi yang telah pantas menerima 
hukum, janin yang masih berada dalam kandungan 
dikategorikan kepada subjek hukum yang pantas 
menerima hukum secara tidak sempurna karena 
hanya pantas menerima hak-hak saja tetapi tidak 
pantas memikul kewajiban atau sebaliknya. Oleh 
karena itulah, janin dalam kandungan dianggap 
telah pantas menerima hak waris sehingga ia 
ditetapkan sebagai hali waris jika telah memenuhi 
persyaratan dan sebab sebagai ahli waris. 
Persyaratan “rusydu” atau cerdas yang ditetapkan 
oleh ulama untuk seseorang dapat menguasai dan 
mengendalikan harta yang dimilikinya, yang 
menurut lazimnya dicapai setelah seseorang 
dinyatakan dewasa, tidak memberi pengaruh 
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kepada janin dalam kandungan ditetapkan sebagai 
ahli waris yang berhak karena masalah kewarisan 
hanya berkaitan dengan mendapatkan hak, bukan 
menguasai atau mengendalikan harta. 

2) Penetapan apakah janin yang berada dalam 
kandungan pada waktu kematian pewaris dapat 
dikatakan lahir dalam keadaan hidup menimbulkan 
adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama 
mazhab sehingga juga menghasilkan kebijakan yang 
berbeda. Sekelompok ulama seperti Ibn Abbas, Sa’id 
bin Al-Musayyab, Atha’, Syuraih Al-Hasan dan Ibnu 
Sirin dari kalangan sahabat yang kemudian diikuti 
oleh Al-Nakha’i, Malik dan Ahmad dalam riwayat 
yang masyhur mengajukan sebuah kebijakan bahwa 
yang dijadikan ukuran atau tanda bayi itu 
dinyatakan hidup jika ia lahir dengan adanya 
“istihlāl” atau teriakan. Golongan ulama ini 
berpegang kepada hadis Nabi yang diriwayatkan 
oleh Abu Hurairah:  

 مع قاحسا نبا lנعي دم�¬ نع fÂrstا دبع نع ذاعم نب נ�سح نع

 ه[¥r هللا stص -ëنلا نع ةر#ره #3ا نع طيصق نب هللادبع نب ديزي

 213)دواد وبا هاور( ثرو دولوملا لهتسا اذا : لاق ملسو
Terjemahnya:  “Dari Husain bin Muaz dari Abdul A’la 

dari Muhammad yakni Ibnu Ishaq dari 
Yazid bin Abdullah bin Qusaith dari Abu 
Hurairah dari Nabi SAW bersabda : “Jika 
bayi itu berteriak maka ia berhak 
mewarisi”. (HR.Abu Daud) 

 
Kata istihlāl dalam hadis ini dipahami dengan 

makna harfiah yaitu jeritan atau teriakan, sehingga 
kelompok ulama ini menjadikan terikan itu sebagai 

 
213 Abu Daud, op.cit., h 54 
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tanda kehidupan bayi yang lahir tersebut. Adapun 
kelompok ulama lain yang terdiri dari At-Tsauri, Al-
Auza’i, Abu Hanifah, Al-Syafi’i, Ahmad dalam 
riwayat yang lain, dan Daud mengemukakan 
kebijakan hukum lain bahwa yang menjadi ukuran 
sebagai bukti kehidupan bayi itu lahir dalam 
keadaan hidup bukan hanya dengan adanya 
teriakan saja, namun dapat juga dengan adanya 
gerakan tubuh lain seperti menyusui atau bentuk 
petunjuk lain yang meyakinkan.214 Agaknya ulama 
dalam kelompok ini tidak terlalu terikat dengan 
makna harfiah dalam hadis di atas sehingga mereka 
memahami maksud lain dari kata istihlāl itu. Di 
samping itu, ada kemungkinan juga ulama ini 
berpegang kepada hadis Nabi SAW yang 
diriwayatkan oleh Jabir: 

 هللا stص هللا لوسر لاق :لاق ةمرý¬ نب روسملا هللا دبع نب رباF نع

r¥]ملسو ه fgصلا ثريë- حkl âÅهتساو لاق ا�راص لهت��<É نأ 

 215 )#נاfÂXïا هححصو هجام نبا هاور( سطعي وأ حيصيو tכبي
Terjemahnya:  “Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin 

Makhramah berkata keduanya berkata 
Rasulullah SAW: “Seseorang bayi tidak 
berhak menerima warisan kecuali ia lahir 
dalam keadaan bergerak dengan jeritan. 
Gerakannya diketahui dari tangis, 
teriakan dan bersin.”( HR.Ibn Majah dan 
dishahihkan oleh Albani)   

 
Dalam menetapkan waktu terjadinya istihlāl atau 

terikan tersebut juga menimbulkan dua bentuk 
kebijakan hukum yang dikemukakan oleh imam Al-

 
214 Ibn Qudamah, op.cit., h.384-385. Lihat juga Ibn Hazm, op.cit., h.410 dan an-Nawawiy, 

op.cit., h. 266 
215 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Mustafa al-Babiy al-Halabiy,tt), Jil.II, h.919 
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Syafi’i dan Abu Hanifah. Imam Al-Syafi’i menetapkan 
bahwa istihlāl itu dilihat ketika janin itu telah lahir 
secara sempurna. Jika teriakan itu sudah terdengar 
pada saat janin itu belum lahir secara sempurna, 
kemudian meninggal pada saat telah lahir secara 
sempurna maka ia lahir dalam keadaan meninggal 
dunia dan ia tidak berhak mewarisi. Kebijakan yang 
diambil oleh Imam Al-Syafi’i ini didasarkan kepada 
bahwa kata “maulud” dalam hadis tersebut bermakna 
“lahir dalam arti keseluruhannya. 

Sedangkan Abu Hanifah mengemukakan 
kebijakan lain bahwa seandainya sebagian besar tubuh 
janin telah keluar dari rahim ibunya dan mengeluarkan 
teriakan, maka ia telah berhak mewarisi meskipun pada 
saat ia lahir secara sempurna meninggal dunia.216 

Perbedaan kebijakan hukum yang dikemukakan 
oleh dua ulama mazhab di atas memiliki implikasi 
hukum yang akan tampak dalam menentukan apakah 
bayi yang lahir tersebut berhak menjadi ahli waris atau 
tidak. Jika dalam pemeriksaan bayi itu telah hidup 
dalam rahim ibunya tetapi ketika ia lahir dalam 
keadaan meninggal maka jelas ia bukan ahli waris. 
Akan tetapi jika ia lahir dengan memperlihatkan tanda-
tanda seperti di atas kemudian beberapa detik setelah 
itu ia meninggal maka ia berhak menerima warisan 
meskipun ia sudah meninggal. Yang diperhatikan oleh 
ulama di sini bukan penerimaan warisannya, tetapi 
timbulnya hak secara hukum.  

Persoalan kewarisan janin dalam kandungan 
bukan saja menimbulkan beberapa kebijakan karena 
ketidakpastian yang terdapat pada diri janin itu sendiri, 
namun juga menghasilkan beberapa kebijakan hukum 
lain disebabkan ketidakpastian bagi ahli waris yang 

 
216 Ibid. 
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telah ada yang akan menerima warisan, karena ada 
kemungkinan kedudukan mereka dipengaruhi oleh 
bayi yang akan lahir tersebut. Ketidakpastian yang 
berkaitan dengan bayi yang lahir dalam keadaan hidup 
itu, kemungkinannya menjadi ahli waris ada tiga hal: 

Pertama, bayi tersebut pasti ahli waris, jika yang 
hamil umpamanya istri dari pewaris. Dalam bentuk ini, 
bayi yang lahir itu dapat dikelompokkan sebagai ahli 
waris namun mengenai hak yang mesti ia terima belum 
dapat dipastikan karena ada beberapa kemungkinan 
yang akan dihadapi seperti jenis kelamin yang lahir 
apakah laki-laki atau perempuan, berapa orang yang 
lahir apakah tunggal atau kembar. 

Kedua, bayi itu pasti bukan ahli waris, jika 
umpamanya yang hamil adalah anak perempuan 
pewaris karena menurut ulama ahlussunnah anak dari 
anak perempuan itu bukan ahli waris. Dalam bentuk 
ini, bayi tersebut tidak dikategorikan sebagai ahli waris 
yang berhak menerima harta warisan. Ahli waris yang 
ada dalam kondisi seperti ini sebetulnya tidak perlu 
menunggu kelahiran bayi tersebut untuk 
menyelesaikan pembagian harta warisan karena 
kelahiran bayi itu tidak memiliki pengaruh terhadap 
mereka. 

Ketiga, bayi itu mungkin ahli waris dan mungkin 
pula tidak karena melihat kepada jenis kelamin yang 
akan lahir. Umpamanya yang hamil adalah istri dari 
saudara pewaris. Bila yang lahir itu adalah laki-laki 
maka ia menjadi ahli waris namun jika yang lahir 
adalah perempuan anak ia bukan ahli waris karena 
menurut ulama ahlussunnah anak saudara yang 
menjadi ahli waris hanyalah yang laki-laki. Dalam 
bentuk yang ketiga ini, untuk memastikan apakah bayi 
itu ahli waris atau tidak mesti menunggu sampai ia 
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lahir karena untuk dapat menentukan jenis kelaminnya 
hanyalah melalui kelahirannya secara nyata. 217 

Ketidakpastian yang dihadapi oleh ahli waris yang 
telah ada terletak pada kemungkinan hidup atau 
matinya janin dan juga kepada jenis kelamin yang akan 
lahir. Dalam ketidakpastian yang terletak pada 
kemungkinan hidup atau matinya janin tersebut seperti 
adanya ahli waris yang terhijab dengan hidupnya bayi 
itu. Umpamanya yang hamil istri pewaris dan ahli 
waris yang ada ketika itu saudara seibu. Jika bayi yang 
lahir tersebut hidup terlepas apakah jenis kelaminnya 
laki-laki atau perempuan maka saudara seibu terhijab 
dengan kelahirannya. Namun jika ia lahir dalam 
keadaan meninggal dunia maka saudara seibu berhak 
menjadi ahli waris. 

Sedangkan ahli waris yang kepastian haknya 
ditentukan oleh jenis kelamin yang akan lahir, dengan 
arti kalau yang lahir itu perempuan ia berhak menjadi 
ahli waris, tetapi kalau yang lahir laki-laki ia terhijab 
menerima warisan, contohnya adalah saudara kandung 
atau saudara seayah dari pewaris, sedangkan yang 
hamil adalah istri pewaris. Maka ia hanya akan menjadi 
ahli waris jika yang lahir itu perempuan. 

Ketidakpastian lain bagi ahli waris yang telah ada 
itu di samping berkaitan dengan kemungkinan 
mendapat warisan atau tidak, juga berkaitan dengan 
banyak atau sedikitnya bagian yang diterima. Dalam 
contoh ahli waris adalah ibu dari pewaris yang sedang 
hamil dan seorang saudara. Ibu pewaris yang sedang 
hamil menghadapi kemungkinan apakah hak yang 
akan diterimanya 1/3 kalau janin yang lahir itu 
meninggal dunia atau mendapat 1/6 kalau yang akan 

 
217 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 132-133 
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lahir itu ternyata hidup, karena dua orang saudara 
mengurangi hak ibu dari 1/3 menjadi 1/6. 

Ketidakpastian ahli waris yang kedudukannya 
sudah jelas sebagai ahli waris dapat dikelompokkan 
kepada tiga kemungkinan:  

Pertama, pasti kedudukannya sebagai ahli waris 
dan pasti juga hak yang akan diterimanya. Misalnya, 
ibu dalam kasus yang hamil istri pewaris yang 
sebelumnya telah memiliki anak. Dalam hal ini, apapun 
bentuk yang lahir, laki-laki atau perempuan, hidup 
atau mati, seorang atau lebih, hak yang akan diterima 
ibu tidak akan berubah, ibu akan tetap mendapatkan 
hak waris 1/6. Kebijakan yang diambil dalam bentuk 
pertama ini, orang-orang yang telah pasti akan menjadi 
ahli waris dan haknya pun telah jelas dan tidak akan 
mengalami perubahan, maka hak warisannya dapat 
diberikan kepadanya secara penuh karena apapun 
yang terjadi haknya tidak akan berubah. 

Kedua, pasti kedudukannya sebagai ahli waris 
namun hak yang akan diterimanya tidak pasti. 
Umpamanya, yang hamil adalah ibu pewaris yang 
sebelumnya telah memiliki seorang anak. Dalam 
kondisi ini, apapun keadaan yang akan lahir ibu pasti 
akan menerima warisan, hanya saja hak yang akan 
diterima ibu yang belum dapat dipastikan. 
Ketidakpastian hal ibu terletak pada apakah ia 
menerima 1/6 atau 1/3. Kalau yang lahir dalam 
keadaan meninggal dunia maka ibu mendapat hak 1/3 
karena tidak adanya anak pewaris dan saudara yang 
ada hanya seorang. Namun jika seandainya bagi lahir 
dalam keadaan hidup, maka ibu mendapat hak 1/6, 
terlepas apapun jenis kelaminnya karena dua orang 
saudara mengurangi bagian ibu menjadi 1/6. Kebijakan 
yang diambil untuk sebuah kehati-hatian dalam bentuk 
kedua ini, haknya dapat diberikan lebih dahulu dalam 
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furūdh yang terkecil dari kemungkinan furūdh yang 
dimilikinya dengan memperhitungkan kemungkinan 
terjadinya ‘aul, sedangkan selisih dari furūdh-nya yang 
terbesar ditangguhkan sampai bayi lahir dalam 
keadaan sempurna. Dalam contoh di atas, ibu dapat 
diberikan haknya dalam furūdh terendah yaitu 1/6 
dengan pengandaian bayi yang lahir dalam keadaan 
hidup, karena dua saudara mengurangi bagian ibu dari 
1/3 menjadi 1/6. Kalau ternyata kemudian bayi itu 
lahir dalam keadaan hidup maka si ibu telah menerima 
hak sesuai dengan apa yang seharunya ia terima. 
Namun kalau ternyata bayi itu lahir dalam keadaan 
meninggal dunia dan dengan demikian ibu berhak 
mendapat 1/3 maka kekurangannya diberikan kepada 
ibu. Kalau yang lahir perempuan dalam jumlah berapa 
pun maka mereka menerima 2/3 dan jika yang lahir 
laki-laki seorang atau lebih maka mereka 
berkedudukan sebagai ashabah. Dalam ketidakpastian 
berapa orang yang akan lahir, kalau ahli waris yang ada 
bukan ahli waris furūdh dan tidak pasti haknya, juga 
menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama 
yang mengakibatkan munculnya kebijakan yang 
berbeda pula. Di antaranya, Al-Mas’udi dan Ibn Al-
Labban dari ulama Syafi’iyah mengemukakan sebuah 
kebijakan bahwa untuk mereka diberikan 
kemungkinan paling kecil dengan pengandaian yang 
lahir akan menerima bagian yang lebih besar. Dalam 
hal berapa jumlah paling banyak yang diandaikan akan 
lahir, terdapat pula ikhtilaf. Dalam kasus seorang anak 
laki-laki tadi, ia diberi 1/5 dari harta warisan atau sisa 
warisan dengan pertimbangan kalau yang lahir itu 
empat orang anak laki-laki. Pendapat ini diikuti oleh 
Muhammad dan Abu Yusuf dua orang murid Abu 
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Hanifah.218 Adapun Abu Hamid al-Asfaraini dan Abu 
Ishak Al-Marwazi dari kalangan pengikut Al-Syafi’i 
mengemukakan kebijakan bahwa harta ditangguhkan 
seluruhnya sampai ada kepastian dengan lahirnya janin 
tersebut. Alasan dari penangguhan tersebut adalah 
ketidaktahuan akan batas maksimal jumlah dari satu 
kehamilan.219 Ini sejalan dengan pendapat yang 
masyhur dari Imam Al-Syafi’i menurut Ibn 
Qudamah.220 Sedangkan Abu Hanifah sendiri 
berpendapat bahwa harta ditangguhkan seluruhnya 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Mas’udi, 
namun berbeda dengan apa yang diriwayatkan Syekh 
Abu Hamid bahwa menurut Abu Haifah diberikan 
dalam kemungkinan yang paling kecil sebagaimana 
yang diuraikan sebelumnya.221 

Ketiga, belum tentu kedudukannya sebagai ahli 
waris dan otomatis hak yang akan diterima juga belum 
dapat dipastikan. Contohnya, saudara dalam kasus ahli 
waris adalah istri pewaris yang sedang hamil. 
Ketidakpastian itu karena seandainya yang lahir itu 
hidup dan berjenis kelamin laki-laki maka saudara-
saudara tidak berhak menjadi ahli waris karena terhijab 
oleh anak laki-laki tetapi jika yang lahir tidak hidup 
atau hidup dan berkelamin perempuan maka saudara 
berhak menjadi ahli waris karena anak perempuan 
tidak menghijab saudara. Adapun kebijakan yang 
diambil dalam bentuk ketiga ini adalah dengan tidak 
memberikan hak sama sekali kepada ahli waris yang 
memiliki kemungkinan terhijab oleh yang akan lahir. 
Kebijakan ini juga untuk sebuah kehati-hatian, sebab 
kalau sudah diberikan kepadanya sesuatu atau hak dan 

 
218 An-Nawawy, op.cit., h. 267 
219 Ibid. 
220 Ibnu Qudamah, op.cit., h. 383 
221 An-Nawawiy, loc.cit 
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ternyata kemudian ia tidak berhak atas hak tersebut 
dan tidak dapat mengembalikan waktu ditagih maka 
akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Kalau 
seandainya tidak diberi dan ternyata kemudian ia 
dinyatakan berhak, tinggal memberikan hak yang 
ditangguhkan tersebut. 

Adanya alat teknologi canggih yang dapat 
mengetahui secara pasti keadaan janin dalam rahim 
ibunya itu sudah patut dijadikan pertimbangan untuk 
membicarakan persyaratan berhaknya bayi dalam 
kandungan atas warisan. Dengan adanya alat canggih 
itu digunakan, ketidakapastian yang menyebabkan 
timbulnya masalah kewarisan bayi dalam kandungan 
dapat diatasi. Bila ini sudah dapat dilakukan kiranya 
beda pendapat seperti yang pernah terjadi dapat 
dihindarkan.222  

b. Kewarisan mafqūd223 (orang hilang) 
Masalah kewarisan mafqūd (orang hilang) timbul 

karena adanya ketidakpastian seperti halnya dalam 
kewarisan janin dalam kandungan di atas. 
Ketidakpastian tersebut disebabkan terkait dengan 
persyaratan sebagai pewaris dan ahli waris. Syarat yang 
harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris adalah telah 
jelas matinya. Dengan terpenuhinya syarat pewaris ini 
maka harta yang dia miliki telah dapat dibagikan 
kepada ahli warisnya. Akan tetapi jika seseorang tidak 
jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang 
hidup matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya 
yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas 
hidupnya. Sedangkan salah satu syarat yang mesti 
terpenuhi berkenaan dengan ahli waris adalah jelas 
hidup pada saat kematian pewaris. Apabila di antara 

 
222 Amir Syarifudin, op.cit., h. 174 
223 Orang mafqūd adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup 

matinya. 
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ahli waris terdapat orang yang tidak jelas apakah ia 
masih hidup atau telah mati pada saat kematian 
pewaris, maka hal inilah yang menimbulkan masalah 
dalam kewarisannya. Dalam menyikapi masalah ini, 
ulama mencoba memberikan penyelesaian dengan cara 
mengambil beberapa kebijakan hukum yang didasarkan 
kepada ijtihad masing-masing. Persoalan ini 
dikelompokkan kepada dua bentuk, mafqūd yang 
berkedudukan sebagai pewaris dan mafqūd sebagai ahli 
waris. 
1) Mafqūd sebagai pewaris 

Mafqūd yang berkedudukan sebagai pewaris 
menurut kesepakatan ulama tetap dianggap masih 
hidup selama masa hilangnya. Oleh karena itu harta 
yang dimilikinya tidak dapat dibagikan kepada ahli 
waris. Selain itu, istrinya tetap berstatus sebagai 
istri. Menganggap seseorang itu masih hidup selama 
belum ada kepastian tentang kematiannya, di 
kalangan ahli ushul fiqih disebut mengamalkan 
prinsip “istishhāb al-sifah”. Walaupun secara umum 
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama 
dalam pengamalan prinsip al-istishhāb, namun 
terhadap istishhāb al-sifah untuk mempertahankan 
hak milik yang ada padanya, terlihat adanya 
kesamaan pendapat. Oleh karena itu, harta yang 
ditinggal pergi oleh seseorang tetap menjadi 
miliknya secara penuh sampai diyakini 
kematiannya. Dengan demikian, yang 
meninggalkan harta belum dapat disebut sebagai 
pewaris dan harta yang ditinggalkannya belum 
dapat disebut sebagai harta warisan. 

Dalam menentukan batas waktu tunggu orang 
hilang dinyatakan dalam status orang hidup, 
muncul beberapa pendapat yang dikemukakan oleh 
ulama. Jumhur ulama menyatakan bahwa kematian 
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orang mafqūd itu harus ditunggu sampai batas 
waktu tertentu yang tidak mungkin hidup lebih dari 
masa itu. 224 Kepastian waktunya diserahkan kepada 
ijtihad imam. Argumen yang mereka gunakan 
adalah bahwa status asal mafqūd ini adalah hidup 
dan kepastian kematiannya sangat tergantung 
kepada realitas dan berita tentang hal tersebut tidak 
ada. Pendapat jumhur ulama ini diikuti oleh Imam 
Al-Syafi’i, Malik, Abu Hanifah Abu Yusuf.  

Ulama lain memberikan batasan waktu tertentu 
seperti yang dikemukakan oleh Hasan bin Ziyad 
yang berpendapat harus ditunggu secara sempurna 
selama 120 tahun. Berbeda dengan itu, Abdullah bin 
Hakam juga berpendapat bahwa waktu tunggu 
yang ditentukan adalah selama 70 tahun (termasuk 
tahun ia menghilang) dengan dasar karena adanya 
hadis nabi SAW yang redaksinya mengatakan 
bahwa umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 
dan 70 tahun. Abdul Maik bin Majison menetapkan 
batas waktu tunggu yaitu 90 tahun karena menurut 
umumnya tidak ada yang hidup lebih dari itu.225 

Ahmad bin Hanbal membedakan waktu tunggu 
tersebut berdasarkan kondisi waktu hilang. Jika ia 
hilang dalam kondisi yang sangat mudah 
menimbulkan kematian seperti dalam peperangan 
atau kecelakaan yang menyebabkan tewasnya 
sebagian korban maka ia ditunggu selama empat 
tahun. Kalau tidak kembali dalam waktu itu maka 
harta yang dimilikinya dapat dibagikan kepada ahli 
waris dan istri yang dia tinggalkan masuk dalam 
iddah wafat. Adapun jika ia dalam kondisi biasa 
yang kecil kemungkinan timbul kematian seperti 
dalam perjalanan bisnis atau menuntut ilmu maka ia 

 
224 Ibn Qudamah, op.cit.,h. 386. Lihat juga, An-Nawawiy,op.cit.,h. 223 
225 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 137 
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harus ditunggu sebagaimana yang ditetapkan oleh 
jumhur ulama di atas.226 

Adanya beberapa pendapat ulama di atas 
menimbulkan munculnya beberapa kebijakan yang 
berbeda dari mereka dalam penentuan batas waktu 
tunggu mafqūd jika ia dalam posisi sebagai pewaris. 
Perbedaan itu hanyalah dari segi batasan waktu 
sampai kapan ia dinyatakan hidup, namun ulama 
tersebut sepakat bahwa dalam posisi sebagai 
pewaris ia harus ditunggu sampai ada kepastian 
kematiannya. 

2) Mafqūd Sebagai Ahli Waris 
Ketentuan yang berbeda dengan sebelumnya, 

jika mafqūd dalam posisi sebagai ahli waris, maka 
dalam penetapan apakah ia dapat dikelompokkan 
sebagai ahli waris yang berhak menerima harta 
warisan atau tidak memunculkan beberapa 
kebijakan hukum yang didasari dari ijtihad masing-
masing ulama. Pada prinsipnya, dalam persoalan 
ini muncul dua kebijakan yang diusung oleh dua 
kelompok mazhab yang populer, yaitu ulama 
Syafi’iyyah dan Hanafiyah.  

Menurut ulama Syafi’iyyah, termasuk 
pendapat mayoritas ulama, mafqūd yang berposisi 
sebagai ahli waris tetap dinyatakan sebagai orang 
yang hidup sehingga ia diperhitungkan sebagai ahli 
waris yang akan menerima harta warisan. Hanya 
saja, hak atau bagiannya disisihkan dulu atau 
ditangguhkan sampai ada kepastian tentang 
kematiannya. Adapun ahli waris lain dapat 
menerima hak mereka secara penuh dengan 
memperhitungkan mafqūd dalam status hidup. 
Kebijakan yang dikemukakan oleh ulama 

 
226 Ibid. 
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Syafi’iyyah ini merupakan sebuah bentuk tindakah 
ihtiyāth untuk mengantisipasi jika ternyata setelah 
harta dibagi kepada ahli waris, mafqūd tersebut 
kembali dalam keadaan hidup. Dengan kebijakan 
yang diambil oleh ulama ini, ketika mafqūd muncul 
kembali dalam keadaan hidup maka tidak akan 
menimbulkan persoalan tentang bagian yang mesti 
diterima oleh ahli waris. Hal ini disebabkan karena 
hak yang mesti diterima oleh mafqūd telah lebih 
dahulu disisihkan dan ahli waris lain juga telah 
mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Apabila yang terjadi sebaliknya, bahwa mafqūd 
diberitakan secara meyakinkan ternyata telah 
meninggal dan ia meninggal setelah pewaris 
meninggal dunia, ini maka hak yang mesti dia 
terima itu diserahkan kepada ahli warisnya. 
Namun jika berita kematiannya itu diberitakan 
terjadi sebelum pewaris meninggal maka ia tidak 
termasuk ahli waris.  

Kebijakan yang berbeda muncul dari ulama 
Hanafiyah yang mengatakan bahwa mafqūd dalam 
posisi ini tidak dianggap lagi sebagai orang yang 
hidup karena mafqūd itu diragukan status hidupnya 
dan karena itu ia tidak berhak mewarisi. Harta 
warisan hanya akan diberikan kepada ahli waris 
yang sudah pasti adanya. Kebijakan ulama 
Hanafiyah ini, jika dilihat dari satu sisi karena 
berpegang kepada pendapat bahwa yang 
dikategorikan sebagai ahli waris itu adalah orang 
yang sudah pasti adanya sehingga orang yang 
dikeragui keberadaannya tidak dapat disebut ahli 
waris. Namun dari sisi lain kebijakan ini 
menimbulkan persoalan ketika dihadapkan kepada 
kemungkinan yang akan muncul belakangan 
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seperti mafqūd yang kembali dalam keadaan hidup. 
Dalam menjawab kemungkinan ini, mafqūd tidak 
dapat menerima hak sebagaimana mestinya, 
kalaupun dia menerima hak dari harta warisan 
tersebut hanya seberapa yang ada pada ahli waris 
yang ada. Artinya ahli waris yang ada harus 
mengembalikan apa yang menjadi hak miliknya 
seberapa pun yang masih tersisa. Kekurangannya 
tidak menjadi hutang bagi yang mengembalikan 
karena ia mengambil secara hukum. 

Dalam kemungkinan lain, umpamanya ada 
berita yang meyakinkan tentang kematian mafqūd 
dan ia mati setelah kematian pewaris maka 
kebijakan yang diambil oleh ulama Hanafiyah ini 
tidak menemui persoalan karena dalam pembagian 
awal mafqūd telah ditempatkan sebagai ahli waris 
yang tidak berhak dan tidak diperhitungkan lagi 
dalam pembagian harta warisan. 

Ahmad bin Hanbal dan mayoritas fukahak 
mengajukan kebijakan lain yang berupaya 
mengambil jalan tengah dari dua kebijakan 
sebelumnya yaitu dengan menangguhkan hak 
mafqūd dan memberikan hak yang meyakinkan 
kepada ahli waris. Yang dimaksud dengan hak 
yang meyakinkan yang dapat diberikan itu adalah 
perhitungan terkecil antara pengandaian hidup dan 
matinya mafqūd. Kalau ternyata ia adalah hidup 
pada saat kematian pewaris, ia telah mendapatkan 
haknya dan bila ternyata kemudian ia telah mati, 
oleh karenanya ia tidak berhak, maka selisih antara 
keduanya dapat diperolehnya. 

Jika kebijakan ini digunakan kepada 
kemungkinan sebagaimana persoalan di atas, 
mafqūd yang datang kembali dalam keadaan hidup 
beserta ahli waris yang ada - yang baru menerima 
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bagiannya yang meyakinkan (yang terkecil dari dua 
kemungkinan) - menerima haknya yang 
ditangguhkan itu. Namun jika berita kematiannya 
datang sebelum kematian pewaris maka ia tidak 
termasuk ahli waris dan bagian yang ditangguhkan 
itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada dalam 
perhitungan yang seharusnya diterimanya jika 
orang mafqūd itu tidak berhak mendapatkan 
warisan. 
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BAB VII 
KEBIJAKAN HUKUM DALAM 
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT 
HUKUM ISLAM  

 
 
 

A. Kebijakan Hukum dalam Pembagian Warisan Secara 
Takhāruj Menurut Fikih Hanafiyah 

1. Pengertian Takhāruj  
Kata takhāruj merupakan kata yang berasal dari kharaja 

yang berarti keluar. Ketika kata ini diwazankan dengan 
wazan tafa’ul (shigat musyārakah) maka dalam susunan wazan 

اجراخت – جراختی – جراخت menjadi لاعافت – لعافتی – لعافت  yang 
memiliki arti saling keluar atau saling mengundurkan diri 
yang terjadi antara dua pihak. Dalam salah satu kamus, 
takhāruj secara etimologi diartikan dengan جورخلا نم لعافت  
(saling berbuat untuk keluar) sehingga dalam kalimat جراخت 

موقلا  berarti masing-masing saling berbuat untuk keluar dari 
memberikan nafkah atas seukuran nafkah yang diberikan 
temannya. Adapun dalam kalimat ءاكرشلا جراخت  berarti 
masing-masing keluar atau mengundurkan diri dari 
perserikatan yang dilakukannya terhadap kepemilikan 
dengan cara jual beli. Sedangkan kalimat  ةثرولا جراخت  berarti 
sebagian mereka mengundurkan diri (keluar) dari 
menerima bagian harta warisan dengan cara jual beli, ishlāh 
dan sejenisnya.227 Dalam pengertian secara bahasa ini dapat 
dipahami bahwa jika yang mengundurkan diri itu hanya 
dilakukan oleh seseorang saja tanpa ada pihak lain yang 

 
227 Ibn Manzhur al-Ifriqiy, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turast al-Islamiy,1419 

H), cet ke-3, Jilid .4, h. 53-54 
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ikut menyepakati di dalamnya atau tidak ada keikutsertaan 
pihak lain menyetujui pengunduran diri tersebut maka 
tidak dinamakan dengan takhāruj. 

Ada sejumlah istilah yang berkaitan dengan makna 
takhāruj jika dikaitkan dengan makna secara bahasa. Dalam 
beberapa keadaan, salah satu istilah ini digunakan untuk 
makna takhāruj oleh ulama farāidh. Di antara istilah itu al-
qismah, al-sulhu, dan al-bai’. Perbedaan istilah ini dengan 
takhāruj adalah: 
a. Al-Qismah (al-taqāsum). Secara lughah al-qismah berarti 

bagian, batasan. Secara istilah al-qismah berarti sesuatu 
yang membedakan sebagian hak dan bagian dari 
sebagian yang lain. Takhāruj dalam sebagian bentuknya 
dipandang sebagai bagian di antara ahli waris. Paling 
tidak ada dua hal yang menjadi pembeda di antara 
kedua bentuk istilah ini: 
1) Harta yang dibagi dalam bentuk qismah, merupakan 

satu bagian dari harta yang diserikatkan. Adapun 
dalam takhāruj, orang yang keluar mengambil 
bagian tertentu baik dari harta peninggalan atau dari 
selainnya, bukan dalam bentuk harta yang 
diserikatkan.228 

2) Pada dasarnya dalam qismah, tiap orang yang 
berserikat mengambil bagiannya sesuai dengan hak 
yang mesti ia terima menurut syara’. Adapun dalam 
takhāruj orang yang mengundurkan diri dari 
menerima warisan itu mengambil bagian lebih 
banyak atau sedikit dari hak yang mesti ia terima 
sesuai dengan kemaslahatannya atau kemaslahatan 
ahli waris. 
 

 
228 Nashir bin Muhammad bin Masyriy al-Ghamidiy, al-Takhāruj Baina al-Waratsah 

Ahkamuhu wa Shuwaruhu fi al-Fiqh al-Islamiy, (Makkah al-Mukarramah: Jami’ah Ummu al-
Qura,tt), h. 195-196. Lihat juga Mausu’ah Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah, (Kuwait: Zaratul Auqaf wa 
as-Syu’un al-Islamiyah, 1408), cet ke-2, Jil.11, h. 5 
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b. As-Shulh (At-Tashāluh) 
Takhāruj dalam beberapa bentuknya dipandang 

juga sebagai ishlāh di antara ahli waris, namun ada tiga 
hal yang membedakannya dengan ishlāh: 
1) Ishlāh itu umum untuk seluruh harta dan selainnya, 

sementara takhāruj terbatas ishlāh dalam bentuk 
harta saja.229 

2) Ishlāh dengan makna umum biasanya terjadi setelah 
adanya perselisihan dan persengketaan. Jenis ini 
merupakan akad yang dibuat untuk 
menghilangkan perselisihan setelah adanya 
kerelaan masing-masing pihak.230 Adapun takhāruj 
tidak harus terjadi setelah adanya persengketaan 
dan perselisihan namun hanya membutuhkan 
kesepakatan ahli waris saja.  

3) Ishlāh kadang-kadang terjadi tanpa adanya ganti 
atau imbalan (ibrā’). Jika dalam ishlāh itu 
menggugurkan hak orang-orang yang berselisih 
atau sebagian dari hak itu, terkadang 
menggugurkan hak salah seorang atau kedua belah 
pihak dalam ishlāh itu pada dasarnya bukan hanya 
terjadi dalam harta saja. Adapun takhāruj terjadi 
dengan adanya ganti atau imbalan karena jika 
tanpa adanya imbalan atau ganti, maka itu 
bukanlah takhāruj.231 

c. Al-Bai’ 
Lafaz al-bai’ secara istilah berarti saling tukar 

menukar harta yang bernilai, dengan cara kepemilikan 
dan saling memiliki232. Ada dua hal yang membedakan 
jual beli dengan takhāruj: 

 
229 Manshur bin Yunus al-Buhutiy, Kasyf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’, (Beirut: Dar al-‘Alam 

al-Kutub, 1403),J il.8, h. 278 
230Ali Haidar, Syarh Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, (Beirut: Mansurat Maktabah Al-

Nahdhah,t.th), pasal 1531 
231 Ibid. 
232 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Kairo: Dar Hajr, 1410), cet ke-1, Juz.6, h. 5 
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1) Dalam beberapa kondisi, takhāruj bukanlah jual beli, 
karena hanya berbentuk ishlāh dan pembagian di 
antara ahli waris. Karena ahli waris yang keluar 
terkadang tidak menjual bagiannya dari harta 
warisan. Hanya mengambil satu bagian dari tirkah 
atau dari yang lain, disebabkan ia mengundurkan 
diri sebagai ahli waris. 

2) Pada prinsipnya, dalam jual beli orang yang 
membeli memberikan harga yang pantas secara 
syara’ dan urf untuk benda yang dibelinya kepada si 
penjual. Adapun dalam takhāruj, terkadang ahli 
waris yang mengundurkan diri itu melepaskan 
haknya melebihi atau kurang dari bagian warisan 
yang mesti ia terima karena dasarnya adalah ishlāh 
dan mewujudkan kemashlahatan ahli waris.233 

Takhāruj adalah salah satu dari akad harta 
pengganti. Bentuknya tidak keluar dari akad 
pembagian (aqd al-qismah) atau akad jual (aqd al-bai’). 
Jika terjadi kesepakatan bahwa al-khārij (orang yang 
keluar) itu mengambil harta waris, akad itu disebut 
sebagai akad pembagian. Apabila terjadi 
kesepakatan bahwa dia mengambil harta yang 
bukan harta waris yang diserahkan oleh salah satu 
ahli waris atau oleh semua ahli waris, akad itu 
disebut akad jual beli.  

Adapun pengertian takhāruj secara terminologi, 
dikemukakan oleh beberapa ulama fikih, di antaranya: 
1) Menurut Al-‘Alamah Ali bin Muhammad bin ‘Ali 

Al-Jurjani Al-Hanafiy, dalam kitab At-Ta’rifaat 
mengemukakan pengertian takhāruj yaitu: 

234   ةك�cöا نم נ�عم ء-I* مهنم ضعب جارخا rst ةثرولا ة��اصم

 
233 Nashir bin Muhammad bin Masyriy al-Ghamidiy, op.cit., h. 197 
234 ◌ِAli bin Muhammad Al-Jurjani, At-Ta’rifaat, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1413 

H), h. 75 
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“Kesepakatan (perdamaian) di antara ahli waris 
untuk mengeluarkan sebagian ahli waris (dari 
menerima warisan) dengan adanya imbalan berapa 
bagian tertentu dari harta peninggalan”. 

 
2) Menurut Ibn Abidin dalam Hasyiyah Radd Al-

Muhtar ‘Ala Ad-Durr Al-Mukhtar, makna takhāruj 
yaitu: 

 נ�r ةك�cöا نم ء#rst i ثا��ملا نم مهضعب جارخا rst ةثرولا حلاصت

 235 نيد وأ

 “Perdamaian yang dilakukan ahli waris untuk 
mengeluarkan sebagian ahli waris yang lain dari 
menerima harta warisan dengan imbalan tertentu 
yang diambil dari tirkah baik berupa benda atau 
hutang”. 

Pengertian yang dikemukakan oleh kedua 
ulama di atas memiliki arti bahwa takhāruj 
merupakan sebentuk perdamaian yang dilakukan 
di kalangan ahli waris, dengan adanya di antara ahli 
waris yang dikeluarkan dari menerima warisan. 
Artinya, ada di antara ahli waris yang dikeluarkan 
dalam penerimaan harta warisan, dengan tidak 
mengambil bagian atau hak warisnya dan tindakan 
ini disetujui dan disepakati oleh ahli waris lain 
dengan cara damai. Sebagai kompensasi dari 
tindakan tersebut, ahli waris yang dikeluarkan 
mendapatkan imbalan tertentu yang diambil dari 
harta peninggalan baik berupa benda atau hutang. 

3) Pengertian takhāruj yang senada dengan pengertian 
di atas dikemukakan dalam Hasyiyah Qurrah ‘Uyuun 

 
235 Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyah,t.th), Juz.6, cet ke-2, h. 811 
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Al-Akhbar Takmilah Radd Al-Muhtar ‘Ala Ad-Durr Al-
Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar, yaitu: 

 236مولعم لامب ثا��ملا نم مهضعب جارخا rst ةثرولا حلطصي نأ

 “Perdamaian yang dilakukan oleh ahli waris 
untuk mengeluarkan sebagian ahli waris dari 
menerima harta warisan dengan adanya imbalan 
berupa harta tertentu”. 

 
Pada dasarnya kedua pengertian takhāruj yang 

dikemukakan di atas memiliki makna yang sama, 
hanya saja dalam ungkapan yang terdapat dalam 
Takmilah Radd Al-Muhtār lebih sederhana tanpa 
memerinci bentuk imbalan yang diberikan kepada 
ahli waris yang mengundurkan diri, apakah 
diambilkan dari harta peninggalan atau di luar 
harta peninggalan. Sementara dalam definisi 
pertama secara tegas dijelaskan bahwa imbalan 
yang diterima oleh ahli waris sebagai imbalan itu 
berasal dari harta peninggalan yang ada. 

4) Menurut Ali Haidar dalam kitab Durar Al-Hukkam 
Syarh Majallah Al-Ahkam, takhāruj adalah: 

 ء#i لباقم ثا��ملا نم مهضعب جارخا rst ةثرولا حلاصتي نأوه

 237.اه��Ý نم وأ ةك�cöا نم É> عف دي مولعم

“Perdamaian yang dilakukan oleh ahli waris 
untuk mengeluarkan sebagian ahli waris dari 
(menerima) harta warisan dengan (kompensasi) 
adanya imbalan berupa bagian tertentu yang 

 
236 Muhammad ‘Alauddin Aqriy, Hasyiyah Qurrah ‘Uyuun al-Akhbar Talmilah Radd al-

Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
1994),Cet.ke-1, Juz.12,h. 348. Syamsuddin Ahmad bin Qaudar, Nataij al-Ifkar (Takmilah Fath 
al-Qadir oleh Ibn Humam) Syarh Bidayah al-Mubtadiy, (Li al-Thiba’ah an-Nasyr wa al-Tauzi’: 
Dar al-Fikr, t.th), Juz.8, h. 439 

237 Ali Haidar, Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam, (Beirut: Maktabah An-
Nahdhah, t.th), juz. 3, h. 48 
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diserahkan kepada ahli waris tersebut, baik berasal 
dari harta peninggalan atau dari yang lainnya”. 

 
Definisi takhāruj yang dikemukakan Ali Haidar di atas 

pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang krusial 
dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya. 
Perbedaannya hanya terlihat ketika mengemukakan bentuk 
imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang 
mengundurkan diri. Dalam pengertian ini, imbalan itu 
bukan saja berasal dari harta peninggalan namun bisa juga 
berasal dari harta yang lain seperti harta ahli waris yang 
berhak menerima warisan. 

Pengertian takhāruj lain diungkapkan oleh Abu 
Zahrah 238  dalam kitabnya “Ahkām Al-Mawārist” dan 
sepertinya pengertian yang dikemukakan oleh Abu Zahrah 
lebih terurai dan rinci, bahwa takhāruj adalah:  

 ءاوس ,اهيف هتصح ك�öي نأ ��ظن �O مولعم ردق rst ةثرولا ضعب حلاصتي نأ

 ى=>ا ضعبلا ل�ñ نأ rst مهضعب عم مأ נ�عمتà¬ ةثرولا عم حلاصتلا ن©כأ

 rst هو��اص دق ةثرولا ن©כأ ءاوسو ,هتصح ��ÀÉ O¬ لاملا نم انwعم اردق ءاطعأ

 .ةك�cöا جرا® É> هومدق لام rst هو��اص مأ ,اهسفن ةك�cöا نم נ�عم ءزج

“Perdamaian yang dilakukan oleh sebagian ahli waris 
dengan adanya imbalan tertentu yang seimbang dengan 
bagiannya dalam harta warisan, baik perdamaian itu 
dilakukan dengan seluruh ahli waris atau sebagian ahli 
waris, bahwa sebagian ahli waris melepaskan haknya 
dengan memberikan bagian tertentu dari harta yang 
menjadi bagiannya dalam warisan, atau ahli waris 
melakukan perdamaian atas bagian tertentu yang diambil 
dari harta warisan atau dari selain harta warisan”. 

 

 
238 Muhammad Abu Zahrah, Ahkam at-Tirkah wa al-Mawarits, (Kairo: Dar al-Fikr al-

‘Arabiy, 1963), h. 218 
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Dari definisi takhāruj yang dikemukakan di atas ada 
beberapa poin penting dalam praktek takhāruj, yang 
menjadi karakteristiknya yaitu: 
a. Adanya perdamaian atau kesepakatan yang dilakukan 

oleh ahli waris dengan ahli waris lain, baik perdamaian 
itu dilakukan dengan seluruh ahli waris atau sebagian 
ahli waris. Dalam arti kata, takhāruj dapat saja dilakukan 
oleh seorang ahli waris dengan seluruh ahli waris atau 
seorang ahli waris dengan salah seorang ahli waris atau 
lebih. 

b. Bentuk perdamaian tersebut dengan cara sebagian ahli 
waris melepaskan hak waris yang menjadi bagian 
warisannya dengan adanya imbalan yang diberikan dan 
diambil dari harta warisan atau selain dari harta 
warisan. 

c. Takhāruj dilakukan sebelum harta warisan dibagikan 
dan diperuntukkan kepada masing-masing ahli waris 
atau sebelum ahli waris mengetahui bagian warisan 
masing-masing.  
 Berdasarkan pengertian takhāruj di atas, kata takhāruj 

mengalami penyempitan makna ketika dilihat 
pengertiannya secara lughah dan istilah. Dalam pengertian 
lughah menampung persoalan apa saja yang dilakukan 
melalui perdamaian dan pengunduran diri. Namun dari 
pengertian secara terminologi atau istilah, takhāruj yang 
dimaksud hanya berlaku dalam hal perdamaian dan 
pengunduran diri dalam penerimaan harta warisan saja. 

Adanya beberapa pengertian terminologi yang 
dikemukakan oleh beberapa ulama fikih di atas dapat 
disimpulkan bahwa takhāruj merupakan penyesuaian yang 
berlaku dalam pembagian warisan. Adanya kesepakatan 
ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di 
luar cara yang ditentukan oleh syara’. Cara pembagian yang 
dimaksud adalah perdamaian yang terjadi di kalangan ahli 
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waris dengan adanya salah seorang atau beberapa orang 
ahli waris yang mengundurkan diri (melepaskan haknya) 
dari menerima harta warisan, dengan imbalan tertentu yang 
bisa saja diambil dari harta warisan atau dari harta ahli 
waris sendiri. Harta benda yang seharusnya ia terima, 
dibagikan kepada ahli waris selainnya sesuai dengan 
bagiannya masing-masing. Dengan demikian dia tidak 
mengambil bagian yang setara dengan haknya dari harta 
waris atau dari hal lainnya. Ini dapat dikatakan bahwa dia 
menghapus bagian warisnya sendiri.  

Dalam beberpa buku dan tulisan ulama mazhab 
Hanafiyah, penulis tidak menemukan pengertian takhāruj 
secara istilah yang dikemukakan oleh sebagian ulama 
mazhab ini, seperti dalam kitab Badai’ Al-Shanai’, Bahr Ar-
Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq dan lainnya, sehingga untuk 
melengkapi uraian pengertian takhāruj ini penulis 
mencantumkan beberapa pengertian takhāruj yang 
diungkapkan oleh ulama lain seperti Muhammad Abu 
Zahrah dan Ali Haidar sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya. 

Menurut Merwan Al-Qadumi Dalam Tulisannya Yang 
Berjudul “Al-Shulhu Bi At-Tharīqiy Al-Takhāruj Fi Al-Mīrast, 
dalam Qanun Mesir yang membahas tentang kewarisan 
persolan takhāruj dibahas pasal 48, dalam Qanun Al-Ahwāl 
Al-Syakhshiyyah Suria terdapat pada pasal 303. Bunyi 
teksnya adalah “Takhāruj merupakan kesepakatan atau 
perdamaian antara ahli waris atas keluarnya sebagian 
mereka dari menerima warisan dengan adanya imbalan 
tertentu”. Dalam Qanun Al-Madani Urdu, ketentuan 
tentang takhāruj terdapat pada pasal 539 sampai 542, yang 
mengandung hukum jual beli, akan tetapi terhadap objek 
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jual beli yang sudah ditentukan ketika akad itu dan dibatasi 
di antara ahli waris.239 

2. Bentuk-Bentuk Takhāruj 
Pernyataan tentang dasar pelaksanaan takhāruj terdapat 

dalam kitab Syarah Fath Al-Qadīr yang menyatakan bahwa 
“jika ahli waris sepakat untuk mengeluarkan salah seorang 
(dari pembagian harta warisan) dengan memberikan 
sejumlah harta kepadanya, apakah harta warisan berupa 
benda tetap atau benda bergerak, hal itu dibolehkan baik 
sedikit ataupun banyak karena hal tersebut dapat 
dipandang sah sebagai jual beli”.240 Pernyataan di atas 
menggambarkan bahwa takhāruj dibolehkan karena 
dianggap sah dan kedudukannya sama dengan jual beli. 
Jual beli itu terlebih dahulu diawali dengan adanya 
kesepakatan di antara ahli waris mengenai pengeluaran 
salah seorang di antara mereka dari posisinya sebagai ahli 
waris. Dengan begitu bagian ahli waris yang keluar 
dianggap telah dibeli oleh ahli waris lain yang akan 
menerima warisan. Inilah pendapat berbeda dan 
berkembang di kalangan ulama Hanafiyah. 

Berdasarkan pengertian takhāruj yang dikemukakan 
sebelumnya, dalam pelaksanaannya, penyesuaian secara 
takhāruj dapat berlaku dalam tiga bentuk.  
a. Bentuk pertama, kesepakatan yang terjadi di antara dua 

orang ahli waris untuk keluarnya salah seorang di 
antaranya dari pembagian warisan dengan imbalan 
tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya 
sendiri.241  Pembagian harta warisan dalam bentuk ini 
adalah terdapat dua pihak. Pihak pertama adalah ahli 
waris yang menyatakan diri keluar dari haknya untuk 

 
239 Merwan al-Qadumi, al-Shulh bi al-Thariq al-Takhāruj fi al-Mirast, (Palestina: Jami’ah 

an-Najah al-Wathaniyah, 2009), h.311 
240 Ibn Humam, Syarh Fath al-Qadir, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), Juz.8, h. 439 
241 Yusuf Musa, at-Tirkah wa al-Mirast fi al-Islam, (Kairo:Dar al-Ma'rifah, 1960), h. 375 
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menerima warisan dan menyerahkan bagian 
warisannya kepada pihak kedua atau ahli waris lain. 
Selanjutnya pihak kedua (ahli waris lain) menyerahkan 
sesuatu sebagai tebusan atas harta warisan yang telah 
diserahkan oleh ahli waris pihak pertama. Ketika 
pembagian warisan, ahli waris yang mengeluarkan 
(mukhārij) menempati kedudukan ahli waris yang 
dikeluarkan (mukhāraj) dalam bagian harta warisan 
yang mesti ia terima. Harta pengganti yang diberikan 
kepadanya tidak berasal dari harta waris. Dengan 
demikian, ahli waris yang memberikan pengganti itu 
menempati posisi al-khārij (orang yang keluar) karena 
dia adalah pembeli, sehingga memiliki bagian warisan 
al-khārij ditambah bagian aslinya. Pada hakikatnya, cara 
ini adalah jual beli hak warisan karena tidak 
menyangkut kepentingan dan hak ahli waris yang lain. 
Kesepakatan ini cukup berlaku di antara dua pihak saja 
tanpa melibatkan ahli waris yang lain. Dari cara 
pembagian dan hak, tidak ada yang menyalahi 
ketentuan farāidh karena masing-masing menerima 
haknya menurut ketentuan yang berlaku. Pihak si 
pembeli menggantikan kedudukan si penjual dalam 
menerima warisan. Tetapi dari segi jual beli perlu 
dipikirkan. Dalam hal ini tampak bentuk ketidakjelasan 
apa yang dijual, karena hak warisan sebelum diadakan 
pembagian belum tentu jumlah wujudnya. Hal ini 
menyalahi prinsip jual beli yaitu objek yang 
diperjualbelikan harus jelas bentuk dan jumlahnya.242 
Sahnya jual beli dalam contoh di atas diragukan oleh 
jumhur ulama karena di dalamnya mungkin terdapat 
unsur penipuan, namun ulama Hanafi menganggap sah 
perbuatan tersebut karena dalam jual beli yang sudah 
sama-sama disepakati. Tidak ada halangannya terlebih 

 
242 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1971), Jil.II, h.51 dan 

64 
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terkurang harga yang diberikan. Yang tidak sah ialah 
bila perbuatan tersebut akan menimbulkan sengketa, 
sedangkan kemungkinan sengketa dalam hal ini tidak 
ada karena adanya perjanjian sebelumnya. 243 
Contohnya seorang istri meninggal dan meninggalkan 
ahli waris suami, seorang anak perempuan, ibu, dan 
paman kandung. Dalam kasus ini, ada kesepakatan 
suami dengan paman untuk melakukan takhāruj dengan 
mengundurkan diri dan diberi imbalan yang diambil 
dari harta suami. Jika ini dibagi berdasarkan furūdh 
masing-masing, maka suami menerima 1/4 (3/12), 
seorang anak perempuan menerima 1/2 (6/12), Ibu 
menerima 1/6 (2/12), dan paman sebagai ashabah 
menerima hak 1/12 yang merupakan sisa harta setelah 
diberikan kepada furūdh di atas. Namun karena paman 
telah mengambil bagiannya terlebih dahulu maka hak 
paman diberikan kepada suami dan suami menerima 
4/12.  

b. Bentuk kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas 
keluarnya salah seorang dari kelompok waris, dengan 
imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar 
hak yang akan mereka terima dari harta warisan. 244 
Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk 
pertama yaitu ahli waris yang keluar menjual haknya 
kepada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang 
membeli di sini adalah seluruh ahli waris. Dalam 
pembagiannya sama dengan yang pertama yaitu semua 
ahli waris ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Kemudian hak dari yang keluar diberikan 
kepada ahli waris yang lain. Tentang cara penentuan 
bagian ahli waris yang keluar untuk ahli waris yang 
tinggal, tergantung kepada kesepakatan mereka pada 
waktu membeli hak ahli waris yang keluar. Dari segi 

 
243  Ibn al-Humam, Fath al-Qadir, (Kairo : Mushtafa al-Babi,1970), Jilid VIII,., h. 439 
244  Ibid., h. 375 



 234 

hukum farāidh cara ini tidak ada penyimpangannya 
karena masing-masing ahli waris telah menerima 
haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk pada 
ketentuan jual beli sebagaimana disebutkan di atas. 

Hal ini dicontohkan jika seorang istri meninggal 
dan meninggalkan suami dengan satu orang anak laki-
laki dan seorang anak perempuan, kemudian suami 
mengundurkan diri (dikeluarkan) dengan melepaskan 
hak warisnya dan menerima imbalan dari para ahli 
waris yang lain. Ahli waris yang tinggal adalah anak-
laki-laki yang menerima 2/3 dan anak perempuan yang 
menerima 1/3.  

Dalam bentuk ini, al-khārij bersedia keluar atau 
melepaskan haknya atas harta waris jika diganti dengan 
sejumlah uang, yang bukan harta waris. Uang pengganti 
itu diserahkan ahli waris-ahli waris yang lain 
kepadanya. Proses takhāruj dalam bentuk ini ditetapkan 
berdasarkan akad jual beli, karena al-khārij menjual 
bagiannya kepada ahli waris-ahli waris yang lain. 
Dengan demikian ahli waris-ahli waris itu dapat 
memiliki bagian al-khārij sesuai dengan perjanjian 
tersebut dalam akad takhāruj. Jika ahli waris-ahli waris 
itu telah memberikan uang kepada al-khārij senilai 
dengan bagian mereka masing-masing atas harta waris, 
mereka pun mendapatkan bagian dari harta al-khārij 
sesuai dengan bagian mereka masing-masing atas harta 
waris. Namun, jika setiap ahli waris memberikan uang 
dalam jumlah yang sama untuk al-khārij, harta al-khārij 
pun dibagi rata untuk mereka. 

c. Bentuk ketiga ialah kesepakatan semua ahli waris untuk 
mengeluarkan salah seorang di antaranya dari 
kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu 
dari harta peninggalan itu sendiri.245 Hal ini berarti salah 

 
245 Abu Zahrah, Ahkam at-Tirkah wal Mirast, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1962), h.267 
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seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari 
harta warisan sedangkan yang lain diserahkannya 
untuk ahli waris yang tinggal, untuk selanjutnya 
pembagian berlaku di antara ahli waris yang tinggal itu. 
Bila diperhatikan bentuk ketiga ini terlihat bahwa 
masalahnya berbeda dengan dua bentuk yang di atas 
karena pada bentuk ketiga ini menyangkut dengan cara 
pembagian. Artinya ahli waris menempuh cara 
pembagian yang menurut lahirnya menyimpang dari 
cara yang ditentukan oleh hukum farāidh. Dengan 
diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk 
menentukan bagiannya yang ada, kemungkinan lebih 
kurang dari hak yang semestinya diterimanya, 
menyalahi prinsip ijbāri. 

Seorang ahli waris melakukan perdamaian dengan 
seluruh ahli waris, dengan adanya seukuran harta 
sebagai imbalan yang diambilnya (sebagai kompensasi), 
ukuran harta yang diambil itu merupakan harta yang 
jelas berasal dari harta peninggalan atau materi tertentu 
dari harta peninggalan. Dalam keadaan ini, pertama 
diberikan dulu hak ahli waris zul furūdh sesuai dengan 
furūdh masing-masing, kemudian dijelaskan bagian 
yang diterima oleh setiap ahli waris, jika di antara 
mereka ada ahli waris yang dikeluarkan, kemudian hak 
ahli waris yang dikeluarkan tersebut digugurkan 
sebanding dengan harta yang dia terima, sisa harta 
peninggalan tersebut kemudian dibagikan berdasarkan 
bagian yang tersisa, setelah menggugurkan bagian ahli 
waris yang keluar tersebut.  

Berdasarkan kepada bentuk-bentuk takhāruj di atas, 
pada dasarnya secara praktis pembagian warisan itu 
dapat dikelompokkan kepada beberapa bentuk:  

Pertama, dari segi waktu pelaksanaan dapat dibagi 
kepada dua bentuk, sebelum harta warisan dibagi dan 
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sesudah harta warisan dibagi. Kesepakatan dilakukan 
oleh ahli waris sebelum dilaksanakannya pembagian 
harta warisan menurut ketentuan farāidh secara formal. 
Hal ini berarti ahli waris berkeinginan untuk 
menyelesaikan pembagian harta warisan di luar 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’. Akan 
tetapi, jika pembagian itu dilakukan setelah adanya 
pembagian harta warisan menurut ketentuan syara’ 
secara formal dan masing-masing ahli waris telah 
mengetahui bagiannya, ini berarti secara hukum formal 
ketentuan farāidh telah dijalankan walaupun secara 
materil pembagian warisan diserahkan kepada 
kesepakatan ahli waris. Artinya, setelah pembagian 
masing-masing ditentukan dan masing-masing telah 
menerima haknya maka keseluruhan harta warisan 
dilebur kembali, kemudian diadakan pembagian 
menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan 
masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak 
menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhan. 
Walaupun cara tersebut di atas secara material 
menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh 
syara’, namun secara formal hukum farāidh telah selesai 
dijalankan hingga sudah memenuhi tuntutan syara’. 
Takhāruj dalam bentuk kategori di atas termasuk dalam 
pembagian warisan yang dilakukan sebelum harta 
warisan dibagi secara formal. 

Kedua, dari segi kesepakatan ahli waris. Dalam hal 
ini ada dua bentuk kesepakatan dalam takhāruj. Bentuk 
pertama, kesepakatan yang dilakukan oleh satu orang 
atau sebagian ahli waris dengan ahli waris yang akan 
keluar. Kedua, kesepakatan yang dilakukan oleh 
seluruh ahli waris. 

Ketiga, dari segi imbalan yang diberikan. Imbalan 
yang diberikan terhadap ahli waris yang keluar dari 
menerima warisan dapat dikelompokkan kepada tiga 
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bentuk. Imbalan yang diberikan berasal dari harta salah 
seorang ahli waris yang melakukan kesepakatan. 
Imbalan yang diberikan berasal dari harta seluruh ahli 
waris yang melakukan kesepakatan dan imbalan yang 
diberikan dengan mengambil bagian tertentu dari harta 
warisan. Dari beberapa bentuk imbalan ini, ahli waris 
dapat melakukan kesepakatan dari mana imbalan itu 
akan diambil, yang berkaitan juga dengan siapa 
kesepakatan itu dilakukan. Dalam pembagian secara 
takhāruj di atas terlihat bahwa musyawarah dan 
kesepakatan merupakan dasar utama, karena dengan 
musyawarah dan kesepakatan itu ditentukan siapa yang 
akan memberikan imbalan dan dari mana imbalan 
tersebut akan diambil. 

Dalam beberapa bentuk takhāruj tersebut pada 
prinsipnya terlihat terjadi transaksi jual beli. Pihak ahli 
waris pertama menyerahkan bagian harta warisannya 
kepada pihak ahli waris kedua, yang menerima 
pembelian atau harta yang diberikan oleh pihak ahli 
waris yang pertama. Di samping itu juga dapat 
dimaknai dalam praktik takhāruj adanya perjanjian 
tukar menukar barang berupa harta warisan atau barter. 
Dalam bentuk ini, pihak yang telah menyatakan keluar 
atau mundur dari menerima harta warisan pewaris 
menerima tebusan atau barter sebagai alat penukar dari 
harta warisan yang seharusnya menjadi bagiannya. 
Tebusan atau barter itu diberikan oleh ahli waris lain 
yang tidak keluar dari penerima warisan. 

3. Motivasi Untuk Melakukan Takhāruj 
Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin melepaskan 

haknya atau memberikan hak yang telah dimilikinya 
kepada orang ain. Apalagi kalau hak tersebut berkaitan 
dengan kekayaan, karena memang kecenderungan kepada 
harta merupakan sebuah ujian yang diberikan oleh Allah 
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pada manusia. Penulis menilai dari satu sisi, bahwa 
seseorang yang ber-takhāruj bukan disebabkan oleh 
keinginannya untuk tidak mengambil bagiannya atau 
melepaskan sama sekali harta warisan tersebut kepada ahli 
waris yang lain, tetapi ada mashlahah yang ingin dicapainya 
dari harta warisan tersebut. Seseorang yang bertakhāruj 
adakalanya karena ia membutuhkan harta dalam waktu 
yang cepat, sementara harta warisan belum dibagi, kalau 
menunggu pembagian harta terlebih dahulu, maka 
kebutuhannya menjadi tidak terpenuhi. Dalam sebuah 
contoh dapat terjadi, harta warisan adalah sebuah rumah 
dengan ahli waris yang banyak, sementara rumah tersebut 
tidak bisa dibagi layaknya uang, sehingga ahli waris yang 
keluar kemudian melakukan kesepakatan dengan para ahli 
waris supaya ia dapat mengambil haknya terlebih dahulu 
dan melepaskan diri dari rumah tersebut. Dengan 
kesepakatan itu, maka akan ada ahli waris yang akan 
mengganti bagiannya tersebut. Tampak tujuan utama ber-
takhāruj adalah karena adanya kebutuhan dan 
kemashlahatan di antara ahli waris.  

Penyesuaian secara takhāruj ini adalah sebentuk 
tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam 
keadaan tertentu bila kemashlahatan dan keadilan 
memerlukannya. Hal ini ditempuh semata dengan maksud 
meniadakan kesempitan dalam muamalat tanpa sama 
sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan 
oleh Allah SWT. Dengan cara ini suatu kesulitan dalam 
memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan 
tertentu dapat diselesaikan. 

Di samping itu dapat pula terjadi bahwa bagian setiap 
ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan 
kebutuhan yang mendesak atau keinginan pribadi hingga 
pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak 
tepat dan kurang dirasakan adil. Umpamanya ahli waris 
adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain 
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dari peninggalan almarhum suaminya dengan saudara laki-
laki yang sudah kaya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si 
janda tetap mendapat seperempat dan saudara mendapat 
kelebihannya yaitu tiga perempat. Secara hukum saudara 
tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk membantu 
janda saudaranya. 

Dalam keadaan tertentu dapat terjadi ketika harta 
peninggalan berbentuk tanah, rumah dan uang. Di antara 
ahli waris ada yang hanya membutuhkan uang, yang lain 
membutuhkan tanah dan satu lagi membutuhkan rumah. 
Dalam penyelesaian harta warisan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, mungkin masing-masing akan dapat bagian 
yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. 

Pada prinsipnya takhāruj merupakan akad ishlāh antara 
ahli waris agar salah seorang di antara mereka melepaskan 
hak warisnya, karena dalam takhāruj sebelum dilaksanakan 
pembagian harta warisan, ahli waris dapat melakukan 
kesekapatan dengan adanya kerelaan dari ahli waris yang 
lain. Ishlāh yang dimaksud dengan memberikan imbalan 
sebagai ganti terhadap bagian ahli waris yang 
mengundurkan diri. Salah satu dasar yang dijadikan alasan 
kebolehan melakukan ishlāh atas dasar kerelaan dan rasa 
suka sama suka ialah keumuman firman Allah SWT dalam 
surat al-Nisa’ ayat 29 : 

اJي
َ
>ا اهَُّي

َّ
ا נَْ<ِ=

ٰ
f اوْנُمَ

َ
g َأت

ْ
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ُ
K
ُ
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َ
cاوَمْ

َ
ك
ُ

كنwَْبَ مْ
ُ

Xابِ مْ
ْ
ïَاِ لِطِاf

َّ
gٓ ا
َ

ن
ْ
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ُ

نوْ
َ

 ßِà  ضٍارَتَ نْعَ ةًرَاَ

كنْمِّ
ُ
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َ

g َقت
ْ

لتُ
ُ
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َ
فنْ
ُ
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ُ

ناِ ۗ مْ
َّ

هللا 
כ َ�

َ
ن©
َ

كبِ 
ُ

 امًيْحِرَ مْ
Terjemahnya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.(Q.S. An-Nisa’ (4): 29) 
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Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa tidak 
dibenarkan seseorang mengambil harta saudaranya sendiri 
kecuali atas dasar suka sama suka (kerelaan). Keumuman 
ayat ini menurut ulama mazhab Hanafi menjelaskan 
kebolehan takhāruj karena takhāruj merupakan pembagian 
dengan ganti rugi di kalangan ahli waris yang dilakukan 
atas dasar suka sama suka. Demikian juga dalam firman 
Allah SWT dalam surat Al-Nisa’ ayat 114: 

f
َ

g ®َ�ْ�َ Oِ#ْ ك
َ

נ نْمِّ ٍ�ْ�ثِ
َّ

à fاِ مM�ُْوْٰ
َّ

g َا نْم
َ
قدَصَبِ رَمَ

َ
ا ةٍ
َ

ا فٍوْرُعْمَ وْ
َ

�صْاِ وْ
َ

 سِۗاَّנXا נَْ�بَ حٍۢ�

فَّي نْمَوَ
ْ

لعَ
ْ

هللا تِاضَرْمَ ءَاۤغَتِبْا كcَِذٰ 
�
ف ِ

َ
فوْسَ

َ
ا هِيْتِؤْنُ 

َ
 امًيْظِعَ ارًجْ

Terjemahnya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-
bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang 
yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau 
berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di 
antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat 
demikian karena mencari keridhaan Allah, maka 
kelak kami memberi kepadanya pahala yang 
besar.”(Q.S.An-Nisa (4):114) 

Ayat ini juga menjadi dalil keutamaan dan kebolehan 
ishlāh yang berlaku umum untuk semua perselisihan dan 
persengketaan yang terjadi di antara manusia.  

4. Hukum, Dasar Hukum dan Pendapat Ulama Tentang 
Takhāruj 

Pembagian harta warisan dalam bentuk takhāruj 
memang tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam Al-
Qur’an maupun hadis Nabi saw. Dasar hukumnya 
merupakan hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang 
terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. 
Ada beberapa redaksi atsar tersebut yang ditemui dalam 
beberapa kitab hadis, di antaranya adalah sebagai berikut:  
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 ءاÅנ ىد�ا نأ : سابع نبا نع راנ'د نبورمع نع هثد� نمع فسوي �3ا نع

 نم اهوجرخأ نأ rst افلأ נ�نامث و ةث��ث rst اهو��اص فوع نب نôõرلا دبع

 246.ثا��ملا

Terjemahnya:  “Dari Abi Yusuf dari seseorang yang 
menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar 
dari ibnu Abbas: Salah seorang istri 
Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai 
oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah 
delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya 
dari pembagian harta warisan”. 

 
Redaksi lain atsar tersebut berbunyi: 

 ضرم �O ةيKQכcا غبص fgا تנب OW امت هت أرم ا قلط فوع نب ناôõرلا دبع نا

 ةوÅנ ث ��ث عم هنع الله ا �ê ر ن امثع اهث ر وف ةدعل ا �Q� O و ت ام مث ،هت وم

 ،��نان د �Q ليقف ،افل أ נ�ن امث و ةث ��ث rst اهنمث عب ر نع اه و�� اصف ،رخ ا

 .247 مه ارد �Q ليقو

Terjemahnya: “Abdurrahman bin ‘Auf, di saat sekaratnya, 
mentalak istrinya yang bernama Tumadhir binti 
al-Ishbagh al-Kalbiyah. Setelah ia meninggal 
dunia dan istrinya sedang dalam masa iddah, 
sayyidina ‘Utsman r.a. membagikan pusaka 
kepadanya beserta tiga orang istrinya yang lain. 
Kemudian mereka mengadakan perdamaian 
dengannya, yakni sepertigapuluh dua-nya, 
dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, 
dikatakan oleh suatu riwayat “dinar” dan 
dikatakan oleh riwayat yang lain “dirham” 

 
246 Beberapa redaksi atsar sahabat ini diambil kitab Muhammad Nashir al-Din Albaniy, 

Irwaa’ al-Ghalil Fi Takhrij Ahaadis Manar, (Beirut: Maktab al-Islamiy, 1985), Cet. Ke-2, Juz. 2, 
hadis ke 98.  

247 As-Sayyid as-Syarif, Syarh as-Sirajjiyah, h. 237; Yusuf Musa, at-Tirkah wa al-Mirats, 
op.cit., h. 375. Muhammad Nashir al-Din Albaniy, op.cit.,Juz. 8, h. 219 
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 "نامثع اهثروف ، هتوم ضرم #O ةيKQכcا هتأرما قلط فوع نب نôõرلا دبع نأ" 

 هللا دبع لأس هنأ ةكيلم #3أ نبا #נ�!®أ جيرج نبا نع ، هفنصم #O قازرلا دبع

 ، اهتQف ةيKQכcا غبصfÂا تנب فوع نب نôõرلا دبع قلط " : É> لاقف ��بزلا نب

 جيرج نبا نع ، ملسم نع úîفاشلا هاورو (. " اهتدO# r نامثع اهثروف ، تام مث

 OW(248امت اهامسو هب

Terjemahnya:  “Bahwa Abdurrahman bin ‘Auf mentalak istrinya 
Kalbiyah pada saat maradh maut, kemudian 
Usman tetap memberikan hak waris kepada 
(istrinya tersebut). Abdurrazzaq dalam kitabnya 
mengatakan bahwa atsar ini berasal dari Ibn 
Juraij dari Ibn Abi Malikah bahwa ia pernah 
bertanya kepada Abdullah bin Zubair dan 
Abdullah berkata kepadanya : Abdurrahman bin 
‘Auf telah mentalak anak perempuan Ashbagh 
yang bernama al-Kalbiyah, kemudian setelah itu 
ia meninggal dan Usman tetap memberikan hak 
waris kepada istri (Abdurrahman bin ‘Auf 
tersebut) dalam masa iddahnya. (HR. Al-Syafi’i 
dari Muslim, dari Ibn Juraij, ia menamakan 
perempuan itu dengan Tumadir). 

 
Hadis ini merupakan hadis muttashil. Ibn Zubair 

mengomentari hadis ini bahwa menurutnya ia tidak melihat 
Tumadir itu mewarisi harta Abdurrahman bin ‘Auf 
disebabkan telah ditalak tiga. Riwayat lain ditemukan 
dalam kitab al-Muwaththa Imam Malik yang berasal dari Ibn 
Syihab dari Talhah bin Abdullah bin ‘Auf dari Abi Salamah 
bin Abdurrahman bahwa Abdurrahman bin ‘Auf telah 
menceraikan istrinya.  Ia sedang dalam keadaan sakit, lalu 
Usman memberikan hak waris istri Abdurrahman bin ‘Auf 
itu setelah habis masa iddahnya. Menurut Al-Syafi’i, hadis 

 
248 Nashir al-Din Albaniy, op.cit., hadis ke- 1393 
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ini termasuk hadis munqathi’ sedangkan hadis Ibn Zubair di 
atas adalah hadis muttashil. Adapun menurut Ibn Sa’ad 
dalam kitab Thabaqat, hadis yang diriwayatkan bahwa 
Usman memberikan hak waris kepada Tumadhir binti Al-
Ashbagh dari harta warisan Abdurrahman bin ‘Auf dan ia 
ditalak pada waktu sakit menjelang ajal, merupakan hadis 
shahih.249 

Menurut riwayat Muhammad bin Mash’ab Al-
Qarqasani dari Al-Auza’iy dan Az-Zuhri dari Thalhah dari 
Abdullah, bahwa Usman bin Affan memberikan hak waris 
kepada Tumadhir binti Al-Asbagh Al-Kalbiyah dari (harta) 
Abdurrahman dan Abdurrahman mentalaknya pada saat 
sakit menjelang kematiannya dengan talak satu, bukan 
dalam bentuk talak tiga. 

Riwayat lain berasal dari ‘Arim bin al-Fudhal dari 
Hammad bin Zaid dari Ayub dari Nafi’ dan Sa’ad bin 
Ibrahim bahwa ia mengatakan talak yang dijatuhkan 
Abdurraahman kepada Tumadhir adalah talak tiga. 
Kemudian Usman tetap memberikan hak waris kepada 
Tumadhir setelah habis masa iddahnya. Menurut Sa’ad, 
Abu Salamah adalah anak dari Tumadhir binti al-Asbagh, 
dan menurutnya atsar ini sanadnya shahih, seluruh rawinya 
adalah tsiqqah melalui rijal syaikhaini. Rijal atsar ini menurut 
syaikhani, selain yang diriwayatkan oleh Al-Qarqasani, tidak 
disebutkan dalam matannya “setelah habis msa iddah” 
karena ini merupakan tambahan dalam riwayat dari Al-
Syafi’i dan riwayat dari Al-Baihaqiy. 

Terdapat riwayat lain dari Ibn Syihab dari Thalhah bin 
Abdullah bin ‘Auf berkata, inilah yang mereka amalkan. 
Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin ‘Auf “ bahwa 
Abdurrhman bin ‘Auf mentalak istrinya dengan talak tiga 
pada saat sakit menjelang kematiannya, namun Usman 

 
249 Ibid. Lihat juga Al-Sarakhsi, Furu’ al-Fiqh al-Hanafiy, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), 

h. 1409 
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tetap memberikan hak waris kepada istri Abdurrahman 
tersebut setelah habis masa iddahnya”. Menurut Ibn Syihab 
ini merupakan sanad yang shahih berdasarkan syarat Al-
Bukhari. Sementara Al-Baihaqiy meriwayatkan dari thuruq 
Ibn Syihab juga dengan redaksi: “Saya pernah mendengar 
Muawiyah bin Abdullah bin Ja’far bericara kepada Al-
Walid bin Abdul Malik -Kami ketika itu berada antara 
Makkah dan Madinah -dan ia berkata : Ya Amiral 
Mukminin…Ini adalah As-Saib bin Yazid, anak laki-laki 
saudara perempuan Tumadhir yang menyaksikan bahwa 
Usman memberikan hak waris kepada Tumadhir binti 
Asbagh dari harta yang ditinggalkan Abdurrhaman bin 
‘Auf r.a setelah ia bercerai dan ia menyaksikan Usman 
memberikan kepada Ummu Hakim binti Qarith hak waris 
yang ditinggalkan Abdullah bin Makhal setelah ia bercerai. 
Panggillah ia dan tanyakanlah tentang kesaksiannya”. 
Menurut Al-Baihaqiy ini merupakan sanad yang muttashil. 
Namun menurut saya, Muawiyah bin Abdullah tidak 
termasyhur dan tidak ada yang menilai ia tsiqqah selain Ibn 
Hibban dan Al-‘Ajliy. Menurut Al-Hafizh dalam kitab Al-
Taqrib riwayat ini termasuk riwayat yang diterima 
(maqbūl).250 

Dalam riwayat lain terdapat lafaz lain yang berbeda 
dengan sebelumnya sebagaimana Al-Syaf’I berkata: Ibn Abi 
Rawad dan Muslim bin Khalid dari Ibn Juraij berkata : Ibn 
Abi Malikah meriwayatkan kepadaku bahwa ia pernah 
bertanya kepada Ibn Zubair tentang seorang laki-laki yang 
mentalak istrinya dengan talak tiga kemudian ia meninggal 
dan istrinya masih berada dalam masa iddah, maka 
Abdullah bin Zubair berkata: Abdurrhman bin ‘Auf telah 
mentalak istrinya Tumadir binti Al-Asbagh Al-Kalbiyah 
dengan talak tiga kemudian ia wafat dan istrinya masih 
berada dalam masa iddah lalu Usman memberikan hak 

 
250 Ibid 
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waris kepada Tumadhir. Ibn Zubair menyatakan bahwa dia: 
tidak melihat Tumadhir mewarisi sebagai wanita yang telah 
ditalak tiga. Menurutnya ini juga merupakan sanad yang 
shahih. Ibn Abdul ala-Barqiy dalam kitab Al-Istizkar 
sebagaimana dalam Al-Jawhir Al-Naq’iy menyatakan 
tentang adanya perbedaan pendapat tentang Usman 
apakah memberikan warisan kepada Istri Abdurrahman bin 
‘Auf dalam masa iddah atau setelah habis masa iddah? 
Riwayat yang shahih mengatakan bahwa Usman 
memberikan warisan itu setelah habis masa iddahnya 
(sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Salamah bin 
Abdurrahman bin ‘Auf bahwa bapaknya mentalak ibunya 
dan bapaknya ketika itu sedang dalam keadaan sakit 
kemudian meninggal, dan ibunya mewarisi harta bapaknya 
setelah habis masa iddahnya). Hadis ini diriwayatkan oleh 
Al-Syafi’i dengan sanad dari Abu Salamah dan ia juga 
memiliki thurūq yang lain sebagaimana yang telah 
disebutkan sebelumnya.251 

Dari atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa 
pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip 
musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan 
anak Abdurrahman bin ’Auf dengan cara salah seorang 
jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima 
harta warisan suaminya, namun dengan imbalan 
pembayaran uang sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar 
dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu 
dirham.252 

      Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin ’Auf 
berjumlah 4 orang, dan salah seorang di antaranya bernama 
Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan 

 
251 Ibid 
252 Al-Marginani, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mutadiy, (Beirut: Dar al-Nasyr al-

Maktabah al-Islamiyah,t.th), Juz.3 h, 200, Jawindiy, Syarh al-Sarajiyyah li Syarif al-Jurjani 
,(Turki: ttt,tth), h. 236, Ibn Humam, Fath al-Qadir, h. 4408, Syarah Muwaththa’ Malik, Jil 4, h. 
109 
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diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan 
pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah 1/4 
dari 1/8 atau 1/32 dari keseluruhan harta warisan pewaris. 
Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham 
atau ada yang menyatakan 83 dinar. 253 

Menurut Ibn Abbas, takhāruj yang dilakukan oleh ahli 
waris dengan adanya sebagian yang mengundurkan diri 
atau keluar dari menerima warisan dengan cara ishlāh 
adalah sesuatu yang dibolehkan. Menurut Ibn Abbas, cara 
ini merupakan salah satu cara memudahkan dalam 
pembagian warisan karena dengan adanya ahli waris yang 
keluar maka ahli waris yang tinggal tidak akan kesulitan 
lagi untuk membagi harta warisan. Alasan yang 
dimunculkan Ibn Abbas ini menurut penulis tidak memiliki 
dasar yang kuat karena hanya berpegang kepada logika 
semata.254 

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan 
lembaga takhāruj itu ialah kerelaan dan kesepakatan pihak 
yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang 
yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat pula 
bertindak atas haknya itu sesuai dengan kemauan dan 
kerelaannya. 

Asar sahabi tersebut tidak cukup kuat dijadikan dalil 
untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. 
Tetapi ternyata di kalangan ulama Hanafiyah yang biasa 
berpikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan 
penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara ini juga 
diikuti oleh Hukum Kewarisan yang berlaku pada waktu 
ini di Mesir.255 

Selain atsar sabahat, dasar hukum al-takharruj adalah 
analogi terhadap muamalah dalam bentuk jual beli dan 

 
253 Yusuf Musa, op.cit., h. 375 
254 Ibid 
255 Abu Zahrah, Ahwal-al-Syakhshiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy,1973), h.270 
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tukar menukar atas dasar kerelaan masing-masing, 
sehingga sepanjang terjadi kerelaan dan kesepakatan, 
perjanjian pembagian harta warisan dengan metode 
takharruj menurut ulama Hanafiyah hukumnya boleh.  Jadi, 
takhāruj adalah pembagian harta warisan secara damai 
dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan 
dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan 
dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara 
pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. 
Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja 
keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah 
ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis Rasulullah 
SAW., namun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara 
para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris. Para 
ahli waris mempunyai peranan dan pengaruh dalam 
menentukan cara pembagian dan besarnya bagian dari 
masing-masing mereka. Sekalipun pembagian tersebut 
membuat beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam 
diabaikan. 

Hanafiyah dan jumhur ulama berbeda pendapat dalam 
hal dalil yang digunakan dalam membolehkan takhāruj. Ini 
terkait dengan kedudukan dalil tersebut dalam metode 
istinbat hukum mereka. Perbedaan ini menjadi penyebab 
perbedaan mereka dalam menetapkan hukum takhāruj. 

Hukum kewarisan ditetapkan dengan dalil yang qathi’i, 
yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Di dalamnya telah dijelaskan 
secara terperinci tentang bagaimana cara membaginya, 
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian 
masing-masing. Di samping itu Al-Qur’an dan Sunnah juga 
menegaskan tentang keharusan untuk membagi harta 
warisan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 
Sementara kalangan Hanafiyah di samping mengikuti 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan 
Sunnah tersebut, memiliki pandangan yang berbeda dalam 
hal memahaminya. Ketika terjadi peristiwa takhāruj seperti 
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yang ada dalam atsar tersebut, Hanafiyah dengan rasional 
membolehkannya. Dengan cermat Hanafiyah 
menempatkan takhāruj sebagai salah satu bentuk jual beli 
harta warisan sehingga dianggap tidak bertentangan 
dengan prinsip kewarisan Islam. 

Perbedaan Hanafiyah dengan jumhur terletak pada 
bagaimana kedudukan atsar tersebut dalam dalil yang 
mereka gunakan ketika mengistinbatkan hukum. Penulis 
menilai bahwa atsar yang dimaksud tersebut dalam dalil 
yang digunakan oleh Hanafiyah adalah qaul shahābi atau 
fatwa sahabat.256 Dalil ini termasuk ke dalam dalil yang 
tidak disepakati oleh para mujtahid. (Ijmāk al-shahābah as-
sukūti) 

Qaul Shahābi atau seiring disebut dengan Fatwa Shahābi 
dan Mazhab Shahābi adalah perkataan atau pendapat 
seorang sahabat tentang sebuah perkara. Hal ini banyak 
dilakukan oleh para sahabat tentang sebuah perkara dan 
banyak dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi 
SAW seiring dengan banyaknya pertanyaan atau perkara 
yang diajukan pada mereka . Qaul shahābi berbeda dengan 
ijma’ al-shahābi dari segi kekuatan dan sumbernya. Qaul 
shahābi merupakan pendapat sahabat secara perorangan 
dan kedudukannya masih diperselisihkan oleh para ahli 
ushul. Bahkan menurut Amir Syarifuddin,257 Asnawi dalam 
kitabnya Syarh Minhāj al-Ushūl menempatkan qaul shahābi 
sebagai dalil syar’i yang ditolak. Sedangkan ijma’ al-shahābi 
adalah dalil syara’ yang mempunyai kedudukan yang kuat 
dan tinggi karena diterima oleh semua ahli ushul. 

Hanafiyah sendiri dalam penggunaan dalil 
menempatkan qaul shahābi pada posisi yang tinggi di bawah 

 
256 Qaul shahābi merupakan pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu 

kasus yang dinukil para ulama, baik merupakan fatwa maupun kettapan hukum, sedangkan 
ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. 
Di samping belum adanya ijma’para sahabat yang menetapkan hukum tersebut. Muhammad 
Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr al’Arabi, 1998), 309. 

257 Amir Syarifuddin, Ushul al-Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet.ke-2, h. 378 
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Al-Qur’an dan Sunnah. Hanafiyah tidak 
mempermasalahkan apakah qaul shahābi tersebut berasal 
dari beberapa orang sahabat atau hanya dari satu orang saja, 
karena dalam hal ini Hanafiyah menilai bahwa sahabat 
adalah orang yang banyak bergaul bersama Rasulullah. 
Mereka pun turut menyaksikan proses turunnya wahyu 
dan bagaimana hukum dibentuk. Karena itu pengetahuan 
mereka dekat dengan kebenaran sehingga Hanafiyah dapat 
menerima qaul shahābi meskipun hanya berasal dari satu 
orang.258 

Sementara jumhur ulama hanya menerima qaul shahābi 
yang dikeluarkan secara kolektif sebagai dalil yang kuat. 
Qaul shahābi yang dikeluarkan oleh satu orang sahabat saja 
rentan dengan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa jumhur 
ulama sangat hati-hati dalam menerima sesuatu sebagai 
dalil karena akan berdampak pada produk hukum yang 
dihasilkannya. 

Di samping itu, penulis melihat bahwa Hanafiyah 
menjadikan atsar tersebut sebagai dalil mereka untuk 
membolehkan takhāruj dengan beberapa alasan : 
a. Peristiwa takhāruj tersebut terjadi pada masa khalifah 

Usman bin ‘Affan. 
b. Ketika peristiwa tersebut terjadi, ia memperbolehkan 

dan tidak melarangnya. 
c. Persetujuan Usman ini dianggap sebagai fatwa. 

Hanafiyah dalam metode istinbat hukumnya 
menempatkan fatwa sahabat sebagai salah satu dalil 
hukum di bawah Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan posisi 
tersebut maka fatwa itu dijadikan dalil yang kuat oleh 
Hanafiyah dalam membolehkan takhāruj. 
Penulis menilai bahwa dalil takhāruj memang lemah 

karena hanya berupa atsar dan tidak ada dalil pendukung 

 
258 Al-Bannani, Hasyiyah al-Bannani ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Matn JamiI al-Jawami’, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983, h. 288, Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-
Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), Jilid III, h. 133  
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lainnya. Atsar itupun hanya menceritakan satu kali 
peristiwa takhāruj yang terjadi dan tidak ada peristiwa 
selainnya. Namun demikian dalil tersebut dapat menjadi 
kuat dengan memasukkan unsur-unsur pendukung 
lainnya. Misalnya dengan mengaitkan fungsi atsar sebagai 
bayan (penjelas) dari nash-nash Al-Qur’an dan Hadis. 
Kemudian dalil dapat juga dikuatkan dengan melihat 
mashlahah yang diperoleh dari peristiwa takhāruj tersebut. 

Pendapat Hanafiyah yang menyebutkan bahwa 
takhāruj dibolehkan karena ia adalah sebagai bentuk jual beli 
harta warisan (dalam praktiknya memang terjadi semacam 
transaksi jual beli, yaitu ahli waris yang keluar menerima 
imbalan dari ahli waris yang lain sebagai ganti atas harta 
warisan yang menjadi haknya) merupakan pandangan 
yang tidak rasional dan tidak tepat mengingat bahwa secara 
substansi takhāruj tidak seperti akad jual beli pada 
umumnya. Hal pokok yang mendasari pendapat Hanafiyah 
ini adalah adanya imbalan yang diberikan kepada ahli waris 
yang keluar. Pemberian imbalan itulah yang 
mengisyaratkan telah terjadi transaksi jual beli di antara 
kedua belah pihak penjual dan di sisi lain ahli waris yang 
menerima adalah sebagai pihak pembeli. Sedangkan yang 
menjadi objek jual belinya adalah bagian atau furud yang 
belum jelas. 

Dalam konteks jual beli secara umum, ada rukun-rukun 
yang harus dipenuhi agar jual belinya dianggap sah. 
Rukun-rukun tersebut adalah penjual, pembeli, barang 
yang diperjualbelikan, dan ijab Kabul. Namun hal ini 
berbeda dengan rukun jual beli versi Hanafiyah. Menurut 
mereka, rukun jual beli adalah ijab kabul yang 
menunjukkan keridhaan dari penjual dan pembeli untuk 
melakukan transaksi. Penulis melihat bahwa Hanafiyah 
memandang keabsahan jual beli pada substansi 
pelaksanaannya. Keridaan antara penjual dan pembeli 
sudah mencakup segalanya yang terkandung dalam proses 
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transaksi. Melihat kepada proses takhāruj secara jelas 
memang tidak terlihat adanya transaksi jual beli seperti jual 
beli pada umumnya karena hanya dikategorikan sebagai 
jual beli dengan adanya perpindahan kepemilikan disertai 
dengan keridhaan dari masing-masing pihak.  

B. Kebijakan Hukum dalam Pembagian Warisan Menurut 
Kompilasi Hukum Islam 

1. Kompilasi Hukum Islam dan Sejarah 
Pembentukannya 

Sebelum dipaparkan dengan jelas gambaran kebijakan 
hukum dalam pembagian warisan menurut Kompilasi 
Hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan sekilas tentang 
sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus 
dengan beberapa komponen yang terkait dengannya. 
Uraian tentang Kompilasi Hukum Islam ini dimulai dengan 
melihat keberadaan KHI di tengah-tengah masyarakat. 

Kehadiran KHI dalam lingkup makna the ideal law, 
merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat 
mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat 
Islam Indonesia, terutama tentang adanya norma hukum 
yang dapat mengatur interaksi sosial dan mendorong 
terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. Di samping itu, 
sudah selayaknya masyarakat Indonesia mempunyai suatu 
rujukan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian 
masalah di lingkungan Peradilan Agama. 

Dengan munculnya KHI yang dilatarbelakangi oleh 
kekosongan hukum tertulis yang dijadikan rujukan dalam 
penyelesaian perkara di pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama, akan dapat menghindarkan adanya 
putusan-putusan yang berdisparitas tinggi, antara satu 
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pengadilan dengan pengadilan lain dan antara hakim yang 
satu dengan hakim yang lain.259 

Secara etimologi, istilah “kompilasi” berarti kumpulan 
yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi, 
karangan-karangan dan sebagainya.260 Pengertian yang 
ditemui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, jika 
dihubungkan dengan hukum Islam berarti kumpulan 
hukum Islam yang tersusun secara teratur. Pengertian ini 
senada dengan apa yang terdapat dalam kamus Oxford dan 
Balck’s law Dictionary.261 

Sementara itu Abdurrahman, dalam bukunya 
Kompilasi Hukurn Islam di Indonesia mengatakan bahwa 
kompilasi berasal dari bahasa Latin, yaitu compilare yang 
berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti 
mengumpulkan peraturan-peraturan yang berserakan di 
mana-mana. Bila istilah ini dipakai dalam bahasa Inggris 
akan menjadi compilation dan jika dipakai dalam bahasa 
Belanda menjadi compilate, sedangkan bila diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia akan menjadi kompilasi. 

Adapun secara terminologi, KHI berarti rangkuman 
dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai 
kitab yang ditulis oleh ulama fikih dan biasa dipergunakan 
sebagian referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah 
dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu 
himpunan.262 

 
259 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1997), cet ke-1, h. 30 
260 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), cet ke-3, h. 453 
261 Kompilasi bcrarti kumpulan informasi yang disusun dalam scbuah buku, daflar dan 

laporan. Lihat A.S Hornby, Oxford University, 1995), cet ke-5, h. 232. Kamus Black's Law 
Dictionary mengartikan kompilasi sebagai suatu produk berbentuk tulisan hasil karya. orang 
lain yang disusun secara teratur. Sehingga KHI dapat “diartikan informasi tentang hukum 
Islam yang dihimpun dalam sebuah buku sccara teratur”. 

262 Dalam penyusunan KHI, para penyusunnya tidak secara tegas memberikan 
pengertian dari KHI tersebut, tetapi setelah mempelajari rencana dan proses penyusunan 
KHI yang dilakukan secara partisipatif, H. Abdurrahman, SH mampu merumuskan 
berdasarkan materi dan bahan-bahan yang telah diolah melalui proses dan metode tertentu. 
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Dengan keterangan di atas dapat ditetapkan bahwa 
Kompilasi hukum Islam yang disingkat dengan KHI adalah 
himpunan materi hukum fikih yang diolah melalui proses 
dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk 
yang serupa dengan peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan berlaku melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 pada 
tanggal 10 Juni 1991 untuk dapat digunakan sebagai hukum 
materil di Pengadilan Agama. 

Munculnya gagasan untuk merumuskan KHI berawal 
dari setelah Indonesia merdeka, dengan pertimbangan 
hukum untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi 
hakim Peradilan Agama dan menjadi hukum positif yang 
wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang 
beragam Islam, sehingga tidak akan ditemui kasus yang 
sama dengan keputusan yang berbeda. Sejalan dengan 
salah satu isi dari surat Edaran Kepala Biro Peradilan 
Agama No. B./1/7/35 tanggal 18 Februari 1958 yang 
merupakan tindak lanjut dari PP No. 45 tahun 1975, yang 
menyatakan bahwa “untuk mendapatkan kesatuan hukum 
dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para 
hakim Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah 
dianjurkan mempergunakan beberapa kitab fikih sebagai 
pedoman.263 

Banyaknya buku pedoman selain ini menunjukkan 
bahwa hukum Islam yang diterapkan dalam Peradilan 
Agama ketika itu belum pasti dan satu. Namun dengan 
adanya penunjukan kitab-kitab tersebut sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan hukum Islam, telah memperlihatkan 
adanya usaha pemerintah untuk menyatukan rujukan 

 
Lihat Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1996), jil.3, cet ke-1, h. 968 

263 Di antara kitab-kitab tersebut: Al-Bajuri, Fath al-Mu’in dan syarahnya, Syarqawi ‘ala 
al-Tahir, Qalyubi Wa ‘Amirah (hasyiah), Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Al-Qawanin al-Syar’iyyah (li 
Sadaqah Dakhlan), Syamsuri li al-Faraid, Bughyah al-Mustarsyidin, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-
Arba’ah, Mughni al-Muhtaj. Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: 
Akademika Pressindo, 1992), cet ke- 1, h. 15 
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hukum Islam yang akan diterapkan dalam penyelesaian 
perkara di Pengadilan Agama. 

Penetapan dianjurkannya para hakim untuk 
menggunakan kitab-kitab ini, karena sebelumnya hakim 
masing-masing Peradilan Agama memiliki referensi fikih 
yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para 
fuqaha’ dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan 
di mana fuqaha’ itu berada. Hal ini berakibat lahirnya 
keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama.264 

Kebijaksanaan pemerintah dalam upaya menyatukan 
rujukan hukum Islam ini, belum dapat menjamin kepastian 
hukum, karena materi yang termuat dalam kitab fikih 
mazhab Syafi’i itu belum memadai.265 Keragaman ini 
menimbulkan subjek hukum tidak yakin dengan keputusan 
pengadilan, sehingga ada di antara mereka yang minta 
fatwa kepada ulama yang mereka anggap kompeten dalam 
hukum Islam. 

Hukum Islam yang diterapkan seolah-olah bukan lagi 
berdasarkan hukum tapi menjurus pada penerapan 
menurut buku dan kitab. Putusan dijatuhkan berdasarkan 
kitab. Praktik penegakkan hukum ini bertentangan dengan 
azas legalitas (berdasarkan hukum), demikianlah Yahya 
Harahap menyikapi kenyataan ini. 266 

Untuk mengakhiri fenomena atau situasi hukum Islam 
seperti di atas, maka perlu sekali dibentuk suatu Kompilasi 
hukum Islam agar terwujud penegakan hukum dan 
kesadaran hukum dalam masyarakat sekaligus sebagai 
pedoman dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan 
Agama. 

 
264 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), cet ke-3, h. 

43 
265 Lihat Abdul Azis Dahlan (ed), op.cit., h.969 
266 Abdurrahman, op.cit., h.24 
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Dalam menentukan siapa penggagas awal dari 
terbentuknya KHI, terdapat ketidaksepakatan karena 
munculnya nama dua tokoh yang sangat berkompeten 
dalam pembentukan KHI ini. Di antara tokoh itu adalah: 
1. Prof. H. Bustanul Arifin, SH, ia mengatakan bahwa: 

a. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia 
harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan 
baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh 
masyarakat. 

b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah, akan 
dan sudah menyebabkan hal-hal: 
1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa 

yang disebut hukum Islam itu (mā anzalallāhu). 
2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana 

menjalankan syari'ah itu (tanfidzlyah). 
3) Tidak adanya kemampuan untuk 

mempergunakan jalan dan alat-alat yang 
tersedia dalam UUD 1945 dan 
perudang-undangan lainnya. 

2. Menteri Agama RI, Munawir Sadzall, MA, yang 
mengumumkan akan dibentuk Kompilasi Hukum Islam 
di Indonesia pada ceramahnya di depan mahasiswa 
IAIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan Februari 1985. 
Sejak saat itu ide untuk membentuk KHI semakin 
mendapat sambutan dari berbagai pihak.267 
Akhirnya gagasan ini lahir Tahun 1985 sebagai hasil 

kesepakatan antara MA dan Depag. Kesepakatan ini 
ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan 
No.17/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 yang 
ditandatangani oleh Ketua MA dan Menteri Agama di 
Yogyakarta atas prakarsa Presiden Soeharto.268 

 
267 Departemen Agama Rl, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996/1997), h. 128-129 
268 Dalam pelaksanaan proyek ini ada beberapa usaha yang ditempuh. Pertama yaitu 

melalui jalur pengkajian kitab-kitab fikih. Dilakukan dengan mengumpulkan 38 kitab fikih 
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Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan KHI, 
setelah pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan 
draf oleh tim yang ditunjuk, diadakan lokakarya Nasional 
dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Lokakarya ini 
adalah refleksi dan puncak perkembangan pemikiran fikih 
Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendengarkan 
komentar dan tanggapan dari ulama dan cendekiawan 
muslim tentang isi rancangan KHI yang telah berhasil 
dirumuskan. 

Hasil lokakarya ulama Indonesia itu, menghasilkan tiga 
rancangan buku KHI, yaitu Buku I tentang perkawinan, 
Buku II tentang kewarisan dan Buku III tentang 
perwakafan. Rancangan ini selanjutnya diserahkan pada 
Presiden RI oleh Mentri Agama RI. Setelah itu 
dikeluarkanlah Instruksi Presiden RI No. I Tahun 1991 
tentang pemberlakuan dan penyebarluasan KHI, yang 
kemudian diikuti oleh Keputusan Mentri Agama melalui 
surat No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991, yang isinya 

 
yang dikaji dan diteliti oleh 7 IAIN disertai dengana argumen dan dalil-dalil hukumnya. Di 
antara IAIN tersebut :IAIN ar-Raniry Banda Aceh mengkaji 6 kitab, IAIN Antasari 
Banjarmasin mengkaji 5 kitab, IAIN Sunan Ampel Surabaya niengkaji 5 kitab, IAIN Alauddin 
Ujung Pandang mengkaji 5 kitab dan IAIN Imam Bonjol Padang meneliti 5 kitab. Jalur kedua 
wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia. Teknis pelaksanaan wawancara ini 
dilakukan dengan dua cara, pertama dengan wawancara secara bersama-sama, kedua 
dengan cara terpisah bila cara pertama tidak memungkinkan. Ulama yang diwawancarai 
berasal dari 10 lokasi yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, 
Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Mataram. Jalur ketiga adalah jalur 
yurisprudensi. Penggarapan jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Agama 
Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 15 buku : 

1. Himpunan putusan PA/PTA 3 buku terbitan 1976/1977, 1977-1978, 1978/1979 dan 
1980/1981 

2. Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981 
3. Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/19 

dan 1983/1984 
4. Law report 4 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984 
Jalur terakhir melalui studi perbandingan yang dilakukan ke berbagai negara di 

Timur Tengah yaitu Maroko (28-29 Oktober 1986), Turki (1-2 November 1986) dan Mesir (3-4 
Novenber 1986). Studi ini dilakukan olch 11. Masrani Basran, SH dan H. Muchrat 
Zarkasyi,SH, sebagai hasilnya meliputi sistem peradilan, masuknya syari’ah law dalam 
hukum nasional dan sumber hukum di bidang ahwal al-Syakhshiyyah yang menjadi pegangan 
hukum di bidang ahwal al-Syakhshiyyah yang menyangkut kepentingan muslim. Lihat 
Ahmad Rafiq, op.cit.,h. 48. 
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agar seluruh jajaran Departemen Agama menyebarluaskan 
dan menerapkan KHI tersebut di samping 
perundang-undangan lainnya. 

Abdurrahman pernah menyatakan bahwa dengan 
berlakunya KHI para hakim dan pihak yang berperkara 
terikat dan berkewajiban melaksanakan isinya dengan 
sepenuhnya. Dalam konteks tertentu dengan kewenangan 
ijtihad, seorang hakim dapat menyempurnakannya melalui 
keputusan yang dikeluarkan sebagai yurisprudensi hukum. 
269 

2. Rumusan Ishlāh (Perdamaian ) dalam KHI Pasal 183 
KHI mengakomodasi sistim pembagian warisan 

dengan cara damai dalam Pasal 183 yang menyatakan: 
“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian 
dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing 
menyadari bagiannya”. Dalam rumusan pasal ini dipahami 
bahwa ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam 
pembagian warisan setelah kematian pewaris. Harta itu 
telah dibagi untuk masing-masing ahli waris dan mereka 
telah mengetahui berapa hak waris yang akan diterima 
sekalipun belum diserahkan kepada ahli waris. Dari 
rumusan pasal ini, ishlāh itu dilakukan setelah kematian 
pewaris dan dengan kematian pewaris tersebut harta telah 
berpindah menjadi milik ahli waris. Sehingga harta yang 
dibagi oleh ahli waris setalah itu menurut kehendak mereka 
merupakan harta yang telah menjadi hak milik penuh ahli 
waris. 

Pasal tersebut membuka kemungkinan untuk 
menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 176 
yang mengatur besarnya bagian harta warisan bagi anak 
laki-laki dan perempuan. Secara lengkap bunyi ketentuan 
pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

 
269 Abdurrahman, loc.cit 
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“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat 
separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-
sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak 
perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka 
bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan 
anak perempuan”. 

Jika pasal 176 dikaitkan dengan alternatif yang 
digariskan pada pasal 183 KHI, patokan penerapan 
besarnya bagian harta warisan antara anak laki-laki dengan 
anak perempuan dapat dijelaskan bahwa bagian anak laki-
laki dibandingkan dengan anak perempuan adalah dua 
berbanding satu. Akan tetapi melalui jalur perdamaian 
dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian 
yang menyimpang dari ketentuan pasal 176. Dalam 
penyimpangan melalui perdamaian ini, dimaksudkan 
untuk dapat memenuhi salah satu sumber hukum yang ada 
dalam hukum Islam yaitu ‘urf (adat kebiasaan) yang dalam 
hal ini diungkapkan dalam bahasa hukum positif sebagai 
adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang 
ada di Indonesia. Sebagaimana telah diungkapkan dalam 
ketentuan penutup pada pasal 229 KHI yang berbunyi: 
“Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan 
kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-
sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, 
sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. 

Kompilasi Hukum Islam dengan klausul di atas 
menghendaki dalam pembagian warisan cara damai ini 
terlebih dahulu ahli waris mengetahui hak-hak yang akan 
diterimanya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an tentang 
furudh al-muqaddarah. Setelah itu masing-masing pihak 
melakukan perdamaian atau kesepakatan. Apabila ada di 
antara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan 
mendapat bagian sedikit, kemudian ahli waris yang 
menerima bagian lebih banyak dengan ikhlas memberikan 
kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat posistif dan 
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terpuji. Meskipun dalam praktiknya jarang sekali terjadi, 
karena secara naluriah, manusia memang cenderung 
mencintai harta benda (maal), tetapi dalam kenyataan 
banyak juga masyarakat yang telah mempraktikkan 
pembagian warisan dengan cara damai ini. 

Pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan 
diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam seperti yang 
tercantum pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini 
didasarkan pada keyakinan para ulama fikih bahwa 
masalah waris adalah hak individu, di mana yang 
mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak 
menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan 
cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain, sesuai 
aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Latar 
belakang munculnya pasal 183 Kompilasi Hukum Islam 
tentang pembagian waris secara perdamaian adalah 
pendekatan kompromi dengan hukum adat terutama untuk 
mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak 
dijumpai nashnya dalam Al-Qur’an. Pada segi lain, nilai-
nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai 
norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di 
samping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata 
membawa kemasalahatan, ketertiban, serta kerukunan 
dalam kehidupan masyarakat.  

Kemungkinan untuk melakukan pendekatan 
kompromi dengan hukum adat bukan terbatas pada 
pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk diangkat dan 
dijadikan ketentuan hukum Islam. Pendekatan 
kompromistis itu meliputi juga memadukan 
pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada 
nashnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya agar 
ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kesadaran 
hidup masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat 
dinyatakan dalam suatu ungkapan mengislamisasi hukum 
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adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan 
hukum adat ke dalam Islam.270 

Kandungan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam di atas 
menyatakan bahwa pada prinsipnya perdamaian (ishlāh) 
dalam kewarisan itu dapat dilakukan oleh ahli waris 
sepanjang tidak menyalahi dalil-dalil yang qath’i dalam Al-
Qur’an dan Hadis dan selama tidak menyalahi beberapa 
prinsip yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam. 
Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa 
dibolehkan ahli waris untuk melakukan perdamaian (ishlāh) 
dalam pembagian warisan setelah masing-masing ahli 
waris mengetahui haknya sekalipun hak tersebut belum 
sampai ke tangan masing-masing ahli waris. Inilah yang 
dimaksud dengan kalimat “setelah ahli waris menyadari 
bagian masing-masing” dalam pasal tersebut.  

3. Pelaksanaan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam 
Pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-

norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang 
sebagai norma adat dan kebiasaan di masyarakat, dan 
nyata-nyata adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan, 
ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, 
selama norma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam 
itu sendiri. Hukum kewarisan Islam merupakan hukum 
positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Islam telah 
mengatur dengan jelas tentang siapa-siapa saja ahli waris 
yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian 
masing-masing. Begitu pula dengan Kompilasi Hukum 
Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 disebutkan 
bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan antara anak 
laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1. 

 
270 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum 

Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 47  
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Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat 1/2 
bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama 
mendapat 2/3 bagian, namun bilamana setiap pihak ahli 
waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa 
dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan 
kesepakatan setiap pihak yang terkait setelah masing-
masing ahli waris mengetahui haknya. Berdasarkan hal 
tersebut adalah sah bila ada di antara ahli waris yang 
merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian 
harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang 
lain. Contohnya, supaya anak perempuan mendapatkan 
bagian lebih atau dua kali bagian anak laki-laki, maka 
dalam pembagian anak laki-laki memberikan separuh 
bagiannya kepada anak perempuan sehingga dalam 
pembagian akhir anak perempuan yang memperoleh hak 
lebih besar dari anak laki-laki. Pembagian seperti ini 
dibolehkan namun tetap saja mengacu kepada ketentuan, 
setelah ahli waris mengetahui dulu bagian mereka. Upaya 
ini dilakukan juga bukan dengan niat lari dari ketentuan 
Allah SWT, tetapi melepaskan hak atas dasar suka sama 
suka. Ketentuan inilah yang diisyaratkan dalam pasal 183 di 
atas, dengan tetap mengacu kepada aturan yang tidak 
menyalahi beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam. 
Berbeda halnya dengan keinginan mengubah ketentuan 
bagian 2 : 1 menjadi 1 : 2 dengan alasan bahwa melihat 
kepada realitas peran perempuan masa kini, dapat 
dikatakan dalam sebagian kondisi bisa menyamai laki-laki, 
sehingga ketentuan 2 :1 itu dianggap dan dirasa kurang adil 
untuk perempuan. Mengubah ketentuan inilah yang tidak 
bisa dengan dalih apapun, namun jika ada usaha supaya 
perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dari laki-laki 
maka solusi di atas sebagai satu bentuk kebijakan hukum, 
dapat dilakukan. 

Kerelaan ahli waris untuk menyerahkan bagiannya 
kepada ahli waris lain yang dianggap lebih membutuhkan, 
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pada hakikatnya bukan lagi dengan nama harta warisan 
karena dilakukan setelah pewaris meninggal dan harta telah 
dibagi di antara ahli waris. Harta tersebut telah menjadi 
milik bagi ahli waris, sekalipun harta itu secara praktis tidak 
langsung diserahkan kepada ahli waris. Dalam pembagian 
seperti ini tidak ada prinsip hukum kewarisan yang 
dilanggar. 

Apabila masing-masing ahli waris telah menyadari dan 
mengetahui hak waris yang akan diterima, dapat dilakukan 
ishlāh dengan adanya kesepakatan menyerahkan bagian 
warisan kepada ahli waris yang lebih membutuhkan. Hal 
ini berarti dalam penerimaan hak bagi masing-masing ahli 
waris bisa saja terjadi penambahan atau pengurangan 
bahkan ada yang menggugurkan hak warisnya sendiri. 
Demikian juga halnya, jika harta warisan dalam bentuk 
benda tidak bergerak, dapat dilakukan penyesuaian harga 
terhadap apa yang akan didapat. Bisa jadi dalam bentuk 
menambah atau menerima tambahan. Agaknya bentuk 
ishlāh yang ditawarkan KHI ini memiliki banyak 
keunggulan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk 
menggugurkan haknya. Misalnya, ia adalah seorang yang 
berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan 
dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara 
sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang 
berhasil kehidupan ekonominya atau, ia menyadari bahwa 
yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa 
hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang 
ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu 
dibagi lebih banyak dari harta peninggalan si mati.  

Ishlāh dalam bentuk ini merupakan ishlāh yang paling 
baik untuk diterapkan untuk menghindarkan adanya 
pihak-pihak yang tidak puas dengan bagian yang diterima. 
Dengan mengamalkan ishlāh seperti dalam ketentuan pasal 
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183 KHI maka ahli waris akan terhindar dari tindakan 
memakan hak orang lain secara batil yang secara jelas 
dilarang. Jika dilakukan ishlāh dalam bentuk jual beli 
warisan, ojek yang diperjualbelikan pun sudah jelas dan 
pasti meskipun belum diserahkan. Artinya, ketentuan jual 
beli dalam bentuk ini telah terpenuhi. 

Perdamaian warisan menjadi tren dari masyarakat 
Indonesia dalam penyelesaian warisan meskipun mereka 
tetap merujuk kepada farāidh sebelum proses perdamaian. 
Di Kalimantan Selatan perdamaian dalam kewarisan 
merupakan perwujudan dari budaya “badamai” dalam 
adat Banjar. Dalam pembagian harta waris, adat badamai ini 
diwujudkan dan pola pembagian waris secara faraid-ishlāh 
dan ishlāh. Yang pertama, faraid-ishlāh maksudnya 
dilakukan pembagian menurut farāidh atau hukum waris 
Islam baru kemudian dilakukan pembagian dengan cara 
musyawarah mufakat atau “ishlāh”. Sedangkan kedua, 
melalui ishlāh (tanpa faraid), yaitu proses pembagian harta 
yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau 
tanpa melalui penghitungan secara faraid terlebih dahulu 
seperti pola pertama. Praktik pembagian waris dengan pola 
faraid-ishlāh ini telah diakomodir dalam Pasal 183 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) yaitu “para ahli waris dapat bersepakat 
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, 
setelah masing-masing menyadari bagiannya”.  

C. Analisis Perbandingan antara Kebijakan Hukum dalam 
Pembagian Warisan Secara Takhāruj Menurut Fikih 
Hanafiyah dan Perdamaian (Ishlāh) dalam Kompilasi 
Hukum Islam 

Setelah menguraikan kebijakan hukum dalam pembagian 
warisan baik secara takhāruj yang dikembangkan oleh fikih 
Hanafiyah dan ishlāh (perdamaian) dalam Kompilasi Hukum 
Islam, selanjutnya akan dilihat titik perbandingan antara dua 
kebijakan hukum tersebut untuk melihat mana cara yang paling 
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baik dan tepat ditempuh dalam menyelesaikan pembagian 
warisan. Patokan yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam 
menentukan mana yang paling baik dan tepat itu adalah 
berdasarkan mana yang paling menguntungkan (banyak 
manfaatnya) dan sedikit mudharat yang ditimbulkan antara 
takhāruj yang terkesan rumit dengan ishlāh yang bersifat 
sederhana. Di samping itu juga dapat dilihat mana yang sedikit 
benturannya dengan dalil-dalil syara’ yang ada. 

Ulama Hanafiyah dengan cermat menempatkan takhāruj 
sebagai salah satu bentuk jual beli harta warisan sehingga 
membuatnya tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan 
Islam. Pada dasarnya kebijakan hukum dalam pembagian 
warisan secara takhāruj adalah salah satu cara pembagian harta 
warisan dengan menggunakan prinsip-prinsip musyawarah. 
Para ahli waris mempunyai peranan dan pengaruh dalam 
menentukan cara pembagian dan besarnya bagian dari hak 
yang akan diterima masing-masing ahli waris. Namun 
pembagian tersebut membuat beberapa prinsip dalam hukum 
kewarisan Islam diabaikan. Di antara prinsip dalam hukum 
kewarisan Islam yang diabaikan itu adalah : 
1. Menyalahi Prinsip Ijbāri Dalam Hukum Kewarisan Islam. 

Asas ijbāri 271  mempunyai kedudukan yang sentral 
dalam timbulnya perbedaan ulama tentang kedudukan 
hukum pembagian warisan secara takhāruj. 272 
Dijalankannya asas ijbāri dalam Hukum Kewarisan Islam 

 
271 Pemahaman terhadap asas ijbari inilah yang membuat terjadinya perbedaan 

pendapat terhadap hukum takhāruj dalam pembagian harta warisan. Kalangan yang 
memahami ijbari dengan pengertian memaksa dalam hal bagian yang diterima ahli waris 
yang akan menerima dan cara pembagian harta tersebut memandang takahruj menyimpang 
dari prinsip-prinsip kewarisan Islam. Sementara yang lain memandang bahwa ijbari yang 
dimaksud bukanlah hal itu, melainkan dalam hal jumlah bagian dan kriteria ahli waris saja 
sehingga mengenai pembagiannya dapat diserahkan kepada ahli waris. 

272 Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan 
sesuatu di luar kehndak sendiri. Begitu pula kata ijbari dalam terminologi Ilmu Kalam 
mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan 
kekuasan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah. Amir 
Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h.3 
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mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang 
yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan 
sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung 
kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli 
warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis 
tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa 
menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya 
sesuai dengan yang telah ditentukan. Prinsip ijbāri bukan 
hanya dari segi peralihan harta saja, namun juga meliputi 
bagian yang mesti diterima dan siapa saja yang berhak 
menerima harta warisan. Apabila dilihat cara pembagian 
secara takhāruj, peralihan harta itu berlaku atas kehendak 
dari ahli waris yang dilakukan melalui kesepakatan 
bersama atau musyawarah, bukan beralih dengan 
sendirinya. Selain itu, dalam salah satu bentuk pembagian 
warisan secara takhāruj, bagian warisan yang diterima oleh 
masing-masing ahli waris pun tidak sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam nash, bisa saja lebih dari bagian 
yang seharusnya diterima ahli waris atau kurang yang 
hanya didasarkan kepada kerelaan ahli waris semata. Hal 
ini menyalahi prinsip ijbāri dari segi peralihan harta dan 
bagian yang mesti diterima ahli waris. 

Dalam takhāruj, lebih banyak diserahkan kepada 
keinginan masing-masing ahli waris karena takhāruj itu 
dilakukan sebelum pewaris meninggal, ketika hak waris itu 
belum jelas. Padahal secara prinsip selama pewaris itu 
belum meninggal maka hak-hak kewarisan itu belum jelas, 
mungkin harta itu berkurang dan mungkin juga bertambah. 
Dari segi ini, takhāruj juga berbenturan dengan prinsip ijbāri 
sebagai salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam. 

Sementara dalam ishlāh, berdasarkan pasal 183 KHI, 
dinyatakan secara jelas bahwa pembagian itu dilakukan 
setelah pewaris meninggal. Hak-hak itu telah jelas dan 
masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya 
sekalipun harta itu belum sampai secara langsung ke 
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tangannya. Dari segi ini benturannya dengan dalil-dalil lain 
tidak terdapat di dalam ishlāh. 

2. Cara dan Waktu Peralihan Hak Kewarisan 
Salah satu prinsip dalam hukum kewarisan Islam 

adalah semata akibat kematian. Terjadinya peralihan harta 
dalam kewarisan dengan adanya peristiwa kematian dari 
seseorang yang memiliki harta. Demikian juga sebaliknya, 
bahwa harta warisan ini dapat dikatakan dimiliki dalam arti 
yang sebenarnya setelah terjadinya pembagian harta 
warisan itu. Tidak dinamakan warisan bila dilakukan 
peralihan hak itu sebelum kematian atau sesudah kematian 
sebelum pembagian harta dengan didahului keinginan dari 
yang memiliki harta. Kalau yang menjadi sebab adanya 
kewarisan itu adalah kematian, maka tidak dapat dibantah 
bahwa peralihan hak secara syara’ berlaku saat setelah 
berlangsungnya kematian, meskipun peralihan hak secara 
praktis baru dilakukan setelah pembagian warisan.273 
Adapun dalam pembagian warisan secara takhāruj, 
pembagian harta secara musyawarah (kekeluargaan) 
warisan dilakukan sebelum adanya kematian dari yang 
memiliki harta dan sebelum adanya pembagian hak 
masing-masing ahli waris . Tidak adanya peristiwa 
kematian dari yang memiliki harta menyebabkan tidak 
terjadinya peralihan harta dalam kewarisan, sehingga 
belum bisa dikatakan bahwa harta warisan itu telah menjadi 
hak milik ahli waris. Hal ini pun berarti ahli waris tidak 
memiliki hak dan wewenang apapun terhadap harta 
tersebut, selama yang memiliki harta belum meninggal. 
Demikian juga halnya, jika penyelesaian secara 
kekeluargaan dilakukan sebelum pembagian harta warisan 
di antara ahli waris yang berhak, menyalahi ketentuan 
hukum kewarisan Islam. 

 
273 Amir Syarifuddin, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid, (Padang: IAIN IB Press, 

1999), Ce.ke-1, h.55 
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Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, ishlāh 
(perdamaian) yang dilakukan oleh ahli waris setelah 
pewaris meninggal dan harta itu telah menjadi hak milik 
ahli waris. Artinya, peleburan harta dilakukan setelah 
masing-masing ahli waris menyadari bagiannya yang 
kemudian diberikan kepada ahli waris lain sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan ahli waris, bukan lagi atas nama 
harta warisan sehingga tidak berbenturan dan menyalahi 
prinsip pembagian dalam hukum kewarisan Islam. 

3. Menyalahi Prinsip Jual Beli 
Dalam transaksi jual beli, di antara syarat-syarat yang 

terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah: 
a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak 

penjual menyatakan kesanggupannya untuk 
mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, 
karena tidak mungkin memajang barang dagangan 
semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di 
gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan 
barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan 
pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam 
proses pabrik itu dihukumkan sebagai barang yang ada. 

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 
Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah 
menjadi objek jual beli karena dalam pandangan syara’ 
benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. 

c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki 
seseorang tidak boleh diperjualbelikan. 

d. Dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada 
waktu yang disepakati bersama ketika transaksi 
berlangsung.274  
Pendapat ulama Hanafiyah dalam Syarah Fath al-Qadīr 

menyebutkan bahwa takhāruj dibolehkan karena ia adalah 

 
274 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, (Beirut: Da al-Fikr, tt), Jil.IV, h. 

356 
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sebagai bentuk jual beli harta warisan. Dalam praktiknya 
memang terjadi seperti jual beli, yaitu ahli waris yang keluar 
menerima imbalan dari ahli waris yang lain sebagai ganti 
atas warisan yang menjadi haknya. Hal pokok yang 
mendasari pendapat ulama Hanafiyah bahwa takhāruj 
merupakan jual beli harta warisan adalah dengan adanya 
imbalan yang diberikan ahli waris yang keluar meskipun 
secara langsung akadnya tidak seperti akad jual beli pada 
umumnya. Pemberian imbalan itulah yang mengisyaratkan 
telah terjadi transaksi jual beli antara kedua belah pihak. Di 
satu sisi, ahli waris yang keluar adalah sebagai pihak 
penjual dan di sisi lain ahli waris yang menerima adalah 
sebagai pihak yang membeli. Sedangkan yang menjadi 
objek dalam transaksi jual beli tersebut adalah bagian atau 
furudh yang ditinggalkan.275 

Dalam konteks jual beli secara umum, ada rukun-rukun 
yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah menurut 
syara’. Rukun-rukun tersebut adalah penjual, pembeli, 
barang yang diperjualbelikan dan ijab kabul. Namun 
berbeda dengan rukun jual beli versi ulama Hanafiyah. 
Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab kabul 
yang menunjukkan keridhaan dari penjual dan pembeli 
untuk melalukan transaksi.276 Penulis melihat bahwa ulama 
Hanafiyah memandang keabsahan jual beli adalah pada 
substansi pelaksanaannya. Adanya keridaan antara penjual 
dan pembeli sudah mencakup segalanya yang terkandung 
dalam proses transaksi, sehingga perpindahan kepemilikan 

 
275 Ibnu al-Humam, Syarh Fath al-Qadir, Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1970, Juz.8, 

h.405 
 
276 Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan 

kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan 
itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka 
diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang 
menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli itu tergambar 
dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta’athi). 
Lihat Ibn Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid IV, h. 5 
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yang disertai keridhaan dari masing-masing pihak telah 
dianggap sebagai jual beli yang sah dan boleh dilakukan.  

Dalam proses pembagian secara takhāruj jelas memang 
tidak terlihat adanya transaksi jual beli seperti jual beli pada 
umumnya. Tidak ada yang disebut objek yang 
diperjualbelikan, karena harta itu belum beralih kepada ahli 
waris disebabkan pemilik harta yang akan mewariskan itu 
belum meninggal. Tidak adanya peralihan harta tersebut 
menyebabkan tidak ada bentuk harta yang dimiliki oleh ahli 
waris. Jika dikatakan bahwa bagian atau hak waris dari ahli 
waris itu menjadi objek dalam transaksi jual beli, sementara 
bagian yang mesti diterima oleh ahli waris belum 
ditentukan secara pasti berapa jumlahnya. Kejelasan barang 
yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli menjadi 
syarat mutlak dalam transaksi. Dalam transaksi jual beli, 
objek yang diperjualbelikan itu mesti jelas dan dapat 
diserahkan pada waktu akad. Sekalipun ada pengecualian 
dalam bentuk ba’i al-salam, namun tetap saja benda yang 
menjadi objek itu telah ditentukan dan dijelaskan 
sebelumnya baik secara kualitas atau kuantitasnya. 
Berdasarkan prinsip tersebut, cara pembagian dalam 
bentuk takhāruj ini membentur fikih karena tidak sesuai 
dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam jual beli. 

Takhāruj hanya diamalkan di kalangan ulama 
Hanafiyah, dan tidak diamalkan oleh ulama lain karena 
adanya perbenturan dengan nash. Bentuk ishlāh yang 
dilakukan dalam takhāruj juga berbenturan dengan hadis 
dan kaidah fikih bahwa “ishlāh yang berlaku di kalangan 
orang muslim itu bukanlah ishlāh yang mengharamkan 
sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.” 
Sebagaimana dalam kaidah: 

 امارح لحأ وأ لالاح مرح احلص لاا نیملسملا نیب زئاج حلصلا
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“Perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram”.277 

 
Pembagian secara ishlāh yang terdapat di dalam 

Kompilasi Hukum Islam, dapat dikatakan tidak 
berbenturan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam 
hukum kewarisan Islam dan dalil-dalil syara’ yang ada. Hal 
ini dapat dilihat dalam uraian berikut dengan terlebih 
dahulu mengkaji dan menghubungkannya dengan hukum 
menggugurkan hak perorangan dalam Islam. 

Dalam kajian hukum Islam hak itu terbagi kepada 
beberapa kategori. Beberapa kategori itu pada dasarnya 
adalah pecahan dari dua kategori umum yaitu hak Allah 
atau disebut juga hak umum, dan hak hamba atau hak 
perorangan. Adanya kategorisasi hak kepada Allah dan hak 
kepada hamba bukanlah sebuah pemisahan secara tajam. 
Karena pada prinsipnya, dalam keyakinan umat Islam, 
semua hukum yang diturunkan Allah itu adalah hak Allah 
dalam arti wajib ditaati. Kategorisasi tersebut antara lain 
dalam rangka membedakan mana hukum yang dalam 
penyelesaiannya terdapat jalan penyelesaian alternatif 
selain hukum yang jelas tertulis, misalnya dengan 
penyelesaian damai atau secara kekeluargaan dan mana 
yang tidak punya alternatif sehingga tidak bisa diselesaikan 
kecuali seperti ketentuan yang tertulis.278 

1. Hak Allah 
Hak Allah maksudnya adalah hak-hak yang 

merupakan hak Allah dan hak umum yang jika dilanggar 
akan merusak hubungan antara seseorang dengan Allah, 

 
277 Ibn Taimiyah, al-Qawa’id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah, (Riyadh: Maktaba al-Rusyd, 2001), 

Cet.ke-1, Juz.II, h. 461 
278 Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 

2004), Cet. ke-1, h. 340-345  
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atau hubungannya dengan orang lain, dan bisa 
mengguncang stabilitas ketenteraman orang banyak. Agar 
hak-hak Allah ini terpelihara, dalam hukum Islam dibuat 
aturan-aturan yang berhubungan dengan hak Allah atau 
hak masyarakat umum. Yang termasuk kategori hak yang 
semacam ini antara lain, menjaga kehormatan dan 
keturunan dan untuk itu dilarang berzina, menjaga harta 
dan untuk itu diharamkan mencuri, merampok dan 
menipu, menjaga kehormatan agama dan untuk itu 
dilarang riddah, dan menjaga akal pikiran dan untuk itu 
dilarang mengonsumsi benda yang merusak akal. 
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut 
dikenakan sanksi hukum yang disebut sanksi hukum 
hudud. Selain itu, termasuk juga dalam kategori ini sanksi 
hukum atas pembunuhan yang dilakukan oleh seorang 
anak atas diri ayah kandungnya, bilamana pembunuh itu di 
ancaman dengan hukuman antara lain tidak berhak atas 
harta warisan yang ditinggalkan ayahnya yang dibunuhnya 
itu, dan seperti kafarat (denda) melanggar sumpah, kafarat 
zhihar dan kafarat pembunuhan yang tidak sengaja. 

2. Hak Hamba atau Hak Perorangan 
Hak perorangan maksudnya adalah hak-hak yang 

bilamana dilanggar, akan merugikan diri perorangan yang 
bersangkutan, tidak merugikan orang lain. Misalnya, hak 
yang berhubungan dengan harta benda perorangan. Untuk 
memelihara hak-hak seperti ini, dalam hukum Islam 
dirumuskan aturan-aturan hukum dalam bidang 
muamalat. Umpamanya, kewajiban mengganti rugi atas 
diri seseorang yang telah merusak harta benda orang lain, 
masalah utang piutang, hak seorang pemegang gadai untuk 
menahan harta gadai dalam kekuasaan dan 
pemeliharaannya, dan berbagai hak yang berhubungan 
dengan perikatan seperti dalam jual beli dan sewa 
menyewa.  
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Para ahli Ushul Fiqh antara lain Ali Hasaballah,279 ahli 
hukum Islam berkebangsaan Mesir, menjelaskan bahwa 
hak-hak Allah atau hak umum, sepenuhnya terletak di 
tangan penguasa untuk melaksanakan hukuman duniawi 
atas diri pelanggarnya. Yang perlu dicatat dalam hal ini 
adalah bahwa tidak seorang pun, meskipun penguasa itu 
sendiri, yang bisa menggugurkan atau memaafkan orang 
yang melanggarnya. Orang yang melakukan zina atau 
pencurian misalnya, bilamana telah terbukti dan 
mencukupi syarat-syaratnya, harus dituntut dan dikenai 
sanksi, dan tidak seorang pun yang bisa memaafkannya. 
Tidak seorang pun yang mempunyai kewenangan untuk 
menggugurkan atau memaafkannya. Alasannya, bahwa 
seorang mukallaf hanya punya hak untuk memaafkan suatu 
pelanggaran atau menggugurkannya bilamana 
berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh sebab itu, 
seseorang tidak berhak memaafkan seseorang yang tidak 
salat, puasa, haji, zakat, dan tidak pula menggugurkan 
sanksi-sanksi hukum atas kejahatan zina dan mencuri, 
disebabkan semuanya itu bukan merupakan pelanggaran 
hak perorangan. Dengan demikian, seseorang yang berzina 
dengan istri tetangganya, tidak bisa diselesaikan secara 
kekeluargaan atau damai. Begitu pula tidak ada 
perdamaian dalam masalah pencurian. Pelakunya harus 
dikenakan hukuman yang sudah ditentukan. 

Adapun taklif yang berkaitan dengan hak hamba (hak 
perorangan) dalam fiqh Islam ketentuan-ketentuan hukum 
yang berhubungan dengan bidang ini bila dilanggar 
sepenuhnya terserah kepada pemilik hak yang dilanggar, 
apakah ia akan menuntut atau memaafkannya. Begitu juga 
tentang penyelesaian hak dalam bentuk ini bisa diselesaikan 
secara damai atau secara kekeluargaan. Seseorang yang 

 
279 Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri’ al-Islami, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1976), cet.ke-5, h. 

329-333 
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memecahkan kaca mobil orang lain, terserah pada pihak 
yang punya mobil, apakah ia akan meminta ganti rugi atau 
merelakannya. Demikian pula seseorang yang berpiutang 
kepada pihak lain, maka yang berpiutang bebas memilih 
antara tetap menagih piutangnya atau membebaskannya 
tanpa perlu membayarnya. 

Kembali pada kasus yang dibahas ini, pertanyaan yang 
muncul adalah, hak seseorang untuk mewarisi ahli 
warisnya yang meninggal, apakah termasuk kategori hak 
Allah (hak umum) atau hak hamba (hak perorangan). 
Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah penting, karena 
dengan pertanyaan itu permasalahan dalam kasus ini 
sebagiannya dijawab. Jika merujuk kepada pendapat 
seorang ulama terkemuka berkebangsaan Mesir, 
Muhammad Abu Zahrah280 dalam karyanya Usūl al-Fiqh 
yang menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi 
harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia 
termasuk ke dalam kategori hak hamba atau hak 
perorangan. Secara murni ia menyejajarkan hak untuk 
mewarisi dengan hak untuk menagih atau menerima 
piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan 
dengan pemilikan harta. Setelah menegaskan bahwa hak 
mewarisi adalah hak hamba secara murni, Abu Zahrah 
menjelaskan lebih lanjut bahwa: “Melanggar hak hamba 
adalah sebuah kezaliman”. Allah tidak menerima tobat 
seseorang yang memakan hak hamba, kecuali jika yang 
bersangkutan membayar hak itu kepada pemiliknya atau 
digugurkan oleh pemilik atau memaafkannya. Hak 
semacam ini tidak lain adalah untuk memelihara 
kemaslahatan perorangan. Oleh karena itu, hak seperti ini 
bisa digugurkan oleh pemilik hak.” 

Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, dalam 
pembagian harta warisan, jika setiap pihak ahli waris secara 

 
280 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy,tt), h.105 
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rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara 
kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan 
setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut, 
adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang 
merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian 
harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang 
lain. Harta warisan boleh dibagi secara kekeluargaan ini 
yang diakui pula oleh pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam literatur-literatur hukum Islam dikemukakan, 
bahwa peluang untuk memilih apakah akan melaksanakan 
ketentuan hukum Islam atau memilih berdamai hanya 
dibolehkan apabila mencukupi dua syarat yaitu pada 
ketentuan yang mengatur hak-hak hamba, dan atas 
persetujuan seluruh pihak yang mempunyai hak. 
Persyaratan terakhir ini diperlukan, agar tidak ada pihak 
yang merasa dirugikan.  

Lebih lanjut Ali Hasaballah,281 menjelaskan bahwa hak-
hak Allah atau hak umum sepenuhnya terletak di tangan 
penguasa dan tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai. 
Seseorang yang telah melakukan perzinaan harus dihukum 
dan tidak ada jalan untuk perdamaian. Sebaliknya, sejauh 
hal itu berhubungan dengan hak hamba, maka 
penyelesaiannya terserah kepada persetujuan dua pihak 
yang bersengketa, apakah mereka akan menyelesaikannya 
dengan peraturan yang telah diatur dalam hukum Islam 
atau mereka berdamai saja.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika ahli 
waris ingin melakukan kesepakatan dalam pembagian 
harta warisan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-
masing, dapat dibenarkan sejauh harta itu telah menjadi 
hak masing-masing ahli waris. Artinya, setelah dilakukan 
pembagian warisan dengan menentukan hak masing-
masing ahli waris sesuai dengan furūdh yang mesti diterima, 

 
281 Ali Hasaballah, loc.cit 
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kemudian harta dilebur kembali dan dilakukan 
kesepakatan dengan membagi harta warisan sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing ahli waris. Sebaliknya, jika ahli 
waris melakukan kesepakatan terhadap sesuatu yang 
belum tentu dan belum jelas menjadi haknya, hal ini tidak 
bisa dilakukan karena ahli waris melakukan kesepakatan 
atau perdamaian terhadap sesuatu yang bukan menjadi hak 
mereka. Berdasarkan ketentuan inilah dapat dikatakan 
bahwa dalam pembagian warisan yang dilakukan secara 
takhāruj, ahli waris belum memiliki harta dalam bentuk 
warisan karena belum dilakukan pembagian warisan 
disebabkan pewaris belum meninggal. Selama harta belum 
dimiliki, ahli waris tidak punya hak sama sekali terhadap 
harta itu. Berbeda halnya dengan perdamaian (ishlāh) yang 
terdapat dalam KHI. Ishlāh dalam KHI menunjukkan bahwa 
pembagian warisan yang dilakukan secara ishlāh itu 
dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyadari 
bagiannya, artinya setelah ada hak mereka terhadap harta 
tersebut. Sehingga jika mereka ingin menghibahkan, atau 
memberikan kepada ahli waris lain, atau meleburnya dan 
memberikan kepada siapa pun yang dikehendaki dan 
membutuhkan, hal ini dibolehkan karena harta itu telah 
menjadi hak milik ahli waris.  

 Di sisi lain jika dilihat dari sisi kemaslahatan, dalam 
penyelesaian pembagian warisan dalam takhāruj ataupun 
ishlāh menurut KHI, dapat dilihat dari beberapa segi. 
Dengan mengaitankannya dengan perkara yang dibahas 
ini, hukum faraid adalah termasuk dalam kategori hukum 
yang mengatur kebutuhan daruriyat, karena jika pembagian 
harta warisan itu tidak dapat berjalan lancar, bisa 
mengancam eksistensi hubungan silaturahmi antara 
keluarga. Oleh karena demikian penting peranan hukum 
faraid ini dalam upaya menghindarkan putusnya 
silaturahmi maka Al-Qur’an telah secara khusus 
membicarakan masalah ini secara lebih rinci. Oleh sebab itu 
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terkenal di kalangan ulama, bahwa di antara hukum Islam 
yang sangat rinci dalam Al-Qur’an adalah hukum faraid. 
Dalam gambaran Islam, bila hukum faraid itu dijalankan 
secara jujur dan benar, maka kekhawatiran adanya dampak 
negatif dari pengaruh harta yang ditinggalkan si mati, bisa 
dihindarkan atau minimal bisa ditekan ke atas yang lebih 
ringan. Artinya, dengan terlaksananya hukum faraid, di 
samping hak warisan dapat dikembalikan secara benar 
kepada yang punya hak, juga yang sangat mendasar adalah 
mampu membuat keluarga yang bersangkutan hidup 
damai seperti semula. 

Untuk mencapai tujuan itu tidak bisa mengandalkan 
keputusan hakim di pengadilan, tetapi berkaitan erat 
dengan banyak hal. Terutama adanya kesadaran serta 
kesiapan mental dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk 
menerima segala konsekuensi dari penerapan hukum faraid 
atau perlu adanya kesiapan para pihak untuk mundur 
setapak dari sikapnya jika dengan itu bisa dicapai 
penyelesaian yang tidak berdampak negatif terhadap tali 
persaudaraan. Tanpa adanya kesiapan mental seperti ini, 
tujuan hukum faraid untuk memberikan ketenteraman 
pada masing-masing pihak tidak akan tercapai. Putusnya 
tali persaudaraan disebabkan sengketa harta warisan, 
adalah refleksi dari sikap yang berlebihan mencintai harta 
dan mengabaikan hubungan persaudaraan. Padahal dalam 
ajaran Islam harta bukan untuk membuat orang berjarak 
dari saudaranya, tetapi justru sebaliknya untuk membina 
keakraban sesamanya. Tujuan inilah yang hendak 
diwujudkan oleh hukum faraid. 

Mashlahah juga tidak harus bersifat semesta, karena 
menjaga kemashlahatan orang perorangan dan kelompok 
juga diakui adanya oleh syariat. Selain itu, mashlahah itu 
juga tidak harus bersifat qath’i. Mengamalkan sesuatu yang 
bersifat zhanni juga diakui keabsahannya dalam hukum-
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hukum fikih. Penetapan hukum syariat juga banyak 
menggunakan kriteria zhanni. 

Jika dihubungkan dengan kajian fikih siyasah di mana 
objek bahasannya tentang kekuasaan, meliputi hukum tata 
negara, administrasi negara, hukum internasional dan 
hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fikih 
siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan 
pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkrit di dalam 
ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam 
kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun 
internasional. Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa: 

  282ةحلصملاب طوנم ةيعرلا rst مامfgا فUWت
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 

bergantung kepada kemashlahatan”. 
 
Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin 

harus berorientasi kepada kemashlahatan rakyat, bukan 
mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan 
keluarganya atau kelompoknya. Banyak contoh yang 
berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan 
yang mashlahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang 
harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan 
dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan 
yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, 
itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.  

Dasar dalam membuat suatu kebijakan adalah dengan 
memikirkan kemashlahatan. Mashlahah itu bisa dipilih 
dengan tidak menyulitkan, lebih menguntungkan. 
Kebijakan pemerintah terhadap rakyat dasarnya adalah 
mashlahah. Pemerintah yang dimaksud adalah hakim, dalam 
bentuk yang sebenarnya adalah umara’. Sekalipun dasar 

 
282 Imam Tajuddin ‘Abd al-Wahab al-Subki, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 1991), Cet.ke-1, h. 134 
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kebijakan itu adalah kemashlahatan namun tidak terlepas 
dari tuntunan agama secara penuh. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pada prinsipnya dalam takhāruj, ulama Hanafiyah juga 
berusaha untuk tidak melanggar faraidh, namun karena 
harta itu belum pasti, hal itu yang menyebabkan sulit untuk 
mengatakan sebagai transaksi jual beli. Seseorang dapat saja 
melepaskan haknya apakah dalam bentuk jual beli, hibah, 
wakaf, dan lainnya jika hak itu telah pasti. Berbeda halnya 
dengan ishlāh dalam KHI, jika ahli waris ingin melepaskan 
hanya, hak tersebut telah pasti sehingga tidak ada 
benturannya. Inilah salah satu keistimewaan ishlāh dalam 
KHI. Apabila dikaitkan dengan takhāruj dalam konsep 
ulama Hanafiyah di atas, secara lughawi, ishlāh yang 
terdapat dalam KHI dapat disebut juga sebagai takhāruj 
dalam arti keluar dari hak. Akan tetapi, bukan dalam 
pengertian takhāruj yang dibuat oleh ulama Hanafiyah 
karena takhāruj itu melepaskan hak dan menerima imbalan 
atas hak yang dilepaskan.  

Buku ini secara teoritis memang mengkaji persoalan 
klasik yaitu satu bentuk kebijakan hukum secara takhāruj 
yang kemudian dibandingkan dengan ishlāh dalam KHI. 
Namun hasil dari penelitian ini dapat menjawab persoalan 
penyelesaian pembagian harta warisan banyak yang 
muncul di zaman kekinian. Dalam penyelesaian pembagian 
harta warisan di zaman sekarang tidak dapat dihindarkan 
banyak pihak yang memiliki keinginan untuk 
menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah 
di kalangan ahli waris supaya harta tersebut dapat 
diberikan dan dimanfaatkan oleh ahli waris yang lebih 
membutuhkan. Bahkan mungkin adanya keinginan ahli 
waris untuk tidak membagi harta warisan. Agar cara yang 
dilakukan itu tidak menyimpang dari ketentuan umum 
yang berlaku dan ahli waris menerima hak dalam keadaan 
merasa puas sehingga dapat dinyatakan apa yang 



 279 

dipraktikkan tidak salah atau melanggar hukum maka 
penyelesaian secara ishlāh dalam KHI ini merupakan solusi 
paling tepat untuk dilakukan karena mudah dilakukan dan 
rasional. 

Apabila dalam penyelesaian secara kekeluargaan di 
atas, terdapat perbedaan di antara ahli waris sehingga tidak 
merasa senang dengan hak yang diterima maka dalam 
kondisi seperti ini hakim yang berwenang memutuskan 
perkara pembagian harta warisan sesuai dengan apa yang 
ditentukan oleh nash. Keputusan hakim ini mesti dipatuhi 
oleh para pihak karena keputusan hakim tersebut mengikat 
terhadap setiap ahli waris.  

Dengan menarik makna takhāruj sebagai salah satu 
bentuk kebijakan hukum, berdasarkan uraian di atas, ada 
beberapa cara yang dapat dilakukan secara legal tanpa 
mengubah ketentuan yang berlaku, untuk orang-orang 
yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris namun 
tidak berhak mendapatkan harta warisan di antaranya : 

1. Wasiat Wajibah. Seseorang yang memiliki 
harta namun mempunyai kerabat yang berdasarkan 
hukum yang berlaku tidak berhak menerima warisan, 
membuat surat wasiat untuk kerabat tersebut agar 
dilaksanakan setelah ia meninggal. Dengan cara ini, 
kemenakan (anak dari saudara perempuan), mamak 
(saudara laki-laki dari ibu), dan induk bako (saudara 
perempuan dari ayah) yang mereka adalah ahli waris 
yang sah menurut hukum adat Minangkabau tetapi 
bukan ahli waris menurut hukum Islam yang berlaku, 
dapat bagian dari harta peninggalan orang yang telah 
meninggal secara legal.  

2. Melalui pemberian dari ahli waris waktu 
melakukan pembagian warisan. Cara seperti ini 
ditetapkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 8 yang 
artinya “ bila waktu pembagian harta warisan hadir para 
kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, berikanlah 
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kepada mereka bagian dari harta warisan itu dan 
katakanlah kepada mereka ucapan yang baik”. Hal ini 
mengandung arti, kebijakan memberikan harta warisan 
kepada orang dekat yang tidak menerima harta warisan 
itu dengan nama “ pemberian” adalah tindakan legal. 

 
Perbedaan dan Persamaan Kebijakan Hukum Secara Takhāruj 

dengan Kebijakan  
 

Hukum Secara Ishlāh Menurut Kompilasi Hukum Islam. 
Kebijakan Hukum Secara 

Takhāruj  
Menurut Hanafiyah 

Kebijakan Hukum Secara 
Ishlāh Menurut 

Kompilasi Hukum Islam 

1. Menyalahi prinsip ijbari 
dalam kewarisan dari 
segi peralihan harta dan 
bagian ahli waris. 

2. Dilakukan sebelum 
pembagian harta 
warisan atau sebelum 
pewaris meninggal. 

3. Dianggap sebagai jual 
beli warisan namun 
objek yang 
diperjualbelikan belum 
ada atau belum jelas. 

4. Tujuan dilakukan 
untuk kemashlahatan 
ahli waris namun dalam 
mencapai tujuan 
tersebut menyalahi dan 
berbenturan dengan 
dalil qath’i, prinsip 

1. Tidak menyalahi 
prinsip ijbari dalam 
kewarisan karena 
secara formal hukum 
waris telah 
dilaksanakan. 

2. Dilakukan setelah 
pembagian harta 
warisan (setelah 
pewaris meninggal). 

3. Ahli waris telah 
mengetahui haknya, 
jika hak itu akan 
dilepaskan dalam 
bentuk jual beli, 
objeknya telah jelas. 

4. Tujuan dilakukan 
untuk kemashlahatan 
ahli waris juga, dan 
dilakukan tanpa 
menyalahi dan 
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dalam kewarisan dan 
prinsip muamalah. 

5. Dalam pelaksanaannya 
lebih rumit. 

 
 

berbenturan dengan 
dalil qath’i, prinsip 
dalam kewarisan dan 
muamalah. 

5. Dalam 
pelaksanaannya tidak 
rumit (terkesan 
sederhana). 
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